TAHUN  XXVI,  NO.  3 
MEI-JUNI  1997 


MALISIS  CSIS 


Liberalisasi,  Migrasi 
dan  Pemberdayaan 


Masyarakat 


PENGANTAR  REDAKSI 


ARTKEL 


Transmigrasi  dalam  Pembangunan  Wilayah  dan 
Kelestariannya  dengan  Perspektif  Sosial  Budaya: 
Model  untuk  Irian  Jaya 

Pendekatan  Kelembagaan  dalam  Pembangunan 
Pertanian:  Suatu  Pemikiran  dengan  Kasus 
Kelembagaan  SASI  di  Maluku 

Demokratisasi  dan  Budaya  Politik  Indonesia 

Migrasi  Internal  di  Timor  Timur: 
Kajian  di  Daerah  Tujuan  Pasca-Integrasi 


•  Liberalisasi  Perdagangan  dan  Investasi  APEC  2020 
Peluang  dan  Kendala  Usaha  Kecil  dan  Menengah 

•  Pemberdayaan  Masyarakat  "Lain-lain"  di 
Timika  Irian  Jaya 

ANALISIS  PERISTIWA 

•  Memahami  Kritik  dan  Gebug  dalam  Relativisme 
Budaya  Politik:  Februari  -  Maret  1997 

DOKUMEN 

•  Kegiatan-kegiatan  Diplomatik  di  Asia  Pasifik 


Centre  for  Strategic  and  International  Studies 


Analisis  CSIS 


Logo  CSIS 


Pemimpin  Redaksi/ 
Penanggung  Jawab 

Dewan  Redaksi 


Redaksi  Pelaksana 


Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  berbagai  masa- 
lah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para 
staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbang- 
kan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  --  tiadanya  sikap  a  priori  --  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  un- 
tuk menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu.  Nalar 
menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan  Budi 
berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun 
CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat 
kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas 
individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban  sosialnya. 
Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar,  belajar  serta  meng- 
uraikan pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  da- 
lam wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 

Rufinus  Lahur 


Daoed  Joesoef,  A.M.W.  Pranarka,  J.  Soedjati  Djiwandono,  M.  Hadi  Soesastro, 
Harry  Tjan  Silalahi,  Jusuf  Wanandi,  Clara  Joewono,  Djisman  S.  Simandjuntak, 
Onny  S.  Prijono,  Mari  Pangestu,  Bantarto  Bandoro 


Bambang  Walgito,  Sunarto  nDaru  Mursito 


STT 
ISSN 


SK  Menpen  RI  No.  509/SK/DlTJEN  PPG/STT/1978, 
tanggal  28  Agustus  1978 


0126-222X 


^ALISIS  iSiS 


TAHUN  XXVI,  NO.  3,  MEI-JUNI  1997 


Daftar  Isi 


Pengantar  Redaksi  216 
Artikel 

•  Transmigrasi  dalam  Pembangunan  Wilayah  dan  Kelestariannya 
dengan  Perspektif  Sosial  Budaya:  Model  untuk  Irian  Jaya 

Parsudi  Suparlan  2 1 9 

•  Pendekatan  Kelembagaan  dalam  Pembangunan  Pertanian: 
Suatu  Pemikiran  dengan  Kasus  Kelembagaan  SASI  di  Maluku 

Nizwar  Syafa  'at  245 


•  Demokratisasi  dan  Budaya  Politik  Indonesia 

Nico  Teguh  Budi 

•  Migrasi  Internal  di  Timor  Timur:  Kajian  di  Daerah  Tujuan 
Pasca-Integrasi 

Soewartoyo 

•  Liberalisasi  Perdagangan  dan  Investasi  APEC  2020: 
Peluang  dan  Kendala  Usaha  Kecil  dan  Menengah 

Ganewati  Wuryandari 

•  Pemberdayaan  Masyarakat  "Lain-lain"  di  Timika  Irian  Jaya 

MuridanS.  Widjojo 

Analisis  Peristiwa 

•  Memahami  Kritik  dan  Gebug  dalam  Relativisme  Budaya  Politik- 
Februari  -  Maret  1997 

Nico  Teguh  Budi 

Dokumen 

•  Kegiatan-kegiatan  Diplomatik  di  Asia  Pasifik 

Faustinus  Andrea 


252 


265 


276 


296 


321 


325 


Pengantar  Redaksi 


SEBAGAI  alternatif  untuk  membuat  program  transmigrasi  berhasil,  Parsudi 
Suparlan  mengajukan  pelaksanaan  transmigrasi  dengan  pendekatan  sosial  buda- 
ya  yang  selama  ini  aspek  tersebut  diabaikan.  Ditekankan  pentingnya  kecocok- 
an  desain  permukiman  dengan  budaya  calon  transmigran  dan  pentingnya  lokasi  itu 
berpotensi  menjadi  pusat  pertumbuhan  wilayah.  Pengintegrasian  masyarakat  dalam  trans- 
migrasi agar  menggunakan  model  kemajemukan  dan  bukan  model  asimilasi,  di  mana 
transmigrasi  dari  luar  ditempatkan  terpisah  dari  transmigrasi  lokal.  Penataan  raang- 
ruang  dalam  permukiman  diharapkan  mampu  mendorong  peningkatan  kesejahteraan  dan 
integrasi  sosial.  Pusat  permukiman  transmigrasi  dibangun  di  tengah-tengah  dua  jenis 
transmigran  dan  bertugas  menyelenggarakan  pembinaan  demi  mempercepat  proses  pem- 
berdayaan  ekonomi,  sosial  dan  kebudayaan  sehingga  berpotensi  menjadi  pusat  pertum- 
buhan daerah.  Supaya  permukiman  ini  berkembang  sebagai  mang  budaya  untuk  kehi- 
dupan  yang  menyeluruh,  lokasi  transmigrasi  hams  mempunyai  perkaitan  jaringan  jalan 
dengan  desa,  kota  dan  wilayah  sekitamya. 

Pertumbuhan  dan  pengembangan  tidak  selalu  menghasilkan  pemerataan  Dari  stu- 
di  kasus  di  desa  Sepa,  Kecamatan  Amulai,  Maluku  Tengah  dapat  ditelaah  bahwa  SASI  se- 
bagai suatu  lembaga  lokal  diharapkan  mampu  meningkatkan  pembangunan  pertanian  dan 
sekaligus  menghasilkan  pertumbuhan  dan  pemerataan.  Nizwar  Syafa'at  mengemukakan 
bahwa  keberadaan  lembaga-lembaga  lokal  yang  fleksibel  hams  dapat  dimanfaatkan  sebaik- 
baiknya  karena  lembaga-lembaga  tersebut  mampu  memobilisasi  rakyat,  menggerakkan 
gotong  royong  serta  memperhatikan  sumberdaya-sumberdaya  yang  ada.  Karena  itu  pula 
lembaga-lembaga  tersebut  perlu  diberi  kesempatan  dan  waktu  yang  lebih  lama  untuk  me^ 
nyesuaikan  diri  dengan  pembahan  akibat  pembangunan  sehingga  lembaga-lembaga  ter- 
sebut tidak  lagi  dianggap  sebagai  penghambat. 

Proses  demokratisasi  di  Indonesia  bila  dilihat  dari  perpolitikan  dewasa  ini  tampak- 
nya  masih  menghadapi  banyak  kendala.  Nico  Teguh  Budi  mengemukakan  bahwa  di  satu 
pihak  pemerintah  masih  menimimalisasikan  setiap  gerakan  pembahan  politik  guna  mem- 
pertahankan  status  quo  demi  kesinambungan  pembangunan,  di  lain  pihak  pemerintahan 
yang  bersih  dan  berwibawa  belum  sepenuhnya  terwujud  sehingga  kesenjangan  sosial  ma- 
kin  melebar.  Proses  pembangunan  politik  agaknya  masih  didasarkan  pada  suatu  budaya 
politik  yang  masih  banyak  diwarnai  oleh  budaya  feodal  dan  budaya  kolonial  yang  be- 
lum memberikan  batasan  jelas  lingkup  kehidupan  politik  dan  fungsi-fungsi  kekuasaan 
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politik.  Karena  itu  revitalisasi  budaya  politik  perlu  segera  dilakukan  karena  rakyat  telah 
memasuki  abad  informasi  yang  semakin  mempertanyakan  legitimasi  kultural  dan  legal 
dari  kekuasaan  yang  kurang  menghirankan  mandat  kultural  dari  rakyat  untuk  mengelola 
politik  negara. 

Kendati  jauh  sebelum  berintegrasi  ke  dalam  Republik  Indonesia  di  tahun  1975, 
Propinsi  Timor  Timur  sudah  banyak  menerima  migran  dari  daerah  lain,  namun  sejak  1989 
di  saat  status  propinsi  ini  disamakan  dengan  propinsi-propinsi  lain  di  Indonesia,  mu- 
lailah  berdatangan  para  migran  dari  segala  penjuru  tanah  air.  Menurut  Soewartoyo  fak- 
tor  utama  yang  menjadi  pendorong  terjadinya  migrasi  adalah  kuatnya  peran  pemerin- 
tah  dalam  menerapkan  asas  dekonsentrasi  di  propinsi  ini  serta  kuatnya  pula  daya  pikat 
daerah  ini  bagi  pendatang  baru,  terlebih  mereka  yang  mengalami  berbagai  himpitan  se- 
perti  tekanan  ekonomi  dan  lain  sebagainya  untuk  mengadu  nasib  di  situ.  Namun  keber- 
hasilan  para  pendatang  baru  di  sektor  formal,  terlebih  di  sektor-sektor  informal  ternyata 
bukannya  merangsang  penduduk  setempat  untuk  maju  dan  bersaing  tetapi  malahan  me- 
numbuhkan  kecemburuan  sosial  yang  makin  mendalam.  Untuk  mengatasi  hal  itu,  yang 
perlu  dititikberatkan  sekarang  ini  adalah  pemberian  peluang  kerja  yang  lebih  besar  kepa- 
da  penduduk  setempat  agar  mereka  mampu  dalam  masa  transisi  ini  beradaptasi  dengan 
kondisi  Indonesia  secara  keseluruhan. 

Ganewati  Wuryandari  mengajukan  dalam  artikelnya  bahwa  dalam  menyongsong  li-. 
beralisasi  perdagangan  dan  investasi  di  tahun  2020  mendatang,  setiap  negara  anggota 
APEC  terlebih  yang  tergolong  negara  berkembang  harus  segera  melakukan  efisiensi  di 
segala  bidang.  Mekanisme  persaingan  bebas  akan  menggilas  sumber-sumber  daya  manu- 
sia  dan  sektor-sektor  ekonomi  yang  lemah  dan  kurang  terorganisasikan  dengan  baik,  mi- 
salnya  berbagai  jenis  UKM  (Usaha  Kecil  dan  Menengah).  Untunglah  dalam  kesepakatan 
yang  tertuang  dalam  8  butir  inisiatif  para  pemimpin  ekonomi  APEC,  UKM-UKM  dirasa 
perlu  untuk  dilibatkan  secara  aktif  dan  menguntungkan  dalam  kancah  perdagangan  be- 
bas mengingat  bahwa  96  persen  bentuk  usaha  yang  ada  di  Asia  Pasifik  merupakan  usa- 
ha berskala  kecil  dan  menengah.  Maka  dari  itu  penguatan  dukungan  organisasional,  pe- 
ngembangan  suatu  lingkungan  nasional  dan  regional  yang  mendukung  penyediaan  in- 
frastruktur  yang  baik  serta  berbagai  rancangan  peraturan  yang  mendorong  jiwa  kewira- 
usahaan  dan  kemampuan  manajerial  UKM  harus  tetap  digalakkan  semaksimal  mungkin. 

Konflik  yang  muncul  belakangan  ini  di  Timika  menurut  Muridan  S.  Widjojo  pada 
dasamya  bersumber  pada  kesenjangan  budaya  politik  yang  sudah  terpendam  cukup  lama 
yang  tidak  langsung  diatasi  misalnya  dengan  dialog  budaya,  tetapi  malahan  diperle- 
bar  dengan  berbagai  praktek  politik  baik  dari  pemerintah  itu  sendiri,  ABRI  maupun  PT 
FI  (PT  Freeport  Indonesia).  Akibatnya  muncul  sikap  permusuhan  dari  masyarakat  "lain- 
1am"  terhadap  pihak  luar.  Perlu  pemahaman  yang  komprehensif  melalui  penelitian  yang 
mendalam  walaupun  memakan  waktu  lama  yang  perlu  sekali  untuk  dijadikan  basis  bagi 
perencanaan  program-program  pemberdayaan  masyarakat  guna  mempersempit  dan 
bahkan  menghapus  kesenjangan  budaya  politik  yang  sudah  lama  melebar  ini  Lembaga- 
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lembaga  adat  lokal  perlu  diikutsertakan  dengan  dibantu  LSM  luar  untuk  mengadaptasi- 
kan  kehidupan  masyarakat  "Iain-lain"  dengan  mayoritas  bangsa. 

Fenomena  politik  yang  menonjol  selama  bulan  Februari-Maret  ini  adalah  adanya 
pernyataan  keras  gebug  dan  penangkapan  beberapa  aktivis  politik.  Dua  hal  tersebut  se- 
pertinya  merupakan  suatu  peristiwa  politik  yang  saling  terkait,  di  mana  para  aktivis  po- 
litik yang  sudah  kelewatan  dalam  bermanuver  perlu  diberi  peringatan  maupun  ancaman 
dari  pihak  penguasa.  Untuk  memahami  fenomena  yang  sempat  mengagetkan  perhatian 
publik  tersebut,  melalui  pendekatan  relativisme  budaya  politik,  tampaknya  akan  dapat 
memberikan  penilaian  yang  lebih  arif.  Tentu  saja  tanpa  berpretensi  untuk  menghakimi 
kedua  belah  pihak  yang  sudah  mengarah  pada  posisi  konflik  diametral  tersebut.  Peris- 
tiwa bulan  Februari-Maret  1997  ini  diulas  oleh  Nico  Teguh  Budi. 

Lokakarya  Laut  Cina  Selatan  ke-6  yang  berlangsung  di  Balikpapan,  Kalimantan 
Timur  dan  lokakarya  LCS  ke-7  yang  berlangsung  di  Batam,  Riau  belum  berhasil  me- 
realisasikan  beberapa  proyek  yang  telah  disepakati  oleh  para  peserta.  Para  peserta  ma- 
sih  tetap  beranggapan  bahwa  pelaksanaan  kerja  sama  beberapa  proyek  yang  diusul- 
kan  hams  mendapat  persetujuan  dari  otoritas  (pemerintah)  masing-masing  peserta  loka- 
karya. Di  samping  itu  ketidaksepakatan  mengenai  upaya  memformalkan  bentuk  pertemu- 
an  lokakarya  masih  sering  terjadi  di  antara  peserta.  Hal  ini  mempersulit  dicapainya  pe- 
nyelesaian  secara  diplomattk  di  Laut  Cina  Selatan. 

Pertemuan  Para  Menlu  ASEAN  dan  Uni  Eropa  (UE)  di  Singapura  tanggal  13-14  Feb- 
ruari  1997  lalu  mempertegas  adanya  perbedaan  mengenai  isu-isu  politik  dan  hak  asasi 
manusia  di  antara  kedua  pihak.  Meskipun  perbedaan  di  antara  kedua  pihak  masih  su- 
lit  diatasi,  namun  pada  akhimya  ASEAN-UE  sepakat  untuk  terns  melanjutkan  kerja  sama 
ekonomi  dan  perdagangan  yang  dinilai  lebih  bermanfaat. 

Dua  pertemuan  tersebut  merupakan  bagian  dari  rangkaian  ringkasan  peristiwa 
ASEAN  yang  berlangsung  di  awal  1997  dengan  judul  "Kegiatan-kegiatan  Diplomatik  di 
Asia  Pasifik"  yang  disusun  oleh  Faustinus  Andrea, 
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Pendahuluan 

PROGRAM  Transmigrasi  yang  di- 
jalankan  pemerintah  Indonesia  se- 
telah  kemerdekaannya  telah  dila- 
kukan  sejak  tahun  1951  melalui  program 
BRN  (Biro  Rekonstruksi  Nasional),  yang 
berlangsung  sampai  dengan  akhir  tahun 
1954  untuk  menyalurkan  tenaga  bekas  pe- 
juang  yang  tidak  memperoleh  pekerjaan, 
pada  umumnya  adalah  warga  pedesaan 
(Purboadiwidjojo  1985:  20-26).  Pola  trans- 
migrasi BRN,  seperti  juga  yang  berlaku 
sampai  dengan  sekarang,  adalah  sebuah 
pola  yang  sama  dengan  kolonisasi,  yaitu 
pemindahan  penduduk  dari  pulau  Jawa, 
kemudian  juga  penduduk  dari  pulau  Bali 
dan  Lombok  serta  penduduk  lokal,  untuk 
menjadi  petani  di  daerah  transmigrasi. 
Transmigrasi  BRN  di  Lampung  dilakukan 
dengan  membentuk  "desa  inti"  yang  ma- 
sing-masing  desa  tersebut  mengembangkan 
pertanian  sawah,  perikanan,  dan  pertanian 
campuran,  sesuai  dengan  kondisi  tanah  dan 


lingkungan  setempat.  Berbeda  dengan  pro- 
gram transmigrasi  yang  diselenggarakan 
oleh  Pemerintah  (Jawatan  Transmigrasi, 
Transkopemada,  Departemen  Transmigrasi 
dan  sebagainya),  program  transmigrasi 
BRN  menyelenggarakan  kegiatan  transmi- 
grasi secara  mandiri  dengan  bergotong  ro- 
yong.  Bantuan  dari  Jawatan  Transmigrasi 
adalah  berupa  bimbingan  dan  petunjuk  ke- 
ahlian  (Purboadiwidjojo  1985:  16).  Peneli- 
tian  yang  dilakukan  oleh  Purboadiwijojo 
pada  tahun  1958  (1985:  24)  mengungkap- 
kan  bahwa  40  persen  dari  para  transmi- 
gran  BRN  tersebut  telah  menghilang  dari 
wilayah  transmigrasi.  Mereka  itu  adalah 
yang  memang  bukan  petani  dan  berasal 
dari  Jakarta,  Bandung  dan  daerah  di  seki- 
tar  duakota  ini. 

Kegiatan  transmigrasi  setelah  itu,  yang 
waktu  itu  disebut  sebagai  transmigrasi 
umum,  diatur  kegiatan-kegiatannya  oleh  pe- 
merintah, mencakup  penyediaan  lahan,  pe- 
rumahan,  jatah  pembahagian  bahan  makan- 
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an  pokok,  dan  sejumlah  peralatan  perta- 
nian.  Yang  terpenting  dalam  kegiatan  pe- 
merintah  (Departemen  Transmigrasi)  adalah 
penyiapan  fisik  lingkungan  untuk  kegiat- 
an pertanian  para  transmigran.  Dari  bebera- 
pa  pengamatan  yang  pernah  saya  lakukan 
di  lapangan,  di  Sumatera  Selatan  dan  Riau 
terdapat  kesan  bahwa:  (1)  Para  transmigran 
sebagai  petani  dipilih  lokasi  yang  letak- 
nya  jauh  dari  kehidupan  masyarakat  se- 
tempat  pada  umumnya,  atau  di  tengah  hu- 
tan;  (2)  Lokasi  bagi  permukiman  transmi- 
gran dan  lahan  bagi  kegiatan  pertanian  me- 
reka  berasal  dari  hutan  yang  dibabat  ha- 
bis,  sehingga  berupa  tanah  gundul;  (3) 
Jalan  atau  jaringan  jalan  yang  menghu- 
bungkan  daerah  "pedesaan"  transmigran 
dengan  daerah  pedesaan  lain  atau  dengan 
kota  kecamatan  setempat  amat  buruk,  se- 
hingga para  transmigran  merasa  seperti  di- 
isolasikan  di  tengah  hutan;  (4)  Berbagai 
sarana  kelembagaan,  terutama  pasar,  di- 
atur  oleh  pejabat  KPT  dan  UPT  menjadi 
kurang  atau  tidak  efektif,  karena  mekanis- 
me  pasar  lebih  didominasi  oleh  tengkulak 
yang  berani  menembus  isolasi  dengan 
truk  atau  colt  gerobak  mereka  untuk  mem- 
peroleh  keuntungan  dari  pedagang  de- 
ngan tansmigran;  (5)  Transmigran  sebagai 
petani  pada  umumnya  tidak  berhasil  hi- 
dup  mencukupi  dengan  mengerjakan  la- 
hannya  (karena  masalah  teknis  jenis  tanah- 
nya,  tidak  adanya  air  irigasi,  pemasaran  ba- 
sil pertanian  amat  rendah  nilainya).  Seba- 
gian  transmigran  memilih  alternatif  un- 
tuk meninggalkan  lokasi,  atau  suami  be- 
kerja  borongan  sebagai  kuli  di  perkebunan 
kopi  atau  di  penisahaan  penebangan  kayu 
untuk  beberapa  waktu  lamanya,  bermigrasi 
musiman  ke  kota  kecamatan  terdekat  atau 
ke  kota  kabupaten  uijtuk  menjadi  buruh  se- 
rabutan  atau  pedagang  kaki  lima. 


Apa  yang  ditanyakan  oleh  Prof.  Sa- 
yogyo:  "Apa  yang  kita  cari  bersama?"  (1985: 
32-42),  dalam  melihat  program  transmigra- 
si 1955-1985,  masih  relevan  untuk  ditanya- 
kan dan  dijawab  pada  masa  sekarang  ini. 
Prof.  Soyogyo  yang  melihat  program  trans- 
migrasi sebagai  program  pengembangan 
pertanian,  mengingatkan  belum  siapnya 
kita  dan  para  petani  transmigran  untuk  hi- 
dup  dengan  sistem  pertanian  lahan  kering, 
belum  siapnya  kita  dalam  mengupayakan 
dan  merawat  air  yang  ada  dalam  lingkung- 
an transmigrasi,  permasalahan  tanah  dan 
kepemilikaimya  dari  para  transmigran,  dan 
permasalahan  pengembangan  pertanian 
agribisnis  yang  hanya  mengeksploitasi  te- 
naga  para  transmigran,  dan  berbagai  perma- 
salahan ketidaksiapan  lainnya.  Apa  yang 
kita  cari  bersama  dalam  trasmigrasi  menu- 
rut  pendapat  saya  bukan  sekedar  resettle- 
ment, seperti  kata  Mangoenpurojo  (1985: 
97)  atau  bukan  sekedar  menjadi  petani  la- 
han kering  atau  lahan  basah  yang  berhasil. 
Dalam  pikiran  saya,  apa  yang  kita  cari  ber- 
sama adalah  faktor-faktor  yang  dapat  di- 
jadikan  landasan  untuk  menciptakan  se- 
buah  program  transmigrasi  yang  mampu 
membuat  para  transmigran  (yang  menca- 
kup  transmigran  umum,  transmigran  spon- 
tan,  dan  transmigran  lokal)  dapat  mening- 
katkan  taraf  hidup  mereka  dan  bersama  itu 
mampu  membangun  wilayah  transmigrasi 
yang  menjadi  tempat  mereka  hidup.  De- 
ngan kata  lain,  apa  yang  kita  cari  bersama 
adalah  faktor-faktor  yang  dapat  membuat 
sebuah  program  transmigrasi  itu  berhasil. 
Karena  itu,  seharusnya  keberhasilan  pro- 
gram transmigrasi  tidaklah  dapat  dilihat 
dari  adanya  sejumlah  anak  cucu  transmi- 
gran yang  menjadi  doktor  atau  pejabat  pe- 
merintah,  sedangkan  para  transmigran  di 
lokasi  transmigrasi  tersebut  mempunyai  ta- 
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raf  kesejahteraan  hidup  yang  sama  taraf- 
nya  dengan  taraf  hidup  nenek  moyangnya 
(seperti  yang  terjadi  di  Lampung).  Contoh 
Lampung  hanya  memperlihatkan  bahwa 
bila  para  transmigran  ingin  berhasil  dalam 
kehidupan  mereka,  maka  yang  hams  me- 
reka  lakukan  adalah  keluar  dari  wilayah 
transmigrasi  dan  hidup  mengikuti  jalur- 
jalur  yang  disediakan  oleh  pranata-ijrana- 
ta  dan  lembaga-lembaga  yang  ada  di  da- 
lam masyarakat  luas.  Sedangkan  bila  trans- 
migran tidak  keluar  dari  permukiman  trans- 
migrasi, maka  dia  tidak  akan  dapat  berha- 
sil meningkatkan  taraf  hidupnya.  Saya 
kira  bukan  kondisi  ini  yang  ingin  dicapai 
melalui  Pembangunan  Transmigrasi. 

Tulisan  ini  akan  mencoba  memperlihat- 
kan model  transmigrasi  dalam  perspektif 
sosial  budaya,  yang  selama  ini  diabaikan 
dalam  program  transmigrasi,  sebagai  se^^ 
buah  perspektif  alternatif  yang  dapat  di-- 
gunakan  untuk  membuat  program  transr 
raigrasi  berhasil.  Sesungguhnya,  Menteri 
Transmigrasi  Martono  almarhum  telah  me- 
mulai  membuka  perspektif  ini  dan  meletak- 
kan  landasan  kebijaksanaannya  dengan 
menekankan  pentingnya  Catur  Tekad  Depar- 
temen  (CTD),  yang  syarat  pertamanya  ada- 
lah "transmigran  hams  betah  dan  kerasan 
dalam  waktu  yang  singkat  di  daerah  ba- 
m"  (lihat,  antara  lain  hal  ini  telah  dikemu- 
kakan  oleh  Mangoenpoerojo  1985:  98-99). 
Dalam  pengertian  saya,  yang  dimaksud  de- 
ngan konsep  "transmigrasi  hams  betah  dan 
kerasan  di  daerah  bam"  bukan  berarti  bah- 
wa beban  untuk  kerasan  hanya  dibeban- 
kan  pada  para  transmigran,  tetapi  beban 
tersebut  harus  juga  dikenakan  pada  De- 
partemen  Transmigrasi  RI  dalam  hal  mem- 
persiapkan  permukiman  transmigrasi  yang 
kondusif  bagi  kemampuan  transmigran  un- 


tuk meningkatkan  taraf  kehidupan  mereka 
dan  dalam  membina  serta  membimbing  trans- 
migran. Landasan  dari  pemikiran  saya  ada- 
lah, bahwa  sesuatu  bentuk  tindakan  dapat 
terwujud  bukan  hanya  karena  dorongan  dari 
dalam  diri  pelaku  {drive)  tetapi  mempakan 
suatu  kombinasi  dari  dorongan  tersebut  dan 
stimuli  {stimuli)  dari  lingkungannya,  yang 
perwujudannya  sesuai  dengan  kebudaya- 
an  yang  berlaku. 

Yang  dimaksud  dengan  pengertian 
perspektif  sosial  budaya  adalah  sebuah 
cara  melihat,  menganalisis,  dan  mengkaji 
transmigrasi  sebagai  sebuah  kebudayaan 
yang  implementasi  kebudayaan  tersebut 
dilihat  sebagai  terwujud  di  dalam  dan 
melalui  pranata-pranata  yang  ada  dalam 
kehidupan  para  transmigran  di  lokasi-lo- 
kasi  transmigrasi  atau  masyarakat  trans- 
migrasi. Dalam  perspektif  atau  pendekat- 
an  sosial  budaya  ini,  transmigrasi  dilihat 
sebagai  sebuah  program  yang  kegiatan- 
nya  adalah  memindahkan  atau  mendorong 
dan  membantu  perpindahan  warga  masya- 
rakat, sebagai  perorangan  maupun  kelom- 
pok,  untuk  menempati  wilayah  bam  yang 
secara  kebudayaan  telah  disiapkan,  sehing- 
ga  proses  penyesuaian  atau  adaptasi  ke- 
budayaan mereka  dengan  lingkungan  hi- 
dup yang  bam  di  permukiman  transmi- 
grasi akan  dapat  berjalan  dengan  hambat- 
an  yang  tidak  mematikan,  dan  yang  sua- 
sana  dalam  lingkungan  lokasi  transmi- 
grasi tersebut  mampu  memberikan  berba- 
gai  stimuli  pada  para  transmigran  untuk 
dapat  hidup  lebih  baik  secara  sosial,  eko- 
nomi,  dan  secara  kebudayaan  pada  umum- 
nya  melalui  berbagai  pranata  sosial  yang 
mereka  kembangkan. 

Permasalahan  utama  dalam  pengguna- 
an  perspektif  kebudayaan  dan  sosial  ada- 
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lah  permasalahan  pendefinisian  konsep  ke- 
budayaan  dan  penggunaan  konsep  ini  da- 
lam  melihat  program  transmigrasi,  pense- 
leksian  transmigran,  konsep  ruang  dan  pe- 
nataannya  dalam  penyiapan  lahan  bagi 
transmigran,  dan  pola-pola  kehidupan  yang 
dapat  dikembangkan  dalam  masyarakat 
transmigrasi  sebagai  bagian  dari  perenca- 
naan  pembangunan  kewilayahan  dan  ling- 
kungannya.  Karena  itu,  dalam  tulisan  ini 
pembahasan  akan  mencakup  kebudayaan 
dan  implementasinya  melalui  pranata-pra- 
nata  sosial,  kebudayaan  calon  transmigran, 
model  wilayah  transmigrasi  dalam  perspek- 
tif  sosial  budaya,  penggunaan  model  so- 
sial budaya  bagi  transmigrasi  di  Irian  Jaya, 
dan  diakhiri  dengan  sebuah  kesimpulan 
mengenai  keuntungan  dan  hambatan  da- 
lam pelaksanaan  model  sosial  budaya 
transmigrasi. 

Kebudayaan  dan  Pranata  Sosialnya 

Dalam  berbagai  tulisan  saya,  aiitara 
laiin  dalam  tulisan-tulisan  yang  terakhir 
(1995a,  1995b),  telah  saya  tunjukkan  bah- 
wa  kebudayaan  adalah  sebuah  blueprint 
atau  pedoman  menyeluruh  bagi  kehidup- 
an sebuah  masyarakat  yang  memiliki  ke- 
budayaan tersebut.  Dalam  perspektif  ini, 
kebudayaan  dilihat  sebagai  terdiri  atas  pe- 
rangkat-perangkat  yang  menjadi  sistem 
acuan  atau  model  kognitif  yang  berlaku 
pada  berbagai  tingkat  pengetahuan,  pera- 
saan,  dan  kesadaran.  Pendukung  kebuda- 
yaan yang  bersangkutan  menggunakan  mo- 
del-model kognitif  tersebut  secara  selektif, 
yang  mereka  rasakan  sebagai  paling  cocok 
atau  yang  terbaik  untuk  dijadikan  acuan 
bagi  interpretasi  yang  penuh  makna  atas 
berbagai  gejala  dan  situasi  yang  mereka 


hadapi  dan  untuk  mewujudkan  tindak- 
an-tindakan  dalam  menghadapi  lingkung- 
annya  dan  memanfaatkan  berbagai  sumber 
daya  yang  terkadung  di  dalamnya.  Tindak- 
an-tindakan  tersebut  dilakukan  sesuai  de- 
ngan dan  berada  dalam  batas-batas  pranata 
sosial  yang  paling  cocok.  Tindakan-tindak- 
an  tersebut  dapat  dilihat  sebagai  dorongan 
untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sebagai 
manusia  maupun  sebagai  tanggapan  atas 
stimuli  atau  rangsangan  yang  berasal  dari 
lingkungannya. 

Keberadaan  kebudayaan  dalam  kehidup- 
an manusia  adalah  fungsional  dalam  struk- 
tur  kegiatan  pemenuhan  kebutuhan  hidup 
manusia  sebagai  manusia.  Yaitu  sebagai  acu- 
an dalam  manusia  berhubungan  dan  meng- 
identifikasi  berbagai  kategori  yang  ada  da- 
lam lingkungan  hidup  yang  dapat  diman- 
faatkan  untuk  pemenuhan  berbagai  kebu- 
tuhan hidup  dan  menjadi  acuan  bagi  tin- 
dakan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  terse- 
but. Kebutuhan  hidup  yang  hams  dipe- 
nuhi  manusia  untuk  dapat  hidup  sebagai 
manusia  mencakup  tiga  golongan  yang 
hams  dipenuhi  secara  keselumhan,  yaitu: 
(1)  Kebutuhan  biologi  atau  kebutuhan  pri- 
mer (makan,  minum,  buang  air  besar/kecil, 
berkeringat,  istirahat,  tidur,  dan  sebagai- 
nya);  (2)  Kebutuhan  sosial  atau  kebutuh- 
an sekunder  (berkomunikasi  dengan  sesa- 
ma,  pendidikan,  kontrol  sosial,  pamer,  dan 
sebagainya);  dan  (3)  Kebutuhan  adab  atau 
kebutuhan  kemanusiaan  yaitu  kebutuhan 
yang  mengintegrasikan  berbagai  kebutuh- 
an yang  tercakup  dalam  kebutuhan  biologi 
dan  sosial,  yang  muncul  dan  terpancar  da- 
ri hakekat  manusia  sebagai  mahluk  pemikir 
dan  mahluk  berperasaan  dan  bermoral,  yang 
berbeda  dari  jenis  mahluk  lainnya,  sehing- 
ga  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya  ber- 
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corak  manusiawi  dan  tidak  hewani.  Kebu- 
tuhan  adab  tersebut  mencakup  kebutuhan: 
(a)  Dapat  membedakan  yang  benar  dari 
yang  salah,  adil  dari  yang  tidak  adil,  yang 
suci  dari  yang  kotor,  dan  sebagainya;  (b) 
Mengungkapkan  perasaan  dan  sentimen 
perorangan  dan  kolektif  atau  kebersama- 
an;  (c)  Perasaan  keyakinan  diri  dan  keber- 
adaannya  atau  asal-muasalnya;  (d)  Ung- 
kapan  estetika,  etika,  moral;  (e)  Rekreasi 
dan  hiburan;  (f)  Rasa  aman,  tenteram,  dan 
keteraturan. 

Pemenuhan  kebutuhan  hidup  manusia 
dalam  hidup  bermasyarakat  selalu  dilaku- 
kan  di  dalam  dan  melalui  pranata  sosial. 
Setiap  pranata  sosial,  yaitu  suatu  sistem 
antar-hubungan  norma-norma  atau  atur- 
an-aturan  dan  peranan-peranan  dari  para 
pelaku,  menyajikan  seperangkat  pedoman 
dan  wadah  untuk  bertindak  sesuai  dengan 
corak  pranata  sosial  tersebut  dan  sesuai  de- 
ngan kebutuhan  yang  akan  hams  dipenuhi 
oleh  warga  masyarakat  yang  bersangkutan. 
Pedoman  yang  ada  dalam  pranata  sosial 
yang  dipunyai  oleh  sebuah  masyarakat  me- 
ngacu  pada  kebudayaan  dari  masyarakat 
yang  bersangkutan. 

Kebudayaan  sebagai  pedoman  kehidup- 
an  menyeluruh  bagi  manusia  untuk  dapat 
hidup  sebagai  manusia  mempunyai  inti  ke- 
budayaan yang  dinamakan  nilai-nilai  kebu- 
dayaan (culture  values).  Makna  dari  konsep 
nilai-nilai  kebudayaan  adalah  kebudayaan 
yang  berisikan  nilai-nilai  atau  penilaian 
atas  berbagai  konsep  kebudayaan  dan  peng- 
gunaannya  dalam  kehidupan  manusia.  Mak- 
na dari  nilai-nilai  kebudayaan  sebenarnya 
agak  berbeda  dari  makna  nilai-nilai  buda- 
ya  (cultural  values)  yang  artinya  sama  de- 
ngan nilai-nilai  secara  kebudayaan.  Penger- 
tian  nilai-nilai  budaya  dengan  demikian  ter- 


letak  penekanannya  pada  nilai-nilai  yang 
dilihat  secara  kebudayaan,  sedangkan  pe- 
ngertian  nilai-nilai  kebudayaan  mempunyai 
penekanan  maknanya  pada  kebudayaan  yang 
berisikan  nilai-nilai  dan/atau  penilaian.  Te- 
tapi  di  Indonesia  dua  konsep  ini  sudah  am- 
buradul  penggunaannya  dan  para  sarjana 
dan  terpelajar  cenderung  menggunakan  is- 
tilah  nilai  budaya,  karena  lebih  gampang 
mengemukakannya;  termasuk  saya,  dalam 
tulisan  ini.  Fungsi  dari  nilai  budaya  dalam 
kehidupan  manusia  adalah  memberi  arahan 
mengenai  yang  baik  atau  tidak,  yang  bera- 
dab  atau  tidak,  dan  sebagainya.  Karena  itu 
juga  fungsi  dari  nilai  budaya  dapat  dilihat 
sebagai  mekanisme  kontrol  (control  mecha- 
nism) bagi  tindakan-tindakan  manusia  agar 
tetap  beradab  atau  bercorak  manusiawi  dan 
tidak  hewani. 

Kebudayaan  selalu  mempunyai  corak 
yang  paradoks.  Di  satu  pihak,  kebudayaan 
cenderung  tidak  berubah  atau  statis  tetapi 
di  pihak  lain  kebudayaan  juga  cenderung 
selalu  dalam  keadaan  berubah.  Sebagai  pe- 
doman hidup,  kebudayaan  cenderung  di- 
upayakan  oleh  para  pendukung  atau  war- 
ga masyarakat  yang  bersangkutan  untuk 
tetap  statis,  karena  manusia  tidak  dapat  hi- 
dup dalam  suatu  keadaan  yang  selalu  beru- 
bah, dan  khususnya  bila  yang  selalu  beru- 
bah adalah  pedoman  bagi  kehidupan  me- 
nyeluruh yang  mereka  miliki  dan  yakini  ke- 
benarannya,  yang  hanya  akan  membuat  ke- 
hidupan mereka  menjadi  serba  bingung  ka- 
rena kekacauan  yang  terus-menerus  (chaos). 
Pemantapan  kebudayaan  dalam  kehidupan 
manusia  dilakukan  melalui  proses  enkulturi- 
sasi  (enculturatiori)  atau  pembudayaan  ge- 
nerasi  baru  yang  menjadi  warga  masyarakat 
tersebut  dan  sosialisasi  (socialization)  atau 
"pendidikan"  kebudayaan,  agar  generasi 


224 


ANALISIS  CSIS,  1997-3 


bam  warga  masyarakat  dapat  berfiingsi  se- 
suai  peran-peran  mereka  dalam  berbagai  ke- 
giatan  kehidupan  dalam  pranata  sosial  yang 
ada  dalam  masyarakat  tersebut.  Apa  yang 
dimantapkan  ini  cendemng  menjadi  baku 
dan  bercorak  tradisional. 

Kebudayaan  selalu  cendemng  bembah 
karena  adanya  warga  masyarakat  yang  ti- 
dak  puas  dengan  peran  yang  dipunyainya 
ataupun  keberhasilan  sosial,  ekonomi,  dan 
politik  yang  telah  dicapainya.  Pembahan  ini 
terjadi  melalui  adanya  penciptaan-pencipta- 
an  bam  dalam  teknologi  dan  inovasi  (in- 
novation) atau  juga  melalui  berbagai  pene- 
muan  ^discovery)  gejala-gejala  alam  yang 
sebelumnya  tidak  diketahui  dan  ternyata 
bermanfaat  secara  ekonomi,  sosial,  dan  po- 
litik. Sebuah  masyarakat  juga  bembah  ka- 
rena junilah  dan  komposisi  penduduk  bem- 
bah, karena  pengamh  kebudayaan  dari  luar 
yang  diterima  oleh  sejumlah  warga  sebuah 
masyarakat  berakibat  pada  menaikkan  dera- 
jat  sosial,  ekonomi,  dan  politik  mereka.  Be- 
gitu  juga  sebuah  kebudayaan  dapat  bem- 
bah, dan  bahkan  secara  drastis,  pada  waktu 
para  warga  masyarakat  pendukung  kebuda- 
yaan mengalami  bencana  alam  atau  wabah 
penyakit  yang  menyebabkan  berkurangnya 
populasi  masyarakat  tersebut  secara  dras- 
tis. Di  samping  sebab-sebab  di  atas,  kebu- 
dayaan cendemng  bembah  karena  isi  dan 
corak  dari  lingkungan  sebuah  masyarakat 
selalu  cendemng  bembah  karena  pemanfaat- 
an  yang  dilakukan  oleh  para  warga  masya- 
rakat tersebut.  Sehingga  pedoman  untuk 
mengidentifikasi  kategori-kategori  yang  ada 
di  dalam  lingkungan  juga  bembah,  karena 
kategori-kategori  ini  sudah  tidak  ada  atau 
sudah  bembah  dan  bertambah,  dan  kare- 
nanya  juga  cara  atau  teknik  pengeksploi- 


tasian  dan  pemanfaatan  sumber-sumber 
daya  juga  bembah. 

Setiap  kebudayaan,  sesuai  dengan  fung- 
sinya  di  dalam  struktur  kehidupan  manu- 
sia,  adalah  untuk  menghadapi  dan  meman- 
faatkan  lingkungannya  demi  kelangsung- 
an  hidup  dan  kehidupan  yang  lebih  baik, 
terdiri  atas  sistem  kategorisasi  mengenai 
manusia  dan  segala  gejala  yang  menjadi  isi 
lingkungannya.  Sistem  kategorisasi  ini  meng- 
hasilkan  kategori  atau  konsep  yang  men- 
jadi acuan  bagi  makna-makna  yang  diberikan 
oleh  pendukung  kebudayaan  tersebut  dalam 
menginterpretasi  dan  memahami  gejala-ge7 
jala  yang  ada  dalam  kehidupan  dan  ling- 
kungan mereka.  Dengan  menggunakan  kon- 
sep-konsep  yang  ada  dalam  kebudayaan 
inilah  manusia  memberi  makna  pada  semua 
gejala  yang  mereka  hadapi  sehingga  gejala- 
gejala  tersebut  menjadi  simbol.  Setiap  ke- 
budayaan bukan  hanya  berisikan  konsep^ 
tetapi  juga  teori  yang  memberi  penjelasan 
mengenai  hakekat  hubungan  di  antara  kon- 
sep-konsep  tersebut  secara  terseleksi.  Me- 
lalui teori-teori  yang  ada  dalam  kebudaya- 
an ini  manusia  memberi  makna  terhadap 
segala  sesuatu  dalam  kehidupan  dan  ling- 
kungan mereka,  yang  terwujud  sebagai  ber- 
bagai kebiasaan,  aturan,  dan  bahkan  pera- 
turan-peraturan.  Melalui  teori-teori  yang  ada 
dalam  kebudayaan  mereka,  mereka  dapat  me- 
ramalkan  kapan  sehamsnya  dilakukan  masa 
bertani,  panen,  atau  melakukan  berbagai  ke- 
giatan  moral,  sosial,  ekonomi,  keagamaan, 
dan  politik.  Begitu  juga,  setiap  kebudayaan 
bukan  hanya  berisikan  konsep  dan  teori, 
tetapi  juga  metode  atau  teknik  yang  hams 
digunakan  di  dalam  memilah-milah  konsep- 
konsep  dan  merangkum  konsep-konsep  yang 
telah  terseleksi  untuk  mencapai  sesuatu  tu- 
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juan  sesuai  dengan  teori  yang  ada  dan  re- 
levan  dengan  tujuan  tersebut. 

Edward  Hall  (1969),  misalnya,  telah  me- 
nunjukkan  bahwa  lingkungan  dan  ruang 
fisik  beserta  isinya  sebenamya  adalah  ling- 
kungan dan  ruang  budaya.  Dalam  uraian- 
nya  mengenai  ruang  dan  kehidupan  manu- 
sia,  ditunjukkannya  bahwa  ruang  diperla- 
kukan  dan  ditata  sesuai  dengan  kebudaya- 
an  masyarakat  yang  bersangkutan  untuk 
pemenuhan  kebutuhan  hidupnya.  Karena 
itu,  menurut  Hall  (1969:  103),  "wilayah  da- 
lam pengertian  yang  sebenamya  adalah  be- 
saran  atau  perluasan  dari  organisme  manu- 
sia  yang  ditandai  keberadaannya  melalui 
tanda-tanda  secara  visual,  vokal,  dan  pen- 
ciuman.  Manusia  telah  menciptakan  besar- 
an-besaran  material  dari  kewilayahan  mau- 
pun  penandaan-penandaan  yang  dapat  di- 
lihat  dan  tidak  dapat  dilihat".  Selanjutnya 
dinyatakan  oleh  Hall  (1969:  101-112)  bahwa 
penciptaan  ruang  dan  kewilayahan  yang 
dilakukan  oleh  manusia,  sebagai  sebuah 
konsep  kebudayaan,  terdiri  atas  ruang- 
niang  yang  berfungsi  untuk  kegiatan-ke- 
giatan  yang  akrab,  yang  pribadi,  yang  so- 
sial,  dan  yang  bercorak  umum.  Selanjutnya 
dia  menyatakan  bahwa  ruang-ruang  dicip- 
takan  sedemikian  rupa,  sehingga  terwu- 
jud  sebagai:  (1)  ruang  yang  jelas  dan  pasti 
(fixed);  dan  (2)  ruang  yang  bersifat  long- 
gar  (informal).  Dan  dengan  mengutip  teori 
Erving  Goffman  (1959),  dia  juga  menyata- 
kan bahwa  ruang  itu  diciptakan  untuk  tem- 
pat  beraksi  bagi  para  pelaku  di  dalam  ber- 
bagai  interaksi  dengan  para  pelaku  lainnya 
yang  berlangsung  pada  panggung  muka 
{front  stage)  dan  pada  panggung  belakang 
(back  stage),  pada  berbagai  tingkat  kehi- 
dupan sosial  para  pelaku  tersebut. 


Dengan  demikian,  sebuah  rumah,  kete- 
tanggaan,  desa,  kota,  wilayah  kecamatan,  wi- 
layah kabupaten,  dan  bahkan  sebuah  ne- 
gara  sebenamya  ditata  dan  diperlakukan  se- 
bagai mang-ruang  budaya  yang  di  dalam 
ruang  tersebut  manusia  sebagai  pelakunya 
hidup  dengan  cara  memanfaatkan  mang- 
mang  beserta  segala  isinya  dengan  menga- 
cu  pada  kebudayaan  sebagai  pedoman  yang 
diyakini  kebenarannya.  Dalam  mang  terse- 
but manusia  menempatkan  dirinya,  sesuai 
dengan  jati  diri  atau  status  dan  peranan  da- 
lam struktur  sosialnya,  dan,  sesuai  dengan 
pranata  sosial  yang  berlaku.  Dalam  mang 
tersebut  manusia,  sesuai  dengan  kebudaya- 
annya,  menata  kegiatannya  untuk  dan  da- 
lam upaya  pemenuhan  kebutuhan  hidup- 
nya. Melalui  dan  dengan  menggunakan  ke- 
budayaannya  manusia  membudayakan  ling- 
kungannya,  sehingga  lingkungannya  akrab 
dengannya;  karena  lingkungan  tersebut  di- 
lihat sebagai  berisikan  konsep,  teori,  dan 
metode  yang  dapat  digunakan  oleh  pelaku- 
nya untuk  menghadapi  dan  memanfaatkan- 
nya  sesuai  dengan  kebudayaannya. 

Dalam  perspektif  kebudayaan  inilah  para 
pembaca  saya  ajak  untuk  melihat  dan  mem- 
perlakukan  para  calon  transmigran  dan  wi- 
layah permukiman  yang  akan  diperuntuk- 
kan  bagi  para  calon  transmigran  tersebut. 
Apa  yang  ingin  saya  tekankan  dalam  tulis- 
an  berikut  adalah  pentingnya  kecocokan  de- 
sain  permukiman  dengan  kebudayaan  ca- 
lon transmigran,  dan  pentingnya  desain  per- 
mukiman transmigrasi  bagi  perkembangan- 
nya  sebagai  pusat  pertumbuhan  sosial  dan 
ekonomi  wilayah  di  sekelilingnya,  termasuk 
upaya  terwujudnya  integrasi  masyarakat  se- 
tempat. 
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Kebudayaan  Calon  Transmigran  dan 
Persiapan  Permukiman  Transmigrasi 

Kebudayaan  Calon  Transmigran  Jambal 

Para  calon  transmigran,  yang  kedatang- 
annya  ke  wilayah  transmigrasi  dibiayai  oleh 
pemerintah,  pada  umumnya  adalah  warga 
pedesaan  dari  pulau  Jawa,  Madm^a,  Bali,  dan 
Lombok  atau  ditambah  dengan  warga  kota- 
kota  besar  di  pulau  Jawa  dan  daerah  seki- 
tarnya  (Jakarta,  Bandung,  Surabaya,  atau 
lainnya).  Di  samping  itu,  para  calon  trans- 
migran juga  terdiri  atas  warga  masyarakat 
setempat  (transmigran  lokal)  dan  transmi- 
gran yang  datang  secara  spontan  dan  ber- 
mukim  di  wilayah  transmigrasi  atas  biaya 
sendiri. 

Sudah  sejak  berabad-abad  masyarakat 
pedesaan  di  pulau  Jawa  dan  Madura  menge- 
nal  peradaban  perkotaan,  begitu  juga  ma- 
syarakat pedesaan  di  pulau  Bali,  dan  sedikit 
banyak  juga  berpengaruh  atas  kehidupan 
masyarakat  pedesaan  di  pulau  Lombok.  Dam- 
pak  dari  peradaban  perkotaan  terhadap  ke- 
hidupan warga  masyarakat  desa  Jambal 
adalah: 

(1)  Desa-desa  didesain  sedemikian  rupa  se- 
hingga  merupakan  sebuah  dunia  ter- 
sendiri  atau  otonom  kehidupannya,  yang 
mencakup  ruang-ruang  untuk  keg^atan 
intim,  pribadi,  sosial,  dan  umum.  Ada 
wilayah-wilayah  desa  untuk  dijadikan 
lahan  pertanian  sawah,  tcgalan,  peka- 
rangan,  sumber  air,  kolam  air,  anak  su- 
ngai  atau  sungai,  atau  rawa-rawa,  dae- 
rah semak  bclukar  atau  hutan.  Ada  dae- 
rah yang  datar  tgnahnya  dan  ada  yang 
miring. 


(2)  Rumah-rumah  dibangun  sebagai  satu- 
an  rumah  tangga  yang  otonom,  yang 
berada  dalam  sebuah  ketetanggaan  yang 
mencerminkan  adanya  saling  ketergan- 
tungan  di  antara  tetangga,  yang  men- 
jadi  landasan  bagi  saling  menolong  dan 
berbagai  kegiatan  gotong-royong  desa. 

(3)  Secara  politik,  desa-desa  calon  trans- 
migran ini  adalah  bagian  integral  dari 
sebuah  satuan  wilayah  administrasi 
kecamatan  yang  berpusat  di  kota  keca- 
matan.  Kota  kecamatan  yang  mempar 
kan  pusat  pertumbuhan  dari  berbagai 
kegiatan  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  hi- 
buran,  berfiingsi  sebagai  pusat  yang 
mengintegrasikan  desa-desa  yang  ter- 
cakup  di  bawah  administrasinya,  teru- 
tama  melalui  mekanisme  pasar  yang 
berada  di  kota  tersebut.  Bahkan  pada 
masa  sekarang,  di  mana  dalam  kehidup- 
an masyarakat  desa  itu  ada  kios-kios 
dan  warung-warung  yang  menyediakan 
berbagai  kebutuhan  hidup  sehari-hari, 
pasar  di  kota  kecamatan  tetap  berfungsi 
dalam  dan  bagi  kehidupan  ekonomi  pe- 
desaan. Baik  sebagai  tempat  warga  men- 
jual  hasil  pertanian  atau  kebun  dalam 
sehari-harinya  dan  menjual  hasil  perta- 
nian yang  khusus  diproduksi  untuk 
dan  pada  hari  pasaran,  maupun  tempat 
membeli  barang  keperluan  sehari-hari 
atau  barang  kelontong  dengan  harga 
grosir  yang  lebih  murah  daripada  harga 
barang  yang  dijual  di  kios  atau  waning 
di  desa. 

(4)  Warga  desa  bukan  hanya  hidup  dari 
bcrtani  padi  di  sawah  ictapi  juga  ada 
yang  bcrtani  padi  di  lahan  kcring,  me- 
nanani  palawija,  sayuran,  mcnanam  ber- 
bagai jcnis  sayuran  dan  buah-buahan 
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di  pekarangan  rumah  atau  tanah  ko- 
song  mereka,  mengambil  kayu  di  hu- 
tan  atau  semak  belukar,  mengambil  ikan 
dan  siput  di  sungai  dan  rawa,  memeli- 
hara  ikan  di  kolam,  memelihara  ayam, 
bebek,  burung  dara,  entok,  kambing, 
sapi,  kerbau,  kuda,  mengerjakan  berba- 
gai  pekerjaan  tukang  dengan  menggu- 
nakan  bahan  kayu-kayuan,  besi  dan 
logam  pada  umumnya,  emas,  dan  pe- 
rak,  tanah  liat,  dan  semen,  mengerja- 
kan berbagai  kegiatan  kerajinan  ta- 
ngan  dan  benda  seni,  melakukan  ke- 
giatan kesenian  untuk  upacara  dan  hi- 
buran,  membuka  kios  dan  waning,  ber- 
jualan  di  pasar  sebagai  "bakul"  atau 
tengkulak  dan  pengecer,  industri  ru- 
mah tangga:  penganan,  bagian-bagian 
dari  garmen,  kerajinan  tangan  atau 
benda  seni  komersial. 

(5)  Warga  desa  Jambal  juga  telah  menge- 
nal  dan  hidup  dalam  sistem  ekono- 
mi  agribisnis  yang  berorientasi  pada 
maksimisasi  keuntungan.  Sebagian  da- 
ri mereka  telah  terlibat  langsung  da- 
lam kegiatan  PIR  tebu  misalnya,  dan 
berbagai  bentuk  kegiatan  agribisnis 
lainnya. 

(6)  Masyarakat  desa  Jawa,  Bali  dan  Lombok 
mengenal  adanya  stratifikasi  sosial  ber- 
dasarkan  atas  pemilikan  tanah  atau  ka- 
pital  dan  berdasarkan  atas  jenjang  so- 
sial. Ada  golongan  petani  kaya,  pe- 
tani  cukupan,  petani  miskin,  dan  tju- 
ruh  tani.  Ada  golongan  terpelajar  dan 
priyayi  atau  golongan  "kerah  putih" 
dan  ada  golongan  orang  biasa  (kalau 
di  Bali  berlaku  sistem  wangsa  atau 
"kasta").  Di  samping  itu  penggolong- 
an  sosial  juga  dapat  dilakukan  berda- 


sarkan kepemimpinan  dalam  kehidup- 
an  keagamaan,  yaitu  ada  golongan 
ulama  dan  kyai  sebagai  lawan  dari  go- 
longan umat  Islam  yang  biasa  saja.  Pa- 
ra transmigran  pada  umumnya  ada- 
lah  mereka  yang  tergolong  sebagai  bu- 
ruh  tani  atau  petani  miskin  dan  umat 
Islam  yang  biasa  saja.  Golongan  ini 
menyadari  kedudukan  sosial  mereka 
yang  rendah  dan  lemah  dalam  struk- 
tur  kehidupan  pedesaan,  serta  me- 
nyadari bahwa  kehidupan  dan  kese- 
jahteraan  hidup  mereka  banyak  diten- 
tukan  oleh  para  pemegang  kekuasaan 
yang  berada  pada  jenjang  yang  lebih 
tinggi  daripada  mereka.  Oleh  karena 
itu,  mereka  ini  mempunyai  kecende- 
rungan  untuk  mudah  diatur  oleh  para 
pejabat  atau  pemimpin  mereka  dalam 
berbagai  kegiatan  penghidupan  mereka. 

(7)  Uang  dalam  kehidupan  petani  amat- 
lah  penting.  Lebih-lebih  pada  masa  se- 
karang  di  mana  sistem  ekonomi  pasar 
yang  kapitalistik  sudah  masuk  ke  dan 
diterima  dalam  kehidupan  masyarakat 
desa.  Warga  masyarakat  desa  Jawa 
yang  pada  dasarnya  "ijiran"  atau  in- 
dividualis  dan  egosentris,  menjadi 
diperkuat  lagi  dengan  diadopsinya 
kebudayaan  ekonomi  pasar  yang  ka- 
pitalistis.  Akibatnya,  dalam  kehidupan 
pedesaan  pada  masa  sekarang  ini  tra- 
disi  gotong-royong  yang  tanpa  pam- 
rih  sudah  hilang. 

(8)  Peranan  penting  ibu  rumah  tangga 
atau  istri  dalam  ekonomi  rumah  tang- 
ga. Kegiatan  ekonomi  mereka  sehari- 
hari  bukan  hanya  di  dapur  untuk 
mempersiapkan  makanan  dan  minum- 
an,  tetapi  juga  di  sawah  membantu 


suami  dalam  menyiangi  rumput,  di 
kebun  dan  di  perkarangan  rumah  da- 
lam kegiatan  menanam  dan  merawat 
sayur-sayuran  dan  pohon  buah-buah- 
an  serta  memetik  hasilnya  untuk  di- 
jual  di  pasar  atau  pada  tengkulak,  me- 
rawat hasil  panenan  padi  dan  menga- 
turnya  untuk  dijual,  dikonsumsi  sen- 
diri,  dan  dijadikan  bibit.  Dalam  wak- 
tu  senggang  dan  bila  ada  pekerjaan 
yang  ditawarkan,  ibu  rumah  tangga 
juga  memburuh  di  proyek  yang  ber- 
dekatan  atau  mengerjakan  industri  ru- 
mah tangga.  Mereka  juga  melakukan 
kegiatan  jual  beli  di  pasar.  Anak-anak 
yang  secara  tradisional  merupakan  ba- 
gian  yang  tidak  terpisahkan  dari  ke- 
hidupan  ekonomi  rumah  tangga  di  pe- 
desaan  Jambal,  pada  masa  sekarang  ini 
menjadi  bagian  dari  sistem  kehidupan 
nasional  dan  perkotaan  (karena  kuri- 
kulumnya  lebih  banyak  bermuatan 
kebudayaan  perkotaan  daripada  ke- 
budayaan  lokal  atau  pedesaan)  mela- 
lui  pendidikan  sekolah  yang  wajib 
mereka  ikuti.  Hanya  anak-anak  ke- 
luarga  buruh  tani  atau  buruh  lepas 
yang  miskin  di  pedesaan  Jambal  ada- 
lah  anak-anak  yang  masih  menjadi 
bagian  dari  sistem  ekonomi  rumah 
tangga,  yaitu  anak-anak  tersebut  ikut 
dalam  kegiatan  orang  tua  mereka  pada 
waktu  musim  panen  dengan  cara  mem- 
bolos  dari  sekolah. 

(9)  Warga  masyarakat  desa  di  Jawa,  Ma- 
dura, Bali,  dan  Lombok,  melihat  diri 
mereka  sebagai  bagian  yang  tidak  ter- 
pisahkan dari  kehidupan  atau  kebu- 
dayaan perkotaan.  Kota  mereka  lihat 
sebagai  pusat  kehidupan  yang  meru- 
paka^  orientasi  bagi  kehidupan  me- 
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reka.  Mereka  juga  melihat  bahwa  ko- 
ta adalah  tempat  atau  acuan  bagi  me- 
reka untuk  dapat  menaikkan  derajat 
sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Karena, 
mereka  melihat  dan  merasakan  bahwa 
kota  adalah  pusat  pertumbuhan  yang 
mempunyai  sumber  daya  yang  tidak 
ada  habis-habisnya  bagi  kesejahtera- 
an  hidup  dan  bagi  kehidupan  yang 
lebih  baik.  Karena  itu,  migrasi  ke  kota 
adalah  suatu  kegiatan  yang  wajar, 
terutama  migrasi  musiman  atau  kon- 
trakan,  dan  bahkan  anak-anak  mereka 
yang  telah  tamat  SMP,  SMA,  Akade- 
mi  atau  Universitas  mempunyai  ke- 
cenderungan  untuk  bermigrasi  dan 
menetap  di  kota  guna  memperoleh 
penghasilan  ekonomi  yang  lebih  baik 
daripada  hidup  di  desa  sebagai  pe- 
tani.  Jadi,  migrasi  ke  kota  atau  ke  tem- 
pat-tempat  lain  adalah  suatu  gejala 
yang  biasa  dan  berlaku  umum  dalam 
kehidupan  para  petani  pedesaan  Jam- 
bal. Tujuan  migrasi  adalah  untuk  mem- 
peroleh kehidupan  sosial  dan  ekonomi 
yang  lebih  baik  daripada  sebelumnya, 
dan  kalau  perlu  bertempat  tinggal  atau 
bermukim  di  tempat  baru  yang  dapat 
menyediakan  kesempatan  hidup  yang 
baik. 

Kebudayaan  Calon  Transmigran  Irian 
Jaya 

Kebudayaan  Irian  Jaya  mempunyai  co- 
rak  aneka  ragam,  yang  cukup  jelas  perbe- 
daannya  antara  satu  kebudayaan  dengan 
kebudayaan  lainnya  (lihat:  Koentjara- 
ningrat  1970,  Suparlan  1994).  Kebudayaan 
mereka,  secara  terpisah-pisah  ataupun  se- 
cara bersama-sama  atau  sebagai  sebuah 
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konfigurasi,  juga  berbeda  dari  corak  kebu- 
dayaan  Jambal.  Masyarakat  Irian  Jaya  ju- 
ga dikenal  sebagai  masyarakat-masyarakat 
sukubangsa  atau  suku  yang  masing-ma- 
sing  suku  bangsa  tersebut  mempunyai 
kebudayaan  dan  bahasa  masing-masing 
yang  berbeda  antara  satu  dengan  lain- 
nya.  Masyarakat  suku  bangsa  di  Irian  Jaya 
hidup  dalam  wilayah  masing-masing  se- 
bagai kesatuan-kesatuan  hidup  yang  ber- 
diri  sendiri.  Di  masa  lampau  kesatuan-ke- 
satuan hidup  atau  kelompok-kelompok  ini 
hidup  secara  terisolasi  antara  satu  dengan 
lainnya,  terkecuali  beberapa  suku  bangsa 
yang  hidupnya  berdekatan  dan  saling 
bersahabat  satu  sama  lainnya.  Perbedaan- 
perbedaan  yang  ada  di  antara  masyara- 
kat dan  kebudayaan  Irian  Jaya,  mencakup: 

(1)  Jumlah  penduduk  masing-masing  suku 
bangsa  tersebut  relatif  kecil,  dengan 
perkecualian  beberapa  suku  bangsa 
yang  jumlah  warganya  besar,  seperti 
orang  Dani  misalnya. 

(2)  Sistem  kekerabatan  mereka  bercorak 
patrilineal  (mengikuti  garis  bapak),  di 
samping  yang  bercorak  matrilineal  (me- 
ngikuti garis  ibu),  untuk  menentukan 
siapa-siapa  yang  seketurunan  atau  se- 
kerabat  dan  siapa  yang  bukan,  dalam 
kaitannya  dengan  siapa-siapa  yang 
berhak  dan  berkewajiban  tertentu  da- 
lam kaitannya  dengan  mereka  yang 
digolongkan  sebagai  orang-orang  yang 
sekerabat.  Sistem  kekerabatan  ini  mem- 
punyai corak  yang  dengan  jelas  mem- 
perbedakan  siapa  "kami"  (yang  seke- 
rabat) dan  siapa  "mereka"  (yang  bukan 
sekerabat). 

(3)  Di  antara  kesatuan-kesatuan  hidup 
orang  Irian  Jaya,  ada  yang  masih  hi- 


dup dalam  isolasi  dari  dunia  luar  dan 
ada  yang  sudah  hidup  bersama  de- 
ngan suku  bangsa  lainnya  asal  Irian 
Jaya  maupun  asal  luar  Irian  jaya.  Di 
samping  itu  juga  terdapat  kesatuan- 
kesatuan  hidup  yang  relatif  terisolasi 
secara  fisik,  tetapi  telah  menjadi  ba- 
gian  dari  sistem  masyarakat  dan  kene- 
garaan  Republik  Indonesia. 

(4)  Keyakinan  keagamaan  mereka  juga 
beraneka  ragam,  dari  yang  masih  me- 
nganut  faham  agama  lokal  yang  diwa- 
risi  dari  nenek  moyang,  agama  Kris- 
ten  Protestan,  dan  agama  Katolik,  sam- 
pai  dengan  keyakinan  keagamaan  yang 
sinkretis. 

(5)  Ada  yang  kebiasaan  makanan  pokok- 
nya  adalah  sagu,  tetapi  ada  yang  ma- 
kanan pokoknya  ubi  jalar,  dan  ada  ju- 
ga yang  makanan  pokoknya  umbi-um- 
bian  (keladi,  uwi,  singkong)  dicampur 
dengan  jugung  dan  pisang.  Pada  masa 
sekarang  mereka  yang  tinggal  di  kota- 
kota  besar  atau  daerah  pedesaan  di  se- 
kelilingnya,  terutama  Jayapura,  makan- 
an pokok  tradisional  telah  diganti  nasi. 

(6)  Mata  pencarian  warga  yang  tinggal  di 
daerah  pedesaan  bervariasi  antara  ber- 
buru  dan  meramu  hasil  hutan  serta 
menangkap  ikan,  mengumpulkan  sagu 
dari  hutan  sagu  milik  mereka,  dan  ber- 
ladang  atau  berkebun  secara  berpin- 
dah-pindah  bergiliran. 

(7)  Ada  perbedaan  yang  menyolok  anta- 
ra kebudayaan  dari  warga  masyarakat 
Irian  Jaya  yang  tinggal  dan  hidup  di 
daerah  perkotaan  dengan  kebudayaan 
dari  warga  masyarakat  Irian  Jaya  yang 
tinggal  dan  hidup  di  pedesaan. 
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Di  samping  perbedaan-perbedaan  ter- 
sebut,  masyarakat  Irian  Jaya  juga  menun- 
jukkan  adanya  kesamaan  dalam  ciri-ciri 
masyarakat  dan  kebudayaannya;  yaitu: 

(1)  Pada  dasarnya  kesatuan  hidup  masya- 
rakat Irian  Jaya  adalah  kelompok-ke- 
lompok  kecil  yang  terdiri  atas  dua  atau 
tiga  keluarga  yang  hidup  di  ladang 
atau  kebun  yang  saling  bertetangga. 
Atau,  mereka  tinggal  dalam  kelompok- 
kelompok  kecil  di  sekitar  hutan  atau 
dusun  sagu.  Sedangkan  pada  orang 
Dani,  mereka  hidup  dalam  sebuah  ke- 
luarga luas  yang  juga  merupakan  se- 
buah kelompok  kecil  yang  hidup  di 
kebun  ubi  manis  masing-masing  atau 
yang  berdekatan  dengan  kebun  ubi 
manis  mereka.  Pada  masa  sekarang  di 
samping  kelompok-kelompok  kecil  yang 
hidup  di  ladang  atau  di  dusun  sagu, 
mereka  juga  hidup  di  desa-desa  yang 
berfungsi  sebagai  desa  induk.  Seming- 
gu  sekali  anggota  keluarga  yang  hi- 
dup di  ladang  tersebut  tinggal  selama 
dua  hari  di  desa  induk  untuk  mene- 
ngok  anak-anaknya  yang  masih  seko- 
lah  dan  tinggal  di  desa,  dan  juga  un- 
tuk menjalankan  ibadat  di  gereja  se- 
tempat. 

(2)  Hewan  babi  sebagai  harta  kekayaan, 
dan  sebagai  hewan  untuk  berbagai 
upacara  lingkaran  hidup  serta  upa- 
cara  lainnya  merupakan  fokus  kebuda- 
yaan  yang  ada  dalam  konfigurasi  ke- 
budayaan-kcbudayaan  di  Irian  Jaya. 

(3)  Keluarga  batih  panting,  tctapi  hubung- 
an  antara  kcponakan  dengan  paman 
(saudara  laki-laki  ibu  juga  penting)  dan 
bcrlaku  di  hampir  scmua  masyarakat 
di  Irian  Jaya. 


(4)  Karena  itu  ciri-ciri  lain  dari  kesamaan 
kcbudayaan-kebudayaan  di  Irian  Jaya 
adalah  adanya  pcngakuan  mcngcnai 
kedudukan  individu  atau  perorangan 
yang  unik  dan  mandiri,  yang  egoscn- 
tris  dan  kompetitif.  Dengan  kata  lain 
ciri-ciri  kebudayaan  yang  berlaku  umum 
dalam  masyarakat-raasyarakat  Irian  Jaya 
adalah  kebudayaan  konflik  atau  kom- 
petitif, yang  diimbangi  oleh  penekan- 
an  pada  penting  kerja  sama  dengan  se- 
sama  untuk  suatu  tujuan  tertentu,  ter- 
utama  kerja  sama  di  antara  sesama  sau- 
dara kandung. 

(5)  Kebudayaan  di  Irian  Jaya  ditandai  oleh 
rendahnya  tingkat  teknologi  yang  di- 
hadapkan  pada  lingkungan  alam  yang 
keras,  dan  karena  itu  ciri-ciri  kondisi 
kehidupan  masyarakatnya  adalah  kemis- 
kinan  dan  tingkat  kehidupan  ekonomi 
yang  rendah. 

(6)  Karena  itu,  sebagaimana  dikemukakan 
oleh  para  ahli  antropologi  dan  pejabat 
pemerintahan  Belanda  di  Irian  Jaya, 
masyarakat  dan  kebudayaan  di  Irian 
Jaya  mempunyai  struktur  yang  long- 
gar.  Kelonggaran  struktur  masyarakat- 
nya dengan  jelas  ditunjukkan  antara 
lain,  oleh  Pouwer  (I960).  Struktur  yang 
longgar  ini,  antara  lain,  telah  memung- 
kinkan  bagi  warga  masyarakat  yang  bcr- 
sangkutan  untuk  mengambil  alih  un- 
sur-unsur  kebudayaan  yang  datang 
dari  luar  untuk  dijadikan  milik  mereka 
tanpa  mcmpcrhitungkan  kaitati  luibung- 
an  fungsionalnya  dengan  unsur-unsur 
yang  ada  di  dalam  kebudayaannya  dan 
tanpa  mcmpcrhitungkan  kcutuhan  ke- 
budayaan sccara  utuh  dan  bulat.  Pola- 
pola  kcpribadian  sebagai  produk  dari 
pola-pola  kelakuan  tersebut,  discbul 
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oleh  dua  ahli  antropologi  Belanda 
(Held  1951,  1953-1954;  dan  van  Baal 
1951/1952,  1954)  sebagai  improvisator 
kebudayaan  (cultuur  improvisator  atau 
culture  improviser).  Sebab  utama  dari 
kepribadian  mereka  sebagai  improvi- 
sator kebudayaan  adalah  upaya  untuk 
mengatasi  kondisi  kemiskinan  dan  ke- 
terbelakangan  yang  mereka  hadapi  se- 
hari-hari  dari  generasi  ke  generasi. 

(7)  Ciri-ciri  dari  kepribadian  yang  berco- 
rak  improvisator  kebudayaan  tersebut 
terwujud  dalam  bentuk  sikap  pragma- 
tis  dan  pratikal  dalam  melihat  berbagai 
unsur  kebudayaan  dan  bukannya  me- 
lihat fungsinya  dalam  dan  untuk  ke- 
utuhan  dari  struktumya. 

(8)  Karena  dalam  sejarah  masyarakat-ma- 
syarakat  di  Irian  Jaya  tidak  dikenal  ada- 
nya  sistem  feodalisme  atau  tidak  per- 
nah  berada  di  bawah  kekuasaan  feo- 
dalisme, kecuali  secara  samar-samar  di- 
kenal adanya  bekas-bekas  kekuasaan 
feodalisme  dari  kerajaan  Tidore  dan 
Ternate  dalam  sebagian  masyarakat 
Biak  dan  juga  di  Fak-Fak  dan  Kaimana, 
maka  ciri-ciri  yang  ada  dalam  kehidup- 
an  masyarakat  Irian  Jaya  adalah  egali- 
tarian atau  kesamaan  derajat  {equal- 
itariari).  Ciri  egalitarian  atau  kesamaan 
derajat  dari  masyarakat-masyarakat  Irian 
Jaya  merupakan  landasan  dari  terwu- 
judnya  ciri  individualis  atau  hak  orang 
per  orang  untuk  menentukan  arah  hi- 
dup  dan  tindakan  yang  dilakukannya, 
yang  cukup  kuat  dibandingkan  dengan 
kekuatan  yang  dipunyai  oleh  stniktur 
kepemimpinan  atau  politik  {polity)  un- 
tuk mengontrol  dan  mengarahkan  tin- 
dakan-tindakan  individu  atau  orang  per 


orang  warga  masyarakat.  Ciri-ciri  ma- 
syarakatnya  yang  egalitarian  ini  ber- 
beda  dari  dan  bahkan  bertentangan 
dengan  ciri-ciri  masyarakat  pedesaan 
Jambal  yang  relatif  merupakan  ma- 
syarakat yang  tunduk  pada  stniktur  ke- 
kuasaan dan  kepemimpinan  yang  ber- 
ada di  atasnya  atau  struktur  supra 
(super  structure). 


Permukiman  Transmigrasi 

Pertanyaan  mendasar  yang  selalu  ada 
dalam  benak  saya  pada  waktu  berbicara  me- 
ngenai  transmigrasi,  semacam  pertanyaan 
yang  diajukan  oleh  Prof.  Sayogyo  seperti 
tersebut  di  atas,  yaitu:  apa  sebenamya  tu- 
juan  dari  pemindahan  penduduk  dari  desa 
Jambal  ke  permukiman-permukiman  trans- 
migrasi di  luar  Jambal?  Begitu  banyak  ja- 
wabannya  dan  tidak  satu  pun  yang  betul- 
betul  mengena,  dan  belum  satu  pun  di  an- 
tara  tujuan-tujuan  tersebut  telah  benar- 
benar  tercapai. 

Apakah  mungkin  bagi  kita  untuk  meng- 
identifikasi  satu  s^a  tujuan  yang  ingin 
dicapai  melalui  program  transmigrasi,  se- 
bagai tujuan  utama,  sehingga  tujuan-tuju- 
an lainnya  merupakan  tujuan  sampingan 
atau  ikutan?  Ambil  sebuah  contoh.  Termasuk 
dalam  salah  satu  tujuan  yang  ingin  dica- 
pai melalui  transmigrasi  adalah  keamanan 
dan  ketahanan  nasional.  Bila  sekiranya 
warga  transmigrasi  di  permukiman  trans- 
migrasi tersebut  hidupnya  telah  makmur 
atau  lebih  baik  daripada  sebelumnya,  bu- 
kankah  mereka  itu  sendiri  yang  akan  me- 
ngusahakan  terciptanya  keamanan  dalam 
lingkungan  mereka  agar  kemakmuran  yang 
telah  mereka  capai  itu  tidak  terganggu? 
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Masalah  banyaknya  tujuan  yang  ingin 
dicapai  melalui  program  transmigrasi  saya 
kira  bukan  masalah  saya.  Saya  hanya  ingin 
mengemukakannya  untuk  dapat  kita  re- 
nungkan  secara  bersama.  Dan  melalui  itu 
saya  ingin  mengemukakan  permasalahan 
ini  dalam  kaitannya  dengan  upaya  agar 
program  transmigrasi  dapat  berhasil  de- 
ngan baik  melalui  pendekatan  sosial  bu- 
daya.  Keberhasilan  program  transmigrasi 
menurut  pendapat  saya  hams  dapat  ditun- 
jukkan  dengan  bukti-bukti  bahwa  kehi- 
dupan  para  transmigran  di  permukiman 
transmigrasi  ternyata  lebih  baik  daripada 
sebelum  menjadi  transmigran.  Dan  bersa- 
maan  dengan  itu  permukiman  transmigrasi 
bukan  lagi  permukiman  sederhana  tetapi 
sebuah  permukiman  yang  kompleks  dan 
maju,  yaitu  telah  menjadi  sebuah  ruang  bu- 
daya  yang  membuat  warga  masyarakat  ke- 
rasan  dan  dapat  mengembangkan  kebuda- 
yaan  dan  taraf  kesejahteraan  hidup  mereka 
secara  berkelanjutan.  Kasus-kasus  seperti 
di  Batu  Marta  yang  dikemukakan  oleh 
Roch  Basuki  Mangoenpoerojo  (1985:  96- 
114),  atau  kasus-kasus  lainnya  yang  se- 
jenis  diharapkan  hanya  akan  menjadi  se- 
jarah  transmigrasi  yang  berlaku  di  masa 
lampau  dan  tidak  akan  terulang  lagi. 

Pertanyaan  berikutnya  adalah:  Bagai- 
mana  kita  dapat  melihat  program  transmi- 
grasi dengan  menggunakan  pendekatan  so- 
sial budaya?  Dengan  mengacu  pada  urai- 
an  panjang  lebar  mengenai  apa  itu  kebu- 
dayaan  dan  implementasinya  dalam  kehi- 
dupan  masyarakat  manusia,  maka  program 
transmigrasi  harus  dilihat  sebagai  sebuah 
program  yang  mentransformasikan  kebu- 
dayaan  dari  para  petani  desa-desa  Jambal 
dan  para  calon  transmigran  lokal,  yang  pa- 
da  umumnya  tergolong  miskin  dan  berke- 


dudukan  sosial  rendah,  agar  dapat  menja- 
di manusia  baru  yang  mempunyai  kebuda- 
yaan  mandiri  yang  dapat  mereka  gunakan 
untuk  memahami  dan  menghadapi  ling- 
kungannya  dan  memanfaatkannya  untuk 
pemenuhan  kebutuhan  hidup  mereka  seba- 
gai makhluk  biologi,  sosial,  dan  mahluk  yang 
beradab.  Implikasi  dari  kemampuan  kebu- 
dayaan  para  transmigran  di  tempat  permu- 
kiman transmigrasi  untuk  dapat  meningkat- 
kan  taraf  kesejahteraan  hidup  mereka,  se- 
bagaimana  diharapkan  dapat  tercapai  me- 
lalui pendekatan  sosial  budaya,  adalah  juga 
terwujudnya  perubahan-perubahan  berupa 
penataan  ruang-ruang  dalam  pengertian 
kuantitas  maupun  kualitas  yang  ada  dalam 
permukiman  transmigrasi  sehingga  dapat 
mengakomodasi  berbagai  jenis  kegiatan 
yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan  pe- 
ningkatan  taraf  kesejahteraan  hidup  me- 
reka. Dengan  demikian,  permukiman  trans- 
migrasi berubah  menjadi  semacam  pusat 
pertumbuhan  bagi  wilayah  yang  ada.di 
sekelilingnya,  yaitu  pusat  pertumbuhan 
ekonomi,  sosial,  dan  kebudayaan. 

Pertanyaan  yang  lebih  khusus  lagi  ada- 
lah: Apa  yang  harus  kita  lakukan  untuk  da- 
pat melakukan  program  transmigrasi  seba- 
gai program  transformasi  kebudayaan?  Apa 
yang  harus  kita  lakukan  adalah  meliputi 
beberapa  tahapan  identifikasi  yang  menca- 
kup  identifikasi  pola-pola  kebudayaan  dari 
masyarakat  pedesaan  calon  transmigran,  ka- 
jian  mengenai  lokasi  yang  akan  dijadikan 
wilayah  permukiman  transmigrasi  dan  ke- 
siapan  Departemen  Transmigrasi  menangani 
masalah  tanah  dan  hak  kepemilikannya  se- 
cara adat  maupun  secara  nasional,  serta  ker- 
ja  sama  dengan  Pemda  setempat  dalam  me- 
lihat program  transmigrasi  sebagai  bagian 
dari  pembangunan  wilayah,  baik  dalam 
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rangka  peningkatan  taraf  kesejahteraan  hi- 
dup  para  transmigran  maupun  dalam  rang- 
ka tenvujudnya  integrasi  masyarakat. 

Tahapan  Pertama,  yang  merupakan  ke- 
giatan  identifikasi  kebudayaan  masyarakat 
calon  transmigran  mencakup:  Pertama, 
mengidentifikasi  pola-pola  kebudayaan  da- 
ri  para  calon  transmigran  (transmigran  Jam- 
bal,  transmigran  lokal,  dan  transmigran 
spontan),  yang  diidentifikasi  adalah  bah- 
wa  mereka  bukan  hanya  hidup  untuk  dan 
dari  kegiatan  bertani.  Mereka  terlibat  da- 
lam berbagai  kegiatan  ekonomi,  sosial,  po- 
litik,  dan  rekreasi  atau  hiburan.  Mereka 
itu  individualis  dan  egosentris  tetapi  pada 
waktu  yang  bersamaan  apakah  mereka  itu 
juga  mampu  bekerja  sama  atau  bergotong- 
royong  untuk  berbagai  tingkat  kegiatan. 
Kedua,  memperhatikan  dan  menyimpulkan 
kebudayaan  ruang  dan  penataannya  yang 
ada  di  dalam  kehidupan  mereka.  Ketiga, 
mengidentifikasi  sumber-sumber  daya  yang 
ada  dalam  ruang  tempat  hidup  mereka  yang 
mereka  golongkan  sebagai  yang  utama  ba- 
gi  kegiatan  hidup  mereka.  Bagi  para  petani 
Jambal,  misalnya,  air  adalah  sumber  daya 
utama  yang  hams  ada  dan  tersedia  dalam 
ruang  permukiman  dan  dunia  kehidupan 
mereka,  begitu  juga  halnya  dengan  hutan 
dan  semak  belukar.  Keempat,  mengiden- 
tifikasi pola  permukiman  mereka,  yaitu  me- 
lihat  permukiman  desa  dalam  kaitan  hu- 
bungaimya  dengan  kota  dan  pusat  pertum- 
buhan  atau  pusat  ekonomi  pasar.  Termasuk 
dalam  pengidentifikasian  ini  adalah  berba- 
gai jaringan  jalan  dan  transportasi  serta 
komunikasi  di  antara  desa  dan  kota  atau 
kota-kota.  Kelima,  memperhatikan  pen- 
tingnya  uang  dan  ekonomi  pasar  dalam  ke- 
budayaan desa-desa  para  calon  transmigran, 
serta  berbagai  sarana  pelayanan  simpan- 


pinjam  yang  bonafide.  Keenam,  mengiden- 
tifikasi pusat-pusat  pelayanan  informasi 
dan  bantuan  kegiatan  pertanian  dan  sara- 
na-sarananya.  Ketujuh,  mengidentifikasi  ke- 
beradaan  dan  jenis-jenis  kegiatan  rekreasi, 
hiburan,  kesenian,  dan  keagamaan  yang 
ada  serta  fungsinya  dalam  struktur-struk- 
tur  kegiatan  masyarakat  desa  calon  trans- 
migran. Kedelapan,  mengidentifikasi  berba- 
gai pusat  pelayanan  kesehatan,  keamanan, 
pendidikan,  olahraga,  dan  sebagainya  yang 
tergolong  sebagai  sarana  fasilitas  umum  da- 
lam masyarakat  desa  asal  calon  transmigran. 

Tahapan  Kedua,  yang  merupakan  kaji- 
an  atau  studi  wilayah  peruntukan  permu- 
kiman transmigrasi  mencakup:  Pertama, 
kajian  mengenai  jarak  lokasi  dari  kota  atau 
pusat  pertumbuhan,  kemungkinan  pengem- 
bangan  sarana  transpor  ke  dan  dari  lokasi 
ke  kota  atau  kota-kota  yang  ada.  Kedua, 
apakah  luas  lokasi  hanya  cukup  untuk 
membentuk  sebuah  dusun  atau  desa  saja, 
ataukah  untuk  permukiman  beberapa  desa 
yang  bila  tergabung  secara  bersama-sama 
dapat  dijadikan  sebuah  wilayah  kecamatan. 
Bila  ternyata  luas  calon  lokasi  permukim- 
an transmigrasi  hanya  cukup  untuk  sebuah 
dusun  atau  desa  saja,  sebaiknya  pemilihan 
calon  lokasi  ini  dibatalkan  saja.  Karena  akan 
terlalu  mahal  biayanya  dibandingkan  de- 
ngan keuntungan  yang  akan  dicapai,  yaitu 
keberhasilan  transmigrasi  di  lokasi  tersebut. 
Ketiga,  kondisi  dan  kemiringan  {contour) 
tanah,  bebatuan  dan  pasir,  air  tanah,  su- 
ngai,  rawa-rawa,  danau,  laut,  hHtan  dan  je- 
nis-jenis tanaman  dan  pepohonannya.  Ke- 
empat, berbagai  macam  satwa  liar,  terma- 
suk yang  potensial  sebagai  hama  tanam- 
an, yang  ada  dalam  lokasi  tersebut.  Keli- 
ma, kepemilikan  secara  adat  atas  lokasi  calon 
permukiman  transmigrasi  oleh  penduduk 
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setempat  dan  cara-cara  yang  terbaik  untuk 
melepaskan  hak  kepemilikan  tersebut,  seca- 
ra  adat  dan/atau  secara  jual-beli  sesuai  de- 
ngan  perundangan  yang  berlaku.  Keenam, 
rekomendasi  dan  dukungan  PemdaTBapeda 
mengenai  calon  lokasi  permukiman  trans- 
migrasi. 

Tahapan  yang  Ketiga,  adalah  penyiapan 
lahan  permukiman  transmigrasi.  Ada  prin- 
sip  mendasar  yang  menjadi  landasan  ber- 
pijak  untuk  mendukung  program  transmi- 
grasi sebagai  program  pembangunan  wila- 
yah  yang  dengan  demikian  merupakan  ba- 
gian  tak  terpisahkan  dari  program  pemba- 
ngunan nasional.  Yaitu  transmigrasi  bukan 
semata-mata  hanya  memindahkan  petani 
Jambal  untuk  hanya  menjadikan  mereka  se- 
bagai petani  yang  hidup  terisolasi  dari  ke- 
giatan  ekonomi  pasar  di  luar  wilayah  Jam- 
bal; atau  hanya  akan  menjerumuskan  mere- 
ka menjadi  petani  yang  lebih  miskin  dari- 
pada  sebelum  mereka  ditransmigrasikan, 
sehingga  mereka  itu  tidak  kerasan  hidup 
di  lokasi  permukiman  transmigrasi  yang 
telah  disediakan.  Untuk  menghindarkan 
kemungkinan  terwujudnya  anggapan-ang- 
gapan  tersebut  maka  yang  hams  diperha- 
tikan  adalah: 

Pertama,  menggunakan  hasil-hasil  ka- 
jian  Tahap  1  dan  Tahap  2  di  atas,  untuk  men- 
desain  permukiman  transmigrasi  yang  po- 
tensial  untuk  berkembang  menjadi  pusat 
pertumbuhan  di  wilayah  tersebut.  Kedua, 
tercakup  dalam  upaya  ini  adalah  memilih 
lokasi  yang  mempunyai  potensi  untuk  di- 
kembangkan  sebagai  bagian  dari  jaringan 
jalan  dan  transportasi,  dan  dengan  luas  lo- 
kasi yang  dapat  diperuntukkan  bagi  pemba- 
ngunan lebih  dari  satu  desa  atau  kecamatan. 
Contoh-contoh  permukiman  transmigrasi  di 


Irian  Jaya,  seperti  di  pulau  Salawati  misal- 
nya,  yang  hanya  mampu  menampung  trans- 
migran  beberapa  puluh  keluarga  saja  ter- 
nyata  hanya  menghasilkan  kegagalan.  Ka- 
rena  lokasi  yang  terisolasi  dengan  rasa 
aman  dan  was-was  para  transmigran  cukup 
besar,  karena  jumlah  mereka  kecil,  maka 
mereka  lebih  senang  pindah  dan  hidup  di 
kota  Sorong.  Sayangnya  Departemen  Trans- 
migrasi RI  tidak  mempunyai  data  yang 
lengkap  dan  akurat  mengenai  kehidupan 
para  transmigran  dan  perkembangan  permu- 
kiman transmigrasi.  Sebab  memang  tidak 
pernah  dilakukan  penelitian  mengenai  ke- 
hidupan transmigran  di  lokasi-lokasi  trans- 
migasi  secara  lengkap,  komprehensif,  dan 
menyeluruh,  yang  memungkinkan  bagi  ki- 
ta  untuk  dapat  mengidentifikasi  berbagai 
kelemahan  atau  kekuatan  yang  ada  dalam 
program  transmigrasi  yang  telah  dijalan- 
kan,  demi  memikirkan  upaya-upaya  peibaik- 
an  dan  penyempumaannya. 

Ketiga,  bila  lokasi  telah  dipilih  dan  di- 
tentukan  maka  tahap  berikutnya  adalah 
membongkar  hutan  dan/atau  semak  belukar 
untuk  dijadikan  permukiman.  Saya  ingin 
mengusulkan  dalam  kesempatan  ini  agar 
metode  bongkar  habis  dari  sebuah  wilayah 
hutan  untuk  dijadikan  permukiman  trans- 
migrasi sebaiknya  dihindarkan.  Karena  me- 
tode ini  secara  lingkungan  menghancurkan 
potensi-potensi  kelangsungan  daya  dukung 
permukiman  transmigrasi  tersebut,  temtama 
persediaan  air  bersih  dan  kayu  untuk  bahan 
bangunan,  kayu  bakar,  hewan-hewan,  dan 
juga  humus  karena  erosi.  Cara  yang  sebaik- 
nya adalah  mengikuti  model  tradisional 
lingkungan  desa  Jambal,  di  mana  sebuah 
permukiman  desa  itu  mencakup  wilayah  hu- 
man dan  kegiatan-kegiatan  kehidupan  war- 
ga  desa,  wilayah  pertanian  atau  wilayah 
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domestikasi,  dan  wilayah-wilayah  liar  yang 
mencakup  hutan,  belukar,  rawa,  sungai,  dan 
sebagainya.  Dan  bila  sekiranya  lokasi  ti- 
dak  mempunyai  persediaan  air  yang  men- 
cukupi,  sebaiknya  dalam  rencana  penyiapan 
permukiman  juga  mencakup  pembuatan  ko- 
lam-kolam  air  yang  cukup  untuk  kepenting- 
an  air  bersih  maupun  irigasi  dan  minuman 
temak.  Pada  tahun  1985,  ketika  saya  berkun- 
jung  di  salah  satu  UPT  dari  permukiman 
transmigrasi  "Bungo  Mas"  di  Lahat,  Suma- 
tera  Selatan,  wilayah  UPT  ini  termasuk  dae- 
rah  kering.  Jangankan  untuk  keperluan  air 
bersih,  untuk  pertanian  saja  hampir-ham- 
pir  tidak  ada.  Sehingga  kegiatan  pertanian 
yang  semula  dipolakan  sebagai  pertanian 
padi  sawah  atau  lahan  basah,  menjadi  me- 
ngikuti  penduduk  Sumatefa  Selatan  secara 
berladang  atau  pertanian  lahan  kering  de- 
ngan  sistem  tebas  dan  bakar  {slash  and 
burn)  yang  dilakukan  secara  musiman,  se- 
tahun  sekali.  Kemerosotan  cara  produksi  pa- 
di ini  sebetulnya  dapat  dihindari  bila  cu- 
kup tersedia  kolam-kolam  air  buatan  yang 
dapat  digunakan  untuk  berbagai  keperluan 
pertanian,  di  samping  untuk  keperluan  mi- 
num  atau  lairmya. 

Keempat,  bila  direncanakan  bahwa  pe- 
nyiapan lokasi  permukiman  transmigrasi  bu- 
kan  hanya  untuk  kegiatan  pertanian  sub- 
si  stens,  maka  sebuah  lokasi  permukiman 
transmigrasi  harus  dipersiapkan  sebagai 
sebuah  calon  kecamatan.  Jadi,  dalam  pe- 
rencanaan  permukiman  harus  juga  menca- 
kup persiapan  wilayah  kota  kecamatan, 
yang  akan  terwujud  dalam  jangka  waktu 
yang  lebih  lama  daripada  kegiatan  pertani- 
an, yang  kegiatan-kegiatan  dominannya  bu- 
kan  pertanian  tetapi  ekonomi  pasar,  berba- 
gai macam  industri,  dan  berbagai  macam 
pelayanan  kebutuhan  ekonomi,  sosia],  ke- 


amanan,  dan  hiburan.  Begitu  juga  desain  un- 
tuk kegiatan  ekonomi  dari  masing-masing 
desa  yang  tercakup  dalam  permukiman  trans- 
migrasi harus  dibuat  sedemikian  rupa  se- 
hingga masing-masing  desa  mempunyai  po- 
tensi  untuk  mampu  mengembangkan  spe- 
sialisasi-spesialisasi  produk  pertanian  mau- 
pun industri  rumah  tangga  atau  yang  non- 
pertanian.  Dengan  cara  ini,  yang  mengikuti 
model  hari  pasaran  Jawa,  yang  sirkuler  dan 
terpusat  pada  hari  kliwon,  maka  potensi  un- 
tuk berkembang  dapat  dipacu.  Dengan  de- 
mikian,  kita  menciptakan  ruang  dan  pena- 
taaimya  agar  kita  dapat  mengatur  kegiataii- 
kegiatan  kita  dan  sebaliknya  pada  saat  yang 
sama  kita  melakukan  kegiatan-kegiatan  se- 
suai  dengan  stimulasi  yang  ada  dalam  pola 
penataan  ruang-ruang  tempat  kita  hidup, 
Dengan  cara  ini  maka  penataan  ruang-ruang 
dalam  permukiman  transmigrasi  diharapkan 
mampu  menstimulasi  dan  mendorong  pe- 
ningkatan  kesejahteraan  para  transmigran, 
dan  terwujudnya  integrasi  masyarakat;  dan 
bersamaan  dengan  itu  energi  para  transmi- 
gran yang  biasanya  dihabiskan  hanya  un- 
tuk adaptasi  dengan  lingkungan  bam  di 
pemukiman  transmigrasi  dapat  dihemat  dan 
dialihkan  untuk  kegiatan-kegiatan  yang  pro- 
duktif. 


Model  Transmigrasi  untuk  Irian 
Jaya 

Dua  hal  utama  yang  hams  menjadi  tuju- 
an  dari  Pembangunan  Transmigrasi  di  Irian 
Jaya,  yang  hams  selalu  ditekankan  pen- 
tingnya,  adalah:  (1)  Upaya  peningkatan  ke- 
sejahteraan hidup,  dan  (2)  Tercapainya  in- 
tegrasi masyarakat  secara  Bhinneka  Tunggal 
Ika  dari  masyarakat  Irian  Jaya  ke  dan  di  da- 
lam masyarakat  Indonesia.  Dua  hal  ini  sa- 
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ling  berkaitan  dan  dukung-mendukung  se- 
bagai  sebuah  satuan  sislem  yang  bulat.  Un- 
tuk  pencapaian  tujuan  tersebut,  maka  mo- 
del transmigrasi  bagi  Irian  Jaya  yang  sebaik- 
nya  digunakan  adalah  menjadikan  pro- 
gram transmigrasi  di  Irian  Jaya  sebagai  ba- 
gian  integral  dari  pembangunan  wilayah 
di  daerah  tersebut  yang  tujuannya  adalah 
menciptakan  pusat-pusat  pertumbuhan  me- 
lalui  pelaksanaan  pembangunan  di  permur 
kiman-permukiman  transmigrasi. 

Dengan  demikian,  melalui  model  trans- 
migrasi ini  pusat  perhatian  terletak  pada 
permukiman  transmigrasi,  yaitu  pada  haki- 
kat  fiingsinya  dalam  struktur  pembangun- 
an wilayah  Irian  Jaya,  pada  kegunaannya 
dalam  tumt  membantu  terciptanya  proses 
transformasi  budaya  dari  kebudayaan  yang 
terisolasi  ke  dalam  kebudayaan  yang  terin- 
tegrasi  dalam  sistem  nasional  dan  dalam 
sistem  sosial  masyarakat  Indonesia;  serta, 
transformasi  budaya  dari  kebudayaan  ke- 
miskinan  dan  keterbelakangan  ke  kebuda- 
yaan yang  kecukupan  taraf  kesejahteraan 
hidupnya.  Jadi,  permukiman  transmigrasi 
bukan  hanya  dilihat  sebagai  tempat  ber- 
mukim  tetapi  harus  dilihat  sebagai  sebuah 
wadah  dan  sarana  untuk  peningkatan  ke- 
sejahteraan hidup  dalam  arti  individual 
atau  perorangan,  sosial,  ekonomi,  politik, 
dan  kebudayaan.  Permukiman  transmigrasi 
harus  mempunyai  potensi  untuk  dapat  di- 
kembangkan  menjadi  Pusat  Pertumbuhan 
bagi  daerah  permukiman  tersebut  serta  dae- 
rah di  sekitarnya,  dan  merupakan  bagian 
yang  tidak  terpisahkan  dari  pembangunan 
wilayah  serta  tidak  terpisahkan  dari  sistem 
administrasi  pembanguan  pemerintahan  se- 
tempat. 

Untuk  memungkinkan  terwujudnya  pe- 
ngembangan  permukiman  transmigrasi  agar 


dapat  menjadi  sebuah  pusat  pertumbuhan, 
maka  berbagai  prasyarat  berkenaan  dengan 
potensi  yang  harus  dipunyai  oleh  permu- 
kiman transmigrasi  harus  dipenuhi.  Ada- 
pun  syarat-syarat  tersebut  secara  hipotetis 
mencakup: 

(1)  Lingkungan  hidup  atau  alam  dan  fir- 
sik  permukiman  transmigrasi  harus  cu- 
kup  mempunyai  potensi  sumber  air  ber- 
sih  dan  air  untuk  pertanian  dan/atau  in- 
dustri,  di  samping  potensi  sumber-sum- 
ber  daya  yang  dipunyai  oleh  tanah,  hu- 
tan,  belukar,  rawa-rawa,  dan  sungai.  Bi- 
la  sumber  air  untuk  pertanian  lahan  ba- 
sah  tidak  mencukupi,  maka  upaya  per- 
tanian lahan  kering,  pertanian  tadah 
hujan  harus  diupayakan  sebagai  bagi- 
an utama  dari  program  transmigrasi 
yang  akan  ditempatkan  di  permukiman 
tersebut. 

(2)  Penggusuran  hutan  untuk  dijadikan 
permukiman  transmigrasi,  yaitu  yang 
mencakup  permukiman  untuk  hunian, 
untuk  fasilitas  sosial  dan  umum,  dan 
untuk  lahan-lahan  pertanian,  sebaiknya 
tidak  menggunakan  prinsip  gusur  ha- 
bis.  Sebab  bila  pencetakan  permukiman 
transmigrasi  menggunakan  prinsip  gu- 
sur habis,  maka  kemampuan  untuk  ke- 
lestarian  sumber-sumber  daya  yang  ada 
dalam  lingkungan  hidup,  yang  bergu- 
na  bagi  kelangsungan  dan  kesejahte- 
raan hidup  serta  peningkatannya  akan 
tidak  mungkin  dapat  diwujudkan.  Tek- 
nik  yang  terbaik  adalah  hanya  meng- 
gusur  wilayah  hutan  yang  memang  ha- 
rus digusur  sesuai  peruntukannya  di 
dalam  tata  ruang  yang  ada  dalam  site 
plan.  Lebih  lanjut,  permukiman  transmi- 
grasi juga  harus  mempunyai  bidang 
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hutan  yang  menjadi  milik  masyarakat 
transmigarsi  setempat,  yang  dapat  di- 
gunakan  sebagai  pengendali  debit  air 
dan  erosi  dan  sebagai  sumber  kayu 
bakar. 

(3)  Lokasi  permukiman  transmigrasi  ha- 
ms mempakan  sebuah  noktah  dari  ja- 
ringan-jaringan  jalan  yang  dihubung- 
kan  dengan  kota  dan  wilayah  lainnya 
di  Irian  Jaya.  Jadi  bukan  dibangun  di 
tempat  yang  terisolasi  dari  hubungan 
orang,  barang,  dan  jasa  dengan  wilayah- 
wilayah  di  sekelilingnya. 

(4)  Sebuah  permukimam  transmigrasi  ha- 
ms mampu  menghasilkan  produk  atau 
produk-produk  unggulan  untuk  komo- 
diti  pasar  yang  khusus  atau  spesifik 
dari  permukiman  tersebut.  Produk  ini 
dapat  berupa  hasil  pertanian  ataupun 
hasil  industri. 

(5)  Sebuah  permukiman  transmigrasi  di 
Irian  Jaya  hams  terwujud  sebesar  se- 
buah kecamatan.  Bila  permukiman  trans- 
migrasi terwujud  sebuah  kecamatan, 
maka  tercakup  dalam  administrasi  ke- 
camatan tersebut  adalah  desa-desa 
transmigrasi.  Desa-desa  transmigrasi 
akan  terdiri  atas  dusun-dusun  transmi- 
grasi yang  terdiri  atas  permukiman- 
permukiman  transmigran  Jambal  dan 
permukiman-permukiman  transmigran 
lokal  Irian  Jaya. 

(6)  Dalam  perencanaannya,  permukiman 
transmigrasi  hams  menyediakan  lokasi 
permukiman  (mmah  hunian  berikut  la- 
han  pertaniannya)  bagi  para  calon 
transmigran  asal  Jambal  dan  bagi  calon 
transmigran  dari  masyarakat  Irian  Jaya 


setempat  atau  yang  permukiman  asal- 
nya  berdekatan  dengan  permukiman 
transmigrasi  tersebut.  Permukiman  bagi 
calon  transmigran  Jambal  dan  bagi  ca- 
lon transmigran  asal  Irian  Jaya  setem- 
pat sebaiknya  dibangun  secara  terpi- 
sah,  termasuk  lahan  pertanian  dan  hu- 
tan masyarakat  masing-masing.  Pemi- 
sahan  permukiman  ini  dilakukan  ber- 
dasarkan  pada  alasan  sosial  budaya: 

(1)  Supaya  hubungan  antar  budaya 
yang  berlangsung  di  antara  para  calon 
transmigran  asal  Jambal  dan  asal  Irian 
Jaya  tersebut  tidak  menghasilkan  ada- 
nya  kejutan  kebudayaan  (culture  shock) 
yang  merugikan  kedua  balah  pihak; 

(2)  Supaya  para  calon  transmigran  asal 
Irian  Jaya  tidak  merasa  rendah  diri  ka- 
rena  dihadapkan  secara  mendadak  pa- 
da  suatu  kebudayaan  yang  secara  tek- 
nologi  dan  ekonomi  lebih  tinggi;  (3) 
Supaya  hubungan-hubungan  sosial  an- 
tara transmigran  Jambal  dan  Irian  Jaya 
tidak  terwujud  sebagai  hubungan  kon- 
flik  karena  adanya  salah  pengertian 
yang  disebabkan  oleh  perbedaan-perbe- 
daan  interpretasi  budaya;  dan  (4)  Un- 
tuk menghindarkan  penduduk  setem- 
pat yang  menjadi  transmigran  sisipan 
tidak  terpaksa  terasimilasi  menjadi 
orang  Jawa  atau  orang  Jambal.  Tetapi, 
menjadikan  transmigran  lokal  tetap  de- 
ngan identitas  etnik  dan  kebudayaan 
mereka  yang  telah  diperkaya  dengan 
kebudayaan  Jambal  dan  kebudayaan 
nasional  Indonesia.  Untuk  itu  fiingsi 
Pusat  Permukiman  Transmigrasi  dalam 
struktur  kehidupan  di  permukiman  trans- 
migrasi menjadi  amat  penting,  dan  ka- 
rena itu  hams  menjadi  bagian  integral 
dari  desain  tata  mang  permukiman  trans- 
migrasi. 
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(7)  Pusat  Permukiman  Transmigrasi  hams 
dibangun  di  tengah-tengah  di  antara 
lokasi  permukiman  transmigran  Jambal 
dan  lokasi  permukiman  asal  Irian  Jaya. 
Tujuan  dari  diadakannya  pusat  permu- 
kiman transmigrasi  di  tengah-tengah 
permukiman  yang  mengantarai  permu- 
kiman transmigran  Jambal  dengan  trans- 
migran lokal  adalah  untuk:  (1)  Mencip- 
takan  suasana  sosial  yang  adil  di  da- 
lam  permukiman  transmigran  di  mana 
semua  warga  permukiman  tersebut  di- 
layani  oleh  Kantor  Transmigrasi  tanpa 
memandang  asalnya;  (2)  Memperkenal- 
kan  sistem  nasional  Indonesia  dan  me- 
mantapkan  fungsi-fungsinya  melalui 
berbagai  kegiatan  nasional,  yang  bu- 
kan  kegiatan  suku  bangsa.  Berbagai  ke- 
giatan upacara  nasional,  pendidikan  se- 
kolah,  perpustakaan,  latihan-latihan  dan 
bimbingan  kerja  dalam  berbagai  bidang 
kegiatan  ekonomi,  dan  berbagai  kegiatan 
nasional  sebaiknya  diadakan  di  pusat 
permukiman  transmigrasi  setempat;  (3) 
Menciptakan  dan  memantapkan  rasa  ke- 
bersamaan  yang  menjadi  landasan  ba- 
gi  terwujudnya  kohesi  sosial  dan  inte- 
grasi  sosial,  sehingga  melalui  proses- 
proses  yang  berlaku  dalam  kehidupan 
masyarakat  transmigran  di  permukiman 
tersebut  dapat  terwujud  adanya  integra- 
si  masyarakat.  Dalam  hal  ini  pusat  per- 
mukiman transmigrasi  setempat  bukan 
hanya  didesain  sebagai  tempat  bagi  ke- 
giatan-kegiatan  nasional,  tetapi  juga  ba- 
gi kegiatan-kegiatan  sosial  yang  berco- 
rak  umum.  Berbagai  kegiatan  kesenian 
dan  hiburan  serta  rekreasi,  olahraga,  pa- 
sar,  kios  atau  waning,  dan  kegiatan  ke- 
agamaan,  serta  berbagai  kegiatan  sosial 
lainnya  yang  dapat  mengakomodasi 
perbedaan  kesukabangsaan  dan  tradi- 


si  budaya  yang  ada  dalam  kehidupan 
masyarakat  permukiman  transmigrasi 
sebaiknya  dilakukan  di  pusat  permu- 
kiman tersebut.  Pusat  permukiman  de- 
ngan demikian  adalah  juga  berfungsi 
mendorong  terwujudnya  proses  akul- 
turasi  dan  asimilasi  yang  berlangsung 
secara  sewajamya;  (4)  Pusat  permukim- 
an transmigrasi  didesain  sebagai  se- 
buah  daerah  perkotaan  yang  dalam 
proses  pertumbuhan  kehidupan  di  per- 
mukiman transmigrasi  akan  menjadi 
kota  dari  daerah  permukiman  transmi- 
grasi dengan  hinterland-nya  adalah 
desa  permukiman  transmigrasi.  Sehing- 
ga ruang  yang  ada  dalam  pusat  per- 
mukiman hams  didesain  untuk  meng- 
akomodasi pertumbuhan  di  masa  men- 
datang,  yaitu  tumbuhnya  sebagai  dae- 
rah perkotaan. 

(8)  Pusat  perhatian  yang  kedua  adalah  pa- 
da  upaya  pembinaan,  pembimbingan, 
dan  penyuluhan  bagi  para  transmigran 
di  permukiman  transmigrasi  oleh  De- 
partemen  Transmigrasi  dan  PPH.  Pen- 
tingnya  upaya  pembinaan,  pembim- 
bingan, dan  penyuluhan  oleh  Departe- 
men  Transmigrasi  dan  PPH,  perlu  di- 
garisbawahi,  karena  keselumhan  aspek 
kehidupan  dari  para  transmigran  di  per- 
mukiman transmigrasi  berada  di  ta- 
ngan  dan  ditentukan  corak  serta  kua- 
litasnya  oleh  para  petugas  Departemen 
Transmigrasi  yang  bersangkutan.  Per- 
mukiman transmigrasi  dalam  hal  ini 
dapat  dilihat  sebagai  sebuah  pranata 
menyelumh  (total  institution),  sehingga 
peranan  dari  para  petugas  transmigrasi 
adalah  dominan  dan  amat  menentukan 
keberhasilan  para  transmigran  dalam 
meningkatkan  kesejahteraan  hidup  me- 
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rcka  dan  dalam  mewujudkan  inlegrasi  ma- 
syarakat  dan  mcmantapkannya. 

Model  pcrmukiman  untuk  Irian  Jaya  se- 
bagaimana  diuraikan  di  atas  dapat  dilihat 
scbagai  upaya  untuk  dapat  mengopera- 
sionalkan  lujuan  transmigrasi  dalam  me- 
nyejahterakan  hidup  para  transmigran  dan 
upaya  menciptakan  terwujudnya  integra- 
si  masyarakat  Irian  Jaya  yang  Bhinneka 
Tunggal  Ika.  Model  tata  ruang  untuk  per- 
mukiman  transmigrasi  tersebut  didesain 
sedemikian  rupa  untuk  dapat  mengakomo- 
dasi  dan  mengarahkan  pertumbuhan  eko- 
nomi  dan  perubahan  sosial  budaya  yang 
menuju  terwujudnya  integrasi  masyarakat. 
Sebuah  masyarakat  dapat  dikatakan  terin- 
tegrasi  bila  dalam  masyarakat  tersebut  ter- 
wujud  adanya  integrasi  sosial. 

Pengertian  integrasi  sosial  mengacu  pa- 
da  adanya  kenyataan  bahwa  dua  kelom- 
pok  masyarakat  yang  berbeda  kebudaya- 
an  dan  pranata  sosialnya  dapat  hidup  ber- 
sama  dalam  sebuah  masyarakat  dengan 
melupakan  atau  dengan  meniadakan  perbe- 
daan  sosial  budaya  masing-masing  yang 
secara  tradisional  berlaku,  atau  setidak-ti- 
daknya  hanya  menggunakan  kebudayaan 
masing-masing  dalam  suasana  budaya  yang 
tradisional  yang  tidak  mungkin  mereka 
tinggalkan,  seperti  dalam  upacara-upacara 
lingkaran  hidup  individu  atau  komuniti. 
Penyatuan  atau  peleburan  menjadi  sebuah 
masyarakat  juga  dilakukan  oleh  warga  ma- 
syarakat yang  bersangkutan  dengan  melu- 
pakan atau  meniadakan  jati  diri  mereka 
yang  berbeda  di  masa  lampau  dalam  in- 
teraksi  mereka  dengan  warga  masyarakat 
lairmya.  Dengan  demikian,  jati  diri  mereka 
telah  berubah  dari  jati  diri  yang  monolitik 
menjadi  jati  diri  yang  bercorak  majemuk. 
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Artinya  mereka  mengakui  masyarakat  tem- 
pat  mereka  hidup,  yaitu  masyarakat  per- 
mukiman  transmigrasi,  sebagai  acuan  bagi 
jati  dirinya  di  samping  jati  diri  asalnya. 

Integrasi  sosial  hanya  mungkin  dapat 
tercapai  bila  dilandasi  oleh  adanya  kohesi 
sosial  dalam  kehidupan  masyarakat  trans- 
migrasi. Kohesi  sosial  terwujud  dengan  di- 
landasi oleh  adanya  saling  menyukai  atau 
saling  tertarik  di  antara  anggota-anggota 
masyarakat  tersebut.  Untuk  suatu  jangka 
waktu  tertentu  saling  ketertarikan  ini  da- 
pat menghasilkan  ikatan-ikatan  sosial  di 
antara  sesama  warga  masyarakat  tersebut 
melalui  berbagai  bentuk  interaksi  dan  ke- 
giatan  bersama  atau  perkumpulan-perkum- 
pulan.  Untuk  suatu  jangka  waktu  yang  cu- 
kup  lama  ikatan-ikatan  sosial  dapat  men- 
jadi mantap,  dan  menghasilkan  sikap-si- 
kap  positif  terhadap  masyarakat  tersebut 
dan  terhadap  sesama  warga  yang  pada  mu- 
lanya  tidak  saling  mengenal  dan  yang  pada 
dasarnya  memiliki  kebudayaan  yang  ber- 
beda satu  sama  lain.  Mereka  mencintai  ma- 
syarakat dan  tetap  ingin  hidup  dalam  ke- 
lompok  atau  masyarakat  tersebut,  mereka 
saling  menyukai  dan  mempunyai  tingkat 
solidaritas  sosial  yang  tinggi.  Ciri-ciri  lain 
dari  terwujudnya  kohesi  sosial  dalam  ma- 
syarakat adalah  adanya  persetujuan  dan 
dukungan  atas  norma-norma  yang  berlaku 
dalam  kehidupan  masyarakat  tersebut,  serta 
pengakuan  dan  dukungan  atas  struktur- 
struktur  dan  peranan-peranan  yang  berlaku 
dalam  masyarakat  yang  mencakup  berbagai 
pendistribusian  hak  kewajiban. 

Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  upa- 
ya menciptakan  dan  membina  integrasi  ma- 
syarakat, khususnya  masyarakat  dalam  pcr- 
mukiman transmigrasi  yang  mencakup  war- 
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ga  asal  Jambal  dan  warga  asal  Irian  Jaya 
mencakup  dua  permasalahan,  yaitu: 

(1)  Model  yang  hams  digunakan  dalam  upa- 
ya  menciptakan  integrasi  masyarakat 
dan  membinanya,  sehingga  sukuisme 
dan  konflik  antar  suku  bangsa  dapat  di- 
hindarkan,  hams  menggunakan  model 
kemajemukan  (lihat:  Suparlan  1979  dan 
1995c)  dan  bukan  model  asimilasi.  Da- 
lam model  kemajemukan,  masing-masing 
suku  bangsa  diupayakan  tetap  memper- 
tahankan  jati  diri  mereka  masing-masing 
dan  mengembangkan  kebudayaan  me- 
reka dalam  batas-batas  lingkaran  hidup 
dan  upacara-upacaranya.  Sementara  itu 
kebudayaan  umum  lokal,  yang  kegiat- 
an-kegiatannya  terpusat  di  pusat  per- 
mukiman  transmigrasi,  diaktifkan  dan 
dikembangkan  oleh  petugas  permukim- 
an  transmigrasi  melalui  berbagai  kegiat- 
an  sosial  bersama,  pasar,  hiburan-hibur- 
an  sosial  bersama,  melalui  berbagai  pe- 
nyu.luhan  dan  pembinaan  hubungan 
antar  budaya,  melalui  pengenalan  dan 
penggunaan  bahasa-bahasa  yang  di- 
gunakan oleh  para  warga  permukiman 
transmigrasi  tersebut  dalam  berbagai  ke- 
giatan.  Sehingga  warga  masyarakat 
merasakan  adanya  suatu  pedoman  da- 
lam kehidupan  mereka  untuk  dapat  hi- 
dup bersama  sebagai  warga  yang  ber- 
beda-beda  asal,  kebudayaan,  dan  baha- 
sanya.  Bersamaan  dengan  itu  kebuda- 
yaan nasional  Indonesia  yang  berlan- 
daskan  Pancasila  dan  Undang-Undang 
Dasar  1945,  yang  pusat  kegiatannya 
juga  ada  dalam  kehidupan  pusat  per- 
mukiman transmigrasi,  juga  diaktifkan 
melalui  kegiatan  sekolah,  pelayanan  pe- 
merintah  untuk  kesehatan,  keamanan, 
pendidikan  dan  penyuluhan  masyara- 
kat, dan  berbagai  upacara  nasional. 


Melalui  model  kemajemukan  ini  maka 
jati  diri  dan  kebudayaan  dari  masing- 
masing  golongan  sukubangsa  tetap 
ada,  di  samping  keberadaan  dan  ber- 
kembangnya  jati  diri  dan  kebudayaan 
masyarakat  permukiman  setempat  dan 
jati  diri  sebagai  warga  masyarakat  dan 
kebudayaan  nasional  Indonesia.  Dengan 
mengacu  pada  model  kemajemukan  ini, 
program  penyuluhan  dan  pembinaan 
masyarakat  di  permukiman  transmigrasi 
dituntut  bukan  hanya  melakukan  pro- 
gram pembinaan  iptek  dan  ekonomi,  te- 
tapi  juga  program  pengembangan  sosial 
budaya.  Dengan  demikian,  para  warga 
masyarakat  permukiman  transmigrasi 
akan  mempunyai  jati  diri  yang  maje- 
muk,  yang  masing-masing  jati  diri  rele- 
van  dengan  konteks  sosial  masing-ma- 
sing, yaitu  sebagai  warga  suku  bangsa, 
sebagai  warga  masyarakat,  dan  sebagai 
warga  negara.  Di  antara  ketiga  konteks 
sosial  tersebut  harus  ditanamkan  da- 
lam keyakinan  mereka  bahwa  konteks 
kepentingan  negara  adalah  di  atas  se- 
mua  konteks  sosial  lainnya. 

Perlu  dicatat,  bahwa  program-program 
pembinaan  hams  mempakan  sebuah  pa- 
ket  yang  secara  keselimihan  saling  ber- 
kaitan  sebagai  sebuah  sistem  atau  ke- 
satuan  yang  bulat  dan  menyelumh.  Se- 
bab,  peningkatan  kemampuan  iptek  dan 
ekonomi  tanpa  dibarengi  dengan  pe- 
ningkatan kemampuan  sosial  budaya, 
atau  sebaliknya,  hanya  akan  menyebab- 
kan  tumbuh  dan  berkembangnya  disin- 
tegrasi  masyarakat. 

Sebaliknya,  bila  model  pembinaan  sosial 
budaya  yang  digunakan  di  permukim- 
an transmigrasi  adalah  model  asimilasi, 
maka  yang  akan  terjadi  adalah  proses 
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penghancuran  kebudayaan  lokal  Irian 
Jaya  yang  dipunyai  oleh  warga  setem- 
pat  yang  menjadi  warga  di  permukim- 
an  transmigrasi.  Bila  yang  dominan 
dalam  permukiman  transmigrasi  adalah 
orang  Jawa,  maka  warga  lokal  Irian  Ja- 
ya di  permukiman  tersebut  akan  diasi- 
milasikan  menjadi  orang  Jawa  dengan 
kebudayaan  Jawanya.  Dan  bersamaan 
dengan  itu  jati  diri  dan  kebudayaan 
asalnya  akan  hilang  begitu  saja. 

(2)  Kegiatan  pembinaan  masyarakat  di 
permukiman  transmigrasi  harus  dilaku- 
kan  secara  profesional  dengan  mem- 
perhatikan  perbedaan  kebudayaan  yang 
ada  antara  kebudayaan  transmigran 
asal  Jambal  dan  kebudayaan  lokal  Irian 
Jaya.  Pembinaan  yang  dilakukan  juga 
harus  mencakup  bukan  hanya  pembi- 
naan iptek  dan  ekonomi  tetapi  juga 
pembinaan  sosial  budaya,  yang  harus 
memperhitungkan  perbedaan  kebuda- 
yaan transmigran  asal  Jambal  dan  trans- 
migrasi asal  Irian  Jaya,  dalam  upaya  un- 
tuk  dapat  memajukan  atau  meningkat- 
kan  taraf  kesejahteraan  hidup  mereka 
secara  bersamaan  sehingga  secara  rela- 
tif  tercapai  tingkat  kesejahteraan  hidup 
yang  sama. 


Kesimpulan 

Apa  yang  telah  dan  ingin  saya  kemu- 
kakan  dalam  tulisan  ini  adalah  mencoba 
menunjukkan  cara  yang  mungkin  dapat 
dilakukan  oleh  Departemen  Transmigrasi 
dalam  upaya  mengatasi  berbagai  permasa- 
lahan  cukup  pelik  yang  dihadapi  oleh  dan 
yang  menjadi  bagian  tidak  terpisahkan 
dari  program  transmigrasi.  Cara  mengatasi 


permasalahan  tersebut  adalah  dengan  me- 
lihat  serta  memperlakukan  program  trans- 
migrasi dengan  menggunakan  pendekatan 
sosial  budaya.  Dalam  pendekatan  sosial  bu- 
daya, program  transmigrasi  dilihat  seba- 
gai  sebuah  program  transformasi  kebu- 
dayaan dari  para  transmigran,  yaitu  per- 
kembangan  dari  kebudayaan  yang  sub- 
sisten  menjadi  kebudayaan  yang  maju  dan 
berkembang.  Atau  dengan  kata  lain,  pro- 
gram ini  bertujuan  untuk  meningkatkan 
taraf  hidup  para  transmigran  dan  bersa- 
maan dengan  itu  meningkatkan  wawasan 
dan  kesadaran  berbangsa,  yang  dari  hanya 
mempunyai  wawasan  lokal  menjadi  mem- 
punyai  juga  wawasan  masyarakat  luas  dan 
wawasan  nasional.  Dengan  menggunakan 
pendekatan  sosial  budaya,  upaya  mening- 
katkan potensi  permukiman  transmigrasi 
menjadi  pusat  pertumbuhan  bagi  orientasi 
pembangunan  di  wilayah  sekitarnya  akan 
dapat  mempunyai  kemungkinan  untuk  di- 
laksanakan. 

Apa  yang  harus  dilakukan  dalam  pro- 
gram transmigrasi  adalah  melihat  program 
transmigrasi  sebagai  program  yang  bertu- 
juan untuk  menciptakan  pusat-pusat  per- 
tumbuhan, yaitu  pertumbuhan-pertumbuh- 
an  daerah  setempat.  Dengan  demikian,  pro- 
gram ini  merupakan  bagian  yang  tidak  ter- 
pisahkan dari  perencanaan  pembangunan 
wilayah  yang  ada  dalam  propinsi  setempat. 
Begitu  juga,  perencanaan  pembangunan 
permukimaii  bagi  transmigran  bukanlah  ha- 
nya semata-mata  membuat  rumah  bagi  ca- 
lon  transmigran  dengan  cara  menggusur 
hutan  dan  belukar  untuk  dijadikan  tanah 
gundul  yang  rata  sehingga  mudah  diolah 
menjadi  lahan  pertanian.  Apa  yang  harus 
dilakukan  adalah  mempersiapakan  sebuah 
lokasi  permukiman  transmigrasi  yang  me- 
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rupakan  ruang-ruang  yang  ditata  sesuai 
dengan  kebudayaan  calon  transmigran  se- 
hingga  permukiman  transmigrasi  terse- 
but  merupakan  sebuah  niang  budaya  un- 
tuk  Jcehidupan  yang  menyeluruh  bagi 
transmigran,  dan  bersamaan  dengan  itu 
juga  didesain  untuk  transformasi  budaya 
para  transmigran  dan  kehidupan  di  per- 
mukiman transmigrasi  tersebut.  Desain  tata 
ruang  permukiman  transmigrasi  dibuat  se- 
demikian  rupa  sehingga  masing-masing 
ruang  mempunyai  fungsi  sebagai  stimuli 
bagi  dan  turut  mendorong  upaya  para 
transmigran  dalam  peningkatan  kesejahte- 
raan  hidup  mereka. 

Dalam  desain  permukiman  juga  hams 
dipikirkan  adanya  ruang-ruang  yang  dita- 
ta sedemikian  rupa  sehingga  hubungan  sa- 
ling  ketergantungan  di  antara  berbagai  un- 
sur  yang  ada  dalam  lingkungan  hidup  de- 
ngan warga  transmigran  dan  dengan  ma- 
syarakat  desa  dan  lingkungannya  serta  de- 
ngan permukiman  tersebut,  secara  menye- 
luruh dapat  mewujudkan  peran  aktif  para 
transmigran  dalam  memanfaatkan  sumber- 
sumber  daya  dalam  lingkungan  mereka.  Ber- 
samaan dengan  itu  stimuli  dari  tata  ruang 
yang  disertai  bimbingan  dari  petugas  per- 
mukiman transmigrasi  akan  membuat  para 
transmigran  mampu  dan  terbiasa  untuk  me- 
rawat  sumber-sumber  daya  sehingga  daya 
dukung  lingkungan  tetap  dapat  berkelan- 
jutan. 

Sebagai  akhir  kata,  desain  permukiman 
transmigrasi  yang  diperuntukkan  sebagai 
model  bagi  pembangunan  transmigrasi  di 
Irian  Jaya  bertujuan  untuk  dapat  tercapai- 
nya  proses  kohesi  sosial  di  antara  para 
transmigran  Jambal  dengan  transmigran 
setempat,  sehingga  integrasi  sosial  yang 


menjadi  landasan  bagi  terwujudnya  inte- 
grasi masyarakat  secara  Bhinneka  Tung- 
gal  Ika  dapat  terwujud.  Proses  kohesi  so- 
sial yang  menghasilkan  adanya  integrasi 
sosial  secara  Bhinneka  Tunggal  Ika  terse- 
but hams  dibedakan  dari  proses  kohesi 
sosial  yang  bercorak  asimilasi,  yaitu  meng- 
asimilasikan  warga  masyarakat  Irian  Jaya 
menjadi  sama  dengan  dan  menjadi  bagian 
dari  masyarakat  transmigran  asal  Jawa.  Pro- 
ses kohesi  sosial  yang  terakhir  ini  sebaik- 
nya  dihindari,  karena  proses-proses  ini 
sama  dengan  proses  Jawanisasi. 

Kohesi  sosial  yang  menjadi  landasan 
bagi  terwujudnya  integrasi  sosial  dari  ma- 
syarakat setempat  yang  bercorak  Bhinneka 
Tunggal  Ika  hanya  mungkin  terwujud,  bila 
hubungan  kekuatan  sosial  di  antara  warga 
masyarakat  transmigrasi  lokal  dengan  warga 
masyarakat  transmigrasi  Jambal  berada  da- 
lam kondisi  yang  seimbang.  Kenyataan  yang 
ada,  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  da- 
lam tulisan  ini,  menunjukkan  bahwa  kon- 
disi sosial,  ekonomi,  dan  kebudayaan  yang 
dipunyai  oleh  para  transmigran  lokal  ada- 
lah  lebih  terbelakang  daripada  kondisi  so- 
sial, ekonomi,  dan  kebudayaan  yang  dipu- 
nyai oleh.  para  transmigran  asal  Jambal.  Ka- 
rena itu,  dalam  kondisinya  yang  sekarang 
di  mana  hubungan  kekuatan  sosial  tersebut 
tidak  seimbang,  maka  yang  terjadi  dalam 
permukiman  transmigrasi  dengan  model 
sisipan  (seperti  di  Arso)  adalah  proses  asi- 
milasi warga  transmigran  lokal  menjadi 
Jawa  atau  sama  dengan  proses  Jawanisasi. 
Untuk  menghindari  terjadinya  proses  Ja- 
wanisasi karena  perbedaan  kekuatan  so- 
sial, maka  pemisahan  lokasi  permukiman 
transmigran  lokal  dari  lokasi  transmigran 
Jambal  dalam  Unit  Permukiman  Transmi- 
grasi ataupun  dalam  Kawasan  Permukim- 
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an  Transmigrasi,  hams  dibarengi  dengan 
program-program  pembinaan  yang  lebih 
khusus  yang  dapat  mempercepat  proses 
pemberdayaan  sosial,  ekonomi,  dan  kebu- 
dayaan  dari  para  transmigran  lokal.  Jadi, 
tujuan  pemisahan  transmigran  lokal  dari 
transmigran  Jambal  dalam  satuan  permu- 
kiman  transmigrasi  tidak  akan  mengha- 
silkan  kondisi  terisolisi  atau  terpencil 
para  transmigran  lokal  dari  dmiia  luar  dan 
khususnya  dari  ekonomi  pasar,  karena  ke- 
budayaan,  kehidupan  ekonomi  dan  sosial 
mengalami  proses  stagnasi  akibat  hidup 
terisolasi  dalam  lingkungan  sosial  budaya 
mereka  sendiri,  sebagaimana  dialami  oleh 
warga  permukiman  transmigrasi  lokal-ho- 
mogen  orang  Marind  Anim  di  bekas  per- 
mukiman transmigrasi  Salor  IIB,  Merauke, 
yang  telah  diserahkan  kepada  Pemda  se- 
tempat. 

Maka  bersamaan  dengan  upaya  pena- 
taan  lingkungan  permukiman  bagi  trans- 
migrasi lokal  yang  harus  sesuai  dengan 
pola-pola  kebudayaan  dan  kehidupan  me- 
reka sehari-hari  (ladang  atau  kebun  milik 
keluarga  yang  berpindah-pindah  secara  sir- 
kuler  atau  shifting  agriculture,  kebun  atau 
dusun  sagu,  dan  hutan  komunal  tempat 
mereka  berburu  dan  mengambil  hasil  hu- 
tan atau  mengambil  kayu  bakar,  serta  tem- 
pat melepaskan  babi  peliharaan  mereka),  ju- 
ga  dibarengi  dengan  upaya  peningkatan 
kemampuan  ekonomi  dan  teknologi  me- 
reka (termasuk  mentransformasikan  dalam 
kebudayaan  ekonomi  mereka  konsep  tek- 
nologi tepat  guna  dalam  pertanian,  peme- 
liharaan  babi,  dan  teknologi  lainnya  yang 
relevan  dengan  kebutuhan  mereka;  men- 
transformasikan tingkat  kehidupan  ekono- 
mi yang  subsisten  menjadi  tingkat  kehi- 
dupan ekonomi  yang  juga  berorientasi  pa- 


sar). Upaya  pembinaan  ini  harus  berlan- 
daskan  potensi  sosial  budaya  yang  dipu- 
nyai  oleh  transmigran  lokal  sehingga  ti- 
dak menghasilkan  kejutan  kebudayaan 
(culture  shock)  yang  hanya  akan  merugikan 
mereka  dan  merugikan  kita  semua.  Di  sam- 
ping  itu,  juga  hams  dilakukan  pembinaan 
sosial  dan  budaya,  terutama  pengenalan 
terhadap  beraneka  kebudayaan  yang  ada 
di  permukiman  transmigrasi  setempat,  pe- 
ngetahuan  mendasar  mengenai  masyara- 
kat  dan  negara  Indonesia  serta  tata  hukum 
yang  berlaku  melalui  penataran  P4.  Dalam 
proses  pembinaan  sosial  budaya  yang  le- 
bih lanjut,  berbagai  kegiatan  kesenian  dan 
upacara  sosial  serta  hiburan  dan  olahraga 
dapat  didesain  dan  diarahkan  agar  dapat 
terjadi  saling  pengertian  dan  saling  kede- 
katan  sosial  di  antara  warga  transmigran 
lokal  dan  transmigran  Jambal  dan  terjadi- 
nya  proses  akulturasi  di  antara  mereka. 

Implikasi  dari  penerapan  model  sosial 
budaya  dalam  transmigrasi  ini  adalah  di- 
butuhkaimya  sejumlah  tenaga  yang  betul- 
betul  ahli  dalam  bidangnya  dan  mencintai 
pekerjaan  ini  dengan  kesungguhan  kerja, 
pembiayaan  yang  lebih  besar  daripada  ke- 
giatan pembangunan  dan  pembinaan  per- 
mukiman transmigrasi  biasa,  dan  manaje- 
men  permukiman  transmigrasi  yang  ha- 
ms berbeda  dari  manajemen  permukiman 
transmigrasi  biasa,  karena  dalam  permukim- 
an transmigrasi  dengan  pendekatan  sosial 
budaya  ini  suara-suara  keinginan  dari  ba- 
wah,  temtama  dari  transmigrasi  lokal,  bu- 
kan  hanya  didengarkan  tetapi  harus  di- 
tindaklanjuti  secara  tepat  guna  sesuai  de- 
ngan program  pembinaan  yang  telah  dija- 
dikan  kebijaksanaan  dalam  mengelola  per- 
mukiman transmigrasi  yang  bersangkutan. 
Penindaklanjutan  tepat  guna  yang  hams 
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dilakukan  oleh  Kepala  Kawasan  Permukim- 
an  Transmigrasi  (KPT)  menuntut  adanya 
otonomi  kekuasaan  dan  kewenangan,  da- 
lam  batas-batas  tertentu,  yang  hams  dipu- 
nyai  oleh  Kepala  KPT  dalam  mengelola  KPT 
yang  menjadi  tanggimg  jawabnya. 
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Pendekatan  Kelembagaan  dalam 
Pembangunan  Pertanian 

(Suatu  Pemikiran  dengan  Kasus 
Kelembagaan  SASI  di  Maluku) 

Nizwar  Syafa  'at 


Pendahuluan 

PALING  tidak  ada  2  (dua)  paper 
yang  satu  tulisan  seorang  ekonom 
(Anwar,  1995)  dan  yang  lain  seorang 
yang  banyak  mendalami  masalah  sosiologi 
(Suradisastra,  1995)  yang  mempengaruhi 
pikiran  saya  untuk  mengkaji  ulang  thesis 
Hayami  Ruttan  mengenai  perubahan  kelem- 
bagaan lokal  akibat  perkembangan  teknologi. 

Untuk  menguji  thesis  Hayami  Ruttan,  saya 
memilih  kelembagaan  Sasi  di  Desa  Sepa,  Ke- 
camatan  Amahai,  Kabupaten  Maluku  Te- 
ngah  sebagai  kasus.  Hal  ini  karena  kelem- 
bagaan ini  masih  berperan  dalam  mempe- 
ngaruhi pola  kehidupan  penduduk  setempat. 
Kira-kira  apa  yang  akan  terjadi  jika  derap 
pembangunan  sudah  mulai  terdengar  nya- 
ring  di  wilayah  pedesaan  di  kawasan  terse- 
but  terhadap  eksistensi  kelembagaan  lokal? 
Apakah  kelembagaan  tersebut  bisa  berperan 
lebih  aktjf  dalam  pembangunan  pertanian, 
ataukah  lembaga  tersebut  sudah  tidak  se- 
suai  dengan  nafas  modern  pembangunan? 


Hal-hal  itulah  yang  akan  menjadi  pokok 
bahasan  dalam  tulisan  saya.  Jawaban  atas 
pertanyaan  di  atas,  saya  mencoba  mengeks- 
trapolasi  melalui  kajian  kelembagaan  Sasi. 
Diharapkan  dari  tulisan  ini  dapat  ditarik  suatu 
implikasi  sejauh  mana  pentingnya  keterli-; 
batan  kelembagaan  lokal  dalam  pemba-- 
ngunan  pertanian. 

Konsep  Pembangunan  Pertanian 

Pembangunan  merupakan  suatu  konsep 
perubahan  atau  proses  transformasi  yang 
direncanakan.  Dengan  demikian  pembangun- 
an pertanian  mengandung  arti  perubahan 
dalam  bentuk  transformasi  sistem  pertani- 
an tradisional  ke  arah  sistem  pertanian  mo- 
dem. Beberapa  ahli  memandang  bahwa  pro- 
ses transformasi  pertanian  bukan  hanya  me- 
nyangkut  sistem  pertanian,  tetapi  merupa- 
kan transformasi  sosial  masyarakat  {social 
change).  Hal  ini  wajar  karena  sistem  perta- 
nian tradisional  melekat  erat  dengan  sistem 
sosial  yang  berlaku  di  masyarakat.  Dengan 
demikian  setiap  upaya  untuk  melakukan 
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perubahan  sistem  pertanian  masyarakat  tra- 
disional hams  memperhatikan  sistem  sosial 
yang  berlaku  pada  masyarakat  yang  ber- 
sangkutan  (ciri-ciri  pertanian  tradisional  ke 
modern  dapat  dilihat  pada  Gambar  1). 

Perubahan  masyarakat,  menurut  Mac  Iver 
dan  Page  (1962),  perlu  memperhatikan  empat 
faktor  dasar  yaitu:  sumberdaya  alam  (bio- 
fisik)  yang  tersedia,  budaya,  teknologi  dan 
struktur  sosial.  Sementara  itu  Johnson  (1985) 
mengemukakan  empat  faktor  penggerak  pem- 
bangunan  pertanian  yaitu  sumberdaya  alam, 
teknologi,  kelembagaan  dan  sumberdaya  ma- 
nusia.  Keempat  faktor  tersebut  saling  meng- 
kait  dan  hams  dipenuhi  secara  baik  agar 


pembangunan  pertanian  dapat  berjalan  se- 
cara berkelanjutan.  Kepincangan  salah  satu 
atau  lebih  dari  faktor  di  atas  menyebabkan 
hasil  yang  dikehendaki  tidak  tercapai. 

Dengan  keterbatasan  sumberdaya,  maka 
permasalahannya  adalah  faktor  mana  yang 
lebih  dahulu  diubah  agar  perubahan  aki- 
bat  pembangunan  pertanian  dapat  meme- 
nuhi  syarat  sebagai  pembahan  sosial,  se- 
kaligus  menghasilkan  pertumbuhan  dan  pe- 
merataan.  Walaupun  pertumbuhan  dan  pe- 
merataan  merupakan  dua  tujuan  yang  sa- 
ling bertentangan  namun  solusi  optimal  da- 
pat dicapai  apabila  kita  mampu  mencipta- 
kan  bentuk  pertumbuhan  sekaligus  peme- 


Gambar  1 


GEJALA  MODERNISASI  YANG  MENGANDUNG  KETIDAKSEIMBANGAN 
("KRISIS  BUDAYA")  PADA  MASYARAKAT  LOKAL  (Pranaji,  1995) 
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rataan.  Tentunya  kita  tidak  mungkin  menca- 
pai  tingkat  maksimum  dari  suatu  pertum- 
buhan  ataupun  pemerataan. 

Pembangiman  yang  mampu  memanfaat- 
kan  kelembagaan  lokal  dalam  proses  pemba- 
ngiman di  pedesaan,  menunit  Anwar  (1995) 
dan  Suradisastra  (1995)  akan  mampu  menca- 
pai  kedua  tujuan  pembangunan  (pertumbuh- 
an  dan  pemerataan)  secara  harmonis,  karena 
menurut  mereka  kelembagaan  lokal  bersifat 
fleksibel  mampu  menyesuaikan  dengan  pe- 
rubahan  yang  terjadi  dalam  lingkungaimya 
dan  mempunyai  fungsi  yang  menekankan 
pada  aspek  sustainability  dan  equitability. 

Kelembagaan  vs.  Organisasi^ 

Kelembagaan  dan  Organisasi  merupa- 
kan  dua  konsep  yang  berbeda.  Menurut 
Bottomore  (1975)  dalam  Taryoto  (1995)  pe- 
ranan  (role)  merupakan  komponen  utama  da- 
lam mendefinisikan  kelembagaan,  sehingga 
dia  mendefinisikan  kelembagaan  sebagai 
a  complex  or  cluster  of  roles. 

Aturan  atau  tatanan  kelembagaan  yang 
ada  terkait  satu  sama  lain  membentuk  apa 
yang  disebut  Struktur  Sosial  di  mana  ke- 
lembagaan itu  berada.  Selanjutnya  Botto- 
more mengatakan  bahwa  paling  sedikit  ada 
5  (lima)  sistem  kelembagaan  agar  masya- 
rakat  dapat  menjalankan  kegiatannya  de- 
ngan baik  yaitu:  (a)  komunikasi;  (b)  ekono- 
mi;  (c)  kesepakatan  dalam  sosialisasi  gene- 
rasi  bam;  (d)  otoritas  pembagian  kekuasa- 
an;  (e)  ritual  untuk  mempertahankan  ikat- 
an-ikatan  sosial.  Dengan  demikian,  berda- 
sarkan  pemikiran  Bottomore,  kelembagaan 
akan  banyak  mewamai  pola  kehidupan  ma- 
syarakat  dan  pola  pertaniannya. 


Bahan  tulisan  ini  banyak  diatnbil  dari  tulisan 
Taryoto  (1995). 


Para  ahli  sosiologi  yang  lain  mendekati 
pengertian  kelembagaan  dari  sisi  yang  lain 
yaitu  menekankan  norma-norma  yang  ber- 
laku  dalam  masyarakat  yang  menjadi  titik 
tolaknya,  sehingga  mendefinisikan  kelem- 
bagaan sebagai  suatu  sistem  norma  yang 
diperlukan  untuk  mencapai  sejumlah  tuju- 
an atau  kegiatan  yang  dianggap  penting 
dalam  masyarakat.  Ahli-ahli  yang  termasuk 
dalam  kelompok  ini  di  antaranya  Horton 
dan  Hunt  (1964);  Gillin  dan  Gillin  (1964); 
Norman  Uphoff  (1992);  Fowler  (1992)  dalam 
Suaradisastra  (1995)  di  mana  kelembagaan 
merupakan  "  a  complex  of  norms  and  be- 
haviors that  persists  over  time  by  serving 
some  socially  valued  purpose".  Selanjut- 
nya Hayami  dan  Ruttan  seperti  yang  ditu- 
lis  oleh  Taryoto  (1995)  mengajukan  pemikir- 
an tentang  kelembagaan  yang  lebih  prag- 
matis  sebagai  upaya  untuk  memecahkan  ma- 
salah.  Sehingga  mereka  meluncurkan  pemi- 
kiran induced  innovation  model. 

Ruttan  (1981)  dalam  tulisaimya  menge- 
nai  "three  cases  of  induced  institutional 
innovation"  membedakan  kelembagaan  de- 
ngan organisasi.  Menurut  dia  kelembagaan 
didefinisikan  sebagai  behavioral  rules  that 
govern  patterns  of  action  and  relationships, 
sedangkan  organisasi  merupakan  the  de- 
cision making  unit,  misalnya  keluarga,  per- 
usahaan  dan  pemerintah  yang  bertujuan 
untuk  mengontrol  sumberdaya,  sedangkan 
Uphoff  (1992)  mendefinisikan  organisasi  se- 
bagai suatu  struktur  peran  yang  diakui  dan 
diterima.  Untuk  memperjelas  perbedaan  ke- 
duanya,  dapat  mengambil  contoh  perbeda- 
an antara  SASI  dengan  KUD. 

Perubahan  Teknologi 

Pembangunan  merupakan  suatu  peru- 
bahan ke  arah  yang  lebih  baik.  Secara  prag- 
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matis  perubahan  dalam  sistem  pertanian  da- 
pat  dilihat  perubahan  dalam  produktivitas. 
Unsur  utama  pemicu  perubahan  dalam  per- 
tanian adalah  teknologi.  Untuk  memahami 
lebih  mendalam  mengenai  perubahan  tek- 
nologi, maka  diperlukan  pemahaman  lebih 
mendalam  tentang  konsep  Return  to  Scale 
dan  Economies  of  Scale. 

Pengertian  kedua  konsep  tersebut  se- 
ring  disamakan,  padahal  keduanya  berbe- 
da.  Return  to  scale  merupakan  konsep  yang 
hanya  mengacu  pada  "the  technological 
phenomena  that  occur  within  a  firm" 
(Ellis,  1988).  "The  ability  to  combine  inputs 
in  a  more  efficient  manner  as  the  output 
rate  increase",  merupakan  salah  satu  con- 
toh  technological  phenomena  within  a 
firm.  Dalam  terminologi  ekonomi  return  to 
scale  merupakan  hubungan  antara  perubah- 
an output  akibat  perubahan  secara  propor- 
sional  dari  seluruh  input.  Jika  persentase 
penambahan  seluruh  input  menghasilkan 
persentase  yang  sama  dalam  penambahan 
output,  maka  disebut  increasing  return  to 
scale.  Jika  lebih  kecil  dinamakan  decreasing 
return  to  scale  dan  jika  sama  dikenal  de- 
ngan  istilah  constant  return  to  scale. 

Sedangkan  economies  of  scale  merupa- 
kan konsep  yang  mengacu  pada  "total  eco- 
nomic size  in  terms  of  all  resources  used 
in  production" .  Dari  konsep  ini  dikenal  is- 
tilah optimum  size  suatu  konsep  yang  me- 
ngacu pada  Farm  Size  di  mana  biaya  rata- 
rata  jangka  panjang  per  unit  output  mi- 
nimum. Optimum  size  menunjukkan  tingkat 
teknologi  tertentu,  sehingga  optimum  size 
akan  berbeda  antar  komoditas,  antar  komo- 
ditas  dengan  teknologi  •  spesifik  dan  harga 
relatif  serta  balance  between  size-related 
cost  economies  dan  diseconomies.  Berda- 
sarkan  konsep  tersebut,  maka  economies  of 


scale  akan  ditentukan  oleh  faktor  dari  luar 
{externally  to  the  firm).  Sebagai  ilustrasi, 
jika  semua  pemsahaan  dalam  suatu  industri 
memperbesar  usahanya,  maka  permintaan 
input  meningkat  dan  harga  juga  meningkat. 
Akibat  selanjutnya  biaya  rata-rata  per  unit 
output  jangka  panjang  akan  meningkat.  Ini 
yang  disebut  external  diseconomies.  Jika  ter- 
jadi  hal  sebaliknya  di  mana  perubahan  dari 
luar  menyebabkan  biaya  rata-rata  jangka  pan- 
jang menurun  dinamakan  external  economies. 

Cost  economies  berkaitan  dengan:  (1)  in- 
divisibility of  fixed  capital;  (b)  specializa- 
tion; (c)  dimensional  factor;  (d)  transporta- 
tion factor;  (e)  improved  productive  equip- 
ment. Sedangkan  cost  diseconomies  berhu- 
bungan  dengan:  (a)  limit  to  effective  man- 
agement and  supervision  of  labor  as  scale 
increases;  (b)  limit  to  the  detail  grasp  of 
agronomic  factors  over  large  land  areas; 
(c)  the  changing  nature  of  risk  as  the 
scale  of  farm  enterprise  increases. 

Dalam  memahami  konsep  perubahan 
teknologi,  maka  perlu  dipahami  dua  termi- 
nologi yaitu:  (a)  technology;  dan  (b)  tech- 
nique. Technology  didefinisikan  sebagai 
a  stock  of  available  techniques  or  a  state 
of  knowledge  concerning  the  relationship 
between  inputs  and  a  given  physical  out- 
put (Colman  and  Young,  1989).  Sedangkan 
technique  adalah  any  single  production 
method,  misalnya  kombinasi  input  untuk 
memproduksi  output  tertentu.  Dengan  de- 
mikian  technological  change  dapat  diartikan 
sebagai  pengembangan  dalam  the  state  of 
knowledge  dalam  meningkatkan  kapasitas 
produksi,  dengan  kata  lain  perubahan  tek- 
nologi menggeser  fungsi  produksi  melalui: 
(a)  peningkatan  output  dengan  pengguna- 
an  input  tetap;  dan  (b)  tingkat  output  de- 
ngan input  lebih  rendah. 
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Adopsi  dan  Diffusi  Teknologi 

Konsep  adopsi  mengacu  pada  kemam- 
puan  petani  dalam  menerapkan  suatu  tek- 
nologi, sedangkan  diffusi  diartikan  sebagai 
in  relation  to  the  spread  of  an  innova- 
tion at  the  aggregate  level  viewed  over 
time.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi 
adopsi  satu  teknologi.  Misalnya  teknologi 
yang  bersifat  lumpy  (traktor)  akan  sulit  di- 
adopsi  oleh  petani  kecil. 

Risiko  dan  Ketidakpastian 

Risiko  merupakan  suatu  kondisi  di  mana 
peluang  suatu  kejadian  diketahui  dan  dapat 
dimasukkan  dalam  pengambilan  keputusan, 
sedangkan  ketidakpastian  suatu  kondisi  di 
mana  peluang  suatu  kejadian  tidak  diketahui. 

Walaupun  peluang  suatu  kejadian  dari 
risiko  diketahui,  namun  tidak  semua  orang 
mau  mengambil  risiko  karena  kejadiannya 
masih  bersifat  kemungkinan.  Dalam  kaitan 
inilah,  tingkah  laku  manusia  dalam  meng- 
hadapi  risiko  dikelompokkan  menjadi  3 
(tiga)  yaitu:  (a)  penghindar;  (b)  netral;  dan 
(c)  penggemar  risiko.  Bila  seseorang  mene- 
tapkan  nilai  ekuivalen  tetap  dari  suatu  ke- 
jadian tak  pasti  lebih  rendah  dari  nilai  eks- 
pektasi  kejadian  tersebut,  maka  orang  ter- 
sebut  digolongkan  sebagai  penghindar  ri- 
siko. Jika  sama  dengan  disebut  sebagai 
netral  terhadap  risiko  dan  jika  lebih  besar  di- 
namakan  sebagai  penggemar  risiko.  Misalnya 
seseorang  memiliki  loteri  dengan  nilai  eks- 
pektasi  sebesar  Rp  500.000,00.  Namun  orang 
tersebut  mau  menjualnya  dengan  harga 
Rp  300.000,00,  maka  ia  digolongkan  sebagai 
penghindar  risiko.  Tingkah  laku  seseorang 
dalam  menghadapi  risiko  akan  mempengaruhi 
keputusan  dalam  adopsi  suatu  teknologi. 
Apakah  mereka  akan  melakukan  diversifi- 
kasi  atau  spesialisasi. 


Situasi  ketidakpastian  meliputi:  (a)  na- 
tural hazards;  (b)  market  fluctuations;  (c) 
social  uncertainty;  (d)  state  action  and 
wars.  Situasi  ketidakpastian  ini  akan  mem- 
pengaruhi seseorang  dalam  adopsi  tekno- 
logi. Oleh  karena  itu  derajat  ketidakpastian 
dari  suatu  kejadian  perlu  diperkecil  agar 
adopsi  teknologi  oleh  petani  meningkat. 

SASI 

Sasi  merupakan  kelembagaan  lokal  yang 
ada  di  Maluku  yang  mengatur  tingkah  laku 
masyarakat  dalam  memanen  sumberdaya  baik 
sumberdaya  yang  ada  di  darat  maupun 
yang  ada  di  lautan.  Sasi  ada  dua  jenis  yaitu 
Sasi  perorangan  dan  Sasi  umum.  Sasi 
perorangan  dilakukan  secara  individu,  da- 
lam kasus  tanaman  jeruk,  pemilik  tanam- 
an  berjanji  di  hadapan  Pendeta  di  gereja 
untuk  tidak  memanen  tanamannya  dalam 
jangka  waktu  tertentu  misalnya  3-6  bulan 
sampai  tanaman  tersebut  berbuah  banyak. 
Setelah  dipanen  sebagian  hasilnya  disisih- 
kan  untuk  gereja.  Sasi  umum  merupakan 
Sasi  yang  berkembang  kemudian  yang  di- 
terapkan  oleh  aparat  desa.  Dikatakan  Sasi 
umum  karena  Sasi  tersebut  berlaku  untuk 
umum  untuk  seluruh  masyarakat  yang 
menjadi  warga  desa,  tidak  memandang  aga- 
ma  ataupun  suku.  Pengelolaan  Sasi  ini  di- 
lakukan oleh  suatu  lembaga  desa  misalnya 
LKMD  yang  diketuai  oleh  seorang  yang 
disebut  Kewang.  Kewang  dalam  rapat  mu- 
syawarah  dengan  anggotanya  menentukan 
periode  Sasi,  jenis  tanaman  yang  disasi,  hu- 
kuman  yang  melanggar,  dan  bagian  untuk 
desa  sebagai  dana  pembangunan.  Areal  ta- 
naman yang  disasi  diberi  tanda  dan  dijaga 
oleh  seorang  yang  ditunjuk  oleh  Kewang. 

Sasi  umum  bagi  masyarakat  berguna 
untuk  melestarikan  sumberdaya  dan  bagi 
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individu  untuk  meningkatkan  efisiensi  mi- 
salnya  dalam  pemasaran  (economies  of 
scale),  sedangkan  Sasi  perorangan  lebih  ba- 
nyak  bertujuan  untuk  mengasah  iman  de- 
ngan  memperbanyak  pemberian  kepada 
masyarakat.  Di  sini  tampak  kelembagaan 
Sasi  mempunyai  fungsi  mobilisasi,  gotong 
royong  untuk  pembangunan  desa,  kon- 
trol  terhadap  pengelolaan  sumberdaya. 
Fungsi-fungsi  tersebut  ternyata  tidak  se- 
luruhnya  dipunyai  oleh  organisasi  yang  di- 
ciptakan  oleh  pemerintah  untuk  memperce- 
pat  derap  pembangunan  pertanian,  sehing- 
ga  pembangunan  pertanian  hanya  berhasil 
dalam  mengejar  pertumbuhan  tetapi  gagal 
dalam  distribusi,  bahkan  akibat  lebih  jauh 
karena  hanya  mengejar  pertumbuhan,  maka 
kelestarian  sumberdaya  sering  terabaikan. 

SASI  dan  Perubahan  Teknologi 

Pada  saat  saya  melakukan  wawancara 
tentang  Sasi  dengan  tokoh  masyarakat  di 
desa,  saya  mendapatkan  kesan  bahwa  Sasi 
mempunyai  tujuan  semata-mata  untuk  eko- 
nomi.  Karena  masyarakat  tidak  mampu  me- 
ningkatkan produktivitas  pertaniannya,  pa- 
dahal  kehidupan  mereka  banyak  bergan- 
tung  pada  sektor  pertanian,  maka  untuk 
menjaga  daya  dukungnya,  mereka  meng- 
adopsi  Sasi  untuk  diterapkan  dalam  ben- 
tuk  Sasi  umum.  Kesan  saya  tersebut  saya 
uji  di  beberapa  lokasi  di  mana  dominasi  ta- 
naman  cengkeh  cukup  tinggi.  Dengan  tu- 
runnya  harga  cengkeh,  maka  Sasi  terhadap 
cengkeh  tidak  diberlakukan  lagi.  Dari  kesan 
tersebut  saya  mengajukan  hipotesis  bahwa 
dalam  perubahan  teknologi  pertanian  yang 
mampu  meningkatkan  produktivitas,  maka 
peran  Sasi  akan  hilang  dengan  sendirinya. 

Di  beberapa  lokasi  hipotesa  saya  benar, 
Sasi  mulai  hilang  setelah  ada  peningkatan 


produktivitas,  tetapi  Sasi  perorangan  tetap 
berjalan.  Dari  sini  yang  menyimpulkan  bah- 
wa hipotesa  saya  ditolak  dan  yang  terjadi 
adalah  penyesuaian  kelembagaan  Sasi  ter- 
hadap perubahan  lingkungan.  Hal  ini  se- 
suai  dengan  proposisi  Anwar  (1995).  Nilai 
(values)  yang  ada  dalam  Sasi  tetap  melekat 
dalam  kegiatan  anggota  masyarakat  sehari- 
hari.  Ini  sesuai  dengan  pemikiran  Uphoff 
(1992)  tentang  kelembagaan. 

Hasil  temuan  tersebut  berbeda  dengan 
thesis  yang  diajukan  oleh  Hayami  dan 
Ruttan  mengenai  induced  innovation  (1984) 
yang  menyatakan  bahwa  kelembagaan  da- 
pat  diubah  sesuai  dengan  perubahan  tek- 
nologi agar  anggota  masyarakat  dapat  me- 
manfaatkan  peluang  pasar  sebaik-baiknya. 
Contoh  yang  dikemukakan  oleh  kedua  pe- 
neliti  tersebut  adalah  perubahan-perubahan 
lahan  komunal  menjadi  lahan  individu  ser- 
ta  modernisasi  hubungan-hubungan  dalam 
sistem  penguasaan  lahan.  Thesis  Hayami  dan 
Ruttan  di  atas  diuji  di  Jawa  oleh  Gunawan 
(1989)  dan  memang  telah  terjadi  perubahan 
kelembagaan  tenaga  kerja,  sistem  pengupah- 
an,  penerimaan  faktor  produksi,  penguasaan 
lahan  akibat  perubahan  teknologi.  Saya  me- 
mandang  apa  yang  ditemukan  oleh  Hayami 
dan  Ruttan  dan  Gunawan  bukan  perubahan 
menuju  pemusnahan,  tetapi  penyesuaian. 
Nilai  yang  terkandung  dalam  kelembagaan 
tersebut  sesungguhnya  masih  tetap  hidup 
dalam  masyarakat.  Kalaupun  telah  mati,  is- 
tilah  Suradisastra  "punah"  semata-mata  ka- 
rena pemerintah  tidak  memberikan  waktu 
yang  cukup  kepada  kelembagaan  lokal  un- 
tuk mengadakan  penyesuaian,  sebagai  aki- 
bat terlalu  cepatnya  perubahan.  Dampak 
dari  perubahan  yang  terlalu  cepat  akan  me- 
nyebabkan  disinvestasi  (istilah  Anwar)  ter- 
hadap sosial  kapital  masyarakat  pedesaan. 
Pada  saat  bersamaan  organisasi  formal  yang 
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diperkenalkan  oleh  pemerintah  belum  ber- 
akar  dalam  masyarakat  bahkan  ada  yang 
tidak  diterima,  dan  terjadilah  apa  yang  di- 
sebut  kekacauan  budaya  dalam  masyarakat. 
Keadaan  ini  direfleksikan  oleh  kegagalan 
dalam  setiap  program  pertanian. 

Implikasi  Terhadap  Pembangunan 
Pertanian 

Pembangunan  pertanian  sesungguhnya 
bertujuan  tidak  hanya  untuk  meningkat- 
kan  pertumbuhan  tetapi  yang  lebih  utama 
adalah  mengurangi  kesenjangan  dalam  dis- 
tribusi  welfare  (net  economic  value)  yang 
diperoleh  dari  pembangunan.  Selama  ini 
pemerintah  lebih  banyak  menggunakan 
pendekatan  pertumbuhan  melalui  pema- 
cuan  teknologi  untuk  pembangunan  perta- 
nian, namun  ternyata  ada  sebagian  masya- 
rakat yang  mengalami  tingkat  kesejahtera- 
an  yang  lebih  jelek  (worse  ojjf),  mereka  ha- 
nya sebagai  penonton  dan  obyek  pemba- 
ngunan. Oleh  karena  itu  untuk  memperbaiki 
distribusi  yang  lebih  baik  dan  meningkat- 
kan  peran  masyarakat  lokal  dalam  pemba- 
ngunan pertanian,  maka  perlu  mengakomo- 
dasi  peran  kelembagaan  lokal  dalam  setiap 
upaya  pembangunan.  Saya  melihat  bahwa 
kelembagaan  lokal  tidak  mengandung  unsur 
pertumbuhan  (growth),  namun  dengan  fimg- 
sinya  sebagai  mobilisasi  akan  mempunyai 
potensi  besar  dalam  meningkatkan  pertum- 
buhan melalui  sentuhan  teknologi.  Oleh  ka- 
rena itu,  maka  pendekatan  teknologi  dan  ke- 
lembagaan lokal  secara  konseptual  lebih  se- 
suai  dengan  kondisi  masyarakat  pedesaan 
Indonesia,  di  mana  kelembagaan  lokal  ba- 
nyak mewamai  sistem  pertanian.  Pembangun- 
an pertanian  di  Indonesia  tidak  identik  de- 
ngan perubahan  sistem  pertanian,  tetapi 
merupakan  perubahan  masyarakat  (social 


change),  dengan  tetap  mempertahankan 
nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  kelemba- 
gaan masyarakat  yang  mempunyai  fiingsi 
sustainability  dan  equitability. 
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Demokratisasi  dan  Budaya 
Politik  Indonesia 


Nico  Teguh  Budi 


PERJALANAN  setengah  abad  le- 
bih  Negara  Kesatuan  Republik  In- 
donesia telah  menghasilkan  se- 
rangkaian  keberhasilan  di  berbagai  bi- 
dang  kehidupan,  termasuk  juga  beban  ke- 
berhasilan tersebut.  Entitas  negara-bangsa 
semakin  mantap  dengan  didukung  ting- 
ginya  prestasi  pembangunan  ekonomi 
serta  institusi  politik  yang  mencerminkan 
bentuk  negara  modern  juga  makin  leng- 
kap.  Di  balik  sejumlah  keberhasilan  terse- 
but, tercipta  suatu  kompleksitas  permasa- 
lahan  politik  karena  tidak  adanya  kese- 
suaian  antara  laju  pembangunan  ekonomi 
dengan  laju  demokratisasi. 


Demokratisasi  dan  Pembangunan 
Politik 

Demokratisasi  merupakan  tema  sentral 
perubahan  ekonomi-politik  dunia  dewasa 
ini.  Di  dalam  proses  ini  tercakup  berbagai 
persoalan-persoalan  yang  saling  berkaitan 
satu  sama  lain.  Sebagai  suatu  tema  sentral, 
demokratisasi  telah  menjadi  obyek  studi 
yang  sangat  luas  rentang  pembahasannya. 


Ada  yang  menekankan  pada  pendekatan 
atau  masalah  nilai  dan  budaya  politik,^  ting- 
katan  modemisasi-demokrasi,^  struktur  so- 


Pembahasan  klasik  mengenai  budaya  politik 
dan  demokratisasi  dapat  ditemukan  pada  karya 
Gabriel  Almond  dan  Sydney  Verba,  Civic  Culture: 
Political  Attitudes  and  Democracy  in  Five  Nations 
(Boston:  Little,  Brown,  1963).  Sedangkan  mengenai 
perdebatan  nilai-nilai  dan  demokrasi,  dapat  ditemui 
pada  karya-karya:  Francis  Fukuyama,  "Confucianism 
and  Democracy",  Journal  of  Democracy,  vol.  2  (2) 
April  1995;  Clark  Neher,  "Asian  Style  Democracy," 
Asian  Survey,  vol.  34  (11),  1994;  Kim  Dae  Jung, 
"Is  Culture  Destiny?  The  Myth  of  Asia's  Anti-demo- 
cratic Values",  Foreign  Affairs  73(6),  1994. 

Veriksa  rangkaian  26  studi  kasus  yang  dikom- 
pilasi  dalam,  Larry  Diamond,  Juan  J.  Linz,  dan  Sey- 
mour Martin  Lipset,  eds.,  Democracy  in  Developing 
Countries,  volume  2:  Africa,  volume  3:  Asia,  dan  vo- 
lume 4:  Latin  America  (Boulder:  Lynne  Rienncr,  1988 
dan  1989).  Volume  satu  berisi  pcmbahasan  menge- 
nai perkembangan  teori  dan  konklusi  dari  proyek 
prestisius  ini,  bersubtitel  Persistence,  Failure,  and 
Renewal.  Sedangkan  untuk  10  studi  kasus  terpilih 
tcrdapat  dalam  Larry  Diamond,  Juan  J.  Linz,  dan 
Seymour  Martin  Lipset,  eds..  Politics  in  Developing 
Countries:  Comparing  Experiences  with  Democracy 
(Boulder:  Lynne  Rienner,  1990) 
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sio-ekonomi,  masalah  civil-society,  pilihan- 
pilihan  strategi  demokrasi/  institusi-institusi, 
dan  lain  sebagainya. 

Seiring  dengan  membaiknya  kesejahte- 
raan  masyarakat,  maka  tuntutan-tuntutan 
akan  kehidupan  yang  demokratis  pun  juga 
semakin  menguat.  Timtutan  ini  pada  dasar- 
nya  merupakan  bagian  dari  gejala  pem- 

7 

bangunan,  yang  dicirikan  dengan  perta- 
ma, tiintutan  akan  persamaan  dalam  setiap 
proses  politik.  Warga  negara  yang  semakin 


Periksa  misalnya  karya  klasik  Barrington 
Moore,  The  Social  Origins  of  Dictatorship  and  Demo- 
cracy: Lord  and  Peasant  in  the  Making  of  the  Mod- 
ern- World  (Boston:  Beacon  Press,  1966). 

4  . 

Periksa  karya  Giuseppe  Di  Palma,  "Legitima- 
tion from  the  Top  to  Civil  Society",  World  Politics, 
44  (October  1991);  Larry  Diamond,  The  Democratic 
Revolution  (London:  Freedom  House,  1992). 

^Periksa  misalnya,  Donald  Share,  "Transition  to 
Democracy  and  Transition  Through  Transaction", 
Comparative  Political  Studies  vol.  19  No.  4  (Januari 
1987);  Guillermo  O'Donnell  dan  Phillippe  C.  Schmit- 
ter.  Transitions  from  Authoritarian  Rule:  Tentative 
Conclusions  about  Uncertain  Democracies  (Bal- 
timore: The  Johns  Hopkins  UP,  1986). 

^Periksa  misalnya  Juan  J.  Linz  dan  Arturo  Valen- 
zuela,  eds..  The  Failure  of  Presidential  Democracy, 
(Baltimore:  Johns  Hopkins  UP,  1994). 

7 

Istilah  development  syndrom  sendiri  pertama 
kali  digunakan  oleh  James  Coleman  dalam  Educa- 
tion and  Political  Development  (Princeton:  Prince- 
ton UP,  1963):  15-16.  Dalam  Binder  et.al.  eds..  Crises 
and  Sequences  in  Political  Development,  (Prince- 
ton: Princeton  UP,  1971):  74-75,  Coleman  merumus- 
kan  gejala  pembangunan  ini  sebagai  berikut:  "Our 
conception  of  the  political  development  is  a  con- 
tinuous interaction  among  the  processes  of  struc- 
tural differentiation,  the  imperatives  of  equality,  and 
the  integrative,  responsive,  and  adaptive  capacity 
of  a  political  system  The  interaction  of  these  three 
dimensions  constitutes  what  we  have  termed  the  de- 
velopment syndrom" .  V&nk&a.  juga  dalam  Robert  T. 
Holt  and  John  E.  Turner,  "Crises  and  Sequences  in 
Collective  Theory  Development",  American  Polit- 
ical Science  Review  (vol.  69,  1975):  983. 


kritis  dan  secara  ekonomis  mandiri,  cende- 
rung  akan  mempunyai  kesadaran  politik 
yang  tinggi.  Mereka  makin  sadar  dengan 
hak  dan  kewajiban  politiknya,  sehingga  me- 
nolak  segenap  diskriminasi  perlakuan  da- 
lam proses  politik. 

Kedua,  adanya  penguatan  kapasitas  sis- 
tem  politik  dalam  merespon  setiap  perubah- 
an.  Dalam  perkembangan  kontemporer  yang 
berlalu  sangat  cepat,  maka  sistem  politik  ter- 
masuk  di  dalamnya  infrastruktur  dan  su- 
prastniktur  politik  hams  mempunyai  daya 
adaptability  yang  tinggi.  Hal  ini  tentunya 
dimaksudkan  untuk  semakin  memberdaya,- 
kan  kemampuan  mesin  politik  sehingga  se- 
lalu  siap  terhadap  tantangan  perubahan.  Ke- 
tiga,  perluasan  diferensiasi  dan  spesialisasi. 
Perkembangan  kontemporer  mensyaratkan 
pula  adanya  profesionalisme  dan  keahli-  - 
an  dalam  setiap  bidang  yang  berkaitan  de- 
ngan kebijaksanaan  publik.  Untuk  itu,  ada- 
nya upaya  ini  dimaksudkan  guna  mengan- 
tisipasi  terjadinya  impotensi  mesin  politik 
dalam  melayani  kepentingan  publik  serta 
dalam  mengatur  kehidupan  organisasi  pe- 
merintahan. 

Jika  menilik  perkembangan  perpolitik- 
an  Indonesia  era  Orde  Bam  sampai  saat  ini, 
proses  demokratisasi  masih  menghadapi 
berbagai  kendala.  Dengan  prioritas  pem- 
bangunan selama  ini  yang  menekankan  pa- 
da  pertumbuhan  ekonomi  yang  didukung 
dengan  prioritas  stabilitas  politik,  membuat 
pembangunan  di  bidang  politik  tertinggal. 
Pemerintah  cenderung  meminimalisir  se- 
tiap gerakan  perubahan  politik,  karena  di- 
khawatirkan  akan  mengarah  pada  kondisi 
instabilitas.  Kekuatan-kekuatan  politik  se- 
nantiasa  dikendalikan,  bahkan  yang  berpo- 
tensi  memobilisasi  massa  akan  dikooptasi. 
Pemerintah  tampaknya  berpegang  teguh  pa- 
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da  asumsi  bahwa  alokasi  nilai-nilai  dan  sum- 
ber  daya  akan  lebih  mudah  dilaksanakan  pa- 
da  sistem  politik  yang  sentralistis  dan  de- 
ngan  tingkat  kompetisi  politik  yang  rendah. 

Oleh  karenanya  tidak  mengherankan  ji- 
ka  Orde  Baru  tenis  mendukung  Golkar 
sebagai  single  majority,  menciptakan  kehi- 
dupan  politik  yang  kurang  kompetitif, 
serta  memperkuat  terns  kekuasaan  negara 
yang  sentralistis.  Padahal  menurut  Pye,  ke- 
cenderungan  dalam  sejarah  yang  panjang 
memperlihatkan  bahwa  penguatan  akan 
kekuasaan  negara  yang  sentralistis  sema- 
kin  mendekati  titik  akhir,  dan  kecenderung- 
annya  sekarang  justru  menuju  pada  plural- 
isme  dari  kekuasaan  yang  terdesentralisa- 
sikan.^  Kekuasaan  terpusat  dalam  masyara- 
kat  yang  pluralis  akan  semakin  mengha- 
dapi  tantangan  yang  semakin  berat,  apabila 
tidak  mampu  menyeimbangkan  segenap  as- 
pirasi  dan  kepentingan  yang  muncul  dari 
berbagai  kelompok  dalam  masyarakat  ter- 
sebut. 

Apabila  menilik  lebih  lanjut,  beberapa 
indikasi  berikut  ini  dapat  merefleksikan  ju- 
ga  ketertinggalan  dalam  pembangunan  po- 
litik, Pertama,  belum  berfungsinya  secara 
optimal  lembaga-lembaga  politik  negara  ka- 
rena  masih  adanya  kendala-kendala  inter- 
nal dan  ekstemal.  Kendala  internal  di  sini 
dapat  meliputi  peraturan/tata  tertib  menge- 
nai  mekanisme  kerjanya  yang  justru  meng- 
hambat  optimal  isasi  peran  dan  fungsinya, 
belum  berkembangnya  budaya  politik  yang 
demokratis,  adanya  kemerosotan  etika  dan 
moral  politik,  dan  sebagainya.  Kendala  eks- 
temal meliputi  serangkaian  mekanisme  ker- 


Lucian  W.  F*ye,  "Political  Science  and  The  Crisis 
of  Authoritarianism",  American  Political  Science 
Review,  1990:  8 


ja  antar  lembaga  politik  yang  belum  baku, 
adanya  konsentrasi  kekuatan  politik  pada 
lembaga  kepresidenan  yang  belum  diatur  de- 
ngan  UU,  maupun  juga  karena  adanya  te- 
kanan  dari  kekuatan  politik  dominan  un- 
tuk  melestarikan  kekuasaannya. 

Kedua,  belum  terwujudnya  pemerintah- 
an  yang  bersih  dan  berwibawa.  Kasus  ko- 
rupsi,  kolusi,  manipulasi,  penyalahgunaan 
wewenang  dan  sebagainya  senantiasa  meng- 
hiasi  lembar-lembar  media  massa  Indone- 
sia. Tuntutan  akan  clean  government  akhir- 
nya  merupakan  hal  yang  wajar  karena  me- 
nyangkut  alokasi  nilai-nilai  dan  sumber  da- 
ya yang  menentukan  hajat  hidup  orang  ba- 
nyak.  Ketiga,  terjadinya  kesenjangan  sosial 
y^g  makin  melebar.  Jika  dirunut  dari  tri- 
logi  pembangunan  nasional,  maka  aspek 
pemerataan  ini  merupakan  salah  satu  dasar 
pembangunan  nasional.  Akan  tetapi  sampai 
saat  ini  belum  diformulasikan  suatu  meka- 
nisme pemerataan,  sehingga  terkesan  peme- 
rintah  kurang  serius  menangani  persoalan 
ini.  Yang  ada  baru  sebatas  semacam  komit- 
men  pengentasan  kemiskinan  dari  peme- 
rintah  dan  kalangan  perekonomian  nasional 
yang  tampaknya  masih  sulit  untuk  direa- 
lisir  dalam  jangka  panjang  dan  berkelan- 
jutan. 

Adanya  beberapa  hal  tersebut  pada  sa- 
tu sisi  semakin  menguatkan  hipotesis  bah- 
wa kekuasaan  yang  terlalu  lama  cenderung 
terlena  dengan  usaha-usaha  imtuk  memper- 
tahankan  kekuasaan  daripada  melakukan 
pembangunan  yang  berorientasi  kerakyat- 
an.  Bahkan  sampai  dikatakan  oleh  para  ahli 
ilmu  politik,  bahwa  kekuasaan  yang  terlalu 
lama  cenderung  korup.  Demikian  pula  upaya 
demokratisasi  dipandang  sebagai  sesuatu 
yang  istimewa,  sehingga  saat  yang  tepat 
untuk  menerapkannya  adalah  sesudah  ter- 
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jadinya  keberhasilan  dalam  pembangunan 
ekonomi. 

Menilik  perkembangan  pembangunan 
politik  di  Indonesia  sebagai  bagian  integral 
dari  proses  demokratisasi  seperti  di  atas, 
tampaknya  kita  akan  berhadapan  pada  per- 
masalahan  yang  klasik.  Yaitu  apakah  pem- 
bangunan politik  yang  demokratis  akan 
lebih  dipenganihi  oleh  budaya  politiknya 
atau  sistem  politiknya  yang  ada.  Jika  me- 
lihat  sistem  politik  yang  ada,  Indonesia  me- 
mang  dapat  dikategorikan  sebagai  negara 
yang  sedang  menuju  demokrasi  ideal.  Se- 
mua  institusi  politik  yang  menjadi  persya- 
ratan  utama  negara  demokrasi,  seperti  par- 
lemen,  lembaga  yudikatif,  lembaga  penga- 
wasan  keuangan  negara,  dan  sebagainya 
telah  ada  di  Indonesia.  Sistem  hukum  yang 
meskipun  tidak  begitu  ketat,  menjadi  ke- 
lengkapan  tersendiri  bagi  sistem  politik 
yang  menuju  demokratis. 

Melihat  perkembangan  seperti  itu,  tam- 
paknya budaya  politik  lebih  mempengaruhi 
proses  pembangunan  politik  di  Indonesia. 
Selama  ini  kita  mengenal  berbagai  budaya 
politik  yang  tidak  demokratis  atau  bahkan 
anti  demokrasi,  seperti  budaya  ewuh  pake- 
wuh  (sungkan  yang  berlebihan),  arogansi 
kekuasaan,  mental  birokrat-feodal,  dan  lain 
sebagainya.  Oleh  karena  itu,  perlu  kita  me- 
ngurai  lebih  lanjut  masalah  ini  dengan  men- 
dasarkan  pada  konsep-konsep  budaya  po- 
litiknya salah  satu  proponent  utama  pen- 
dekatan  budaya  politik  dari  kalangan  teore- 
tisi  modemisasi. 

Budaya  Politik:  Pengertian  dan 
Kompleksitas 

Untuk  mengerti  lebih  baik  mengenai  di- 
namika  pembangunan  politik,  maka  dapat 


dilakukan  dengan  mengkombinasikan  pen- 
dekatan  psikologi  individu  dan  sosiologi 
kelompok.  Ini  meliputi  analisis  mengenai 
bagaimana  rakyat  berkembang,  maintain,  dan 
juga  perubahan  basis-basis  fundamental  ting- 
kah  laku  politik,  di  dalam  konteks  stabilitas 
dan  instabilitas  kolektif  dari  konstelasi-kon- 
stelasi  tingkah  laku  serta  sentimen  yang 

9 

berbeda-beda.  Kecenderungan-kecenderung- 
an  tersebut  membawa  pada  analisis  yang  di- 
fokuskan  pada  fenomena  budaya,  yang  se- 
cara  khusus  mungkin  tepat  diadaptasikan 
untuk  memperbandingkan  dan  mengklasifi- 
kasi  sistem-sistem  politik,  dengan  maksud 
yang  relevan  untuk  memahami  karakter  pem- 
bangunan politik  dan  perubahan  politik. 

Gagasan  fenomena  budaya  dalam  hal  ini 
khususnya  budaya  politik  mempunyai  asum- 
si  bahwa  tingkah  laku,  sentimen,  dan  kog- 
nisi  yang  membentuk  serta  mengatur  ting- 
kah laku  politik  pada  semua  masyarakat  ti- 
daklah  selalu  secara  acak  berpadu,  tetapi 
lebih  merepresentasikan  pola-pola  koheren 
yang  saling  membentuk  dan  secara  me- 
nguntungkan  saling  menguatkan.  Budaya 
politik  merupakan  hasil  proses  politik  da- 
lam masyarakat  yang  terpola  dan  mempu- 
nyai elemen-elemen  pembentuknya.  Elemen 
pembentuknya  ini  dapat  disebut  juga  seba- 
gai subkultur  politik,  yang  merepresentasi- 
kan suatu  tatanan  mengenai  tingkah  laku, 
sentimen,  maupun  kognisi  politik  tertentu. 
Dengan  adanya  perbedaan  dalam  subkultur 
yang  berpotensi  besar  dalam  orientasi-orien- 
tasi  politik,  maka  di  beberapa  komunitas 
politik  terdapat  budaya  politik  yang  berbe- 
da  dan  terbatas  dalam  memberi  makna,  pre- 
diktabilitas  dan  bentuk  proses  politik. 
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Budaya  politik  sendiri  dapat  dimengerti 
sebagai  serangkaian  tingkah  laku,  keperca- 
yaan,  dan  sentimen-sentimen  yang  membe- 
ri  makna  dan  mengatur  proses  politik  serta 
memberikan  landasan  bagi  asumsi-asumsi 
dan  aturan-aturan  yang  mengatur  tingkah 
laku  dalam  sistem  politik.  Ini  mencakup 
"the  political  ideals  and  the  operating 
norms  of  a  polity"  sehingga  budaya  politik 
kemudian  merupakan  manifestasi  bentuk 
agregasi  dimensi-dimensi  psikologis  dan 
subyektif  dari  politik.  Budaya  politik  juga 
merupakan  produk  dari  rangkaian  sejarah 
sistem  politik  dan  pengalaman  hidup  ang- 
gota-anggota  sistem  tersebut  yang  berakar 
dengan  baik  pada  peristiwa-peristiwa  umum 
maupun  pengalaman-pengalaman  sendiri. 

Dalam  suatu  budaya  politik,  setidak-ti- 
daknya  meliputi  hal-hal  berikut  ini:'^  perta- 
ma,  lingkup  aktivitas,  permasalahan,  dan  ke- 
putusan-keputusan  yang  diterima  oleh  rak- 
yat  sebagai  sesuatu  yang  relevan  dengan 
manajemen  kekuasaan  politik.  Lingkup  poli- 
tik mungkin  dipahami  di  beberapa  masya- 
rakat  secara  legitimatif  luas  dan  secara  de- 
finitif  kabur,  tetapi  mungkin  juga  secara 
utility  sangat  terbatas  dan  mempunyai  ba- 
tasan  yang  kaku.  Kedua,  bangun  tubuh  da- 
ri pengetahuan  dan  kebijaksanaan  rakyat 
yang  memungkinkan  bagi  mereka  untuk  me- 
nyatukan,  mencari  makna,  menjelaskan,  mau- 
pun memprediksi  serangkaian  tingkah  Jaku 
yang  diterima  oleh  rakyat  secara  politis  re- 


Lucian  W.  Pye,  "Political  Culture",  dalam 
David  L.  Sills  ed..  International  Encyclopedia  of 
Social  Sciences,  vol.  11  (The  MacMillan  Co.  and 
The  Free  Press,  New  York,  1968):  218;  Pye,  op.cit., 
1966:  104-5. 

"Lucian  W.  Pye,  Politics,  Personality,  and  Nation 
Building:  Burma's  Search  for  Identity  (New  Haven: 
Yale  University  Press,  1962 J:  122-5. 


levan.  Dalam  hal  ini,  budaya  politik  terka- 
dang  dielaborasi  dalam  teori  sebab-akibat, 
misal  mengenai  peristiwa-peristiwa  umum 
tertentu  akan  mempengaruhi  persepsi  dan 
tingkah  laku  politik  individu,  maupun  ke- 
sejahteraan  bersama  dari  anggota  masyara- 
kat  secara  pasti  menunjang  pada  aksi-aksi 
politik. 

Ketiga,  semua  spesifikasi  budaya  polit- 
ik dapat  diidentifikasi  sepanjang  sebuah 
continuum  dan  menurut  pada  sebuah  tipo- 
logi.  Continuum  ini  akan  mengambil  jarak 
dari  masyarakat  di  mana  harapan-harapan 
orang  di  pengaruhi  oleh  sejumlah  kecil  de- 
duksi-deduksi  yang  mereka  tarik  dari  se- 
rangkaian pengetahuan  yang  secara  empi- 
rik  sudah  teruji,  sehingga  masyarakat  men- 
jadi  siap  dipengaruhi  oleh  klaim-klaim  po- 
litik O^ang  secara  empirik  bukan  suatu  pe- 
ngetahuan yang  sudah  teruji).  Dalam  hal 
ini,  budaya  politik  merupakan  proses  seja- 
rah dalam  kurun  waktu  tertentu  yang  meng- 
hasilkan  suatu  bentuk  kesadaran  dan  ha- 
rapan  akan  proses  politik  yang  sesuai  de- 
ngan deduksi-deduksi  penalarannya. 

Sedangkan  tipologi  akan  merujuk  pada 
status  sosial  dan  yang  berhubungan  de- 
ngan keahlian-keahlian  dari  sejumlah  hal 
yang  secara  umum  diterima  di  setiap  ma- 
syarakat as  probably  possessing  prophetic 
insights.  Tipologi  inilah  yang  secara  verti- 
kal  membagi  budaya  politik  ke  dalam  struk- 
tur  budaya  politik  elit  dan  budaya  politik 
massa.  Kedua  tipe  ini  senantiasa  eksis  dalam 
setiap  sistem  politik. 

Budaya  politik  elit  melibatkan  sikap, 
sentimen,  dan  pola  tingkah  laku  mereka  yang 
melalui  operasi  fungsi  rekruitmen  politik 
telah  mengaktifkan  peranan  dalam  sistem 
politik  dan  mempunyai  pengaruh  secara 
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langsung  pada  output-output  sistem.  De- 
ngan  demikian  budaya  politik  elit  teruta- 
ma  melibatkan  mereka  yang  berada  dalam 
struktur  otoritatif  tennasuk  juga  unsur-un- 
sur  kepemimpinan  dalam  struktur  maupun 
proses-proses  kekuasaan.  Inti  permasalahan 
budaya  politik  elit  dan  pembangunan  adalah 
pertanyaan  mengenai  kualitas  yang  dibu- 
tuhkan  bagi  kepemimpinan  politik  yang 
efektif  dalam  formulasi  dan  eksekusi  kebi- 
jakan-kebijakan  nasional. 

Sedangkan  budaya  politik  massa  diben- 
tuk  oleh  sikap  dan  orientasi-orientasi  terha- 
dap  politik  rakyat  secara  keseluruhan,  terma- 
suk  partisipasi  warga  dan  rank-and-file  ang- 
gota-anggota  dari  struktur  otoritatif  mau- 
pun non-otoritatif  yang  secara  signifikan  ti- 
dak  mengontrol  output-output  sistem.  Fo- 
kus  pada  hubungan  budaya  politik  massa 
terhadap  pembangunan  politik  merupakan 
pertanyaan  mengenai  sentimen  dan  nilai- 
nilai  yang  memungkinkan  orang-orang  un- 
tuk  bekerja  sama  secara  efektif  dalam  men- 
capai  tujuan-tujuan  kolektif  Di  kebanyak- 
an  negara,  kemungkinan  besar  tidak  ada 
suatu  budaya  politik  massa  yang  secara 
umum  bersatu,  tetapi  sebaliknya  ada  ba- 
nyak  perbedaan  budaya  politik  massa  yang 
terbagi  menurut  kelas,  wilayah,  komunitas 
etnis  maupun  pengelompokan  sosial.  Kera- 
gaman  sikap  dan  opini  seperti  itu  belum 
tentu  menimbulkan  masalah-masalah  iden- 
titas  maupun  legitimasi.  Bagi  proses  pem- 
bangunan politik  yang  stabil  tentu  tidak 
mensyaratkan  suatu  budaya  politik  yang 
homogen,  karena  pada  beberapa  masyarakat 
yang  terbiasa  dengan  pluralisme  kehidupan 
ternyate  lebih  mampu  menyesuaikan  diri 
dengan  penibahan  yang  berkelanjutan. 

Keempat;  nilai-nilai  dalam  masyarakat 
yang  diasumsikan  sebagai  nilai  yang  sa- 


ngat  sensitif  dalam  konteks  kehidupan  po- 
litik. Keseluruhan  kesatuan  nilai-nilai  dasar 
masyarakat  secara  jelas  direfleksikan  dalam 
budaya  politiknya.  Walaupun  begitu  selalu 
ada  beberapa  nilai  yang  secara  khusus  sig- 
nifikan bagi  budaya  politik  tersebut  kare- 
na adanya  kekhususan  perhatian  dengan 
power  and  political  responsibility.      •  a 

Kelima,  standar  yang  diterima  secara 
valid  guna  mengevaluasi  dan  menilai  politr^ 
ical  conduct.  Ini  terbagi  antara  standar  mor, 
ral  dan  etika  yang  diasumsikan  tepat  unr. 
tuk  mengarahkan  dan  mengevaluasi  ting- 
kah  laku  politik,  serta  kriteria-kriteria  ke- 
ahlian  dan  kompetensi  yang  dipakai  dalam 
menilai  performance.  Terakhir,  meliputi  le-^ 
gitimasi  identitas  rakyat  dalam  kedaulatan 
kekuasaan  serta  adanya  jaminan  identitas 
politik  yang  umum  kepada  seluruh  rakyat; 
Permasalahan  baik  identitas  individu  mau- 
pun kolektif  adalah  sangat  penting  di  da- 
lam masyarakat  transisional  karena  ini  me- 
ngandung  unsur-unsur  kepercayaan,  keya- 
kinan,  dan  penerimaan  yang  aktif  yang  di- 
karakteristikkan  dari  kelas-kelas  particular 
dalam  budaya  politik. 

Meskipun  terdapat  banyak  perbedaan  di 
antara  bangsa-bangsa,  tetapi  pada  umum- 
nya  struktur  dan  konfigurasi  budaya  poli- 
tiknya dapat  digeneralisasikan  sebagai  ber- 
ikut.  Pertama,  tidak  ada  satu  pun  masya- 
rakat yang  mempunyai  bentuk  budaya  po- 
litik yang  tunggal,  satu,  atau  seragam.  Ke- 
dua,  terdapat  perbedaan  yang  fundamental 
antara  budaya  penguasa  (power  holder)  de- 
ngan rakyat/massa,  meskipun  mereka  meru- 

'^Pye,  ibid.,  1966:  15-7;  Lucian  W.  Pye,  "Iden- 
tity and  Political  Culture",  dalam  Leonard  Binder 
et  al.  eds.,  Crises  and  Sequences  in  Political  Devel- 
opment (Princeton  UP,  Princeton,  1972):  103. 
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pakan  subyek  parokial  sekaligus  warga  ne- 
gara  yang  aktif  berpartisipasi  dalam  pro- 
ses politik.  Ketiga,  budaya  politik  terbagi 
dalam  budaya  politik  elit  dan  budaya  po- 
litik massa,  yang  keduanya  eksis  di  semua 
sistem  politik.  Dari  sinilah  sistem  politik 
kemudian  dapat  segera  diklasifikasikan  me- 
nurut  karakter  hubungan  antara  keduanya. 

Struktur  daii  konfigurasi  budaya  poli- 
tik tersebut,  mempunyai  hubungan  juga  de- 
ngan  pattern  of  cultural  change.  Terdapat 
dua  jalan  untuk  perubahan  kultural  itu, 
yaitu  melaiui  pola-pola  tradisional  dan  po- 
la-pola  modem.  Hubungan  di  antara  kedua 
pola  perubahan  dalam  budaya  politik  ter- 
sebut dan  relative  gap  di  antara  keduanya 
menunjukkan  faktor-faktor  decisive  yang  me- 
ngendalikan  totalitas  berlangsungnya  pem- 
bangunan  nasional. 

Selain  hal-hal  tersebut,  yang  terpenting 
lagi  muatan  dalam  budaya  politik  meliputi 
pula  penjelasan  mengenai  permasalahan 

13 

berikut  ini.  Pertama,  lingkup  dan  fiingsi 
politik.  Setiap  budaya  politik  hams  mampu 
mendefinisikan  lingkup  dan  fungsi  politik 
yang  dapat  diterima  secara  umum  oleh  ma- 
syarakatnya  serta  batas-batas  legitimasi  an- 
tara the  public  and  private  spheres  of  life. 
Lingkup  di  sini  meliputi  definisi  mengenai 
kekuasaan  dan  politik  yang  diterima  oleh 
para  partisipan  dalam  proses-proses  politik, 
rentang  cakupan  isu/permasalahan  yang  di- 
mungkinkan,  dan  juga  penerimaan  fungsi- 
fungsi  dari  proses  politik  baik  sebagai  agen 
maupun  wilayah  pembuatan  keputusan 
publik  secara  kolektif. 

Lingkup  dan  fungsi  politik  ini  akan  ber- 
beda  antara  satu  macam  budaya  politik  de- 


'^Pye,  op.  cii.,  1968:  22 M. 


ngan  yang  lain.  Dalam  budaya  politik  de- 
mokratis  terlihat  jelas  adanya  batas-batas 
kehidupan  politik,  pengakuan  eksplisit  ter- 
hadap  permasalahan  yang  berkembang,  dan 
penghormatan  maupun  perlakuan  yang  sa- 
ma  terhadap  berbagai  spesialisasi  fimgsio- 
nal  yang  meng-handle  berbagai  permasalah- 
an serta  terhadap  otonomi  relatif  dari  ber- 
bagai kekuatan  dalam  pembuatan  keputus- 
an politik. 

Budaya  politik  totalitarian  ditandai  de- 
ngan  sedikitnya  batas-batas  aktivitas  poli- 
tik yang  mapan,  adanya  keyakinan  yang  eks- 
plisit bahwa  semua  permasalahan  dapat  di- 
selesaikan  secara  politis,  serta  adanya  peng- 
hormatan bagi  spesialisasi  fiingsional,  teta- 
pi  kurang  pada  otonomi  dari  berbagai  ke- 
kuatan politik.  Ada  serangkaian  tindakan 
oleh  penguasa  yang  secara  sistematis  me- 
nguatkan  otonomi  relatifiiya  demi  memper- 
tahankan  status  quo.  Sedangkan  dalam  sis- 
tem-sistem  transisional  masih  belum  jelas 
batas-batas  kehidupan  politik  yang  diterima, 
masih  kuatnya  harapan  bahwa  segala  per- 
masalahan dapat  diselesaikan  secara  poli- 
tis, serta  hanya  terdapat  sedikit  penghor- 
matan terhadap  berbagai  spesialisasi  fung- 
sional  maupun  berbagai  kekuatan  politik 
dalam  pembuatan  keputusan  politik. 

Kedua,  konsep-konsep  mengenai  kekua- 
saan dan  otoritas.  Budaya  politik,  dalam  hal 
ini  yang  berhubungan  dengan  konsep-kon- 
sep mengenai  asal  serta  sifat  dari  kekuasa- 
an dan  otoritas,  mungkin  berbeda  memjuk 
pada: 

(a)  dasar  bagi  kekuasaan  dan  otoritas  yang 
berbeda-beda; 

(b)  keterbatasan-keterbatasan  dalam  kemam- 
puan  dari  kekuasaan  tersebut; 
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(c)  elemen-elemen  maupun  komponen  dari 
kekuasaan  yang  sah  (legitimate  power) 
seperti  kekuatan  fisik,  dukungan  massa, 
justifikasi  moral,  sanksi-sanksi  hukum, 
dan  sebagainya; 

(d)  tingkat  pembauran  dari  kekuasaan  dan 
otoritas  yang  tersentralisir. 

Di  semua  budaya  politik,  konsep-konsep 
mengenai  kekuasaan  dan  otoritas  mempu- 
nyai  dimensi  psikologis  yang  mendalam  ka- 
rena  adanya  aturan-aturan  mendasar  dari  oto- 
ritas orang  tua  dalam  proses  sosialisasi  awal 
di  lingkungan  keluarga. 

Ketiga,  integrasi  politik.  Dengan  berba- 
gai  jalan  dan  dalam  tingkat  yang  berbeda, 
budaya  politik  mampu  memberikan  rakyat 
sebuah  perasaan  identitas  nasional  dan  pe- 
rasaan  memiliki  pada  sistem-sistem  politik 
tertentu.  Dasar  permasalahan-permasalahan 
integrasi  sistem  politik  adalah  pemantap- 
an  perasaan  identitas  nasional  tersebut.  Hu- 
bungan  mendasar  antara  identitas  indivi- 
dual dengan  identitas  kolektif  memberikan 
sebuah  jalinan  fundamental  antara  proses 
sosialisasi  dengan  integrasi  proses-proses 
politik.  Integrasi  juga  meliputi  hubungan- 
hubungan  antara  berbagai  variasi  struktur 
yang  ada  di  dalam  proses  politik,  dan  ka- 
dang  juga  berhubungan  dengan  permasa- 
lahan-permasalahan spesialisasi  fungsi  di 
antara  kelompok-kelompok  pembuat  keputus- 
an.  Aspek  lain  dari  integrasi  meliputi  perha- 
tian  pada  permasalahan  di  mana  berbagai 
subkomunitas,  etnis,  kelompok  regional,  mau- 
pun subkultur  saling  berhubungan  satu  sa- 
ma  lain,  dalam  suatu  kerangka  lembaga  po- 
litik yaitu  negara. 

Keempat,  status-status  politik  dan  poli- 
tisi.  Dalam  masyarakat  tradisional,  permasa- 
lahan seperti  agama,  perang,  pemerintahan 


yang  dimiliki  elit  serta  seni  memerintah  di- 
pandang  as  having  a  sacred  origin.  Sedang- 
kan  dalam  budaya  politik  modern,  direfleksi- 
kan  dengan  peningkatan  pembagian  kerja 
dan  kecenderungan  sekularisasi,  serta  cen- 
derung  menerima  politik  hanya  sebagai  sa- 
lah  satu  profesi. 

Kelima,  evaluasi  performance.  Semua  bu- 
daya politik  mempunyai  standar-standar 
pengevaluasian  bagi  efektivitas  dan  kompe- 
tensi  dari  pembentukan  aturan-aturan  spe- 
sialisasi dalam  sistem  politik.  Dengan  demi- 
kian  aspek  evaluatif  ini  hams  merefleksikan 
juga  fakta-fakta  yang  inescapable  bahwa  po- 
litik berkaitan  dengan  future  contingencies. 

Keenam,  dimensi  afektif  dari  politik.  Da- 
lam hal  ini  budaya  politik  berhubungan  de- 
ngan kebutuhan  rakyat  yang  mengarahkan 
integrasi  ke  sistem  politik  dan  semangat 
identitas  kolektif.  Secara  esensial,  dimensi 
afektif  dari  budaya  politik  ini  didetermina- 
sikan  dengan  cara-cara  di  mana  rakyat  seca- 
ra sah  diperkenankan  untuk  merealisasikan 
kepuasan  psikisnya  dari  partisipasi  aktif- 
nya  dalam  politik.  Aktivitas  politik  tidak 
saja  berhubungan  dengan  memperjuangkan 
kepentingan  dan  masalah  alokasi  nilai  ser- 
ta sumber  daya  politik  semata,  tetapi  juga 
menghasilkan  dimensi  kepuasan  bagi  pe- 
lakunya. 

Terakhir,  keseimbangan  antara  kerja  sa- 
ma  dan  kompetisi.  Politik  berdiri  di  atas 
tindakan-tindakan  kolektif,  yang  mana  ini 
tergantung  pada  sebuah  dasar  semangat  ke- 
percayaan  dan  kemampuan  untuk  bekerja 
sama.  Pada  saat  yang  sama  politik  juga  me- 
liputi konflik  dan  kompetisi.  Oleh  karena 
itulah  budaya  politik  kemudian  hams  mam- 
pu menyeimbangkan  antara  kerja  sama  dan 
kompetisi.  Kemampuan  budaya  politik  da- 
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lam  mengatasi  permasalahan  ini  biasanya 
tergantung  pada  proses-proses  dasar  sosiali- 
sasi  nilai  mengenai  pengendalian  permasa- 
lahan-permasalahan  dari  suatu  bentuk  ke- 
percayaan  yang  menguntungkan  maupun  se- 
baliknya. 

Dari  uraian  di  atas,  jelaslah  bahwa  kon- 
sep  budaya  politik  sangat  membantu  pema- 
haman  mengenai  dinamika  pembangunan 
politik.  Dengan  memahami  budaya  politik, 
khususnya  hubungan  antara  proses  sosiali- 
sasi  politik  individu  dengan  operasi  lem- 
baga-lembaga  publik,  maka  akan  memperje- 
las  dinamika-dinamika  penibahan  dan  ke- 
sinambimgan  dalam  sistem-sistem  politik. 
Konsep  budaya  politik  sendiri  juga  me- 
nyumbangkan  dasar  yang  sangat  berguna 
dalam  mengamati  jalinan  antara  faktor  eko- 
nomi  dan  sosial  dengan  performance  po- 
litik, yang  kesemuanya  berpengaruh  bagi 
prospek  pembangunan  ekonomi  dan  peru- 
bahan  politik  yang  stabil. 


Realitas  Budaya  Politik  Indonesia 
Kontemporer 

Dari  kerangka  teoretik  di  atas,  dapat  di- 
lihat  banyaknya  kelemahan  budaya  politik 
yang  selama  ini  eksis  dalam  sistem  politik 
kita.  Pertama,  budaya  politik  yang  berkem- 
bang  selama  ini  lebih  merepresentasikan  bu- 
daya elit  penguasa  yang  sangat  kental  di- 
warisi  dari  budaya  feodal  serta  budaya  ko- 
lonial,  yang  belum  memberikan  batasan  se- 
cara  jelas  lingkup  kehidupan  politik  dan 
fungsi-fungsi  kekuasaan/politik.  Dalam  kaca- 
mata  kekuasaan,  elit  penguasa  cenderung  me- 
mandang  semua  segi  kehidupan  merupakan 
bagian  dari  politik,  serta  fiingsi  kekuasaan 
adalah  mengatur,  atau  dengan  kata  lain, 


membina.  Dengan  demikian,  intcrprctasi  ini 
mengesahkan  intervensi  dan  pcnetrasi  pe- 
nguasa ke  semua  segi  kehidupan  kemasya- 
rakatan  tanpa  terkecuali.  Tampaknya  buda- 
ya semacam  ini  menguntungkan  penguasa, 
sehingga  mereka  cenderung  mengembang- 
kannya  dan  menekan  budaya  politik  massa 
yang  menginginkan  adanya  pembatasan 
lebih  tegas  lagi  lingkup  dan  fiingsi  politik 
maupun  kekuasaan. 

Kuatnya  pengaruh  budaya  penguasa  ter- 
sebut,  makin  membuat  budaya  politik  massa 
menjadi  budaya  yang  marginal  dan  tersisih 
dari  budaya  kekuasaan.  Rakyat  tidak  lagi 
mampu  mengkoreksi  budaya  penguasa  yang 
cenderung  manipulatif  maupun  juga  meng- 
introdusir  elit  penguasa  dengan  nilai-nilai 
pembaharuan  yang  selama  ini  berkembang 
dalam  masyarakat.  Upaya  menumbuhkan  bu- 
daya massa  yang  kritis  dan  pro  pembaharu- 
an cenderung  kemudian  dipersepsikan  seba- 
gai  budaya  anti  penguasa.  Oleh  karena  itu, 
jika  dalam  kesehariannya  antar  masyarakat 
dapat  saling  menegur  dan  mengkoreksi  un- 
tuk  mencapai  kebaikan  bersama,  maka  hal 
ini  sulit  dilakukan  dalam  konteks  budaya 
penguasa  yang  memutlakkan  kekuasaan  dan 
memonopoli  interpretasi  kebenaran. 

Kedua,  budaya  politik  yang  berkembang 
dalam  kekuasaan  belum  mampu  memberikan 
landasan  bagi  justifikasi  moral  dan  penegak- 
an  asas  hukum  karena  dominannya  penga- 
ruh interpretasi  elit  penguasa.  Keadaan  ini 
tercermin  dari  seringnya  elit  memperguna- 
kan  standar  ganda  dalam  menyikapi  tun- 
tutan  partisipasi  dan  emansipasi  politik  ma- 
syarakat luas.  Jika  tuntutan  yang  diajukan 
oleh  sekelompok  masyarakat  tersebut  dapat 
dimobilisir  menjadi  basis  dukungan  bagi 
pemerintah,  maka  tuntutan  tersebut  akan 
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diakomodasi  setelah  melalui  proses  modifi- 
kasi  politis.  Akan  tetapi  bila  tidak  menun- 
jang  bagi  status  quo  kekuasaan,  maka  seka- 
lipun  tuntutan  tersebut  datang  dari  para  to- 
koh  masyarakat  yang  menyuarakan  aspirasi 
sebagian  besar  masyarakat  hanya  akan  di- 
tanggapi  seperlunya  atau  bahkan  dikecam 
sebagai  kritik  yang  tidak  membangun. 

Adanya  Pernyataan  1  Juli  maupun  per- 
lakuan  tidak  proporsional  terhadap  perma- 
salahan  dalam  intern  PDI  yang  menyulut 
terjadinya  kerusuhan  massa  di  Jakarta  27 
Juli  1996  lalu  merupakan  salah  satu  bukti 
adanya  standar  ganda  dari  pemerintah.  Ke- 
adilan  dan  penegakan  hukum  akhimya  ha- 
nya beijalan  dalam  kerangka  menutupi  in- 
tervensi  pemerintah  yang  terkadang  meng- 
halalkan  justifikasi  moral  kekerasan  dalam 
urusan  politik.  Dengan  demikian  pemerintah 
cenderung  memanipulasi  fakta  melalui  pe- 
netrasi  terhadap  budaya  politik  massa,  seka- 
ligus  untuk  membangkitkan  sentimen  bu- 
daya yang  ilusif,  seperti  anti  anarki  sosial, 
anti  komunisme,  anti  budaya  kekerasan,  dan 
budaya  politik  lainnya  yang  diahggap  me- 
ngancam  negara. 

Ketiga,  permasalahan  integrasi  politik 
secara  kelembagaan  dalam  wujud  tercipta- 
nya  suatu  nation-state  memang  telah  men- 
capai  tahapan  yang  paripuma.  Meskipun  de- 
mikian, terbukti  bahwa  budaya  politik  yang 
dibangun  oleh  kekuasaan  ternyata  belum 
sepenuhnya  merepresentasikan  nilai-nilai 
budaya  politik  yang  eksis  dalam  masyara- 
kat. Dalam  beberapa  segi,  ada  proses  penge- 
cualian  interpretasi  terhadap  kemajemukan 
subkultur  politik  yang  telah  eksis  di  selu- 
ruh  nusantara.  Hal  ini  termanifestasikan  da- 
lam penyeragaman  sistem  pemerintahan  sam- 
pai  di  tingkatan  yang  paling  rendah  yaitu 


desa  yang  pada  akhimya  telah  menghilang- 
kan  keragaman  sistem  kekuasaan  tradisio- 
nal  yang  di  beberapa  daerah  lebih  demo- 
kratis  nuansanya.  Introduksi  sistem  politik 
baru  dengan  menghancurkan  sistem  kekua- 
saan tradisional  lama  tak  jarang  menghadir- 
kan  konflik  budaya  yang  laten  di  kalang- 
an  masyarakat  desa. 

Sementara  itu  sejak  tahun  1990-an,  elit 
penguasa  justru  memberi  angin  bagi  tum- 
buhnya  budaya  politik  di  tingkatan  elit 
yang  mengarah  pada  sektarianisme.  Penge- 
lompokan-pengelompokan  yang  bermuatan 
politis  berdasar  primordialisme  semakin  men- 
jamur  dan  menyebabkan  kerentanan  {vul- 
nerability)  terhadap  integrasi  politik  dalam 
lingkup  nasional.  Kelompok  yang  kuat  dan 
dekat  dengan  pusat  kekuasaan  mulai  men- 
sosialisasikan  paradigma  distribusi  sumber- 
sumber  daya  politik  berdasar  perhitungan 
matematis,  statistik,  maupun  numerik.  Dalam 
paradigma  ini  misalnya  disosialisasikan  in- 
terpretasi mengenai  proporsi  posisi  politik 
berdasar  hitungan  mayoritas-minoritas  dari 
jumlah  masyarakat  yang  diklaimnya  sebagai 
representasi  dari  total  keseluruhan  masya- 
rakat tersebut.  Sosialisasi  ini  mudah  diteri- 
ma  oleh  masyarakat  luas  yang  awam  terha- 
dap politik  karena  disisipkan  dalam  kam- 
panye  budaya  meskipun  untuk  tujuan  mem- 
bangun kekuasaan. 


Kasus  kerusuhan  di  Sanggau  Ledo,  Singkawang, 
Kalimantan  Barat,  30  Desember  1996  merupakan 
contoh  paling  aktual  adanya  potensi  konflik  buda- 
ya di  dalam  etnis  asli  Dayak  setelah  diintrodusir  de- 
ngan sistem  politik  baru  pasca  program  transmigrasi 
secara  luas.  Dalam  kerusuhan  yang  didominasi  konflik 
massal  antara  etnis  Dayak  dengan  etnis  Madura/Jawa 
tersebut,  telah  membuat  sebagian  besar  warga  trans- 
migran  diungsikan  sampai  ke  kota  Pontianak.  Periksa 
Kompas  4  Januari  1997. 
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Keempat,  meskipun  secara  tersirat  telah 
ada  pengakuan  terhadap  politik  sebagai 
profesi,  tetapi  batas  dan  ruang  lingkupnya 
belumlah  jelas  teratur  dalam  perundang- 
undangan.  Hal  ini  kemudian  menyebabkan 
sulitnya  melakukan  evaluasi  performance 
dari  sistem  politik  karena  tidak  berjalannya 
mekanisme  checks  and  balances  antara  pa- 
ra politisi  profesional  yang  merepresentasi- 
kan  kedaulatan  rakyat  dengan  kekuasaan 
eksekutif  yang  mendapat  mandat  menge- 
lola  jalannya  politik  kenegaraan.  Karena  ke- 
tidakmampuan  para  politisi  secara  kultural 
inilah  yang  memberi  kontribusi  tidak  efek- 
tifhya  evaluasi  performance  dari  pengelola- 
an  kekuasaan  pada  eksekutif.  Evaluasi  yang 
seharusnya  dapat  dilakukan  secara  efektif 
untuk  mengkoreksi  mandat  publik  tidak  ber- 
jalan  semestinya,  apalagi  dalam  mekanisme 
pertanggungjawaban  mandataris  MPR.  Per- 
tanggungjawaban  tersebut  secara  normatif 
sulit  digugat  karena  telah  bergantinya  kom- 
posisi  wakil  rakyat  di  lembaga  tertinggi  ne- 
gara  tersebut. 

Terakhir,  budaya  politik  kita  belum  mam- 
pu  memanifestasikan  dimensi  afektif  poli- 
tik masyarakat  pada  umumnya.  Budaya  po- 
litik kita  cenderung  mendukung  proses  po- 
litik yang  encapsulated,  terpisah  dari  par- 
tisipasi  masyarakat  luas  yang  juga  berarti 
kurang  demokratis.  Proses  yang  tidak  trans- 
paran  dalam  formulasi  kebijakan  publik  mau- 
pun  dalam  alokasi  nilai  dan  sumber-sumber 
daya  politik  mempakan  sedikit  bukti  beija- 
laimya  proses  politik  yang  encapsulated  ter- 
sebut. Akibatnya  dapat  ditebak,  bahwa  me- 
kanisme kontrol  sosial  semakin  lemah  dan 
kebijakan  publik  yang  diambil  kurang  me- 
representasikan  aspirasi  masyarakat  luas  pa- 
da umumnya. 


Dari  kondisi  intransparansi  tersebut  te- 
lah menyumbang  bagi  terjadinya  keadaan 
yang  tidak  memberikan  keseimbangan  an- 
tara kompetisi  dengan  kerjasama  politik. 
Kompetisi  politik  diminimalisir  melalui  pe- 
musatan  kekuasaan  secara  eksesif  pada  pu- 
sat  kekuasaan  dan  kerja  sama  politik  lebih 
bermakna  kooptasi  dan  dominasi.  Dengan 
demikian,  budaya  politik  kita  sampai  saat 
ini  belum  mampu  mendewasakan  aktor- 
aktor  politik  untuk  mengelola  politik  secara 
harmonis  dengan  menyeimbangkan  antara 
kompetisi  dengan  kerja  sama.  Bahkan  dalam 
banyak  kasus  munculnya  kompetitor  dalam 
politik  kemudian  dipandang  sebagai  bentuk 
oposisi  dan  penentangan  terhadap  kekuasa- 
an yang  establish. 


Resistensi  Rakyat  dan  Urgensi 
Revitalisasi  Budaya  Politik 

Dari  refleksi  mengenai  budaya  politik 
yang  sekarang  eksis  tersebut,  tampak  bah- 
wa dalam  beberapa  segi  kurang  mengun- 
tungkan  bagi  proses  demokratisasi.  Penga- 
ruh  dominannya  budaya  politik  elit  yang 
berkembang  dalam  masyarakat,  membuat 
demokratisasi  lebih  sebagai  rentang  toleran- 
si  yang  diberikan  pemerintah  untuk  me- 
nampung  aspirasi,  partisipasi,  dan  emansi- 
pasi  masyarakat.  Rentang  toleransi  yang 
unpredictable  ini  terbungkus  dalam  pro- 
gram stabilitas  politik  yang  membuat  de- 
kompresi  budaya  politik  massa.  Hal  ini  tam- 
pak pada  intensifnya  kampanye  pembuda- 
yaan  nilai-nilai  luhur  seperti  Pancasila  me- 
nurut  interpretasi  dan  versi  kekuasaan,  tan- 
pa  memberi  ruang  bagi  dialog  budaya  de- 
ngan pandangan  maupun  nilai  yang  ber- 
kembang di  dalam  masyarakat.  Akhirnya 
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nilai-nilai  yang  berkcmbang  dalam  masya- 
rakat  luas  pada  umumnya  justni  merupakan 
derivasi  dari  budaya  politik  yang  disosiali- 
sasikan  oleh  para  elit  penguasa,  sadar  mau- 
pun  tidak  sadar. 

Dalam  proses  politik  yang  semakin  sen- 
tralistis  inilah,  adanya  deviasi  nilai  mau- 
pun  moral  politik  dianggap  hal  yang  lum- 
rah  sebatas  hal  tersebut  tidak  bertentang- 
an  dengan  budaya  kekuasaan.  Masyarakat 
menjadi  semakin  permisif  dan  memberikan 
toleransi  yang  berlebihan  bagi  kekuasaan, 
meskipun  terjadi  serangkaian  penyalahgu- 
naan  kekuasaan  maupun  manipulasi  fakta. 
Bahkan  karena  intensifnya  introduksi  buda- 
ya politik  kekuasaan,  masyarakat  luas  pa- 
da  umumnya  secara  sukarela  dimobilisasi 
dengan  simbol-simbol  budaya  pembangun- 
an  untuk  mendukung  kepentingan  elit  pe- 
nguasa. 

Kenyataan  seperti  itu  paling  tidak  telah 
menghambat  proses  demokratisasi  di  Indo- 
nesia. Munculnya  kelas  maupun  golongan 
menengah  bam  sebagai  akibat  keberhasilan 
perbaikan  kesejahteraan  masyarakat  temya- 
ta  belimi  dapat  berperan  optimal.  Mereka,  ke- 
las maupun  golongan  menengah  ini,  masih 
mempunyai  perbedaan  rentang  tipikal  ideo- 
logis  dan  interest  yang  luas,  sehingga  me- 
nyulitkannya  untuk  mengambil  posisi/pe- 
ran  sebagai  agen  utama  demokratisasi.  Go- 
longan ini  belum  menjadi  suatu  entitas  po- 
litik yang  merupakan  kekuatan  politik  riel, 
tetapi  mereka  masih  menjadi  kekuatan  po- 
litik yang  potensial  saja. 

Akibat  luasnya  perbedaan  ideologis  dan 
interest-nya,  kohesivitas  dan  solidaritas  di 
dalam  golongan  yang  relatif  berpendidikan 
tinggi  ini  masih  rendah.  Orientasi  mereka 
yang  masih  cenderung  berada  dalam  ta- 


hapan  masyarakat  materialistis,  membuat 
political  consciousness  mereka  juga  rendah., 
Di  dalam  golongan  ini  tumbuh  secara  me- 
luas  apatisme  terhadap  proses  politik  ser- 
ta  oportunisme  terhadap  kekuasaan  yang 
dapat  menjamin  pemenuhan  orientasi  hi- 
dupnya.  Bahkan  berdasar  hasil  penelitian 
harian  Kompas,  mereka  yang  dapat  digo- 
longkan  kelas  menengah  Indonesia  ini  mes- 
kipun menginginkan  perubahan,  tetapi  me- 
reka tidak  mau  ambil  risiko  yang  besar.'^ 

Meskipun  demikian,  bukanlah  berarti  ti- 
dak terjadi  proses  resistensi  rakyat  terha- 
dap hegemoni  budaya  politik  yang  berkem^^ 
bang.  Proses  resistensi  atau  perlawanan  ter- 
hadap kemapanan  budaya  politik  kekua- 
saan ini  berjalan  dalam  kerangka  gerakai^ 
kebudayaan  yang  merefleksikan  penolak- 
an  terhadap  sifat  rakyat  yang  secara  umum 
dianggap  fatalistis  dan  pasif.  Hal  ini  da- 
lam banyak  segi  temyata  telah  menguatkan 
bargaining  position  rakyat  dengan  kekua- 
saan dan  juga  mempenganihi  pengaturan 


Tahapan  perkembangan  suatu  masyarakat  ber- 
gerak  dari  masyarakat  tradisional  menuju  masyara- 
kat materialist  dan  akhimya  sampai  pada  masyara- 
kat post-materialist.  Dalam  masyarakat  tradisional, 
mereka  masih  bergulat  dengan  persoalan  pemenuh- 
an kebutuhan  dasar  hidup.  Menuju  masyarakat  ma-^ 
terialist,  terjadi  proses  modernisasi  yang  membuat 
masyarakat  ini  lebih  dicirikan  untuk  meraih  materi 
sebanyak-banyaknya  sebagai  suatu  simbol  hidup  ser- 
ta  tercipta  masyarakat  konsumsi  tinggi.  Sedangkan 
tahapan  terakhir  dari  perkembangan  ini  cenderung 
membuat  masyarakat  lebih  menekankan  pada  aspek 
pencapaian  well-being,  tidak  lagi  materi.  Masyarakat 
ini  lebih  mengutamakan  aktualisasi  diri  dalam  pro- 
ses politik,  partisipasi  aktif  dalam  pembangunan,  ser- 
ta  memperjuangkan  eksistensi  diri  di  depan  sistem 
kekuasaan  yang  ada. 

'Vusat  Penelitian  Kompas,  "Gaya  Hidup  dan  Si- 
kap  Politik  Kelas  Menengali".  Laporan  Survei,  ti- 
dak dit6rbitkan,  Jakarta,  1996. 
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politik  secara  luas.  Kasus  munculnya  kam- 
panye  Golput  oleh  sebagian  besar  rakyat 
Yogyakarta  yang  tidak  puas  dengan  kebi- 
jakan  pemerintah  pada  Pemilu  1992  meru- 
pakan  contoh  yang  bagus  untuk  menggam- 
barkan  terjadinya  proses  resistensi  rakyat 
ini. 

Melalui  gerakan  resistensi  kultural  ini, 
rakyat  mencoba  mengingatkan  pada  ke- 
kuasaan  bahwa  suara  dan  siasat  politik 
rakyat  akan  terus  menemukan  bentuknya 
sesuai  dengan  penetrasi  terhadap  identitas 
kultural  mereka.  Ada  proses  aksi-reaksi  kul- 
tural yang  bernuansa  politik,  yang  menan- 
dakan  bahwa  rakyat  masih  rasional  dalam 
menyikapi  kekuasaan  meskipun  tidak  sam- 
pai  berposisi  diametral.  Dengan  demikian, 
gerakan  siasat  politik  rakyat  ini  akan  terus 
menjadi  filter  yang  efektif  bagi  perluasan 
budaya  politik  kekuasaan.  Pola  hubungan 
patron-client,  bapakisme,  hutang  budi  yang 
telah  tercipta  menjadi  rentan,  dan  tidak  le- 
pas  dari  kritisisme  rakyat  dengan  berbagai 
caranya. 

Berdasarkan  perkembangan  dalam  bi- 
dang  budaya  politik  yang  demikian,  maka 
dapat  dimengerti  jika  sistem  politik  tidak 
bekerja  sebagaimana  mestinya.  Revitalisasi 
budaya  politik,  yaitu  upaya  untuk  memper- 
kuat  dan  menghidupkan  budaya  politik 
yang  lebih  demokratis,  menjadi  agenda  po- 
litik yang  urgen  untuk  memperbaiki  ki- 


nerja  sistem  politik  dan  mendukung  de- 
mokratisasi.  Upaya  ini  berjalan  dalam  ke- 
rangka  akulturasi  dan  penyerapan  budaya 
politik  rakyat  yang  lebih  luas,  sehingga 
menghindarkan  interpretasi  subyektif  me- 
ngenai  budaya  yang  bersifat  relatif  terse- 
but.  Dengan  revitalisasi  budaya  politik  ini, 
maka  permainan  relativisme  budaya  oleh 
struktur  otoritatif  untuk  kepentingan  politis 
dapat  diminimalisir. 

Pada  akhimya,  seiring  dengan  menguat- 
nya  gerakan  resistensi  kultural  rakyat  ter- 
hadap kekuasaan,  maka  pilihan  rasional  ba- 
gi struktur  otoritatif  adalah  mengakomo- 
dasi  tuntutan  demokratisasi,  dan  menghin- 
darkan penggunaan  instrumen  koersif,  re- 
presif,  maupun  opresif.  Sebab  jika  benturan 
budaya  yang  berbeda  kutub  tersebut  terus 
berlangsung  dengan  skala  yang  lebih  luas 
dan  intens,  maka  kendali  kolektif  kekua- 
saan terhadap  rakyat  akan  semakin  lemah 
dan  tentunya  political  costs  yang  hams  di- 
bayar  semakin  besar.  Rakyat  pada  umum- 
nya  yang  telah  masuk  dalam  abad  infor- 
masi  akan  semakin  mempertanyakan  le- 
gitimasi  kultural  dan  legal  dari  kekuasaan 
yang  kurang  menghiraukan  mandat  kul- 
tural dari  rakyat  untuk  mengelola  politik 
kenegaraan.  Aspek-aspek  proses  politik 
yang  melibatkan  rakyat  banyak  juga  akan 
semakin  membuat  terjadinya  eskalasi  po- 
tensi  konflik  sosial  dan  pembangkangan 
terhadap  otoritas  yang  ada. 


Migrasi  Internal  di  Timor  Timur 

Kajian  di  Daerah  Tujuan  Pasca-Integrasi 

Soewartoyo 


TIMOR  TIMUR  adalah  wilayah  In- 
donesia termuda,  bekas  wilayah 
kolonial  Portugal.  Secara  geo- 
grafis  daerah  Timor  Timur  terletak  di  In- 
donesia Bagian  Timur  yang  berbatasan 
langsung  dengan  Australia.  Timor  Timur 
bergabung  dengan  Indonesia  sejak  1976 
yang  diawali  dengan  perang  saudara  di 
Timor  Timur  dan  perginya  pengusaha  Por- 
tugal, sehingga  secara  hukum  nasional 
Indonesia  pernyataan  integrasi  sebagian 
besar  penduduk  Timor  Timur  adalah  sah. 
Namim  demikian,  integrasi  tersebut  seca- 
ra intemasional  masih  belum  memperoleh 
pengakuan  dengan  suara  bulat  di  Ungkung- 
an  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB). 

Hasil  pengamatan  LEPI  (Bandiyono,  et 
al.  1995:  1)  menunjukkan  bahwa  pada  awal 
integrasi  kondisi  Timor  Timur  bisa  dikata- 
kan  serba  terbelakang.  Hal  ini  merupakan 
konsekuensi  dari  warisan  kolonialis  Por- 
tugal di  wilayah  tersebut.  Menyadari  hal 
tersebut  maka  pemerintah  Indonesia  ber- 
maksud  membangun  wilayah  ini  dari  ke- 
terbelakangan  tersebut. 


.  Usaha  membangun  Timor  Timur  telah 
memerlukan  biaya  dan  sumber  dana  yang 
tidak  sedikit.  Secara  fisik  wilayah  Timor 
Timur  sejak  1976  hingga  sekarang  telah 
mengalami  perkembangan  yang  mengesan- 
kan.  Berbagai  sarana  jQsik  seperti  jalan,  ba- 
ngunan  sekolah  dan  kantor-kantor  peme- 
jrintah  serta  sarana  sosial-ekonomi  lainnya 
tampak  berdiri  kokoh  di  daerah  ini.  Namun 
demikian  masih  ada  kesan  bahwa  kerusak- 
an  sumber  daya  manusia  dan  penderitaan 
yang  pemah  dialami  penduduk  akibat  per- 
golakan  semasa  integrasi  belum  bisa  diim- 
bangi  secara  tuntas  (Budi  Harga.  1992:  2). 

Pembangunan  di  wilayah  Timor  Timur 
memang  masih  terkesan  adanya  pendekat- 
an  keamanan  yang  dominan.  Namun  de- 
mikian tampaknya  pendekatan  keamanan 
ini  secara  perlahan  tidak  sepenuhnya  di- 
aplikasikan.  Sehingga  pendekatan  kemak- 
muran  dan  kesejahteraan  umat  akan  men- 
jadi  pedoman  pendekatan. 

Pembangunan  di  Timor  Timur  secara 
sosial-ekonomi,  tidak  bisa  diabaikan  keber- 
hasilannya.  Betapa  tidak,  dari  kondisi  yang 
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"sederhana"  sekarang  telah  berdiri  berba- 
gai  sarana  ekonomi  dan  sosial  di  wilayah 
ini,  sehingga  Timor  Timur  menjadi  daerah 
terbuka  sepeiti  daerah-daerah  lain  di  Indo- 
nesia. Sejalan  dengan  itu  pula  maka  terja- 
di  proses  migrasi  internal  dan  internasio- 
nal  yang  tidak  bisa  dipungkiri. 

Jumlah  migrasi  masuk  ke  wilayah  Timor 
Timur  mengalami  peningkatan,  demikian 
juga  penduduk  yang  keluar  wilayah  ini. 
Mobilitas  horisontal  penduduk  semakin 
nyata  yang  pada  gilirannya  akan  berpe- 
ngaruh  terhadap  kehidupan  sosial-eko- 
nomi  penduduk  setempat  dan  daerah  asal. 

Dalam  suatu  teori  migrasi  seperti  telah 
disebutkan  Evert  Lee  (1966)  bahwa  proses 
migrasi  sangat  dipengaruhi  oleh  daya  ta- 
rik  (Pull  factors)  dan  daya  dorong  (Push 
factors)  dari  dua  daerah  tujuan  dan  daerah 
asal. 

Daerah  tujuan  dalam  konsep  ini  bisa 
dikatakan  Timor  Timur  dan  daerah  asal 
adalah  wilayah  Indonesia  (propinsi-propin- 
si)  lainnya.  Mengingat  Timor  Timur  meru- 
pakan  wilayah  yang  juga  mengalami  ke- 
majuan  pembangunan  maka  tak  akan  aneh 
kalau  daerah  ini  juga  menarik  banyak  mi- 
gran  untuk  datang.  Sebagai  daerah  di  wi- 
layah perbatasan  yang  berdekatan  dengan 
propinsi  di  wilayah  Indonesia  Bagian  Ti- 
mur dan  propinsi  di  Jawa,  daerah  ini  me- 
rupakan  potensi  migrasi  keluar  yang  cu- 
kup  banyak.  Kondisi  ini  bisa  dilihat  dari 
tekanan  kondisi  geografis  maupun  keada- 
an  ekonomi  yang  semakin  meningkat. 

Tulisan  ini  ingin  mencoba  untuk  meng- 
kaji  Timor  Timur  dilihat  dari  perhatian  mi- 
grasi yang  merupakan  salah  satu  kom- 
ponen  studi  kependudukan  pada  umum- 


nya.  Dari  maksud  tersebut  diharapkan  ka- 
jian  ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sum- 
bangan  pikiran  terhadap  konsep  pemba- 
ngunan di  wilayah  Timor  Timur  khusus- 
nya  maupun  dalam  keterkaitannya  dengan 
kehidupan  sosial-politik  nasional  pada 
umumnya. 

Sumber  Data,  Pendekatan  dan  De- 
finisi  Migrasi 

Informasi  untuk  studi  ini  didasarkan 
pada  data  primer  dan  data  sekunder.  Data 
primer  diperoleh  dari  wawancara  yang  te- 
lah dilakukan  oleh  peneliti  dari  PPT-LIPI 
dan  data  sekunder  diperoleh  dari  data  Sen- 
sus  (BPS)  dan  informasi-informasi  yang 
diperoleh  dari  instansi  terkait  khususnya 
di  Propinsi  Timor  Timur. 

Pendekatan  studi  ini  adalah  studi  kuali- 
tatif  yang  terutama  digunakan  untuk  men- 
jaring  masalah  mobilitas  internal  dan  tidak 
menutup  kemungkinan  mobilitas  interiia- 
sional.  Hal  ini  terkesan  merupakan  masalah 
yang  peka,  karena  daerah  Timor  Timur  ma- 
sih  dianggap  sebagai  masalah  intemasio- 
nal.  Bahkan  secara  nasional  pun  daerah 
ini  masih  belum  cukup  "stabil"  kondisinya. 

Migrasi  internal  adalah  perpindahan 
penduduk  yang  terjadi  dalam  wilayah  ne- 
gara  (Republik  Indonesia),  dalam  hal  ini 
batasan  wilayah  adalah  penduduk  yang  me- 
lewati  batas  propinsi  dan  telah  bertempat 
tinggal  di  daerah  itu  lebih  enam  bulan.  Ti- 
ga  jenis  migrasi  biasanya  dilihat  dari  kon- 
sep tempat  lahir  dan  tempat  tinggal.  Yakni 
migrasi  seumur  hidup  (life  time),  migrasi 
total  dan  migrasi  mutakhir  (recent  migra- 
tion). Dalam  hal  ini  akan  dibahas  migrasi 
seumur  hidup  di  mana  seseorang  mempu- 
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nyai  tempat  lahir  dan  tempat  tinggal  se- 
karang  (waktu  sensus)  yang  berbeda.  Mi- 
grasi  total  adalah  jumlah  perpindahan  se- 
jak  waktu  lahir  hingga  saat  sensus  dila- 
kukan,  di  mana  di  dalamnya  mengandung 
pengertian  perpindahan  ke  tempat  lahir 
(kembali). 

Sumber  Daya  Alam  Timor  Timur 

Luas  wilayah  propinsi  Timor  Timur  ha- 
nya  14,6  ribu  km^,  terletak  di  perbatasan 
internasional  dengan  negara  Australia.  ; -Di^ 
lihat  dari  letaknya,  daerah  perbatasan  akan 
berpotensi  sebagai  daerah  rawan. 

Sebagian  besar  daerahnya  terdiri  dari 
wilayah  pegunungan  dan  memiliki  lereng 
yang  curam.  Pada  musim  penghujan  air  su- 
ngai  sering  mengalami  banjir,  tetapi  pada 
kemarau  airnya  sangat  kurang  bahkan  men- 
jadi  kering. 

Tanaman  kopi  sebagai  andalan  komo- 
diti  utama  ekspor  telah  dikenal  sejak  lama 
oleh  penduduk  setempat.  Has.il  tanaman 
yang  lain  adalah  kayu  cendana  yang  hing- 
ga dewasa  ini  tidak  mengalami  penambah- 
an  jumlah  pohon.  Dari  hasil  cendana  ini  di- 
peroleh  minyak  cendana  dan  berbagai  kera- 
jinan  kayu  cendana  seperti  kipas  dan  hias- 
an  dinding  lainnya. 

Potensi  wilayah  laut  tampaknya  cukup 
besar,  di  mana  luas  perairan  Timor  Timur 
sekitar  11,664  km^  yang  meliputi  sebagian 
perairan  Maluku,  Laut  Timor,  Selat  Ombai 
dan  Selat  Wetar.  Potensi  hasil  laut  lainnya 
seperti  ikan,  mutiara  belum  banyak  dikem- 
bangkan. 

Sumber  alam  lainnya  yang  berpotensi 
adalah  hasil  minyak  bumi  yang  berada  di 


perairan  selatan,  tepat  di  Selat  Timor  Timur 
atau  terkenal  dengan  "Celah  Timor".  Karena 
letaknya  di  wilayah  perbatasan  Indonesia- 
Australia  itulah  maka  telah  diadakan  pe- 
rundingan  yang  dalam  pertemuan  ke-14 
pada  tanggal  28  Oktober  1989  di  Canberra 
dapat  menentukan  peta  koordinasi  zona 
kerja  sama  untuk  menambang  minyak  dan 
gas  bumi  dengan  Australia  (Kusumaatmadja: 
1992). 


Sosial-Ekonomi,  Demografi 

Kondisi  penduduk  dilihat  dari  aspek 
demografi  dalam  dekade  delapan  puluh- 
an  telah  mengalami  perubahan  yang  re- 
latif  pesat.  Pada  periode  Sensus  1980  jum- 
lah penduduk  propinsi  ini  sekitar  555  ribu 
jiwa.  Pada  sepuluh  tahun  kemudian  (1990) 
menjadi  748  ribu  jiwa.  Pertumbuhan  pendu- 
duk dalam  dekade  tersebut  berarti  3.02 
persen  pada  setiap  tahunnya.  Tingkat  per- 
tumbuhan itu  jika  dibandingkan  dengan 
pertumbuhan  nasional  yang  sekitar  2  per- 
sen tampak  sangat  tinggi.  Alasan  mengapa 
pertumbuhan  di  Timor  Timur  cukup  tinggi 
adalah  karena  pertambahan  alami  dan  per- 
tumbuhan karena  tingkat  migrasi  masuk 
yang  ada  lebih  positif. 

Membandingkan  angka  pertumbuhan 
di  dalam  wilayah  propinsi  Timor  Timur 
menurut  kabupaten,  maka  Kabupaten  Dili 
mempunyai  tingkat  pertumbuhan  tertinggi 
(6,28  persen).  Sedangkan  kabupaten  yang 
mempunyai  pertumbuhan  terendah  adalah 
Kabupaten  Vikeke  (0,40  persen).  Besarnya 
pertumbuhan  penduduk  di  Kabupaten  Dili 
dipengaruhi  oleh  faktor  migrasi  karena 
di  samping  merupakan  Pusat  Pemerintah 
Propinsi  daerah  ini  juga  sebagai  pusat  ke- 
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giatan  sosial  ekonomi.  Oleh  karenanya  te- 
naga  tarik  migrasi  ke  daerah  Dili  cukup 
tinggi. 

Kecilnya  pertumbuhan  penduduk  di 
Kabupaten  Ainaro  (1,56  persen),  Baukau 
(1,40  persen)  dan  Vikeke  (0,40  persen),  lebih 
banyak  disebabkan  oleh  tingkat  migrasi 
keluar  yang  besar  ke  kabupaten  tetangga. 
Daya  dorong  penduduk  umumnya  dise- 
babkan oleh  faktor  keamanan  dan  kondisi 
tanah  yang  tandus. 

Kualitas  manusia  penduduk  salah  sa- 
tunya  bisa  dilihat  dari  angka  harapan  hi- 
dup.  Rata-rata  angka  harapan  hidup  pen- 
duduk Timor  Timur  adalah  55,5  tahun.  Kon- 
disi di  mana  angka  pertumbuhan  pendu- 
duknya  relatif  tinggi  ternyata  diikuti  pu- 
la  angka  harapan  hidup  yang  tinggi  pu- 
la,  secara  relatif  (lihat,  Kovalima,  Dili  dan 
Manatuto  pada  Tabel  1). 


Kondisi  ekonomi  Timor  Timur  dengan 
digalakkannya  pembangunan  juga  cende- 
rung  meningkat.  Salah  satu  ukuran  me- 
ningkatnya  ekonomi  regional  Timor  Ti- 
mur ditunjukkan  dengan  nilai  PDRB  per 
kapita  tahun  1990  yang  mencapai  Rp  179 
ribu  berdasarkan  harga  konstan  1983.  Se- 
dangkan  rata-rata  pertumbuhan  ekonominya 
antara  1983-1990  adalah  7,9  persen. 

Menurut  data  Sensus  1990,  keadaan  ke- 
tenagakerjaan  bagi  penduduk  yang  beker- 
ja  di  pertanian  masih  dominan  (73,3  per- 
sen). Persentase  terbesar  kedua  diduduki 
oleh  sektor  jasa  (13,2  persen),  sedang  sisa- 
nya  di  sektor  industri  dan  perdagangan. 

Kemajuan  kehidupan  ekonomi  lainnya 
dilihat  dari  perkembangan  investasi  ke 
propinsi  ini.  Data  memperlihatkan  perkem- 
bangan dari  tahun  1986,  nilai  rata-rata  in- 
vestasi sekitar  1.931,2  menjadi  25.750,3  pa- 


Tabel  1 

KEADAAN  DEMOGRAFI  DI  PROPINSI  TIMOR  TIMUR,  1990 


Jumlah 

Laju 

Kepadatan 

Rasio  jenis 

Harapan 

Angka 

Kabupaten 

penduduk 

% 

pertumbuhan 

penduduk 

kelamin 

hidup 

kelahiran 

1990 

1980-1990 

1980 

1990 

1990 

1990 

total 

Kovalima 

45.310 

5,7 

3.32 

28 

37 

103 

67.6 

5.4 

Ainaro 

43.375 

5,7 

1,56 

41 

54 

100 

57.0 

5.4 

Manufahi 

34.275 

4,3 

2,50 

20 

26 

107 

40.2 

5,4 

Vikeke 

57.279 

7,7 

0,40 

31 

32 

98 

49,5 

4,4 

Lautem 

48.390 

6,5 

2,42 

22 

29 

105 

48,6 

5.2 

Baukau 

86.675 

11.7 

1.48 

50 

58 

108 

57,4 

4.7 

Manatuto 

31.805 

4,2 

2,67 

14 

19 

104 

66.0 

5.2 

Dili 

123.305 

16,6 

6,28 

182 

335 

123 

65,0 

4.8 

Aileu 

24.657 

3,3 

4,98 

21 

34 

113 

60,8 

6,0 

Likuisa 

44.245 

6,0 

4,19 

54 

81 

110 

61.0 

6,5 

Ermera 

77.570 

10,5 

3,30 

76 

105 

106 

52,6 

6,2 

Bobonaro 

81.692 

10,9 

2.80 

46 

60 

101 

57.4 

5,2 

Ambeno 

48.979 

6,6 

2,81 

46 

60 

103 

48.0 

4,9 

Jumlah 

747.557 

100.0 

3,02 

38 

51 

107 

55,5 

5,2 

Sumbcr:  Diolah  dari  data  Biro  Pusat  Statistik,  1993,  dan  data  pcnelitian  Puslitbang  Kcpendudukan  dan  Kelenaga- 
kerjaan-LIPI. 
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Tabel  2 


PERKEMBANGAN  INVEST ASI        ■  ■ 
DI  TIMOR  TIMUR  YANG  TELAH  DISETUJUI, 
SAMPAI  DENGAN  TAHUN 


Tahun 

Jumlah 
Investor 

Nilai  Investasi 
(Rp.juta) 

Rata-Rata 
Investasi/ 
Investor 

1986 

4 

7.724,8 

1.931,2 

1990 

7 

28.882,6 

4.126,1 

1992 

9 

231.756,6 

25.750,3 

Sumber:  Bappeda  Tingkat  I  Timor  Timur. 

da  tahun  1992.  Kehidupan  perekonomian 
di  Timor  Timur  telah  mengalami  pertum- 
buhan  yang  cukup  pesat.  Keadaan  ini  ju- 
ga  menggambarkan  bahwa  peranan  kehi- 
dupan sosial  politik  tampaknya  juga  tu- 
rut  menjadi  jaminan  meningkatnya  investor. 


Mobilitas  Penduduk 

Masalah  kependudukan  di  Indonesia 
berkaitan  dengan  penyebaran  penduduk 
yang  tidak  merata.  Program  transmigrasi 
merupakan  salah  satu  jawaban  untuk  me- 
ngurangi  ketimpangan  sumber  daya  manu- 
sia  yang  menumpuk  di  salah  satu  pulau 
(Jawa),  bahkan  Lukman  Soetrisno  (1985:  45) 
menyatakan  ketimpangan  penyebaran  pen- 
duduk berpengaruh  terhadap  pertahanan 
dan  keamanan  pada  wilayah-wilayah  ter- 
tentu.  Penduduk  sendiri  akan  bermigrasi 
jika  ada  alasan  ekonomi  dan  juga  tekanan 
sosial-politik  (Tinker,  etal.  1976:  21). 

Dalam  keterkaitannya  dengan  pemba- 
hasan  migrasi  internal  di  Propinsi  Timor 
Timur  ini,  sebaiknya  hams  dilihat  dari  dua 
hal'  yaitu  migrasi  desa-kota  dan  migrasi 
yang  terjadi  antar  propinsi  di  Indonesia. 

Berdasarkan  konsep  perpindahan  desa- 
kota  seperti  yang  dikenalkan  oleh  Michael 


Todaro  (1976),  penduduk  telah  memper- 
hitungkan  nilai  ekonomi  untuk  mening- 
galkan  daerah  desa  menuju  kota,  karena 
umumnya  daerah  perkotaan  menjanjikan 
harapan  kehidupan  ekonomi  yang  lebih 
baik.  Perpindahan  penduduk  antar  pro- 
pinsi pada  umumnya  akan  dilihat  dari 
program,  di  mana  terjadi  perpindahan  an- 
tar kawasan  pedesaan  pada  dasarnya  juga 
mengacu  ketidakberdayaan  mereka  dari 
daerah  pedesaan  asal  secara  ekonomi,  na- 
mun  di  sini  aspek  kebijakai^  pemerintah  ju- 
ga cufajp  dpminan. 

Sumber  data  dalam  analisa  kuantita- 
tif  mengacu  pada  Sensus  1980,  1990  dan 
Supas  1985  serta  akan  dilengkapi  dengan 
hasil  wawancara  secara  kualitatif  dari  ,1a- 
pangan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  PPT^^ 
LIPI  di  mana  penulis  termasuk  salah  sa- 
tu anggota  tim. 

Migrasi  internal  yang  masuk  ke  Timor 
Timur  dimulai  setelah  diterimanya  inte- 
grasi  Propinsi  Timor  Timur  ke  wilayah  Re^ 
publik  (setelah  Deklarasi  Balibo  30  No- 
vember 1975).  Rombongan  pertama  ad^- 
lah  ABRI  sebagai  konsekuensi  masa  per- 
mulaan  integrasi.  Menurut  informasi  yang 
diperoleh  bahkan  hingga  dewasa  ini  ada 
beberapa  anggota  ABRI  yang  menikah  dan 
mempunyai  anak  yang  tetap  bertugas  di 
Timor  Timur. 

Sebagai  konsekuensi  beralihnya  kekua- 
saan  Portugis  ke  Indonesia,  didirikan  ber- 
bagai  kantor  perwakilan  pusat  di  Timot 
Timur.  Hal  ini  memedukan  banyak  aparat 
(pegawai)  pemerintah  yang  berasal  dari  wi- 
layah lainnya.  Umumnya  pegawai  peme- 
rintah dari  luar  daerah  adalah  pegawai 
yang  sudah  mempunyai  pengalaman  kerja 
dan  sudah  kawin,  sehingga  kedatangan 
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mereka  tentu  saja  membawa  anggota  ker 
luarganya  ke  daerah  ini.  Proses  migrasi  se- 
perti  pemindahan  pegawai  ini  masih  tam- 
pak  terjadi  hingga  penelitian  ini  dilaku- 
kan  (1995). 

Propinsi  Timor  Timur  yang  tadinya  ter- 
tutup  untnk  pendatang  menjadi  status  ter- 
buka  pada  tahun  1989.  Berdasarkan  hasil 
Sensus  1990,  tampak  bahwa  pendatang 
di  propinsi  ini  berasal  dari  sebelah  barat 
Propinsi  Timor  Timur  seperti  NTT,  Jawa- 
Bali  dan  Sulawesi.  Pada  dasarnya  alasan 
kedatangan  migrasi  ke  propinsi  ini  ada- 
lah:  (1)  tugas;  (2)  motivasi  ekonomi;  (3)  ter- 
tarik  keluarga;  (4)  transmigrasi. 

Pendatang  yang  berasal  dari  ABRI  dan 
pegawai  pemerintah  maupun  swasta  umum- 
nya  mutasi  dari  daerah  lain.  Hal  ini  terjadi 
terutama  pada  awal-awal  integrasi,  seba- 
gai  konsekuensi  dari  masuknya  wilayah 
ke  dalam  pemerintahan  Republik  Indonesia 
(RI).  Pemerintah  pusat  atau  kantor  pusat 
untuk  berbagai  instansi  swasta  (seperti 
bank,  BUMN  dan  Iain-lain)  perlu  memiliki 
aparat  di  daerah  ini. 

Alasan  kedua  ialah  pendatang  dengan 
alasan  ekonomi  atau  datang  untuk  me- 
ningkatkan  kehidupan  (mata  pencaharian- 
nya).  Kebanyakan  migran  datang  setelah 
memperoleh  informasi  bahwa  di  propinsi 
ini  masih  tersedia  peluang  untuk  berusaha, 
khususnya  dalam  sektor  informal  seperti: 
perdagangan  keliling,  waning  makan  atau 
bahkan  pelacuran.  Dominasi  pekerja  sek- 
tor informal  memang  tetap  saja  berasal 
orang-orang  Jawa,  terutama  di  sektor  per- 
dagangan. Sedangkan  orang-orang  Sula- 
wesi lebih  banyak  bekerja  sebagai  nelayan. 

Migran  di  Dili  tidak  semuanya  bekerja, 
tetapi  ada  juga  yang  mengikuti  keluarga, 


karena  orang  tua  atau  saudaranya  tinggal 
dan  bekerja  di  propinsi  ini  terlebih  dulu. 
Meskipun  demikian,  beberapa  keluarga  mi- 
gran masih  melihat  bahwa  keikutsertaan 
keluarga  untuk  berkeinginan  menetap  di 
sini  belum  menjadi  keputusan  final.  Bebe- 
rapa migran  dari  Jawa  misalnya  masih  ada 
anggota  keluarganya  (anak  migran)  yang 
tetap  tinggal  di  daerah  asal  untuk  menerus- 
kan  sekolah,,  atau  menunggu  kepemilikan. 

Program  transmigrasi  di  propinsi  ini 
dibuka  pada  tahun  1982,  pada  awal-awal 
program  transmigran  dari  Jawa-Bali  ma- 
sih "diseleksi"  yang  non-muslim.  Meski- 
pun demikian  keanekaragaman  pendatang 
dari  aspek  sosial  toh  tidak  dapat  dihalangi. 

Tahun  Kedatangan  Migran 

Data  sensus  memang  tidak  mencantum- 
kan  pertanyaan  yang  langsung  mengenai 
tahun  kedatangan  migran.  Tetapi  dengan 
mengurangi  waktu  pelaksanaan  sensus 
(Oktober  1990)  dengan  lamanya  tinggal 
di  propinsi  sekarang,  akan  diketahui  ta- 
hun kedatangan  mereka. 

Tabel  3  menunjukkan  bahwa  sejak  in- 
tegrasi daerah-daerah  seperti  NTT,  Malu- 
ku dan  Jawa,  Sulawesi  sudah  mengirim 
migran.  Karena  secara  geografis  NTT  lebih 
dekat  maka  sekitar  46,70  persen  migran 
berasal  dari  propinsi  ini.  Jumlah  migran 
kedua  adalah  dari  Jawa  dan  Bali  (17.443 
jiwa). 

Menurut  Tabel  3  jumlah  migran  ke  Ti- 
mor Timur  cenderung  meningkat,  seperti 
migran  dari  Jawa,  Nusa  Tenggara  dan  Kali- 
mantan secara  linier.  Peningkatan  tersebut 
terutama  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal. 
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KEDATANGAN  MIGRAN  DI  TIMOR  TIMUR  MENURUT  TAHUN  DAN  DAERAH  ASAL 


Tahim 

Daerah  Asal 

Kedatangan 

Nusa 

Maluku 

Jumlah 

Siraiatera 

Ja\ya-Bali 

Tenggara 

j\.aiinianian 

Sulawesi 

Irian  Jaya 

1989-1990 

28,26 

40,18 

32,70 

67,82 

28,87 

22,13 

34,95- 

1986-1988 

30,45 

32,78 

29,56 

16,91 

37,89 

43,50 

31,9P 

1983-1985 

32,63 

18,11 

21,55 

12,18 

20,61 

26,69 

20,5r 

1980-1982 

5,68 

6,38 

10,01 

3,09 

11,30 

3,80 

8,5^^ 

1977-1979 

3,00 

0,97 

3,37 

1,21 

1,14 

2,16- 

1976- 

1,57 

2,80 

0,11 

2,74 

2,00 

Total 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Jumlah 

(1.143) 

(17.443) 

(22.759) 

(550) 

(5.521) 

(1.315) 

(48.73 1).; 

Sumber:  Diolah  dari  data  Sensus  1 990. 


Pertama,  aspek  keamanan  di  wilayah  Ti- 
mor Timur  relatif  tampak  semakin  balk. 
Kedua,  pembangunan  di  wilayah  propinsi 
ini  juga  tampak  meningkat.  Ketiga,  penga- 
ruh  yang  sangat  penting  dalam  mening- 
katkan  jumlah  migran  adalah  semakin  ter- 
sedianya  akses  transportasi  (baik  lewat 
udara,  darat  dan  laut)  ke  Propinsi  Timor 
Timur. 

Penyebaran  Migran  menurut  Ka- 
bupaten  dan  Daerah  Asal 

Untuk  melihat  status  migran  pendu- 
duk  (migrasi  seumur  hidup)  akan  dilihat 
hasil  Sensus  1990.  Secara  umum,  dari  pen- 
duduk  Timor  Timur  yang  berstatus  mi'- 
gran,  lebih  dari  16  persen  bermukim  di 
Dili  yang  merupakan  kabupaten  peneri- 
ma  migran  terbesar.  Dili  merupakan  pu- 
sat  pemerintahan  dan  sekaligus  pusat  per- 
ekonomian  di  Propinsi  Timor  Timur.  Seba- 
gai  pusat  pemerintahan,  jumlah  migran  de- 
ngan  alasan  tugas  (pekerjaan)  cukup  do- 
minan.  Bahkan  bisa  diduga  migran  di  ko- 


ta  Dili  sebagian  besar  berstatus  pegawai 
yang  dimutasikan  dari  tempat  lain.  Ini  se- 
jalan  dengan  kegiatan  pemerintahan  di  Ti- 
mor Timur  yang  lebih  berasaskan  dekon- 
sentrasi  (Saldanha;  1994:  160).  Keadaan 
migran  seperti  ini  sama  dengan  keadaan 
di  awal-awal  bergabungnya  suatu  daerah 
baru  seperti  Irian  di  mana  jumlah  migran 
dengan  alasan  pindah  tugas  (pekerjaan) 
cukup  besar.  Bahkan  hal  ini  cukup  mempu- 
nyai  pengaruh  terhadap  kehidupan  sosial- 
politik  di  daerah  tersebut  (lihat  Manning 
dan  Rumbiak,  1989).  Kabupaten  Kovalima 
(8,47)  dan  Lukuisa  (8,25)  merupakan  daerah 
yang  cukup  besar  menerima  migran  dari 
luar  propinsi.  Ailiu  sebagai  daerah  yang 
berbatasan  dengan  wilayah  Dili  relatif  cu- 
kup besar  yaitu  5,93  persen.  Sedangkan 
Baukau,  Vikale  dan  Ainaro  yang  merupa- 
kan kabupaten  jauh  dari  kota  Dili  temyata 
berpengaruh  pula  terhadap  kecilnya  jum- 
lah migran.  Di  samping  itu  faktor  keaman- 
an dan  kondisi  kesuburan  daerah  setempat 
sangat  berpengaruh  terhadap  tinggi  ren- 
dahnya  persentase  migran. 


272 


ANALISIS  CSIS,  1997-3 


TabeM 

STATUS  MIGRASI  SEUMUR  HIDUP 
MENURUT  KABUPATEN  DI  PROPINSI 
TIMOR  TIMUR  (1990) 


KabUpaten 

Migrasi  Seumur  Hidup 

Migran 

Nonmigran 

Kovalima 

8,47 

91,53 

Ainaro 

0,68 

99,32 

Manufahi 

2'l7 

97^83 

Vikeke 

1,84 

98,16 

Lautem 

0,05 

99,95 

Baukau 

1,16 

98,84 

Manatuto 

3,55 

96,45 

Dili 

18,38 

81,62 

Ailiu 

5,93 
8,25 

94,07 
91,75 

Likuisa 

Ermera 

3,42 

96,58 

Babonaro 

4,62 

95,38 

Ambeno 

3,02 

96,98 

Jumlah 

6,21 

93,79 

(46.405) 

(700.875) 

Sumber:  Biro  Pusat  Statistik,  Sensus  Penduduk 
1990. 


^'"  Kecendemngan  migran  seumur  hidup 
menurut  daerah  asal  antara  tahun  1985  dan 
1990  bisa  dilihat  pada  Tabel  5.  Migran  1985 
dan  1990  semuanya  menunjukkan  migrasi 
netto,  bahkan  selama  5  tahun  tersebut  ada 
lonjakan  migrasi  netto  yakni  1985  adalah 
+16,31  menjadi  hampir  +45. 

Pada  1985  daerah  asal  pengirim  migrasi 
terbesar  ke  Timor  Timur  adalah  Jawa-Bali 
(+6,39)  dan  Nusa  Tenggara  (5,60).  Kondisi 
ini  ternyata  polanya  tidak  berubah  pada 
1990,  di  mana  Jawa-Bali  (13,72)  dan  Nusa 
Tenggara  (+25,00)  tetap  mempunyai  kon- 
tribusi  ke  Timor  Timur  yang  terbanyak 
dibandingkan  dengan  yang  lain.  Di  sam- 
ping  kedua  wilayah  di  atas  sebagai  pengi- 
rim migran,  tampaknya  Sulawesi  juga  mem- 
perlihatkan  peningkatan  dalam  kontribusi 


mengirim  migran  seumur  hidup  ke  Timor 
Timur. 

Sedangkan  daerah  tujuan  penduduk  da- 
ri  Timor  Timur  pada  tahun  1985  terutama 
hanyalah  Nusa  Tenggara  (9,82  persen).  Ha- 
nya  1,23  persen  penduduk  Timor  Timur  ke- 
luar  dengan  tujuan  Jawa-Bali.  Namun  pa- 
da tahun  1990,  keadaannya  berubah.  Pen- 
duduk Timor  Timur  telah  menyebar  ke  ber- 
bagai  penjuru  wilayah  Indonesia.  Jawa- 
Bali  ternyata  menjadi  lebih  dominan  (7,93) 
di  samping  Nusa  Tenggara  (3,14).  Kedua 
wilayah  di  atas  menjadi  pilihan  migrasi 
orang  Timor  Timur,  karena  akses  transpor- 
tasi  dan  sarana  pendidikan  cukup  men- 
janjikan  bagi  penduduk  Timor  Timur.  Su- 
lawesi dan  Sumatera  pada  sensus  tahun 
1990  tampak  semakin  mempunyai  peran 
dalam  mengirim  maupun  menerima  mi- 
gran dari  Timor  Timur  dibandingkan  tahun 
sebelumnya. 

Alasan  penduduk  keluar  dari  Timor 
Timur  umumnya  adalah  juga  untuk  mem- 
peroleh  pendidikan  yang  lebih  baik  di 
samping  meningkatkan  pendapatan  eko- 
nomi  mereka.  Dari  banyak  pendalaman 
wawancara  diperoleh  jawaban  bahwa  alas- 
an mereka  keluar  Timor  Timur  adalah  ka- 
rena adanya  program  "pencangkokan"  ker- 
ja  atau  pendidikan/latihan  yang  dilaksa- 
nakan  oleh  Pemerintah.  Namun  yang  perlu 
pula  diingat  bahwa  penduduk  Timor  Ti- 
rhur  yang  keluar  di  dalam  negeri  lebih  di- 
warnai  oleh  motivasi  sosial-ekonomi  dari- 
pada  motivasi  politik  tidak  seperti  mereka 
yang  bermigrasi  secara  internasional.  Dae- 
rah tujuan  migrasi  internasional  utama 
adalah  Australia,  Portugal  dan  Macao, 
alasan  ini  umumnya  lebih  bersifat  histo- 
ris  politis. 
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MIGRASI  PROPINSI  TIMOR  TIMUR  MENURUT  DAERAH  ASAL  DAN  DAERAH  TUJUAN 

(1985  DAN  1990) 


1985    1990  

Asal&Tujuan  ^^^^         ^^^^         ^^^^  ^^^^        ^^^^  ^^^^^ 


Migrasi  Semasa  Hidup 

Sumatera 

1,52 

0,72 

Jawa,  Bali 

7,62 

1,23 

Nusa  Tenggara 

15,42 

9,82 

Kalimatan 

0,22 

0,47 

Sulawesi 

3,62 

0,35 

Maluku,  Irian 

0,76 

0,26 

Jumlah 

29,76 

12,86 

+0,80 

2,16 

2,31 

-0,15 

+6,39 

21,65 

7,93 

+13,72 

+5,60 

28.64 

3,14 

+25,50 

-0,25 

0,48 

1,21 

.  -0,73 

+3,27 

7,75 

1,76 

+5,99 

+0,50 

1,38 

0,74 

+0,64 

+16,31 

62,07 

17,12 

+44,95  ;• 

Sumber:  BPS,  Supas  1985  dan  Sensus  Penduduk  1990. 


Tampaknya  motivasi  migran  yang  da- 
tang  ke  Propinsi  Timor  Timur  lebih  bersi- 
fat  "pekerjaan"  sedangkan  penduduk  dari 
Timor  Timur  yang  keluar  dari  propinsi  ini 
untuk  kepentingan  "perluasan  wawasan/ 
pendidikan".  Seperti  telah  disebutkan  pa- 
da  uraian  terdahulu,  motivasi  orang  Ja- 
wa atau  orang  Sulawesi  bermigrasi  adalah 
bekeija  di  sektor  informal.  Keadaan  mere- 
ka  ini  umumnya  cukup  berhasil  dilihat 
dari  aspek  usahanya.  Peluang  yang  luas 
tampak  cukup  memberikan  kesempatan  un- 
tuk berdagang  dan  berusaha  secara  infor- 
mal. Keberhasilan  migran  tersebut  biasa- 
nya  didasari  oleh  beberapa  faktor  seperti: 
motivasi  akan  kepercayaan  diri  yang  cu- 
kup kuat  untuk  merantau;  ketrampilan 
dan  pengetahuan  yang  lebih;  dan  juga 
"tahan"  terhadap  keadaan  yang  kadang 
sulit;  serta  mudah  melakukan  penyesuaian. 
Atau  dengan  kata  Iain,  migran  umumnya 
mempunyai  latar  belakang  sosial-ekonomi 
lebih  baik  daripada  nonmigran. 

Namun  demikian,  keberhasilan  migran 
dari  luar  daerah  dalam  kehidupannya  tam- 


pak belum  mampu  memicu  motivasi  krea- 
tivitas  usaha  orang  setempat.  Bahkan  hal 
ini  sering  bisa  menimbulkan  kecemburu- 
an  sosial  bagi  orang  asli.  Keadaan  dan  la- 
tar belakang  sosial-budaya  yang  berbeda 
inilah  pada  suatu  waktu  akan  rentan  ke- 
kisruhan. 

Dalam  upaya  mengurangi  kemajemukan 
dan  perbedaan  sosial  di  atas,  tampaknya 
program  transmigrasi  yang  memprioritas- 
kan  non-Islam  adalah  relatif  baik.  Program 
transmigrasi  pada  mulanya  telah  menggu- 
nakan  pendekatan  keamanan  {security),  dan 
belum  menggunakan  pendekatan  kemak- 
muran  {prosperity). 

Menurut  McGee  (1978:  230):  "The  utility 
for  new  location  must  be  greater  than  the 
present  location  for  migration  to  occur", 
padahal  daerah  Timor  Timur  belum  semua- 
nya  terpenuhi  sebagai  lokasi  migran.  Apa- 
kah  program  transmigrasi  sendiri  telah 
memberikan  suasana  ekonomi  yang  lebih 
baik,  dan  apakah  pendidikan  untuk  gene- 
rasi  muda  juga  lebih  baik?  Di  samping  itu 


274 


ANALISIS  CSIS,  1997-3 


daerahnya  harus  menjanjikan  adanya  ak- 
tivitas  sosial  dan  perkawinan  yang  cukup 
menyenangkan. 

Kabupaten  penerima  transmigran  di 
Timor  Timur  hingga  tahun  1994  tercatat: 
(1)  lokasi  Tenubibi,  Salele  dan  Kabupaten 
Bobonaro;  (2)  lokasi  Beka-Maukota,  Beko 
Aidantuik  di  Kabupaten  Kovalima;  (3)  lo- 
kasi Anana  (Baucau);  (4)  lokasi  Loos  dan 
Raimea  di  Licuica;  (5)  lokasi  Culuan  dan 
Abatoan  di  Manatuto;  dan  (6)  Veberek  di 
Manufahi.  Hingga  31  Maret  1994  ada  seba- 
nyak  7.994  transmigran  lokal  (APPDT)  dan 
1.634  jiwa  dari  Bali,  16  jiwa  dari  Yogya- 
karta,  3  dari  DKI,  567  jiwa  dari  Jatim  dan 
626  dari  Jawa  Tengah. 

Permasalahan  yang  muncul  ke  permuka- 
an  bukan  hanya  bagaimana  transmigran 
menyesuaikan  diri  dengan  masyarakat  se- 
tempat.   '  -  -'^ 

Penutup 

Propinsi  Timor  Timur  merupakan  pro- 
pinsi  termuda  di  wilayah  RI  berdasarkan 
pernyataan  "integrasi"  Balibo  November 
1975.  Meskipun  demikian,  ternyata  pada 
awal-awal  integrasi  hingga  1989  Timor 
Timur  masih  merupakan  daerah  tertutup, 
dan  setelah  tahun  tersebut  propinsi  ini  di- 
samakan  statusnya  dengan  daerah  lain  di 
Indonesia. 

Migran  masuk  penduduk  ke  propinsi 
Timor  Timur  sendiri  sebetulnya  telah  ter- 
jadi  jauh  sebelum  propinsi  tersebut  di- 
nyatakan  sebagai  wilayah  RI.  Tetapi  se- 
jarah  menunjukkan  bahwa  setelah  inte- 
grasi, semakin  banyak  pendatang  dari  ber- 
bagai  propinsi  ke  wilayah  Timor  Timur.  Fak- 


tor  pendorong  utama  migrasi  ke  Timor  Ti- 
mur adalah  kuatnya  peran  pemerintahan 
dalam  menerapkan  asas  dekonsentrasi  di 
propinsi  ini,  sehingga  banyak  pegawai 
yang  harus  ditempatkan  di  propinsi  ini. 
Ini  tentu  saja  membawa  dampak  lain  ter- 
hadap  pendatang  lain.  Di  samping  adanya 
aspek  tekanan  penduduk  yang  cukup 
kuat  seperti  di  Pulau  Jawa  dan  Nusa  Teng- 
gara  untuk  bermigrasi  ke  daerah  lain,  ru- 
panya  Timor  Timur  sebagai  wilayah  baru 
menjadi  tempat  mengadu  nasib  bagi  pen- 
duduk yang  mengalami  tekanan  dan  him- 
pitan  kemiskinan. 

Keberhasilan  migran  dalam  bemsaha  di 
sektor  informal  maupun  formal  tidak  me- 
narik  bagi  penduduk  setempat  untuk  ber- 
saing,  tetapi  lebih  memicu  kepada  potensi 
kecemburuan  sosial.  Kondisi  tersebut  me- 
rupakan  kenyataan  nyata  bahwa  ada  per- 
bedaan  latar  belakang  sosial-ekonomi  ma- 
syarakat nonmigran  dengan  pendatang. 
Maka  untuk  mencapai  hasil  bukan  tidak 
mungkin  kalau  pemerintah  memperhatir- 
kan  peningkatan  cara  pikir,  wawasan  dan 
memberikan  peluang  berusaha  khususnya 
orang  setempat.  Hal  yang  lebih  penting 
lagi  mengingat  secara  sosial-politik  daerah 
ini  masih  bersifat  "transisi"  untuk  menye- 
suaikan dengan  kondisi  Indonesia  secara 
keseluruhan,  tampaknya  pemerintah  secara 
khusus  seyogyanya  memperlakukan  daerah 
ini  sebagai  daerah  "prioritas". 
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Liberalisasi  Perdagangan  dan 
Investasi  APEC  2020:  Peluang  dan 
Kendala  Usaha  Kecil  dan  Menengah 

Ganewati  Wuryandari 


Pendahuluan 

ASIA  Pacific  Economic  Cooperation 
(APEC)  sebagai  suatu  forum  kerja 
sama  ekonomi  regional  pada  ta- 
hun-tahun  terakhir  iiii  mengalami  perkem- 
bangan  pesat.  Hanya  dalam  waktu  lima  ta- 
hun  setelah  pembentukaimya,  forum  kerja 
sama  ekonomi  yang  terdiri  dari  18  negara 
anggota  ini  tidak  lagi  terbatas  pada  per- 
soalan  konsepsi  dan  kelembagaan,  namun 
APEC  telah  mampu  bergerak  lebih  maju  de- 
ngan  berhasil  menetapkan  suatu  program 
aksi  yang  tersusun  lebih  rinci  dan  konkrit. 
Keputusan  bersejarah  ini  dicapai  ketika 
para  pemimpin  ekonomi  APEC  ~  APEC  Eco- 
nomic Leaders  Meeting  (AELM)  bertemu 
pada  tanggal  15  November  1994  di  Bogor. 

Dalam  pertemuan  ini,  mereka  berhasil 
menandatangani  Deklarasi  Bogor.  Inti  dari 
deklarasi  ini  adalah  pencapaian  liberalisa- 
si perdagangan  dan  investasi  berdasarkan 
GATT  paling  lambat  tahun  2010  bagi  ne- 
gara industri  maju  (AS,  Selandia  Baru,  Je- 
pang,  Australia,  Kanada),  dan  tahun  2020 


untuk  negara  APEC  lainnya  (Indonesia, 
Singapura,  Malaysia,  Thailand,  Filipina, 
Brunei,  Korea  Selatan,  RRC,  Cina-Taipei, 
Hongkong,  Mexico,  PNG  and  Chili).  Ter- 
capainya  kesepakatan  ini  berarti,  wilayah 
Asia  Pasifik  akan  merupakan  suatu  ka- 
wasan  yang  lebih  terbuka  bagi  kegiatan 
perdagangan  dan  investasi  antar  negara- 
negara  sekawasan. 

Berbagai  hambatan  perdagangan  baik 
tarif  maupun  nontarif  akan  dikurangi  dan 
jika  bisa  akan  ditiadakan.  Demikian  pula, 
arus  investasi  akan  lebih  diperlancar  di 
kalangan  anggota  APEC. 

Pengaturan  baru  ini  tidak  lain  merupa- 
kan perwujudan  kesadaran  bersama  di  ka- 
langan negara-negara  anggota  APEC  bah- 
wa  ekonomi  mereka  yang  beraneka  ragam 
semakin  saling  terkait  satu  sama  lain.  De- 


'Amir  Santoso,  "Dampak  APEC  Terhadap  Poli- 
tik  Indonesia"  Telstra,  no.  33  (Marct-April  1995):  20. 
Sedangkan  data  mengenai  ketergantungan  ekonomi 
negara-negara  APEC  dapat  dilihat  dari  Dirjen  Sckre- 
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ngan  adanya  kesepakatan  Deklarasi  Bo- 
gor,  ketergantungan  ekonomi  yang  telah 
teijadi  di  kawasan  Asia  Pasifik  diharapkan 
akan  semakin  meningkat  setelah  berbagai 
hambatan  yang  ada  dalam  arus  perda- 
gangan  dan  investasi  antar  negara  seka- 
wasan  dikurangi  secara  teras-meneras.  Ter- 
ciptanya  kondisi  interdependensi  yang 
kuat  di  antara  mereka  pada  akhimya  di- 
harapkan akan  mampu  menciptakan  kemak- 
muran  bagi  semua  negara  anggota  APEC.^ 

Namun  demikian,  untuk  mencapai  tu- 
juan  ini  bukan  merupakan  perkara  mu- 
dah,  Realitas  perdagangan  bebas  sebagai- 
mana  yang  dicanangkan  dalam  Deklarasi 
Bogor  tersebut  di  atas,  akan  menghadap- 
kan  kawasan  Asia  Pasifik  dalam  persaing- 
an  ekonomi  global  yang  ketat. 

Situasi  ini  menuntut  peningkatan  kua- 
litas  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia 
yang  akan  terjun  secara  langsung  di  da- 
lam aktivitas  ekonomi  tersebut  maupun 
yang  menjadi  faktor  pendukungnya.  Me- 
kanisme  persaingan  bebas  pada  gilirannya 
juga  akan  menggilas  smnber  daya  manusia 
dan  sektor-sektor  ekonomi  yang  lebih  le- 
mah  dan  yang  kurang  terorganisir  dengan 
baik. 

Menghadapi  kecenderungan  ekonomi  de- 
mikian, maka  kerja  sama  yang  saling  men- 
dukung  di  antara  semua  pihak  sangat  pen- 
ting  terutama  antara  pihak  pemerintah  dan 
swasta.  Sebab,  kompetisi  ekonomi  yang  ter- 


tariat  Nasional  ASEAN,  Deplu-RI,  Perkembangan 
APEC  dan  Dampaknya  Terhadap  ASEAN,  Serta 
Upaya-upaya  Pemanfaatannya  (Deplu,  Januari 
1993):  13. 

2 

Indonesia  Forum,  Indonesia,  Asia  Pacific  and 
the  New  World  Order  (Agustus  1993):  13. 


jadi  sebagai  konsekuensi  diberlakukan- 
nya  mekanisme  pasar  bebas  tidak  hanya 
melibatkan  pemerintah,  namun  juga  pihak 
swasta  sebagai  pelaku  ekonomi.  Dalam  hal 
ini  pemerintah  bertindak  sebagai  pence- 
tus  dan  penentu  kebijakan  ekonomi,  per- 
dagangan dan  pembangunan.  Sedangkan 
swasta  merupakan  pelaku  bisnis,  yang  pe- 
ranannya  tidak  dapat  dipungkiri  turut  me- 
nentukan  arah  dinamika  pertumbuhan  eko^^ 
nomi  di  kawasan  Asia  Pasifik. 

Berdasarkan  kerangka  berpikir  seder- 
hana  di  atas,  anggota  memahami  bahwa 
keterlibatan  sektor  swasta  dalam  era  per- 
dagangan bebas  mendatang  sangatlah  pen- 
ting.  Namun  demikian  dalam  rangka  mcr 
ningkatkan  peranan  sektor  swasta  ini,  ang- 
gota APEC  tidak  hanya  melibatkan  usari 
ha  besar  namun  juga  sadar  untuk  membe- 
rikan  perhatiannya  pada  usaha  kecil  danu 
menengah  (UKM),  agar  mereka  tidak  men- 
jadi pihak  yang  economic  disadvantage. 
Dalam  ariian,  mereka  menjadi  pelaku  yang 
tidak  tertinggal  di  belakang  dan  usaha 
mereka  dapat  compatible  dengan  usaha 
besar. 

Pentingnya  UKM  dalam  kerja  sama 
APEC  ini  direfleksikan  secara  eksplisit  da- 
lam kesepakatan  yang  tertuang  dalam 
"8  (delapan)  butir  inisiatif '  para  pemim- 
pin  ekonomi  APEC  di  Blake  Island,  Seattle- 
AS  tahun  1993.  Salah  satu  keputusan  pen- 
ting  yang  dihasilkan  dalam  pertemuan  in-* 
formal  ini,  yaitii  mereka  memandang  per- 
lu  penanganan  serius  usaha  kecil  dan  me- 
nengah sebagai  salah  satu  program  kerja 
APEC.  Hasil  penting  ini  kemudian  ditin- 
daklanjuti  ketika  Indonesia  bertindak  se- 
bagai ketua  APEC.  Dibawah  kepemimpin- 
an  Indonesia  (1993-1994),  pengembangan 
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Usaha  Kecil  dan  Menengah  menjadi  salah 
satu  bidang  prioritas  utama  kerja  sama  eko- 

3 

nomi  APEC. 

Keputusan  ini  merupakan  perwujudan 
kesadaran  anggota  APEC  bahwa  diberla- 
kukannya  ketentuan  pasar  bebas  akan  me- 
miliki  implikasi-implikasi  khusus  terhadap 
usaha  kecil  dan  menengah.  Pada  satu  sisi, 
prospek  peningkatan  perdagangan  dan  in- 
vestasi  sebagai  pendorong  pertumbuhan 
ekonomi  negara-negara  kawasan  Asia  Pa- 
sifik  merupakan  peluang  bagi  UKM  un- 
tuk  meningkatkan  partisipasinya.  Namun 
pada  sisi  lain,  peluang  yang  semakin  ter- 
buka  lebar  bagi  UKM  sebagai  akibat  ter- 
bukanya  arus  perdagangan  dan  investasi 
negara  APEC  di  atas  akan  menempat- 
kan  mereka  dalam  lingkungan  yang  sa- 
ngat  kompetitif.  Peluang  tersebut  juga 
akan  menghadirkan  sejumlah  kendala  ba- 
rn bagi  mereka,  misalnya  dilihat  dari  ting- 
kat  kualitas  sumber  daya  manusia  dan 
tingkat  teknologi  mereka.  Sejumlah  ken- 
dala yang  masih  dihadapi  oleh  UKM  baik 
yang  berada  di  negara  berkembang  dan 
maju  menyebabkan  UKM  akan  sulit  untuk 
menangkap  peluang  perdagangan  bebas. 

Dalam  kaitannya  dengan  permasalahan 
di  atas,  maka  tulisan  ini  akan  memberikan 
fokus  pada  peluang  dan  kendala  UKM  da- 
lam menghadapi  perkembangan  liberalisa- 
si  perdagangan  dan  investasi  APEC  men- 
datang.  Menyadari  bahwa  mengkaji  pe- 
luang dan  kendala  yang  dihadapi  UKM 
dalam  era  liberalisasi  ekonomi  tidak  mu- 
dah,  maka  tulisan  ini  tidak  berpretensi  un- 
tuk mewujudkan  seluruh  dampak  liberali- 


Dirjen  Selcretariat  Nasional  ASEAN,  op.  cit., 

38. 


sasi  ekonomi  terhadap  dua  permasalahan 
tersebut.  Yang  diuraikan  terbatas  pada 
beberapa  hal  yang  menonjol  dalam  proses 
perdagangan  bebas  yang  pada  gilirannya 
berpengaruh  terhadap  UKM.  Paparan  di- 
mulai  dengan  menganalisis  peran  UKM 
dalam  kehidupan  ekonomi  APEC,  dilan- 
jutkan  dengan  perkembangan  UKM  da- 
lam kerja  sama  APEC.  Dalam  bagian  ini 
akan  dilihat  kerja  sama  APEC  dalam  me- 
ngembangkan  UKM,  dan  bagaimanakah 
dampak  perdagangan  bebas  pada  UKM. 
Tulisan  ini  juga  akan  memberikan  gam- 
baran  mengenai  peluang  dan  kendala 
UKM  dalam  melakukan  kerja  sama  per- 
dagangan antar  anggota  negara  APEC. 
Dalam  mengkaji  permasalahan  di  atas, 
akan  digunakan  pendekatan  deskriptif 
analitis.  Untuk  itu  fakta  tentang  APEC  dan 
UKM  akan  terlebih  dahulu  dipaparkan, 
dan  kemudian  dianalisa  lebih  lanjut  teru- 
tama  untuk  melihat  peluang  dan  kendala 
UKM  menghadapi  perdagangan  bebas. 


Peranan  UKM  dalam  Kehidupan 
Ekonomi  Negara-negara  APEC 

Agar  kita  dapat  memahami  peran  Usa- 
ha Kecil  dan  Menengah  (UKM)  dalam  ke- 
hidupan ekonomi  negara-negara  anggota 
APEC,  tentunya  terlebih  dahulu  hams  di- 
jelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  UKM 
itu  sendiri.  Masalah  definisi  ini  perlu  men- 
dapatkan  perhatian,  agar  kita  memiliki  gam- 
baran  yang  utuh  sehingga  memudahkan 
kita  untuk  mengetahui  peranannya  di  sek- 
tor  ekonomi. 

Di  antara  18  negara  anggota  yang  ter- 
gabung  dalam  APEC,  sampai  saat  ini  be- 
lum  ada  kesepakatan  baku  mengenai  kri- 
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teria  yang  mengatur  batas  UKM.  Misal- 
nya,  enam  anggota  ASEAN  memberikan 
batasan  usaha  kecil  dan  menengah  berda- 
sarkan  atas  faktor  jumlah  pekerja  antara 
20  sampai  80  orang  dengan  asset  modal 
berkisar  antara  AS$24.000  sampai  ASS 
Se.OOO.'*  Sedangkan  negara  anggota  APEC 
lainnya  seperti  Australia  dan  Jepang,  me- 
nentukan  batasan  usaha  kecil  dan  mene- 
ngah tergantung  pada  jumlah  pemilikan 
pegawai  dan  jenis  pekerjaan.  Dalam  kait- 
annya  dengan  ini,  usaha  dengan  jumlah 
pekerja  di  sekitar  300  orang  di  bidang  ma- 
nufaktur  dan  50  orang  di  bidang  jasa  di 
Jepang  dan  100  orang  di  sektor  manufak- 
tur  dan  20  orang  di  sektor  pelayanan  jasa 
di  Australia  termasuk  dalam  kategori  usa- 
ha kecil  dan  menengah. 

Persoalan  belum  bakunya  definisi  ini  ti- 
dak  hanya  terjadi  di  antara  negara  anggo- 
ta APEC,  namun  dalam  linkup  domestik 
negara  anggota  APEC  itu  sendiri  terka- 
dang  juga  belum  ada  keseragaman  batas- 
an kriteria  tentang  usaha  kecil  dan  mene- 
ngah. Kasus  ini  tergambar  jelas  di  salah 
satu  negara  anggota  APEC,  yaitu  Indone- 
sia. Masing-masing  lembaga  atau  instansi 
pemerintah  terkait  dengan  masalah  usaha 
kecil  dan  menengah  membuat  definisi  sen- 
diri. Sebagai  contoh,  Departemen  Perindus- 
trian  memberikan  kriteria  bahwa  yang  ter- 
masuk dalam  kelompok  usaha  kecil  adalah 
usaha  yang  memiliki  nilai  perusahaan  se- 


4 

Pingki  Pangestu,  The  Role  of  the  Small  Scale 
Enterprises  .in  Development:  Emerging  Issues,  The 
Indonesian  Case  Stucfy,  Advance  Study  Report,  De- 
partment of  Town  and  Country  Planning  (Univer- 
sity of  Sydney,  November  1978),  15. 

'PECC,  Pacific  Economic  Development  Report 
1995:  Advancing  Regional  Integration  (PECC 
Sekretariat,  Singapore,  1994),  21. 


luruhnya  {assets)  tidak  lebih  dari  Rp  600 
juta,  tidak  termasuk  nilai  rumah  dan  ta- 
nah.  Batasan  tersebut  sama  dengan  batas- 
an yang  dianut  oleh  Bank  Indonesia  ta- 
hun  1990.  Sedangkan  Departemen  Perda- 
gangan  membatasi  kriteria  usaha  kecil 
berdasarkan  modal  aktif  untuk  usaha  da- 
gang  sebesar  kurang  dari  Rp  25  juta. 

Ilustrasi  di  atas  secara  jelas  memperli- 
hatkan  kompleksitas  persoalan  del^nisi 
usaha  kecil  dan  menengah  antara  kelom- 
pok negara  yang  tergabung  dalam  kerja 
sama  ekonomi  regional  APEC.  Secara  je- 
las mereka  memberikan  definisi  UKM  yang 
saling  berbeda  antara  satu  negara  dan  ne- 
gara laiimya.  Ketidaksamaan  ini  terjadi  ka- 
rena  mereka  dalam  mendefinisikan  UKM 
memakai  dasar  dan  tujuan  yang  berbeda. 
Meski  definisi  konsep  tersebut  sangat  ber- 
aneka  ragam,  namun  ada  beberapa  kriteria 
umum  yang  biasanya  dipakai  oleh  negara 
anggota  APEC  ketika  menjelaskan  UKM, 
seperti  psmilikan  jumlah  pegawai  dan  jum- 
lah asset  kekayaan.  Sedangkan  mengenai 
besaran  jumlah  keduanya,  sifatnya  sangat 
relatif  tergantung  antara  lain  pada  luas- 
nya  cakupan  pasar,  jenis  pekerjaan  dan 
tingkat  kemajuan  suatu  negara. 

Meskipun  masing-masing  negara  ang- 
gota APEC  memberikan  batasan  dan  kri- 
teria yang  beraneka  ragam  dalam  mendefi- 
nisikan UKM,  namun  pada  sisi  kenyataan 
lain  memperlihatkan  bahwa  UKM  telah 
mampu  memainkan  peran  penting  dalam 
ekonomi  regional.  Kontribusi  UKM  cukup 
besar  dalam  membentuk  dan  menopang  per- 
kembangan  ekonomi  APEC.  Dalam  hal  ini, 
peran  UKM  bukan  saja  bagi  aspek  sosial 
ekonomi  seperti  pemberantasan  kemiskin- 
an,  pemerataan  pendapatan  dan  pemerata- 
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an  kesempatan  kerja  dan  Iain-lain,  tetapi 
juga  dapat  menjadi  sumber  pertumbuhan 
ekonomi  pada  sektor  produksi  dan  ekspor. 

Peran  UKM  yang  begitu  besar  dalam 
menjaga  dinamika  pertumbuhan  dan  per- 
luasan  manfaat  ekonomi  bagi  masyarakat 
luas  ini,  dilandasi  oleh  adanya  kenyataan 
bahwa  lebih  dari  96  persen  bentuk  usaha 
yang  ada  di  Asia  Pasifik  merupakan  usaha 
yang  berskala  kecil  dan  menengah.  Bentuk 
usaha  ini  mampu  menyedot  tenaga  kerja 
sebanyak  40-60  persen  dari  jumlah  tenaga 
kerja  yang  ada  dan  menyediakan  sekitar  70 
persen  lapangan  kerja  baru  di  kawasan  ini 
(secara  lebih  terperinci  data  mengenai  per- 
sentasi  penyerapan  angkatan  kerja  oleh  Usa- 
ha Kecil  dan  Menengah  di  negara-negara 
APEC  dapat  dihhat  pada  Tabel  1).  Sedang- 
kan  dilihat  dari  tingkat  pertumbuhan  eks- 
por, UKM  juga  mampu  menjadi  sumber  pe- 
satnya  laju  ekspor  di  beberapa  negara  ang- 
gota  APEC.  Di  Cina  Taipei,  misalnya,  60 
persen  ekspor  negara  ini  dihasilkan  oleh 
produksi  yang  berasal  dari  usaha  kecil  dan 
menengah.*' 

Dengan  demikian,  berdasarkan  data  di 
atas,  tidak  dapat  disangkal  lagi  UKM  te- 
lah  memainkan  peran  penting  dalam  di- 
namika pertumbuhan  dan  perluasan  man- 
faat ekonomi  bagi  masyarakat  luas  negara- 
negara  anggota  APEC.  UKM  telah  dan  akan 
terns  memainkan  peranan  penting  dalam 
kehidupan  ekonomi  yang  dinamis,  dengan 
terns  meningkatkan  kemampuannya  untuk 
melakukan  langkah-langkah  penyesuaian  atas 
perubahan  yang  terjadi  dalam  aspek  eko- 
nomi dan  teknologi.  Atau  dengan  istilah 
lain  UKM  menyediakan  "entrepreneurial 


*Data  diambil  dari  P£CC,  Ibid. 


Tabel  1 

PENYERAPAN  ANGKATAN  KERJA  (AK) 
OLEH  USAHA  KECE^MENENGAH 


No. 

Negara 

Rasio  Terhadap 
Total  AK  (%) 

I. 

Australia 

39,6 

z. 

•a 

3. 

A 

4. 

uina 

84,3 

c 

J. 

riongKong 

03 

O. 

inaoncsia 

79,2 

"7 
/. 

Korea  Selatan 

78,3 

Q 

o. 

iVuUoyoIa 

■  1  - 1  ■ 

9. 

Meksiko 

50,8 

10. 

Selandia  Baru 

TT 

11. 

Filipina 

32 

12. 

Singapura 

44 

13. 

Taiwan 

68,6 

14. 

Thailand 

73,8 

15. 

AS 

53,7 

16. 

Cile 

TT 

17. 

Jepang 

TT 

18. 

PNG 

TT 

Keterangan:  TT  =  Tak  Tercatat 
Sumber:  Kompas,  "APEC  Untuk  Siapa?",  9  No- 
vember 1994. 


engine"  yang  penting  dalam  pembangun- 
an  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Banyak 
perusahaan  besar  yang  sekarang  ada  ber- 
mula  dari  usaha  kecil,  dan  untuk  mengem- 
bangkan  pertumbuhan  usahanya  banyak 
usaha  besar  yang  juga  menggantungkan  hu- 
bungan  simbiosenya  dengan  UKM. 

Dengan  peranan  yang  demikian  besar, 
tak  dapat  dipungkiri  UKM  sangat  berpo- 
tensi  untuk  meningkatkan  perdagangan 
dan  aktivitas  investasi  di  kawasan  Asia 
Pasifik  di  masa  datang.  Sikap  optimistik 
ini  dilatarbelakangi  adanya  pemahaman, 
bahwa: 
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1.  UKM  memiliki  kemampuan  sebagai  unit 
produksi  dengan  jaringan  pemasaran 
yang  selanjutnya  dapat  dimanfaatkan 
untuk  lebih  mendorong  kegiatan-kegiat- 
an  perdagangan  dan  investasi; 

2.  UKM  dapat  menjadi  sarana  yang  mu- 
dah  untuk  memperoleh  informasi  dan 
alih  teknologi  untuk  digunakan  demi 
keuntungan  komersial; 

3.  Sebagai  bagian  dari  mayoritas  dari  du- 
nia  usaha,  UKM  menipakan  sumber  pen- 
dapatan  penting  ekonomi  nasional.  Pada 
gilirannya  hal  ini  akan  mampu  mencip- 
takan  lingkungan  stabil  yang  diperlukan 
untuk  perkembangan  dagang  dan  inves- 
tasi  di  antara  anggota  APEC. 

Perkembangan  UKM  dalam  Ke- 
rangka  Kerja  Sama  Ekonomi  APEC 

Seperti  halnya  proses  pembentukan 
APEC  yang  berkembang  secara  bertahap, 
program  kerja  sama  ekonomi  APEC  dalam 
pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah 
(UKM)  juga  mengalami  proses  yang  tidak 
jauh  beibeda.  Pembahasan  mengenai  UKM 
mulai  menjadi  salah  satu  topik  penting  da- 
lam agenda  pembicaraan  anggota  APEC 
setelah  empat  tahun  forum  kerja  sama  eko- 
nomi regional  ini  pertama  kalinya  terben- 
tuk  pada  tahun  1989  di  Canberra.  Lambat- 
nya  UKM  menjadi  salah  satu  agenda  da- 
lam pembahasan  program  kerja  sama  eko- 
nomi APEC  tidak  lain  karena  forum  kerja 
sama  ekonomi  regional  APEC  ini  pada  ta- 


g 

Dirjen  Sekretariat  Nasional  ASEAN,  Deplu  RI. 
PerkembaiTgan  APEC  dan  Dampaknya  Terhadap- 
ASEAN,  Serta  Upaya-upaya  Pemanfaatannya,  Dep- 
lu, Januari  1995,  44-45. 


hun-tahun  awal  berdirinya  lebih  memfo- 
kuskan  diri  pada  persoalan  konsepsi  dan 
kelembagaan  daripada  sesuatu  yang  sifat- 
nya  policy  oriented. 

Bobot  kerja  sama  UKM  ini  baru  menda- 
patkan  momentum  penting  ketika  para  pe- 
mimpin  ekonomi  APEC  untuk  pertama  ka- 
linya bertemu  di  Blake  Island,  Seattle-Ame- 
rika  Serikat,  November  1993.  Dalam  perte- 
muan  informal  ini,  di  samping  berhasil 
melahirkan  "Pemyataan  Visi  Para  Pemimpin 
Ekonomi  APEC"  {Economic  Leaders  Eco-i 
nomic  Vision  Statement),  yang  menandai 
tekad  para  anggota  APEC  untuk  menjadi- 
kan  kawasan  Asia  Pasifik  sebagai  suatu  ka- 
wasan  yang  berperan  aktif  dalam  percatur- 
an  dunia  dalam  menghadapi  abad  21  se- 
bagai wujud  visi  keinginan  mereka  ten^ 
tang  perdagangan  bebas  di  kawasan  Asia- 
Pasifik,  mereka  juga  berhasil  mencapai  ke- 
sepakatan  tentang  perlunya  APEC  mening- 
katkan  dialog  tentang  UKM.  Kesepakatan 
ini  menipakan  salah  satu  dari  "delapan  ini- 
siatif  lainnya  yang  dirasa  oleh  para  pe- 
mimpin ekonomi  APEC  sebagai  isu-isu  yang 
perlu  mendapatkan  penanganan  lebih  men- 
dalam  di  dalam  kerangka  kerja  sama  APEC, 
yaitu: 

1.  Penyelenggaraan  pertemuan  para  Men- 
teri  Keuangan; 

2.  Pengembagan  suatu  kode  investasi  de- 
ngan prinsip  tidak  mengikat; 

3.  Pembentukan  Pacific  Business  Forum 
(PBF); 

4.  Pembentukan  Program  Pendidikan  APEC; 

5.  Pembentukan  Program  Usaha  Sukarela 
APEC; 

6.  Pengembangan  dialog  kebijaksanaan"3E" 
(Energy,  Environmental  and  Economic 
Growth); 
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7.  Pembentukan  Pusat  Pertukaran  Transfer 
Teknologi  dan  Pelatihan  bagi  UKM; 

8.  Penyelengaran  pertemuan  para  Menteri 
APEC  yang  menangani  UKM. 

Semenjak  inisiatif  UKM  pertama  kali 
dicetuskan  di  Blake  Island  di  atas,  telah 
terjadi  perkembangan  pesat  dan  positif 
yang  terkait  dalam  isu  tersebut.  Perkem- 
bangan penting  ini  terutama  terlihat  de- 
ngan  keseriusan  Indonesia,  selaku  ketua 
APEC  menggantikan  posisi  Amerika  Seri- 
kat  pada  periode  1993-1994  dalam  mengga- 
rap  soal  UKM.  Keseriusan  ini  diperlihat- 
kan  pada  setiap  Pertemuan  Pejabat  Senior 
{Senior  Offical  Meeting,  SOM)  I-IV  sebelum 
Konferensi  Tingkat  Menteri  (KTM  VI)  yang 
diselenggarakan  pada  awal  November  1994 
di  Jakarta,  yang  tidak  lain  menipakan  se- 
rangkaian  langkah  persiapan  mensukses- 
kan  AELM  II  di  Bogor  pada  pertengahan 
November  1994.  Dalam  pertemuan-pertemu- 
an  tersebut,  komitmen  Indonesia  terefleksi- 
kan  secara  jelas,  yaitu  di  bawah  kepemim- 
pinan  Indonesia  kegiatan-kegiatan  di  bidang 
kerja  sama  ekonomi  di  kawasan  Asia  Pasi- 
fik  akan  diarahkan  dan  diprioritaskan  pada 
kerja  sama  di  bidang  pengembangan  UKM, 
selain  juga  pada  tiga  bidang  kerja  sama  lain- 
nya  seperti  pengembangan  Sumber  Daya 
Manusia  (SDM),  integrasi  sektor  swasta  da- 
lam kerja  sama  APEC  dan  peningkatan  kerja 
sama  di  bidang  infrastruktur.^^ 

Fokus  kerja  sama  ekonomi  APEC  pada 
empat  bidang  yang  dipilih  tersebut  tidak 
lain  bertujuan  untuk  mempercepat  proses 


^"Merancang  Masa  Depan  Kekuatan  Ekonomi 
Aspas",  Media  Indonesia  (9  November  1994). 

'°"Dari  Seattle  ke  Jakarta  APEC  Antara  Impian 
dan  Harapan",  Kompas  (9  November  1994). 


memperkecil  jenjang  perbedaan  yang  ada 
di  antara  anggota  forum  kerja  sama  eko- 
nomi regional  ini.  Perbedaan  tajam  terse- 
but terlihat  dari  komposisi  keanggotaan 
APEC  yang  dapat  dikategorikan  dalam  em- 
pat  kelompok,  yaitu  negara  yang  sudah  sa- 
ngat  maju  (AS  dan  Jepang),  negara  maju 
(Selandia  Baru,  Australia,  Kanada,  kelom- 
pok industri  baru,  yaitu:  Singapura,  Taiwan, 
Hongkong  dan  Korea  Selatan),  dan  negara 
yang  sedang  berkembang  (anggota  ASEAN 
terkecuali  Singapura,  PNG,  RRC  dan  Chili). 
Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Dirjen  Hu- 
bungan  Ekonomi  Luar  Negeri  (HELN)  De- 
partemen  Luar  Negeri  Indonesia,  Wisber 
Louis,  bahwa  dengan  terselesaikannya  pem- 
bahasan  empat  masalah  yang  krusial  ini 
akan  mendorong  negara  berkembang  da- 
lam APEC  mencapai  suatu  perkembangan 
yang  memungkinkan  mereka  mengurangi 
jurang  antara  mereka  sendiri  dengan  mi- 
tra  dari  negara-negara  industri.  Kondisi  ini 
dapat  diwujudkan  salah  satunya  dengan 
menggunakan  mekanisme  kerja  sama  APEC, 
yaitu  negara  yang  lebih  maju  membantu 
sesama  anggota  APEC  yang  perkembangan 
negaranya  kurang  maju  dalam  empat  per- 
masalahan  pokok  di  atas. 

Memperhatikan  perbedaan  tingkat  ke- 
majuan  dan  perekonomian  yang  cukup  be- 
sar  di  antara  negara  anggota  APEC  terse- 
but, maka  upaya  terobosan  yang  dilakukan 
oleh  forum  kerja  sama  regional  ini  mela- 
lui  kerja  sama  pengembangan  UKM  dapat 
dipandang  sebagai  suatu  langkah  yang 
sangat  strategis.  Kontribusi  UKM  dalam 


""APEC:  Empat  Bidang  Kerja  Sama  Menjadi 
Perhatian  yang  Serius",  Suara  Karya  (19  Mei  1994). 

12 

Kompas,  op,  cit. 
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ekonomi  nasional  masing-masing  anggota 
APEC  dan  regional  yang  cukup  besar  jelas 
menjadi  aset  berharga  untuk  mencapai  ke- 
sejahteraan  perekonomian  bagi  para  ang- 
gotanya.  Sebagaimana  diakui  oleh  para 
Menteri  APEC  dalam  pertemuan  di  Osaka 
pada  bulan  Oktober  1994,  bahwa  pening- 
katan  kemampuan  UKM  bukan  hanya  vital 
bagi  kelangsungan  hidup  mereka,  namun 
juga  vital  bagi  perkembangan  ekonomi  ang- 
gota APEC.^^ 

Mengingat  pentingnya  peranan  UKM 
dalam  perekonomian  APEC,  maka  dalam 
rangka  persiapan  pertemuan  AELM  II  Bo- 
gor  November  1994  dan  sebagai  tindak  lan- 
jut  dari  keputusan  yang  sudah  dinimuskan 
para  pemimpin  ekonomi  APEC  pada  per- 
temuan Seattle  November  tahun  sebelum- 
nya,  para  Menteri  yang  menangani  UKM 
sepakat  menyelenggarakan  suatu  pertemu- 
an khusus  yang  diadakan  di  Osaka  pada 
tanggal  6  Oktober  1994.'"^ 

Sebelum  pertemuan  itu  dilaksanakan, 
para  anggota  APEC  juga  menyetujui  untuk 
menyelenggarakan  dua  kali  sidang  penda- 
huluan  "APEC  Experts  Meeting  on  Small 
and  Medium  Enterprises  (SMEsy  yang 
masing-masing  dilaksanakan  pada  bulan 
April  1994  di  Jakarta  dan  September  1994 
di  Yogyakarta.  Pada  pertemuan  tersebut,  me- 
reka secara  bersama-sama  menyetujui  ten- 
tang  pentingnya  para  anggota  APEC  un- 
tuk bertukar  informasi,  data  dan  program 
yang  relevan  bagi  UKM.  Ini  perlu  dilaku- 
kan  mengingat  perbedaan  kondisi  ekono- 


Dirjen  Sekretariat  Nasional  ASEAN,  loc.  cit 

47. 

'Mcrancang  Masa  Depan  Kekuatan  Ekonomi 
APEC",  Media  Indonesia  (9  November  1994). 


mi  dan  politik  pada  masing-masing  ang- 
gota di  mana  UKM  beroperasi.  Oleh  karena- 
nya  indentifikasi  terhadap  keanekaragam- 
an  UKM  negara-negara  APEC  perlu  dila- 
kukan,  sehingga  mereka  dapat  mencari  as- 
pek-aspek  yang  saling  melengkapi  yang 
dapat  menguntungkan  di  antara  anggota 
APEC. 

Pada  tahapan  ini  "APEC  Experts  Group 
Meeting  on  SMEs"  juga  telah  berhasil 
merumuskan  prioritas-prioritas  kerja  sama 
yang  memuat  antara  lain  masalah  hambat- 
an  yang  dihadapi  UKM  dan  kemungkin- 
an  penanggulangannya,  misalnya  hambat- 
an  perdagangan,  pendanaan,  peningkatan 
SDM,  peningkatan  kerja  sama  antar  UKM 
maupun  dengan  perusahaan-perusahaan 
besar.  Identifikasi  permasalahan  ini  kemu- 
dian  akan  ditangani  lebih  lanjut  oleh  ba- 
dan-badan  APEC  yang  sudah  ada  seperti 
Commitee  on  Trade  and  Investment  (CTI), 
APB-Net  dan  Iain-lain.'^  Keterlibatan  ba- 
dan-badan  ini  tentu  saja  menjadi  faktor 
pendukung  positif  bagi  pengembangan 
UKM  selanjutnya.  Kehadiran  APB-Net  se- 
bagai asosiasi  bisnis  murni  pengusaha  di 
kawasan  Asia  Pasifik  yang  terbentuk  pada 
Agustus  1994,  sangat  dirasakan  manfaat- 
nya,  terutama  untuk  menciptakan  jaringan 
bisnis  UKM  dengan  membentuk  kontak 
yang  kuat  antara  kalangan  UKM  di  ka- 
wasan Asia  Pasifik. 

Keberhasilan  "APEC  Experts  Meeting 
on  SMEs"  untuk  melakukan  identifikasi 
keanekaragaman  karakteristik  UKM  terse- 
but, menjadi  masukan  yang  berharga  bagi 
pertemuan  selanjutnya  tentang  UKM  di 


"oirjen  Sekretariat  Nasional  ASEAN,  op.  cit. 
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Osaka  tanggal  6-8  Oktober  1994.  Berdasar- 
kan  identifikasi  ini,  para  Menteri  APEC 
yang  membidangi  UKM  setelah  bersidang 
dalam  dua  hari  tersebut  berhasil  maju  se- 
langkah  lebih  jauh  dengan  ditetapkannya 
arah  kebijaksanaan  UKM.  Kebijaksanaan 
ini  merupakan  pedoman  yang  diperlukan 
APEC  untuk  menajamkan  arah  dan  stra- 
•  tegi  pengembangan  kerja  sama  UKM.  Da- 
lam hal  ini,  peningkatan  kerja  sama  APEC 
-dalam  pengembangan  UKM  mendasarkan 
'diri  pada  garis  kebijaksanaan  sebagai  beri- 
kut: 

1.  Memacu  laju  pertumbuhan  UKM  {Foster- 
ing SMEs  Growth): 

(a)  Kesepakatan  ini  menggarisbawahi  ke- 
bijakan  mekanisme  pasar  bebas  yang 
akan  menciptakan  iklim  kondusif 
untuk  pertumbuhan  UKM,  dan  kerja 
sama  untuk  memecahkan  masalah- 
masalah  yang  mempengaruhi  perkem- 
bangan  UKM  dengan  prioritas  utama 
pada  masalah  sumber  daya  manusia, 
akses  pada  informasi,  teknologi,  ke- 
tersediaan  modal  dan  akses  pasar; 

(b)  Dalam  hal  ini  para  Menteri  sepakat 
agar  anggota  APEC  mendukung  ini- 
siatif  para  pemimpin  dan  kegiatan  ko- 
misi  untuk  perdagangan  dan  investa- 
si  (Commitee  on  Trade  and  Invest- 
ment, CTI)  serta  kelompok  kerja  lain 
dalam  framework  APEC  yang  berhu- 
bungan  dengan  UKM. 

2.  Mengupayakan  infrastruktur  dan  dere- 
gulasi  yang  kondusif  bagi  iklim  inves- 
tasi,  perdagangan  dan  infrastruktur  {Pro- 
moting trade-and  investment-condusive 
deregulation  and  infrastructure  pro- 
vision): 


(a)  Untuk  meningkatkan  perdagangan 
dan  investasi,  para  Menteri  menekan- 
kan  agar  semua  anggota  APEC  mem- 
fasilitasi  kegiatan  UKM  yang  lebih 
bebas,  meningkatkan  akses  pasar 
dan  berpartisipasi  dalam  WTO  serta 
kegiatan-kegiatan  lain  yang  mendu- 
kung liberalisasi  perdagangan  dan 
investasi; 

(b)  Perlu  juga  diadakan  sarana  untuk 
memfasilitasi  perkembangan  UKM 
ke  negara  lain,  termasuk  di  dalam- 
nya  saling  pengakuan  dalam  standar 
dan  penyederhanaan  prosedur  per- 
dagangan.'^ 

Dengan  kata  lain,  dalam  pertemuan 
Osaka  ini  para  Menteri  sepakat  mengenai 
perlunya  kebijaksanaan  terhadap  UKM 
yang  berorientasi  pada  pasar  serta  memi- 
liki  akses  terhadap  informasi,  teknologi, 
dan  kapital.  Adanya  kebijaksanaan  sema- 
cam  itu  sangat  penting  artinya  bagi  UKM, 
karena  dalam  aspek-aspek  itulah  UKM 
sebenarnya  menghadapi  persoalan  yang 
paling  besar  dan  mendasar. 

Selain  berhasil  menetapkan  arah  kebi- 
jaksanaan UKM,  sidang  para  Menteri  yang 
menangani  bidang  UKM  di  Osaka  di  atas 
juga  menghasilkan  dua  rekomendasi  pen- 
ting.  Pertama,  mereka  menyetujui  perlunya 
suatu  studi  mendalam  akibat  dari  inter- 
dependensi  regional,  perdagangan  terbuka 
dan  deregulasi  terhadap  UKM  yang  ber- 
adaptasi  terhadap  perkembangan  ekonomi 
yang  ada.  Kedua,  sejalan  dengan  itu,  para 
Menteri  juga  sepakat  untuk  membentuk 


'^"Pcngusaha  Kecil  dan  Mcncngah  dalam 
APEC",  Suara  Karya  (11  November  1994). 
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suatu  "Ad  Hoc  Policy  Level  Group"  guna 
mempelajari  usulan-usulan  yang  ada  dan 
memperbaiki  iklim  usaha  dari  UKM. 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  di- 
simpulkan  bahwa  semenjak  dicetuskan  per- 
tama  kalinya  di  Seattle  hingga  pertemuan 
AELM  II  di  Bogor  tahun  1994  perkembang- 
an  UKM  dalam  kerja  sama  ekonomi  APEC 
sejauh  ini  masih  berada  pada  tahapan  pen- 
carian  bentuk  kerja  sama  konkret  yang  be- 
nipa  program  kegiatan  di  antara  anggota 
APEC.  Anggota  APEC  menyadari  bahwa 
mengingat  pentingnya  UKM  dalam  kon- 
tribusi  perekonomian  masing-masing  ang- 
gota APEC  dan  perekonomian  regional,  mer 
kanisme  kerja  sama  di  antara  mereka  mituk 
mengembangkan  UKM  perlu  diciptakan. 
Nammi  demikian,  mituk  merealisasikan  ha- 
rapan  tersebut  tidak  sesederhana  yang  di- 
ucapkan  karena  adanya  perbedaan  kondi- 
si  ekonomi  dan  politik  masing-masing  ang- 
gota APEC  di  mana  UKM  beroperasi.  Oleh 
karena  itu,  langkah  awal  yang  ditempuh 
anggota  APEC  dalam  mengembangkan  ker- 
ja sama  UKM  yaitu  dengan .  melakukan 
identifikasi  terhadap  isu-isu  ummn  UKM 
dan  mangadakan  tinjauan  atas  peran  dan 
kebijaksanaan  UKM.  Setelah  itu  baru  di- 
rancang  arah  kebijaksanaan  dan  program 
kerja  yang  dapat  mengaitkan  pengem- 
bangan  dan  kemampuan  serta  daya  saing 
UKM.  Sedangkan  cetak  biru  mengenai 
program  kerja  sama  pengembangan  UKM 
ini  telah  dapat  direalisasikan  pada  perte- 
muan AELM  III  berikutnya,  yaitu  di  Osaka 
bulan  November  1995  lalu.  Dalam  pertemu- 
an ini,  negara  anggota  APEC  menyetujui 
The  Osaka  Action  Agenda. 


Dirjcn  Sekretariat  Nasional  ASEAN,  op.  cit., 
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Salah  satu  isi  agenda  ini  menggaris- 
bawahi  kesepakatan  mereka  melakukan  sua- 
tu kerja  sama  untuk  meningkatkan  peran 
UKM  dengan  melaksanakan  beberapa  aksi 
berikut  ini: 

a.  convene  training  programs,  seminars  and 
workshops,  including  the  APEC  SME 
Leaders  Workshop  on  SME  policies; 

b.  undertake  an  Industrial  Outlook  Study, 
consisting  of  comprehensive/sectoral 
studies  on  intra-regional  industrial  in- 
terdependence, to  enable  SME  policy 
makers  and  SMEs  to  come  to  a  better 
understanding  of  the  economic  environ- 
ment; 

c.  survey  each  economy's  SME  policies  and 
compile  APEC  best  practices  in  this  area 
in  order  to  enchance  mutual  under- 
standing of  APEC  economies 's  policy 
practices; 

d.  design  a  plan  of  activities  for  the  APEC 
Center  for  Technology  Exchange  and 
Training  for  SMEs  as  a  resource  center 
for  handling  information  networking, 
developing  training  opportunities  and 
organizing  SME-targeted  activities; 

e.  survey  the  financial  markets  for  SMEs 
and  hold  a  Venture  Capital  Workshop 
to  explore  ways  to  promote  SME  access 
to  venture  capital;  and 

f.  compile  in  1996  a  directory  of  agencies 
which  provide  support  for  SMEs. 

Dengan  adanya  kesepakatan  tersebut  di 
atas,  semakin  memberikan  gambaran  yang 


APEC  1995  Osaka  Official  Information,  The 
Ministry  of  Foreign  Affairs,  Japan,  The  Osaka  Action 
Agenda:  Implementation  of  the  Bogor  Declaration. 
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jelas  bahwa  bentuk  kerja  sama  pengem- 
bangan  UKM  di  lingkungan  negara  ang- 
gota  APEC  telah  selangkah  lebih  maju  la- 
gi.  Mereka  tidak  hanya  bicara  tentang  kon- 
sep,  namun  sudah  bergerak  lebih  jauh  lagi 
dalam  bentuk  program  aktivitas  kerja  sa- 
ma UKM  yang  lebih  konkret. 

Peluang  dan  Kendala  Usaha  Kecil- 
Menengah  Negara-negara  APEC 

Salah  satu  keputusan  penting  yang 
berhasil  dicapai  pada  pertemuan  para  pe- 
mimpin  ekonomi  APEC  di  Bogor  bulan 
Nopember  1994  adalah  Deklarasi  Bogor.  Sa- 
lah satu  isi  deklarasi  ini,  negara-negara 
APEC  menyetujui  untuk  memberlakukan 
wilayah  Asia  Pasifik  sebagai  daerah  per- 
dagangan  bebas  pada  abad  21  mendatang. 
Bagi  negara-negara  APEC  yang  tingkat  ke- 
majuan  ekonominya  lebih  baik,  keputusan 
ini  akan  berlaku  sepuluh  tahun  lebih  awal 
dibandingkan  negara-negara  berkembang 
APEC  yang  baru  akan  melaksanakan  kepu- 
tusan tersebut  pada  tahun  2020.  Inti  dari 
kebijaksanaan  liberalisasi  APEC  ini  tidak 
lain  merupakan  penggalang  kerja  sama  an- 
tara  negara  yang  menjadi  anggotanya  de- 
ngan  membuka  batas-batas  negara  selebar- 
nya  untuk  ams  barang,  jasa,  dan  investasi.^^ 

Kebijakan  ini  merupakan  salah  satu 
langkah  nyata  APEC  untuk  mewujudkan 
kemakmuran  rakyat  dan  bangsa  secara^ber- 
sama  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Keyakinan 
dan  harapan  ini  dilandasi  oleh  adanya  pe- 
mikiran  yang  antara  lain  mengacu  pada 
teori  keunggulan  komparatif  intemasional. 


"Hanya  Perusahaan-perusahaan  Besar  yang 
Siap  Memanfaatkan  Peluang  di  APEC",  Suara  Karya 
(9  November  1994). 


Teori  ini  berasumsi  kalau  semua  batas-ba- 
tas negara  dibuka,  faktor-faktor  produksi 
maupun  barang  jadi,  jasa  dan  investasi 
akan  mengalir  ke  tempat-tempat  di  mana 
barang-barang,  jasa  dan  investasi  terpakai 
secara  optimal.  Hasil  yang  diharapkan  ada- 
lah kemakmuran  semua  rakyat  bangsa- 
bangsa  yang  menjadi  anggota  APEC.  Me- 
reka memperoleh  barang  dengan  kualitas 
setinggi  mugkin  dengan  harga  serendah 
mungkin.  Mekanisme  pasar  membuat  alo- 
kasi  optimal  dan  efisiensi  tidak  lagi  ter- 
kotak-kotak  di  dalam  setiap  negara  yang 
bersangkutan,  tetapi  mencakup  wilayah  yang 
lebih  luas  dan  volume  bisnis  yang  sangat 

,  20 

besar. 

Pemahaman  atas  kerangka  berpikir  di 
atas  mendorong  negara-negara  APEC  un- 
tuk bersikap  optimis  terhadap  tujuan  baik 
dari  liberalisasi  ekonomi  mereka.  Namun 
pada  sisi  lain  hams  diakui  pula  bahwa  arah 
kemakmuran  yang  ingin  dicapai  oleh  ne- 
gara-negara APEC  dengan  cara  meliberali- 
sasi  arus  barang,  jasa  dan  investasi  antara 
sesama  anggota  bukan  merupakan  persoal- 
an  sederhana.  Pertumbuhan  ekonomi  yang 
berdasarkan  mekanisme  pasar  tidak  bisa 
otomatis  membelokkan  keberpihakan  pada 
pengusaha  kecil  dan  menengah.  Sebagai 
salah  satu  pelaku  ekonomi,  pengusaha  ke- 
cil dan  menengah  tentu  juga  berpeluang 
untuk  memperoleh  akses  berpartisipasi  da- 
lam era  liberalisasi  ekonomi  dan  perdagang- 
an  APEC.  Namun,  pada  sisi  lain  mereka 
dihadapkan  pada  beberapa  fektor  yang  da- 
pat  menghambat  meraih  peluang  tersebut. 

Atas  dasar  pemikiran  di  atas,  maka  da- 
lam sub  bab  berikut  ini  akan  diuraikan  be- 
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berapa  kemungkinan  pengusaha  kecil  dan 
menengah  negara-negara  APEC  menangkap 
peluang  serta  kendala  yang  mereka  hadapi 
dalam  era  perdagangan  dan  investasi  ne- 
gara-negara APEC  yang  lebih  terbuka. 
Pelaksanaannya  hanya  tinggal  menunggu 
waktu.  Uraian  ini  diperlukan  sebagai  lang- 
kah  antisipasi  pengusaha  kecil  dan  mene- 
ngah menghadapi  era  baru  APEC  tersebut. 

Peluang 

Bagi  masing-masing  negara  anggota 
APEC,  keputusan  bersejarah  AELM  Bogor 
yang  menandai  kesepakatan  bersama  untuk 
mewujudkan  kawasan  perdagangan  bebas 
Asia  Pasifik  dihhat  sebagai  suatu  peluang 
besar  untuk  meningkatkan  pertumbuhan 
ekonomi  mereka.  Kesepakatan  ini  memberi- 
kan  kesempatan  yang  lebih  luas  untuk  me- 
ningkatkan pasaran  produk  ekspor  mereka 
di  wilayah  Asia  Pasifik.  Minimalisasi  dan 
bahkan  penghapusan  hambatan  tarif  dan 
nontarif  yang  akan  segera  terwujud  pada 
era  liberalisasi  perdagangan  dan  investasi 
APEC  2020  menjanjikan  kemudahan  bagi 
mereka  untuk  memperoleh  akses  pasar  di 
luar  negeri.  Kondisi  ini  sudah  tentu  meni- 
pakan  sesuatu  hal  yang  kondusif  bagi  per- 
tumbuhan ekonomi  mereka,  apalagi  me- 
ngingat  bahwa  kawasan  Asia  Pasifik  me- 
rupakan  suatu  wilayah  yang  dinamis  kehi- 

21 

dupan  ekonominya.  Pertama,  dilihat  dari 
kacamata  demografis,  tiga  dari  lima  ke- 


Kehidupan  kawasan  Asia-Pasifik  yang  dinamis 
itu  telah  mendorong  beberapa  kalangan  berpandang- 
an  bahwa  abad  21  mendatang  merupakan  abad  Pasi- 
fik. Istilah  ini  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Eiihu 
Root,  Menteri  Luar  Negeri  Amerika  Serikat  tahun 
1908,  Root-  memprediksikan  kawasan  ini  dengan 
pcmyataannya  yang  sangat  terkenal,  "Mediteranian 
adalah  samudera  masa  lalu,  Atlantik  adalah  samu- 


lompok  besar  negara  berpenduduk  terba- 
nyak  di  dunia  ini  berada  dalam  kawasan 
Asia  Pasifik,  yaitu  Republik  Rakyat  Cina, 
Amerika  Serikat  dan  Indonesia.  Kedua,  kon- 
tribusi  negara-negara  Asia  Pasifik  terhadap 
Product  Domestic  Brutto  (PDB)  dunia  sa- 
ngatlah  besar,  yaitu  sebanyak  84  persen. 
Dalam  hal  ini,  dua  negara  penyumbang 
terbanyak  PDB  dunia  berada  di  wilayah 
Asia  Pasifik,  yaitu  negara-negara  Amerika 
Utara  dan  negara-negara  industri  baru  Asia 

22 

Timur.  Ketiga,  selama  dua  dekade  terakhir 
ini  kawasan  Asia  Pasifik  berhasil  menun- 
jukkan  diri  sebagai  kawasan  yang  paling 
tinggi  tingkat  pertumbuhan  ekonominya. 
Sebagaimana  angka  statistik  menunjukkan; 
nilai  perdagangan  di  wilayah  ini  mencakup 

23 

dua  pertiga  total  perdagangan  dunia. 

Sementara  itu,  kenyataan  lain  juga  mem- 
perlihatkan  bahwa  perdagangan  intra  ka- 
wasan Asia  Pasifik  menunjukkan  interde- 
pendensi  yang  cukup  kuat.  Pada  tahun  1991, 
perdagangan  intraregional  mereka  menca- 
pai  65,6  persen,  melebihi  persentase  perda- 
gangan antar  anggota  Masyarakat  Ekono- 

24 

mi  Eropa  sebesar  63  persen.    Sementara  di- 


dera  masa  kini,  Pasifik  adalah  samudera  masa  de- 
pan",  Kompas,  "Abad  Pasifik  Telah  Tiba"(10  No- 
vember 1994). 

22 

Data  ini  diambil  dari  makalah  Alan  Caroll 
yang  disampaikan  pada  Pacific  Rim  Forum  bulari 
Oktober  1994  di  Beijing.  Menurut  dia,  PDB  dunia 
didominasi  hanya  oleh  tiga  lingkaran  kumpulan 
negara.  Lingkaran  pertama  adalah  negara-negara  di 
Amerika  Serikat  yang  menguasai  29  persen  PDB 
dunia.  Lingkaran  selanjutnya  adalah  negara-negara 
Eropa  Barat  (27  persen)  dan  lingkaran  terakhir  di- 
kuasai  oleh  negara-negara  Asia  Timur  (28  persen). 
Ibid. 

23    .  . 

Dirjen  Sekretariat  Nasional  ASEAN,  op.  cit. 

24 

"Peran  Dunia  Usaha  Aspas  dalam  Perkem- 
bangan  APEC",  Bisnis  Indonesia  (19  September 
1994). 
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lihat  persentase  perdagangan  masing-ma- 
sing  negara  anggota  APEC  ke  Asia  Pasifik 
juga  menunjukkan  gambaran  yang  sama. 
Amerika  Serikat  misalnya,  ekspor  negara 
ini  yang  bernilai  tidak  kurang  dari  270  mil- 
yar  dollar  saat  ini  ditujukan  ke  negara- 
negara  Asia  Pasifik.  Dua  pertiga  dari  nilai 
ekspor  itu  tertuju  ke  Kanada,  Jepang,  Mek- 
siko,  sementara  sekitar  100  milyar  dollar 
AS  lainnya  ke  negara  berkembang  lain,  se- 
perti  Chili,  Australia  dan  Selandia  Bam. 
Sehingga  tidak  mengherankan  apabila  reali- 
tas  ini  semakin  menyadarkan  Amerika  Se- 
rikat akan  pentingnya  kesepakatan  liberali- 
sasi  perdagangan  yang  tertuang  dalam 
Deklarasi  Bogor  sebagai  suatu  peluang  yang 
cukup  besar  untuk  semakin  meningkatkan 

25 

perdagangannya  di  kawasan  Asia  Pasifik. 

Seperti  halnya  Amerika  Serikat,  Indo- 
nesia juga  melihat  keputusan  Bogor  terse- 
but  sebagai  suatu  peluang  bagi  pertum- 
buhan  ekonomi  nasional.  Pada  tahun  1993, 
misalnya  sebanyak  80  persen  kegiatan  per- 
dagangan luar  negeri  Indonesia  adalah  de- 
ngan  negara-negara  APEC,  terutama  ke 
Amerika  Serikat  dan  Jepang.  Meskipun 
jumlahnya  kecil,  Indonesia  mengalami  sur- 
plus dari  ekspor  kedua  negara  tersebut. 
Mekipun  jumlah  kegiatan  ekspor  Indonesia 
saat  ini  mengalami  penurunan  sebanyak  5 
persen  dari  tahun  sebelumnya,  namun  wi- 
layah  Asia  Pasifik  masih  tetap  mendomina- 

26 

si  sebagai  negara  tujuan  ekpor  Indonesia. 

Dalam  kaitannya  dengan  kesempatan 
meraih  peluang  ekonomi  yang  mungkin 


"APEC  Untulc  Siapa?",  Kompas  (19  Novem- 
ber 1994). 

26 

"Indonesia  Perlu  Tingkatkan  Pcran  Ekonomi 
di  Kawasan  Asia  Pasifik",  Suara  Karya  (4  Novem- 
ber 1994). 


dapat  dimanfaatkan  pada  era  perdagang- 
an terbuka  APEC  mendatang  di  atas  bu- 
kan  hanya  berlaku  bagi  pengusaha  besar, 
namun  juga  bagi  pelaku  ekonomi  yang 
lain,  seperti  pengusaha  kecil  dan  mene- 
ngah.  Seberapa  jauh  UKM  dapat  meman- 
faatkan  peluang  yang  terbuka,  sangat  di- 
tentukan  oleh  keberadaan  UKM.^^  Dalam 
kaitan  dengan  perdagangan  dan  investasi 
UKM  dapat  dikelompokkan  ke  dalam: 

1.  UKM  yang  sudah  go  global,  yaitu 
UKM  yang  telah  menjalankan  kegiatan 
internasional  secara  sangat  luas,  meli- 
puti  kawasan  global,  misalnya  Asia, 
Eropa  atau  Amerika  Utara.  Di  kawasan 
Asia  Pasifik,  UKM  yang  termasuk  da- 
lam kategori  ini  jumlahnya  hanya  se- 
besar  1-5  persen  saja; 

2.  UKM  yang  sudah  internationalized, 
yaitu  UKM  yang  telah  menjalankan  sa- 
tu  kegiatan  internasional,  misalnya  eks- 
por. Jumlahnya  sekitar  20  persen  dari 
jumlah  UKM  yang  ada  di  kawasan  Asia 
Pasifik; 

3.  UKM  potensial,  yaitu  UKM  yang  memi- 
liki  potensi  menjalankan  kegiatan  inter- 
nasional, jumlahnya  antara  20-40  persen; 

4.  Sedangkan  sisanya  menipakan  UKM  yang 
berorientasi  domestik,  adalah  UKM  yang 

28 

menjalankan  usaha  secara  domestik. 

Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas, 
maka  UKM  perlu  dapat  mengembangkan 
dirinya  sehingga  pada  akhirnya  dapat  me- 
ngikuti  perkembangan  ekonomi  regional 


"Pengusaha  Kecil  dan  Mencngah  dalam  APEC", 
Suara  Karya  (11  November  1994). 

"^Ibid.  Lihat  juga  laporan  dari  PECC,  loc  cU.,  22. 
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dengan  persaingan  yang  ketat.  Bagi  UKM 
yang  sudah  go  global,  go  international  dan 
potensial  barangkali  tidak  mengalami  ke- 
sukaran  sebesar  UKM  yang  berorientasi  do- 
mestik  dalam  menghadapi  situasi  perda- 
gangan  yang  semakin  kompetitif  baik  di 
dalam  maupun  di  luar  negeri  yang  secara 
langsung  maupun  tidak  langsung  akan 
mempengaruhi  mereka. 

Menyadari  adanya  kenyataan  ini,  maka 
dalam  rangka  mengikutsertakan  UKM  da- 
lam perdagangan  yang  semakin  terbuka 
antar  negara  sekawasan  di  Asia  Pasifik  ini, 
suatu  aliansi  kerja  sama  UKM  dengan  peru- 
sahaan-perusahaan  besar  perlu  dilakukan. 
Ini  tidak  lain  karena  perdagangan  yang  se- 
makin terbuka  tidak  hanya  sebatas  pada  ba- 
rang  dan  jasa,  namun  juga  dalam  investasi 
yang  akan  mengubah  bentuk  perdagangan 
intemasional  temtama  dengan  semakin  me- 
ningkatnya  peranan  Foreign  Direct  Invest- 
ment (FDI).  Kerja  sama  antar  perusahaan  da- 
lam ruang  lingkup  domestik  akan  dipenga- 
ruhi  juga  oleh  aliansi  strategis  intemasio- 
nal. Melalui  FDI,  temtama  melalui  bantuan 
informasi  dan  keterampilan,  para  pengusaha 
kecil  dan  menengah  dapat  memperoleh  pe- 
luang  untuk  menjadi  mitra  teknologi  atau 
menjadi  pemsahaan  subsider  dari  pemsaha- 

29 

an  intemasional. 

Dengan  demikian  peluang  UKM  dalam 
memanfaatkan  era  perdagangan  bebas  juga 
akan  semakin  terbuka  dengan  memanfaat- 
kan kerja  samanya  deng^  pemsahaan  be- 
sar. Hal  ini  juga  dimungkinkan  karena  ti- 
dak semua  produk  barang  dan  jasa  dihasil- 
kan  oleh  industri-industri  besar.  Masih  ba- 
nyak  produk  yang  juga  merupakan  hasil 


dari  industri  kecil.  Sehingga  dengan  sema- 
kin terbukanya  akses  pasar  di  luar  negeri, 
akses  produksi  dari  hasil  industri  kecil  ju- 
ga akan  semakin  mudah  untuk  dipasarkan. 
Tetapi  dalam  prakteknya,  proses  untuk  me- 
nembus  pasar  intemasional  bagi  pengusa- 
ha kecil  tidak  sesederhana  itu.  Meskipun  de- 
mikian, peluang  itu  tetap  terbuka  dengan 
adanya  sistem  subkontrak  antara  pengusa- 
ha kecil  dan  menengah  dengan  pengusaha 
besar.  Realita  mitra  kerja  sama  antara  me- 
reka juga  digarisbawahi  oleh  para  peserta 
SOM  n  bulan  Mei  1994  di  Bali,  yang  me- 
nyatakan  bahwa  sebanyak  90  persen  kong- 
lomerat  atau  pengusaha  besar,  kegiatan  eko- 

30 

nominya  didukung  oleh  UKM. 

Dengan  demikian,  tidaklah  berlebihan 
bila  dikatakan  bahwa  dengan  berbagai  ke^ 
lebihan  yang  dimiliki  UKM  dan  kemudi^ 
an  melalui  kerja  sama  dengan  pemsahaan 
besar,  UKM  dapat  memperoleh  kesempatan 
untuk  memanfaatkan  peluang  dalam  kancah 
APEC.  Demi  kemakmuran  bersama,  aliansi 
ini  tidak  hanya  dilakukan  dengan  pemsa- 
haan besar.  Peningkatan  peran  industri  ke- 
cil dan  menengah  dalam  kerangka  kerja 
sama  ekonomi  APEC  juga  dapat  dilakukan 
melalui  aliansi  antar  pemsahaan  maju  dan 
berkembang.  Bentuk  aliansi  ini  telah  dise- 
tujui  APEC  dalam  SOM  II  bulan  Mei  1995 
di  Bali.  Alasan  aliansi  ini  karena  kelom- 
pok  usaha  kecil  dan  menengah  di  negara 
berkembang  masih  mengalami  kesulitan  da- 
lam permodalan,  manajemen,  dan  akses  pa- 
sar. Menumt  Laila  D.  Caropebora  dari  De- 
partemen  Perdagangan  AS  pada  pertemu- 
an  tersebut,  "kalau  kita  mau  bergerak  di 
bidang  sepatu,  kan  sudah  dikuasai  NIKE. 


Dirjen  Sekretariat  Nasional  ASEAN,  op.  cit. 


"APEC  Harus  Tonjolkan  Kerja  Sama  Infra- 
struktur",  Kony)as  (23  Mei  1994). 
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Jadi  kita  perlu  kerja  sama  dengan  cara 

31 

aliansi  itu."  Kerja  sama  antara  perusahaan 
besar,  termasuk  perusahaan  multinasional 
dan  pengusaha  UKM  di  kawasan  Asia  Pa- 
sifik  merupakan  suatu  pendekatan  efektif 
guna  meningkatkan  peranan  UKM.  Menu- 
rut  Soesilo  Sudarman,  kerja  sama  seperti  itu 
akan  membantu  pertukaran  pengalaman  da- 
lam  keahlian  manajerial,  SDM  dan  perkem- 

32 

bangan  pasar. 

Untuk  memfasilitasi  mitra  hubungan  an- 
tar  perusahaan  di  kawasan  Asia  Pasifik  di 
atas,  para  pengusaha  swasta  APEC  telah 
membentuk  Asia  Pasific  Business  Network 
(APB-Net).  APB-Net  ditanggapi  positif  ka- 
rena  selaras  dengan  semangat  peningkat- 
an  partisipasi  kelangan  bisnis  dalam  ke- 
rangka  kerja  sama  APEC  yang  diamanatkan 
dalam  KTM  V,  AELM  I,  dan  SOM  I.  Pada 
prinsipnya,  APB-Net  yang  diresmikan  da- 
lam suatu  pertemuan  pengusaha  swasta 
APEC  di  Jakarta  24-25  Agustus  1994  meni^ 
pakan  mekanisme  untuk  mengorganisasr- 
kan  pertemuan  kalangan  swasta  secara  pe- 

33 

riodik.  Keanggotaan  APB-Net  bukan  ke- 
anggotaan  organisasi  dunia  usaha  dari  ne- 
gara-negara  APEC,  seperti  KADIN  di  In- 
donesia, melainkan  organisasi  dari  indi- 
vidu  pengusaha  di  kawasan  Asia  Pasifik. 
Meskipun  tidak  termasuk  dalam  struktur 
APEC,  namun  APB-Net  akan  mendukung 
APEC  secara  penuh  dan  bukan  untuk  me- 


"Perlu  Aliansi  untuk  Meningkatkan  Peran 
Usaha  Kccil  dan  Menengah",  Kompas  (20  Mei 
1994). 

^^"APEC  Told  to  Set  Up  Network  to  Improve 
Human  Resources",  The  Jakarta  Post  (2  Februari 
1994). 

^^"APEC  Harus  Tonjolkan  Faktor  Kerja  Sama 
Infrastruktur",  Kompas  (23  Mei  1994). 


nyaingi  badan  APEC  yang  sudah  ada. 
Pacific  Business  Foreum  (PBF)  yang  diben- 
tuk  oleh  para  pemimpin  ekonomi  APEC  di 
Seattle,  November  1993  masih  dihargai  APB- 
Net  sebagai  suatu  forum  yang  membahas 
berbagai  isu  yang  menyangkut  masalah  kc- 
bijakan.  Melalui  saran  APB-Net  ini,  ka- 
langan-kalangan  bisnis  di  lingkungan  APEC 
bisa  langsung  berhubungan.  Sehingga,  de- 
ngan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  de- 
ngan adanya  jaringan  APB  ini  UKM  ne- 
gara-negara  APEC  memperoleh  kesempatan 
positif  untuk  mengembangkan  usaha  me- 
reka  dalam  kancah  liberalisasi  perdagangan 
APEC.  Dalam  pertemuan  periodik  yang  di- 
selenggarakan  APB-Net,  para  pengusaha 
akan  mengidentifikasi  kesempatan  bisnis, 
pertukaran  informasi  dan  meningkatkan  kon- 
tak  dalam  kerangka  peningkatan  investasi 
dan  perdagangan  di  kawasan  Asia  Pasifik. 

Sejalan  dengan  perubahan  perdagangan 
intemasional  yang  sangat  kompetitif,  trans- 
formasi  besar-besaran  dalam  kegiatan  indus- 
tri  juga  terjadi  sebagai  akibat  adanya  tun- 
tutan  kebutuhan  pasar  dewasa  ini  yang  se- 
cara drastis  mengubah  struktur  ekonomi  ne- 
gara-negara  dari  penghasil  barang  primer 
menjadi  barang  manufaktur  dengan  nilai 
tambah  tinggi,  serta  dari  penghasil  barang 
menjadi  penghasil  jasa.  Meningkatnya  ke- 
anekaragaman  produksi  ini  merupakan  la- 
han  yang  cocok  bagi  pengembangan  UKM 
yang  terbukti  mempunyai  tingkat  fleksibili- 

35 

tas  dalam  memproduksi  barang.  UKM 
mampu  bergerak  dari  satu  sektor  ke  sektor 
lain  sesuai  dengan  tuntutan  pasar,  karena 


"Swasta  APEC  Sepakat  Bcntuk  APB-Net", 
Suara  Karya  (20  Mei  1994). 

^'selected  document,  145. 
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di  antara  mereka  masih  jarang  yang  memi- 
liki  kemampuan  spesifikasi  keahlian. 

Kendala 

Dengan  semakin  terbukanya  arus  per- 
dagangan  antara  anggota  APEC  pada  ta- 
hun  2020  akan  timbul  lebih  banyak  tan- 
tangan  bagi  para  pengusaha.  Tanpa  kecua- 
li,  pengusaha  besar  maupun  kecil  akan  me- 
ngalami  nasib  yang  sama.  Minimalisasi  dan 
bahkan  penghapusan  hambatan  tarif  mau- 
pun nontarif  terhadap  arus  barang,  jasa  dan 
investasi  yang  akan  segera  terealisir  di  ka- 
wasan  Asia  Pasifik  itu  menuntut  produksi 
berkualitas  dari  mereka.  Persaingan  dengan 
produk  asing  merupakan  sesuatu  yang  ti- 
dak  terhindarkan  baik  pada  pasaran  domes- 
tik  maupun  luar  negeri.  Oleh  karena  itu,  agar 
mereka  tetap  bisa  hadir  dalam  persaingan 
ketat  ini,  para  pengusaha  di  negara  anggota 
APEC  harus  mampu  mengimbanginya  de- 
ngan kualitas  produk  yang  bagus  dan  ber- 
kelanjutan.  Ketidakmampuan  mereka  me- 
menuhi  tuntutan  tersebut  akan  menyebab- 
kan  mereka  tersisih  dan  terlempar  dari 
arena  kompetisi  itu.  Permasalahannya  ha- 
nya  pengusaha  besar  saja  yang  relatif 
mampu  memenuhi  itu.  Ini  sejalan  dengan 
yang  dikemukakan  Kwik  Kian  Gie  bahwa: 

Hanya  perusahaan-perusahaan  yang  ber- 
skala  besar  sajalah  yang  paling  slap  untuk 
memanfaatkan  peluang-peluang  yang  ada 
dalam  kerangka  kerja  sama  APEC.  Perusa- 
haan-perusahaan besar  sudah  memiliki  ja- 
ringan  global.  Sedangkan  perusahaan-peru- 
sahaan yang  masih  berskala  kecil  dan  me- 
nengah,  belum  bisa  memanfaatkan  peluang- 
peluang  apa-apa.^* 


"Hanya  Perusahaan-perusahaan  Besar  yang 
Siap  Memanfaatkan  Peluang  di  APEC",  Suara  Karya 
(9  November  1994). 


Munculnya  sikap  pesimis  terhadap  pe- 
ranan  pengusaha  kecil  dan  menengah  pada 
era  perdagangan  bebas  APEC  di  atas  da- 
pat  dimengerti  sejauh  masih  tetap  melekatf 
nya  beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala 
bagi  mereka  untuk  menunjukkan  peranan^ 
nya.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pe- 
ranan  UKM  ini  dapat  bersumber  dari  da- 
lam maupun  dari  luar  lingkungan  UKM  itu 
sendiri. 

Dalam  hal  ini,  dilihat  dari  segi  mana 
pun  tampaknya  permasalahan  internal  da- 
ri usaha  kecil  dan  menengah  itu  sendiri  te- 
lah  menjadi  kendala  serius  bagi  mereka  un- 
tuk berkembang.  Salah  satu  kendala  yang 
dihadapi  oleh  UKM  terlihat  dengan  jelas 
dari  aspek  teknologi  sebagai  cerminan  pe- 
nguasaan  sains  dan  teknologi  mereka  yang 
relatif  masih  rendah.  Pada  sisi  lain,  untuk 
bisa  menguasai  teknologi  tinggi,  mereka  ti- 
dak  memiliki  kapital  yang  cukup  besar. 
Sedangkan  untuk  belajar  menguasai  tek- 
nologi canggih  sudah  terlambat.  Dalam  arr 
tian,  pada  saat  mempelajari  satu  teknologi 
tertentu  mereka  membutuhkan  waktu  yang 
tidak  singkat  dan  selama  waktu  itu  tekno- 
logi bam  tentang  hal  sama  sudah  dapat  di- 
inovasi.  Sehingga  para  pengusaha  kecil  dan 
menengah  tampaknya  selalu  ketinggalan 
terhadap  perkembangan  teknologi  bam. 

Saat  ini  skill  tenaga  ahli  dari  luar  negeri 
mungkin  bisa  didatangkan,  namun  untuk 
menyewa  atau  mempekerjakan  mereka  mem- 
butuhkan biaya  yang  cukup  tinggi  pula. 
Kelangkaan  teknologi  ini  dan  ditambah  ju- 
ga  lemahnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) 
mereka  menyebabkan  kualitas  produksi  me- 
reka kalah  bersaing  dengan  pemsahaan  be- 
sar. Didukung  oleh  taraf  penguasaan  tekno- 
logi yang  lebih  maju,  SDM  yang  handal 
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serta  modal  yang  kuat,  perusahaan-penisa- 
haan  berskala  besar  lebih  mampu  memenuhi 
persyaratan  kualitas  sebagaimana  yang  di- 
minta  oleh  Sertifikat  ISO  9002  sebagai  pe- 
ngakuan  internasional  bidang  standar  mu- 
tu  dan  manajemen.  Konsekuensi  lebih  lan- 
jut  dari  pemilikan  kelebihan  tersebut,  peru- 
sahaan-perusahaan  besar  pada  gilirannya  ju- 
ga  memiliki  jaringan  akses  pasar  baik  do- 
mestik  maupun  global  yang  relatif  jauh  le- 
bih baik. 

Oleh  karena  itu,  tidak  berlebihan  kalau 
kemudian  dikatakan  bahwa  berbagai  keter- 
batasan  internal  yang  dialami  UKM,  seper- 
ti  permodalan,  teknologi,  akses  pasar,  ke- 
terbatasan  manajemen  dan  SDM  serta  in- 
formasi  yang  memadai  telah  menyebab- 
kan  timbulnya  beibagai  kesulitan  berantai. 
Persoalan  yang  dihadapi  para  pengusaha 
kecil  dan  menengah  ini  pada  gilirannya  te- 
lah menjadi  suatu  dilema  inheren  bagi  me- 
reka  untuk  berkembang.  Hanya  saja  mung- 
kin  persoalan  ini  bagi  UKM  di  npgara  ma- 
ju  anggota  APEC  tidak  sedilematis  seperti 
yang  terjadi  di  negara  berkembang. 

Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  apa- 
bila  kemudian  muncul  kekhawatiran-kekha- 
watiran  dampak  perdagangan  bebas  APEC 
terhadap  negara  anggota  APEC  yang  masih 
dalam  taraf  berkembang.  Khususnya  mun- 
cul kekhawatiran  dari  sesama  negara  ang- 
gota APEC  bahwa  industri  dari  negara  ma- 
ju  APEC  akan  mematikan  industri 'yang 
bergerak  di  sektor  yang  sama  di  negara 
berkembang.  Kekhawatiran  ini  diungkap- 
kan  oleh  Mahatir  Muhammad  ketika  ia 
pada  awalnya  mengajukan  keberatan  atas 
Deklarasi  Bogor.  Mahatir  mengingatkan  bah- 
wa bagi  Malaysia  sendiri  perbedaan  10  ta- 
hun  (2010-2020)  tid^  cukup.  Untuk  negara 


maju  dan  industri  baru,  perekonomian  me- 
reka  sudah  mantap.  Mereka  memiliki  kemam- 
puan  untuk  memanfaatkan  seluruh  aset 
produksi,  teknologi,  dan  modal.  Pengalam- 
an  mereka  sudah  transnasional.  Dengan  po- 
sisi  demikian,  adanya  liberalisasi  perdagang- 
an dan  investasi,  besar  kemungkinan  me- 
reka akan  lebih  leluasa  bergerak  masuk  ke- 
sana-kemari,  yang  kemungkinan  besar  juga 
melibas  sektor  usaha  yang  sama  dengan 
negara  berkembang.'^  Ketidakmampuan  ne- 
gara berkembang  untuk  bersaing  dalam  era 
perdagangan  bebas  dan  investasi  menda- 
tang  akan  menjadikan  mereka  hanya  seba- 
gai negara  tujuan  pemasaran  hasil  indus- 
tri negara  APEC  lainnya.  Apabila  ini  ter- 
jadi, pada  gilirannya  akan  mematikan  UKM 
di  negara  tersebut.  Oleh  karena  industri  ne- 
gara APEC  yang  maju  memiliki  ases  modal, 
teknologi,  maka  sangat  besar  kemungkinan- 
nya  pasar  bisnis  UKM  di  bidang  tersebut 
pada  akhimya  akan  dikuasai.'* 

Sedangkan  pada  sisi  lain,  faktor  eks- 
temal  juga  dapat  mempengaruhi  kerja  sa- 
ma negara-negara  anggota  APEC  dalam  pe- 
ngembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah. 
Faktor  ekstemal  ini  bisa  diwujudkan  kebi- 
jaksanaan-kebijaksanaan  pemerintah  yang 
belum  mendukung  UKM.  Di  beberapa  ne- 
gara anggota  APEC,  situasi  tersebut  masih 
tetap  ada  dengan  tetap  berlanjutnya  prak- 
tek  monopoli  dan  proteksi  terhadap  bebe- 
rapa industri  ^esar.  Meskipun  pada  satu 
sisi  kebijakan  ini  bertujuan  untuk  melin- 
dungi  kepentingan  industri  nasional  me- 
reka, namun  pada  sisi  lain  praktek  mono- 


"Mahathir  Ajukan  Beberapa  Keberatan  atas 
Deklarasi  Bogor",  Kompas  (17  November  1994). 

^Vande  Radja  Silalahi,  Dampak  Globalisasi 
Terhadap  Ekspor  Indonesia  (CSIS,  1995):  11. 
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poli  dan  proteksi  yang  mendapat  dukung- 
an  pemerintah  mereka  masing-masing  mem- 
bawa  efek  negatif  langsung  terhadap  per- 
kembangan  UKM  di  negara  tersebut.  Ka- 
sus  ambruknya  industri  tekstil  berskala 
kecil  dan  menengah  di  Majalaya  dan  Pe- 
kalongan  di  Indonesia  dapat  digunakan  se- 
bagai  ilustrasi  yang  baik  terhadap  situasi 
di  atas. 

Faktor  yang  menyebabkan  rontoknya  in- 
dustri tekstil  berskala  kecil  dan  menengah 
di  kedua  kota  tersebut  antara  lain  sebagai 
akibat  tak  terkontrolnya  praktek  kartel  in- 
dustri besar  dan  pengadaan  bahan  baku 

39 

produk  tekstil.  Esensi  persoalan  ini  ada- 
lah  terns  meningkatnya  harga  jual  serat  ra- 
yon maupun  polister  yang  hanya  dikuasai 

40 

oleh  tiga  perusahaan  nasional.  Harga  ba- 
han baku  terus  melonjak  sampai  dengan 
Juli  1995  hingga  mencapai  85  persen.  Lagi- 
pula,  benang  itu  harus  dibeli  dengan  har- 

41 

ga  kontan.    Di  sini  letak  permasalahan- 


Menuruk  Kwik  Kian  Gie,  praktek  kartel  tidak 
bisa  dipisahkan  dari  konsentrasi  kekuatan  ekonomi. 
Kartel  menyatukan  perilaku  dan  sikap  dari  para  pro- 
dusen  atau  pedagang  dengan  tnaksud  menciptakan 
situasi  monopolistik,  supaya  bisa  mengurangi  atau 
meniadakan  persaingan  sama  sekali.  Kalau  persaing- 
an  tidak  ada  atau  kadamya  sangat  berkurang,  harga 
bisa  ditentukan  semaunya.  Supaya  harga  dengan  laba 
tinggi  dapat  dipertahankan,  kalau  pcrlu  pasokan- 
nya  dibatasi.  Semuanya  atas  kesepakatan  produsen. 
Contohnya  adalah  pabrik  tekstil  yang  merasakan 
langkanya  bahan  baku.  Jadi  dengan  kata  lain  kartel 
bisa  dibentuk  untuk  menciptakan  kondisi  monopo- 
listik dengan  maksud  menaikkan  laba  melalui  .pe- 
ningkatan  harga.  Lihat  Kompas,  "Masalah  Kartel, 
Merger,  Akuisisi  dan  Asosiasi  Perusahaan  Sejenis 
(3  Jnii  1995). 

40 

"Gejala  Awal  Hancumya  Industri  Tekstil  Ka- 
sional",  Kompas  (26  Juni  1995). 

41 

"Terjepit  Naiknya  Harga  Bahan  Baku  dan  Se- 
retnya  Penjualan",  Kompas  (1  Juli  1994). 


nya.  Jika  harga  bahan  baku  harus  dibayar 
kontan,  para  pengusaha  industri  kecil  Ma- 
jalaya dan  Pekalongan  yang  produknya  be- 
rupa  kain  sarung  ini  harus  pasrah  mene- 
rima  pembayaran  cicilan  dari  para  peda- 
gang. Kenaikan  bahan  baku  ini  tidak  bisa 
serta  merta  dikompensasikan  dengan  ke- 
naikan harga  barang  jadi  sarung  sebagai 
hasil  produksi  dari  industri  di  Pekalongan 
dan  Majalaya,  sebab  harga  jual  kain  sa- 
rung dalam  kurun  waktu  lama  hanya  me- 
ngalami  kenaikan  harga  yang  sedikit.  Se- 
bagai akibatnya,  industri  kecil  makin  ter- 
sudut,  dan  pada  akhimya  dampak  beran- 
tai  langsung  menghantam  mereka.  Dam- 
pak itu  dimulai  dari  menurunnya  volume 
produksi  mereka,  merosotnya  nilai  perda- 
gangan,  dan  pemberhentian  tenaga  kerja 
buruh  mereka.  Tidak  teratasinya  persoalan 
ini  telah  menyebabkan  banyak  industri 
tekstil  kecil  dan  menengah  di  kedua  kota 
itu  menghentikan  produksinya  dan  gulimg 
tikar. 

Untuk  mengatasi  persoalan  tersebut  di 
atas,  maka  pemerintah  perlu  menciptakan 
suasana  yang  mendukung  pengembangan 
UKM  agar  mereka  bisa  tetap  eksis  dan  ber- 
peran  dalam  kehidupan  ekonomi  nasional 
dan  regional.  Lingkungan  yang  mendukung 
kewirausahaan  dan  kemampuan  manajerial 
UKM  di  masing-masing  negara  maupun 
tingkat  regional  APEC  sangat  diperlukan 
dalam  menghadapi  suasana  perdagangan 
APEC  yang  semakin  kompetitif  mendatang. 
Seperti  diungkapkan  oleh  Johan  Syahperi 
Saleh  bahwa: 

Upaya  meningkatkan  SME  memerlukan 
kebijaksanaan  dan  program  langsung  ser- 
ta suasana  kondusif  pemerintah  untuk  hal- 
hal  tersebut.  Ku  terjadi  karena  SME  sendiri 
mengalami  berbagai  kesulitan,  seperti  akses 
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pasar,  permodalan,  keterbatasan  manajemen, 

42 

teknologi  dan  informasi  yang  memadm. 

Kenyataan  bahwa  UKM  di  negara  APEC 
mengalami  berbagai  kendala  internal  mau- 
pun  eksternal  telah  mendorong  APEC  se- 
bagai  suatu  forum  kerja  sama  ekonomi  re- 
gional untuk  menggalang  kerja  sama  da- 
lam  bidang  UKM.  Ini  seperti  yang  terli- 
hat  dengan  disepakatinya  "delapan  ini- 
siatif '  yang  perlu  segera  ditangani  APEC 
dalam  EALM  I  di  Seattle,  misalnya  yaitu 
Pembentukan  Pusat  Pertukaran  Transfer 
Teknologi  dan  Pelatihan  bagi  UKM.  Mes- 
kipim  demikian,  upaya  menjadikan  UKM 
sebagai  ajang  kerja  sama  lebih  konkret  di 
dalam  APEC  bukan  persoalan  mudah.  Per- 
tama,  masih  adanya  tingkat  perbedaan 
tingkat  ekonomi  antara  sesama  anggota 
APEC.  Range  tingkat  pendapatan  per  ka- 
pita  mereka  sebagaimana  data  pada  tahun 
1992  menunjukkan  berkisar  antara  AS$380, 
RRC  dan  AS$28.220,  Jepang  dan  AS$23.120 
Amerika  Serikat.  Perbedaan  ini  dapat  meng- 
hambat  sasaran-sasaran  yang  ingin  dicapai 
APEC. 

Kedua,  mereka  sampai  saat  ini  juga  ma- 
sih menghadapi  persoalan  perbedaan  pen- 
definisian  UKM  antar  sesama  anggota 
APEC.  Hal  ini  diakui  oleh  para  peserta 
SOM  IT  di  Bali  ketika  mereka  melakukan 
pembahasan  utama  tentang  upaya  me- 
ningkatkan  peranan  sektor  swasta  dan  in- 
dustri  kecil  dan  menengah.  Mereka  menga- 
kui  bahwa  sampai  saat  ini  belum  dipero- 
leh  kesepakatan  bersama  negara  anggota 
APEC  tentang  definisi  dan  kriteria  UKM. 
Ini  tidak  lain  mengingat  adanya  perbeda- 


"APEC  Harus  Tonjolkan  Faktor  Kerja  Sama 
Infrastruktur",  Kompas  (23  Mei  1994). 


an  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  di  an- 
tara mereka.  Industri  kecil  bagi  satu  negara 
bisa  diartikan  sebagai  industri  besar  bagi 
negara  lain.  Sebagaimana  hal  tersebut  di- 
akui oleh  Wisber  Louis,  masalah  definisi 
UKM  memang  belum  diperinci  dalam  APEC, 
belum  ada  standar  yang  mengatur  SME.'*^ 
Tidak  terselesaikarmya  persoalan  ini  akan 
merupakan  ganjalan  bagi  penggalangan 
kerja  sama  APEC  yang  lebih  konkret  di 
bidang  UKM  di  masa  depan. 


Penutup 

Liberalisasi  perdagangan  dan  investasi 
APEC  pada  tahun  2020  menuntut  negara 
anggotanya  untuk  melakukan  efisiensi  di 
segala  bidang,  karena  persaingan  di  pasar 
faktor  produksi  dan  hasil  produksi  akan 
semakin  tajaqi  baik  pada  tingkat  lokal  dan 
regional.  Situasi  ini  pada  satu  sisi  dapat 
memberikan  keuntungan  namun  pada  sisi 
lain  dapat  juga  mengakibatkan  kerugian 
baik  secara  ekonomis,  politik  dan  keaman- 
an.  Usaha  kecil  dan  menengah  sebagai  sa- 
lah  satu  pelaku  ekonomi  juga  tidak  terlepas 
dari  dampak  perubahan  tersebut  baik  se- 
cara langsung  maupun  tidak  langsung.  De- 
ngan keyakinan  bahwa  meningkatnya  pe- 
ranan usaha  kecil  dan  menengah  akan  da- 
pat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi 
yang  lebih  besar  dan  selanjutnya  dapat  me- 
ningkatkan kesejahteraan  masyarakat  bang- 
sa  APEC,  maka  penggalangan  kerja  sama 


"Masa  Depan  APEC",  Kompas  (7  November 
1994).  Mcngenai  definisi  baku  UKM  di  kawasan 
Asia  Pasifik  ini,  wakil  delcgasi  dari  Taiwan  pcmah 
mcncoba  mcmbuatnya  dan  gagal  ketika  disclengga- 
rakan  SOM  di  Yogyakarta  tahun  1994. 
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dalam  bidang  usaha  kecil  dan  menengah 
yang  dilakukan  APEC  merupakan  suatu 
langkah  strategis. 

Meskipun  demikian,  tak  dapat  dipung- 
kiri  bahwa  terbukanya  batas-batas  negara 
anggota  APEC  terhadap  arus  barang,  jasa 
dan  investasi  pada  saat  bersamaan  mem- 
berikan  peluang  bagi  usaha  kecil  dan  me- 
nengah dan  juga  menghadapkan  mereka 
pada  berbagai  masalah  yang  dapat  menja- 
di  kendala  bagi  mereka  untuk  memanfaat- 
kan  peluang  liberalisasi  ekonomi  tersebut. 
Pada  satu  sisi,  kebijakan  APEC  itu  membe- 
rikan  kesempatan  bagi  mereka  untuk  mem- 
peroleh  pangsa  ekspor  yang  lebih  luas  dan 
juga  alih  teknologi  UKM  dari  negara  maju 
ke  negara  berkembang  APEC.  Namun  pada 
sisi  lain,  mereka  juga  menghadapi  berba- 
gai kendala  yang  sifatnya  internal  dan 
eksternal.  Adanya  berbagai  masalah  ini 
dapat  menjadi  kendala  yang  cukup  serius 
bagi  penggalangan  kerja  sama  APEC  da- 
lam bidang  UKM  di  masa  datang.  Perbeda- 
an  tingkat  kemajuan  ekonomi  antar  ang- 
gota APEC  dan  masih  belum  tercapainya 
kesepakatan  bersama  tentang  definisi  dan 
kriteria  UKM  dapat  menyebabkan  orientasi 
yang  berbeda  dalam  melakukan  kerja  sama 
dalam  bidang  UKM  oleh  negara-negara 
APEC. 


Meskipun  demikian,  tantangan  ini  ha- 
rus  diatasi,  bagaimana  agar  perusahaan- 
perusahaan  berskala  kecil  dan  menengah 
bisa  ditarik  untuk  mengatasi  era  perda- 
gangan  bebas  dan  investasi  APEC  2020. 
Penguatan  dukungan  organisasional,  pe- 
ngembangan  suatu  lingkungan  nasional 
dan  regional  yang  mendukung  penyediaan 
infrastruktur  yang  baik  dan  rancangan- 
rancangan  peraturan  untuk  mendorong 
kewirausahaan  dan  kemampuan  manajerial 
bagi  pengusaha  kecil  dan  menengah  hams 
menjadi  agenda  aktivitas  APEC  di  masa 
datang. 

Pada  taraf  perkembangan  UKM  seka- 
rang  ini,  UKM  dalam  kerja  sama  APEC  ma- 
sih dalam  taraf  memorandum,  sedangkan 
yang  sifatnya  teknis  masih  dalam  tahap- 
an  yang  sangat  awal.  Tapi  bagaimanapun 
persoalan  yang  sangat  teknis  akan  dilaku- 
kan di  masa-masa  yang  akan  datang.  Da- 
lam kaitannya  dengan  hal  tersebut,  perlu 
adanya  suatu  pemikiran  adanya  suatu 
penjadwalan  apakah  itu  nanti  akan  diper- 
lakukan  di  semua  komoditas  atau  nanti 
masih  ada  batasan-batasan  tertentu,  seper- 
ti  halnya  yang  diterapkan  dengan  adanya 
preferensial  tarif.  Pemikiran  ini  perlu  dila- 
kukan mengingat  perkembagan  UKM  antar 
negara  anggota  APEC  tidak  sama. 


Pemberdayaan  Masyarakat 
"Lain-lain"  di  Timika  Irian  Jaya 
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U 


MuridanS.  Widjojo 


Pendahuluan 

DALAM  perspektif  pembangunan 
politik  dan  ekonomi  sekarang  ini 
interaksi  sosial  antara  masyarakat 
"Iain-lain"'  di  Timika  dengan  Pemerintah 
dan  PT  Freeport  Indonesia  (selanjutnya 
disingkat  PT  FI)  sedang  berada  dalam  te- 
gangan  tinggi.  Ketegangan  tersebut  ber- 
sumber  pada  konflik  dan  pertentangan  pa- 


Masyarakat  dan  kebudayaan  di  Indonesia,  jika 
kita  bedakan  berdasarkan  bahasa  daerahnya,  dibe- 
dakan  men  unit  dua  kategori  yakni:  (1)  utama;  dan 
(2)  Iain-lain.  Kategori  pertama  adalah  masyarakat 
dan  kebudayaan  dengan  pendukung  di  atas  satu 
juta  seperti  Jawa  (52,8  juta)  sebagai  yang  terbe- 
sar,  menyusul  Sunda  (21,5  juta),  dan  yang  terkecil 
Banjar  (1,5  juta).  Kategori  kedua  adalah  masyarakat 
dan  kebudayaan  dengan  jumlah  pendukung  kurang 
dari  satu  juta.  Dari  569  kelompok  yang  ada,  sebagi- 
an  besamya  (223  kelompok)  terdapat  di  Irian  Jaya. 
Oleh  karenanya  kelompok-kelompok  masyarakat 
asli  atau  masyarakat  lokal  atau  masyarakat  adat  di 
Irian  Jaya,  dalam  makalah  ini,  saya  scbut  sebagai 
"masyarakat  iain-lain".  Lihat  Masinambow  yang 
menginterpretasi  Scnsus  Penduduk  1980  dan  1990, 
Masinambow,  1995,  hal.  1. 


2 

da  tataran  budaya  politik.  Secara  semio- 
tis  fenomena  ini  dikatakan  sebagai  kesen- 
jangan  dalam  pemaknaan  atas  wacana  po- 
litik yang  sedang  terjadi.  Masyarakat  "Iain- 
lain"  di  satu  pihak,  pemerintah  dan  dmiia 
usaha  di  lain  pihak  saling  tidak  memahami 
perilaku  simbolik  politik  masing-masing. 

Konflik  tersebut  bukan  tiba-tiba  ada. 
Letupan  Maret  1996  adalah  hasil  akumula- 
si  benturan  sosial  sejak  PT  FI  resmi  mem- 
buka  usaha  penambangan  1967.  Peristiwa 
pemasangan  salib  di  lokasi  penambangan 
1967,  pemotongan  pipa  konsentrat  1977, 
isu  penghancuran  kota  Tembagapura  1983, 
pelanggaran  HAM  1995,  pengaduan  warga 


Pendekatan  budaya  politik  adalah  cara  yang 
digunakan  untuk  kajian  tentang  realitas  politik  de- 
ngan mencari  akar-akar  pada  realitas  subyektif  yang 
berhubungan  dengan  realitas  obyektif  kehidupan 
politik.  Budaya  politik  adalah  realitas  subyektif  ten- 
tang politik  yang  hidup  dalam  bcnak  masyarakat. 
Realitas  itu  tcrbentuk  oleh  pcngetahuan,  pandangan 
dunia,  nilai-nilai,  dan  norma-norma.  Antara  dunia 
subyektif  dan  dunia  obyektif  terjadi  interaksi,  saling 
pengaruh,  dan  oleh  scbab  itu  kedua  dunia  itu  bcr- 
sifat  dinamis. 
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Amungme  ke  DPR  RI  1995,  dan  puncaknya 
kekerasan  sosial  di  Timika  pada  10-11-12 
Maret  1996^  menunjukkan  belum  adanya 
solusi  yang  sungguh-sungguh  bisa  dite- 
rima  bersama  selama  hampir  tiga  puluh 
tahun.  The  powerless  is  showing  their 
power^  Kekerasan  itu  mencerminkan  ke- 
gagalan  pada  proses  interaksi  dalam  sua- 
tu  sistem  sosial.  Satu  pihak  mendominasi 
yang  lain,  memaksakan  nilai-nilainya  sen- 
diri,  dan  yang  lain  semakin  marjinal.  De- 
ngan  kata  lain  sistem  sosial  dan  politik 
yang  dianut  masyarakat  "Iain-lain",  misal- 
nya  kepemimpinan,  struktur  sosial  politik, 
dan  struktur  ekonomi  yang  subsisten,  me- 
miliki  pbsisi  tawar  yang  sangat  lemah  ke- 
tika  hams  berhadapan  dengan  sistem  so- 
sial politik  dan  ekonomi  bam. 

Pemikiran  yang  melandasi  pembuatan 
makalah  ini  adalah  bahwa,  pertama,  dalam 
proses  pembangunan  yang  berorientasi  pa- 
da pertumbuhan  ekonomi  terdapat  banyak 
kelompok  masyarakat  "Iain-lain"  tidak  ber- 
daya  menghadapi  atau  beradaptasi  dalam 
proses  perubahan  yang  tiba-tiba  sebagai 
akibat  dari  pembangunan  ekonomi.  Kedua, 


Kerusuhan  awal  di  Tembagapura  10  Maret  1996 
ini  dimotori  oleh  orang-orang  Amungme  dari  desa 
Waa  —  kampung  halaman  Kelly  Kwalik  -  dengan  di- 
dukung  oleh  orang-orang  Dani,  Damal,  Moni,  dan 
Ekari.  Sehari  kemudian,  pada  11-12  Maret,  api  ke- 
rusuhan menjalar  cepat  ke  kota  Timika.  Gedung  la- 
boratorium  lingkungan  hidup  PT  FI,  bengkel  besar 
milik  A.  Latief  Corp.,  Bar  Protesea,  pasar,  dan  kan- 
tor  polisi  menjadi  korban  amukan  massa.  Penyulut 
kerusuhan,  kata  pejabat  dan  sejumlah  media  massa, 
adalah  masalah  "sepcle"  yakni  terserempetnya  We- 
linus  Kogoya  oleh  mobil  PTFI. 

4       ....  . 

Kalimat  ini  dikutip  dari  pembicaraan  saya  de- 
ngan Prof.  Dr.  E.K.M.  Masinambow.  Dia  mengutip  ka- 
limat itu  dari  Barnabas  Suebu,  mantan  gubcrnur  Irian 
Jaya  yang  mengomcntari  berita  tentang  Timika, 
Maret  1996. 


diskusi  tentang  konsep  dan  strategi  pem- 
berdayaan  masyarakat  desa  pada  tingkat 
nasional  haruslah  didasarkan  pada  kajian- 
kajian  empiris  di  tingkat  lokal.  Data-data 
dengan  perspektif  lokal  dan  mikro  harus 
lebih  banyak  berbicara  karena  keanekaan 
yang  tinggi  dalam  komposisi  etnis  ma- 
syarakat Indonesia.  Dengan  itu  kecende- 
rungan  etnosentris  Jawa  (secara  budaya) 
dan  kaca  mata  Jakarta  (secara  politis)  yang 
cenderung  pada  keseragaman  pendekatan 
secara  berlebihan  dapat  dikurangi. 

Dalam  makalah  ini  saya  hendak  me- 
nonjolkan  budaya  politik  "Iain-lain"  di 
Timika.  Dengan  menggunakan  perspektif 
budaya  "Iain-lain",  kita  bisa  mendapatkan 
potret  bagaimana  masyarakat  "Iain-lain" 
memaknai  konflik-konflik  yang  mereka 
alami.  Cara  pandang  dan  pendekatan  itu 
diperlukan  agar  budaya  politik  "Iain-lain" 
yang  mencakup  ideologi,  pandangan  hi- 
dup, nilai-nilai  dan  karakter  sosial  politik 
lokal  dapat  dimunculkan  ke  permukaan. 

Tujuan  utamanya  adalah  memberikan 
kontribusi  pemikiran  altematif  agar  renca- 
na  positif  yang  bertujuan  untuk  memba- 
ngun  masyarakat  "Iain-lain"  tidak  terjebak 
pada  etnosentrisme  secara  budaya  politik 
dan  eksploitasi  sepihak  secara  ekonomi.  De- 
ngan itu  barangkali  pembangunan  pedesa- 
an  benar-benar  bisa  diarahkan  menjadi  re- 
kayasa  sosial,  politik,  dan  ekonomi  untuk 
memberdayakan  masyarakat  "Iain-lain". 

Pemberdayaan  adalah  salah  satu  cara 
untuk  mempersiapkan  masyarakat  desa  ~ 
yang  untuk  kasus  Irian  adalah  masyarakat 
"Iain-lain"  —  untuk  memperkuat  diri  dan 
kelompok  mereka  dalam  soal  kelembaga- 
an,  kepemimpinan,  sosial-ekonomi,  dan  po- 
litik dengan  menggunakan  basis  kebudaya- 
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an  mereka  sendiri  dan  mulai  belajar  sistem 
baru  dari  kebudayaan  yang  baru  datang. 
Jadi  pada  satu  sisi  perspektif  semacam  ini 
penting  untuk  menjaga  identitas  kebuda- 
yaan "Iain-lain"  dan  pada  sisi  lain  memban- 
tu  adaptasi  sosial  masyarakat  ke  arah  pem- 
bahan  yang  lebih  menguntungkan  mereka. 

Makalah  ini  mendiskusikan  tiga  aspek: 
(1)  bagaimana  masyarakat  "Iain-lain"  de- 
ngan  basis  budaya  politiknya  memaknai 
konflik  yang  mereka  alaini  dan  kontradik- 
si  yang  teijadi  dalam  kaitaimya  dengan  ke- 
beradaan  Pemerintah  dan  PTFI;  (2)  bagai- 
mana dan  pada  tataran  apa  pertentangan 
tersebut  terjadi;  (3)  pemberdayaan  macam 
apa  yang  perlu  dikembangkan  dalam  ma- 
syarakat "Iain-lain"  seperti  Amungme  agar 
mereka  bisa  beradaptasi  dengan  perubah- 
an  di  satu  pihak  dan  menjaga  identitas  so- 
sial mereka  di  lain  pihak. 

Konteks  dan  Proses  Konflik^ 

Kota  Timika  dan  kota  Tembagapura 
yang  dikenal  selama  ini  sebenarnya  me- 
rupakan  kota-kota  kecil  yang  berada  di  da- 
lam wilayah  kecamatan  Mimika  Timur, 
Kabupaten  Fak-fak  Irian  Jaya.  Wilayah  ke- 
camatan Mimika  Timur  ini  membentang 
dari  gunung  Grasberg  (ketinggiannya  se- 
kitar  13  ribu  kaki),  lembah-lembah  di  atas  2 


1  Sebagian  besar  sumber  informasi  yang  kami 
peroleh  untuk  menyusun  bagian  ini  adalah  catatan- 
catatan  lapangan  kami,  baik  yang  diperoleh  dari 
wawancara,  pcngamatan,  maupun  scjumlah  foto  kopi 
dokumen  PT  FI,  Pcmda,  ataupun  lulisan  orang  asing 
yang  bclum  scmpat  kami  peroleh  data  bibliografis- 
nya.  Terima  kasih  saya  pada  Sdr.  Dr.  Kal  Mullcr,  ang- 
gota  saya  dalam  sub-tim  Social  Cultural  Perception 
yang  memberi  banyak  informasi  dan  Dr  Tim  Brown 
yang  banyak  saya  kutip  catatannya. 


ribu  kaki,  dataran  tinggi,  sungai-sungai, 
hingga  hutan  bakau,  rawa-rawa,  dan  daerah 
pantai.  Penduduk  asli  pegunungan  adalah 
suku  Amungme  yang  mata  pencahariarmya 
berkebun  di  lembah-lembah  dataran  tinggi 
dan  berburu  di  hutan-hutan.  Sedangkan 
penduduk  asli  di  dataran  rendah  adalah  su- 
ku Kamoro  yang  secara  tradisional  hidup 
dari  mencari  ikan,  menokok  sagu,  dan  ber- 
buru. 

Pada  1910  tim  ekspedisi  dari  Inggris 
mendaki  puncak  Jaya.  Mereka  sempat  ber- 
temu  penduduk  lokal  yang  disebut  sebagai 
"tapiro  pygmies".  Mungkin  yang  dimak- 
sud  adalah  orang  Amungme.  Tetapi  kon- 
tak  lebih  lanjut  tidak  terjadi  (WoUaston). 
Kontak  selanjutnya  terjadi  dengan  eks- 
pedisi Colijn,  pada  1936,  waktu  itu  orang- 
orang  Amungme  sempat  membantu  tim 
ini  mengumpulkan  bahan  makanan  yang 
dijatuhkan  dari  pesawat.  Mungkin  atas  la- 
poran  tim  terakhir,  pada  awal  1950-an,  da- 
tang kelompok  misionaris  Katolik  pimpin- 
an  Michael  Kamarrer,  mengunjungi  kam- 
pung  Waa.  Pos  misionaris  pertama  dibangun 
di  Tsinga  dan  Noema  pada  1955. 

Baik  Pemerintah  Belanda  dan  Gereja  Ka- 
tolik mengalami  kesulitan  dalam  melaksa- 
nakan  administrasi  karena  penduduknya  ter- 
pencar  dan  kondisi  geografis  yang  bergu- 
nung-gunung.  Orang-orang  Amungme,  di 
bawah  kepemimpinan  (Moses)  Kelangin 
Tenbak  dan  (Paulus)  Salingki  Solme,  atas 
inisiatif  Belanda,  dipindahkan  ke  Akimuga, 
ke  dataran  yang  lebih  rendah.  Di  sana  su- 
dah  disediakan  perkebunan  karet  untuk  la- 
pangan kerja  orang  Amungme.  Namun  orang 
Amungme  yang  biasa  hidup  di  dataran  ting- 
gi mengalami  kesulitan  menyesuaikan  diri. 
Banyak  orang  Amungme  mati  karena  mala- 
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ria.  Kenyataan  ini  membuat  banyak  orang 
Amungme  menentang  pemindahan  ini.  Me- 
nurut  Cook  (1988),  sampai  1970  sekitar  2750 
jiwa  dipindahkan  ke  Akimuga. 

Pada  1967  PT  FI  adalah  investor  asing 
pertama  yang  menanamkan  modal  di  In- 
donesia sejak  pemerintahan  Orde  Bam.  Pa- 
da  saat  itu  jumlah  penduduk  Amungme  di 
desa  Waa  hanya  500  jiwa.  Dengan  adanya 
kegiatan  PT  FI  keluarga-keluarga  Amung- 
me dari  Tsinga,  Aroanop  dan  desa  di  seki- 
taraya  mendatangi  desa  Waa.  Tidak  hanya 
itu,  suku-suku  pegunungan  sekitarnya  se- 
perti  Dani,  Ekari,  Moni,  dan  Damal  berda- 
tangan  ke  desa  ini  untuk  mencari  pekerjaan 
atau  sisa-sisa  barang  dan  makanan  yang 
ada. 

Kota  Timika  pada  1967  belum  ada.  Pe- 
mukiman  terdekat  adalah  desa  Mapuruja- 
ya  tempat  Camat  Mimika  Timur  berkantor. 
Menurut  sensus,  penduduknya  waktu  itu 
tidak  lebih  dari  4  ribu  jiwa.  Seiring  dengan 
pembangunan  infrastruktur  seperti  bandara 
udara  Timika,  pelabuhan  Amamapare,  dan 
jalan-jalan  raya,  migrasi  dari  tempat  lain  mu- 
lai  berdatangan.  Pada  1974  sebenamya  su- 
dah  dimulai  relokasi  orang-orang  Amung- 
me dari  dataran  tinggi  ke  Timika.  Tetapi 
upaya  ini  belum  berhasil  karena  lingkung- 
an,  iklim,  dan  penyakit  malaria. 

Konflik  pertama  muncul  pada  1967  ke- 
tika  sejumlah  orang  Amungme  berkeberat- 
an  terhadap  pengeboran  di  Ertzberg  yang 
dilakukan  oleh  tim  Forbes  Willson  dari 
PT  FI.  Alasan  mereka  tempat  itu  keramat. 
Pihak  PT  FI  segera  menjemput  pemimpin 
Amungme  yang  disegani  yakni  Kelangin 
Tenbak  dengan  helikopter  ke  Waa.  Kelangin 
menjelaskan  pada  penduduk  bahwa  mereka 
hanya  mentes  batu-batuan,  tetapi  tidak  di- 


katakan  olehnya  jika  hasilnya  bagus  gu,- 
nung  itu  akan  dibongkar.  Seusai  penge- 
boran, ketika  tim  pergi,  semua  peralatan  di- 
rusak  dan  barang-barang  dicuri  oleh  pen- 
duduk setempat. 

Protes  dan  gangguan  orang  Amungme 
terhadap  PT  FI  kian  mengeras  pada  1973. 
Menyadari  hal  ini  PT  FI  dan  pemerintah  se- 
gera merekayasa  persetujuan  yang  dikenal 
dengan  "January  Agreement  1974".  Hingga 
hari  ini  masyarakat  menganggap  perjan- 
jian  ini  dibuat  di  bawah  tekanan  dan  inti- 
midasi.  Selain  itu  pimpinan  lokal  waktu  itu 
buta  huruf  dan  tidak  mengerti  implikasi 
dari  perjanjian.  Bahkan  isi  perjanjian  tidak 
ditepati  sepenuhnya  oleh  pihak  PT  FI.  Pa- 
da gejolak  sosial  1977  0PM  melancarkan 
aksinya.  ABRI  menghancurkan  fasilitas- 
fasilitas  umum  yang  sudah  dibangun  oleh 
PT  FI  sebagai  bagian  dari  usaha  memerangi 
0PM.  Setelah  masalah  0PM  mereda,  peme- 
rintah tetap  melarang  PTFI  untuk  memba- 
ngun  kembali  fasilitas  tersebut. 

Pasca  Gejolak  Sosial  1977  keadaan  relatif 
tenang  di  Mimika  Timur.  Namun  ketegang- 
an  hubungan  antara  Masyarakat  Amung- 
me dengan  PT  FI  masih  terasa  di  bawah 
permukaan.  Tidak  ada  satu  kerusuhan  pun 
yang  mencuat  ke  permukaan.  Pada  1983 
kembali  ketegangan  mencuat  ketika  terse- 
bar  isu  bahwa  kota  Tembagapura  akan  di- 
hancurkan  oleh  0PM  dengan  bantuan 
orang-orang  Amungme  yang  sudah  beker- 
ja  pada  PT  FI.  Penangkapan  terhadap  pe- 


Lihat  juga  "Moses  Kelangin,  Pembawa  Damai  di 
Timika"  dalam  Kompas,  25  Agustus  1991,  hal.  14. 
Nama  "Moses"  bukanlah  nama  Amungme,  meru- 
pakan  pemberian  misionaris  yang  diambil  dari  na- 
ma Nabi  Musa. 
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gawai  Amungme  dilakukan,  sejumlah  orang 
yang  ketakutan  melarikan  diri  ke  hutan. 

Perkembangan  Pesat  Kota  Timika 

Pada  dasawarsa  1980-an  ini  Timika  me- 
ngalami  pertumbuhan  penduduk  dan  pe- 
ningkatan  kegiatan  ekonomi.  Orang-orang 
dari  berbagai  pulau  di  Indonesia  bermigra- 
si  ke  tempat  ini.  Transmigrasi  dari  Jawa  ju- 
ga  mulai  datang  dan  menyebar  di  sekitar 
kota  Timika  hingga  sekarang  mencapai  tu- 
juh  satuan  pemukiman  (SP).  Belum  lagi 
migrasi  spontan  dari  wilayah  IBT,  Irian 
pantai,  dan  Irian  pegunungan  sekitarnya. 
Kecenderungan  ini  terns  meningkat.  Hing- 
ga hari  ini  kota  Timika  saja  beipenduduk 
20  ribu  jiwa.  Separuh  lebih  dari  jmnlah  ter- 
sebut  adalah  pendatang. 

Sepanjang  1980-an  operasi  penambang- 
an  PT  FI  terns  meningkat.  Pada  1975  biji 
tambang  yang  dihasilkan  baru  54  juta  ton 
per  tahmi.  Pada  1984  menghasilkan  59  juta 
ton  dan  1988  menjadi  647,7  juta  ton.  Se- 
jak  temuan  cadangan  emas  dan  tembaga 
di  Grasberg  produksi  PT  FI  akan  semakin 
meningkat  pesat.  Tahun  1996  ini  saja  pro- 
duksinya  mencapai  190  ribu  ton  per  hari. 
Seiring  dengan  perkembangan  perusahaan 
tersebut  jumlah  tenaga  kerja  pun  mening- 
kat. Kebutuhan  perumahan  karyawan  sema- 
kin mendesak.  Sementara  itu  Tembagapura 
yang  idealnya  hanya  imtuk  sekitar  2  ribu 
jiwa  kini  dihuni  sekitar  20  ribu  jiwa.  Oleh 
karena  dorongan  kebutuhan  itulah  diba- 
ngun  kota  baru  yang  diberi  nama  berselera 
Jawa  yaitu  "Kuala  Kencana". 

Pada  1990-1991  PT  FI  mulai  secara  sung- 
guh  mengembangkan  program-program 
sosialnya.  Pada  tahun-tahun  itulah  berdiri 


Community  Development,  Business  Incub- 
ator, Malaria  Control,  Freeport  Irian  Jaya 
Foundation.  Sebaliknya  pada  tahun-tahun 
selanjutnya  PTFI  juga  hams  menghadapi 
berbagai  persoalan  yang  selama  ini  terpen- 
dam.  Pada  1994-1995  terungkap  serentetan 
pelanggaran  HAM  oleh  aparat  ABRI.  PT  FI 
dituduh  oleh  banyak  pihak  terlibat  dalam 
tindakan  tersebut.  OPIC,  perusahaan  asuran- 
si  yang  menanggung  resiko  politik,  mem- 
batalkan  komitmennya.  Pada  Maret  1996, 
PT  FI  kembali  menghadapi  kemarahan  orang 
Amungme  yang  didukung  oleh  suku-suku 
lain  Damal,  Moni,  Ekari,  dan  Dani.  Kegiat- 
an operasi  PT  FI  sempat  terhenti  beberapa 
hari  akibat  kerusuhan  itu.  Persoalan  demi 
persoalan  terns  bermunculan.  Bahkan  beri- 
ta  terakhir  menyatakan  bahwa  Tom  Beanal, 
tokoh  Lembaga  Musyawarah  Adat  Suku 
Amungme  (LBMASA),  dengan  bantuan 
pengacara  Amerika  menuntut  PTFI  di  pe- 
ngadilan  New  Orleans.  Menyadari  tekanan 
opini  publik  yang  sangat  gencar  PT  FI 
mengundang  auditor  lingkungan  Dames 
and  Moore  untuk  melakukan  penilaian  tek- 
nis  dampak  lingkungan  dan  auditor  sosial 
Labat  Anderson  untuk  penilaian  dampak 
perusahaan  terhadap  lingkungan  sosial. 

Pendekatan  Keamanan 

Sejak  1977  obsesi  pihak  ABRI  di  Timika 
dan  daerah  pegunungan  sekitar  pertam- 
bangan  PT  FI  adalah  memberantas  0PM 
yang  mereka  sebut  GPK  (gerombolan  Pe- 
ngacau  Keamanan).  Pos-pos  ABRI  didirikan 
di  desa-desa  seperti  Waa,  Tsinga,  dan  Aroa- 
nop  yang  diperkirakan  menjadi  sarang  dan 
sumber  logistik  GPK.  Mobilitas  masyarakat 
dari  satu  kampung  ke  kampung  lain  atau 
ke  hutan  dibatasi  dengan  cara  mewajibkan 


PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  "LAIN-LAIN"  DI  TIMIKA  IRIAN  JAYA 


301 


semua  orang  untuk  meminta  ijin  sebelum 
bepergian.  Kesungguhan  itu  ditunjukkan 
dengan  hadirnya  tiga  jenis  pasukan:  dari 
Kodam  Trikora,  Kostrad,  dan  Kopassus.  Se- 
lain  upaya  pemberantasan  GPK,  tampaknya 
kehadiran  aparat  keamanan  juga  memberi- 
kan  perlindungan  keamanan  bagi  kelancar- 
an  operasi  PTFI. 

Pendekatan  keamanan  ini  mempunyai 
pengaruh  yang  besar  dalam  dinamika  so- 
sial  masyarakat  setempat  temtama  warga 
Amungme  yang  desanya  ditempati  oleh 
pos-pos  ABRI.  Dengan  keharusan  minta 
ijin  sebelum  meninggalkan  desanya,  ma- 
syarakat merasa  selumh  tindak-tanduknya 
dibatasi  dan  diawasi.  Di  desa  Waa,  misal- 
nya,  tuntutan  untuk  mendirikan  koperasi 
tidak  bisa  terlaksana  karena  pihak  PT  FI, 
dengan  masukan  dari  ABRI,  menganggap 
koperasi  tersebut  bisa  dimanfaatkan  untuk 
menyuplai  kebutuhan  logistik  0PM.  Se- 
lain  itu  protes  kecil,  kritik,  perbedaan  pen- 
dapat  dengan  segera  akan  ditekan  dengan 
cara  menuduh  siapa  saja  yang  tidak  setuju 
sebagai  mewakili  kepentingan  0PM.  Man- 
deknya  aspirasi  dan  protes  ini  membuat 
masyarakat  frustrasi  dalam  jangka  waktu 
lama,  Akumulasi  kemarahan  dan  frustrasi 
semacam  ini  tinggal  membutuhkan  sedikit 
picu  untuk  kemudian  meledak  menjadi  ke- 
rusuhan  sosial  seperti  yang  terjadi  pada 
Maret  1996. 

Gejolak  politik  1977  yang  ditandai  de- 
ngan pemberontakan-pemberontakan  ter- 
hadap  pemerintah  oleh  0PM  juga  menye- 
babkan  masyarakat  Amungme  tersudut  dan 
terpecah  dalam  dua  kelompok:  pendukung 
0PM  dan  non-OPM.  Sementara  itu  Peme- 
rintah dan  ABRI  sukar  membedakan  yang 
mana  0PM  dan  bukan.  Tetapi  yang  terjadi 


adalah  bahwa  hampir  semua  orang  Amung- 
me ketakutan,  baik  yang  terlibat  atau  ti- 
dak dengan  OPM,  lari  ke  hutan.  Tindakan 
lari  ke  hutan  ini  bisa  dijelaskan  dalam 
konteks  sistem  sosial  orang  Amungme.  Bila 
seseorang  atau  kelompok  yang  menjadi  ang- 
gota  suatu  kelompok  yang  lebih  besar 
berkonflik  dengan  pihak  lain,  maka  orang 
lain  yang  berada  dalam  kelompok  yang 
berkonflik  itu  hams  ikut  bertanggung  ja- 
wab.  Dengan  rasionalitas  semacam  itu  orang 
Amungme  melarikan  diri  ke  hutan. 

Sejak  gejolak  politik  1977  hubungan  po- 
litik orang  Amungme  dengan  pemerintah 
dan  ABRI  tidak  pernah  membaik.  Kebun 
dan  fasilitas  desa  yang  pernah  dibangun 
oleh  PT  FI  sebagai  hasil  perjanjian  1974 
dihancurkan  oleh  ABRI  agar  tidak  diman- 
faatkan oleh  OPM.  Banyak  orang  Amung- 
me yang  lari  ke  hutan  menderita  kelaparan 
dan  diserang  berbagai  penyakit.  Tidak  se- 
dikit yang  meninggal  di  hutan.  Semenjak 
itu  masyarakat  Amungme  yang  tinggal 
di  desa-desa  seperti  Tsinga,  Waa,  Aroanop, 
dan  "Iain-lain",  menjadi  sasaran  kecuriga- 
an  pemerintah  dan  ABRI.  Berdirinya  pos- 
pos  ABRI  di  berbagai  desa  seperti  Waa, 
Tsinga,  dan  Aroanop,  semakin  mempersu- 
lit  dan  memperburuk  posisi  politik  orang 
Amungme.  Orang  Amungme  benar-benar 
merasa  diawasi,  dikurung,  dan  kehilangan 
kebebasan.  Peristiwa  1983  membuktikan  be- 
tapa  buruknya  posisi  politik  Amungme  di 
mata  pemerintah  temtama  ABRI. 

Tekanan  dan  represi  temyata  tidak  mem- 
buat orang  Amungme  berhenti  melawan.  Se- 
iring  dengan  interaksi  orang-orang  Amung- 
me yang  sudah  mengenyam  pendidikan  de- 
ngan dunia  luar  dan  sistem  politik  nasio- 
nal,  mereka  melihat  peluang  perlawanan  ba- 
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ru.  Pada  tahun  1994  lahir  LEMASA  suatu 
lembaga  swakarsa  dan  swadaya  masyara- 
kat  yang  menyatakan  din  sebagai  perwa- 
kilan  masyarakat  Amungme.  Organisasi  ini 
benar-benar  muncul  ke  permukaan  ketika 
teningkap  oleh  media  massa  pelanggaran 
HAM  di  Timika  oleh  anggota  ABRI.  Orang 
Amungme  memperoleh  kesadaran  baru 
bahwa  pertama,  menahan,  menyiksa,  dan 
mem-bunuh  tanpa  alasan  adalah  melang- 
gar  hak  asasi  manusia.  Kedua,  sebenamya 
masih  ada  lembaga-lembaga  seperti  LSM, 
Komnas  HAM,  DPR,  atau  media  massa 
yang  bisa,  paling  tidak,  mengangkat  per- 
soalan  mereka.  Pola  perlawanan  lokal  pmi 
menjadi  semakin  canggih  dengan  meman- 
faatkan  kekuatan-kekuatan  luar  yang  ber- 
simpati  dengan  nasib  mereka. 

Dalam  banyak  hal  masyarakat  meman- 
dang  ABRI,  pemerintah,  Satpam  PT  FI,  dan 
PT  FI  adalah  sama  saja.  Dalam  kasus  pe- 
langgaran HAM  1995  masyarakat  sangat 
yakin  bahwa  PT  FI  bersama  ABRI  terli- 
bat  dalam  kasus  tersebut.  Fasilitas  PT  FI 
banyak  digunakan  oleh  ABRI  seperti  bus 
dan  kontainer  yang  digunakan  untuk  me- 
nyekap  penduduk.  Pengalaman  kami  sen- 
diri  membuktikan  sewaktu  kami  naik  heli- 
kopter  ke  desa  Aroanop,  seorang  anggota 
ABRI  menyusup  masuk  ke  dalam  heli- 
kopter.  Meskipun  PT  FI  menyatakan  tidak 
tahu  atas  keberadaan  anggota  ini,  sulit 
untuk  dipercaya  bahwa  tidak  ada  koordi- 
nasi  antara  PT  FI  dan  ABRI.  Sejak  keda- 
tangan  Komnas  HAM  1995  sebenamya  te- 
lah  terjadi  perubahan  sikap  aparat  ABRI 
terhadap  masyarakat  meskipun  belum  ter- 
lihat  perubahan  pendekatan  yang  bisa  me- 
redakan  ketegangan  antara  penduduk  se- 
tempat  dengan  pihak  ABRI. 


Budaya  Politik  "Lain-lain"  Versus 
Budaya  Politik  Negara 

Persepsi,  aspirasi,  cara  pandang  dan  re- 
aksi  yang  terwujud  dalam  perilaku  poli- 
tik masyarakat  "lain-lain"  di  Timika  da- 
lam kaitannya  dengan  konflik  yang  me- 
reka alami  dengan  PTFI,  Pemerintah  dan 
ABRI,  ditentukan  oleh  budaya  politik  tra- 
disional  mereka.  Pada  bagian  ini  dipapar- 
kan  anatomi  konflik  budaya  politik,  teru- 
tama  sistem  kepercayaan,  pandangan  du- 
nia,  mitos  dan  ideologi  yang  menjadi  ba- 
sis interaksi  sosial  dan  politik  serta  ke- 
pemimpinan.  Selain  itu  juga  disinggung 
pengalaman  historis  hubungan  politik  dan 
upaya  pembangunan  yang  dilakukan  oleh 
PTFI  dan  pemerintah. 

Pertanahan 

Pada  masyarakat  pegunungan  di  Irian 
Jaya  telah  berkembang  ideologi  yang  me- 
yakini  tiga  jenis  relasi:  manusia-alam-su- 
praalam.  Hubungan  tertinggi  dan  sakral 
adalah  manusia-supraalam.  Seluruh  kehi- 
dupan,  kesejahteraan  atau  kehancuran,  di- 
tentukan keberhasilan  menjaga  hubungan 
timbal-balik  manusia-supraalam.  Alam  dan 
benda-benda  sakral  hadir  sebagai  represen- 
tasi  dunia  supraalam.  Pada  tempat  tertentu 
seperti  gunung,  lembah,  tanah  ladang,  dan 
rawa  terdapat  tempat-tempat  yang  dinilai 
sangat  sakral  dan  oleh  sebab  itu  dihormati. 

Dalam  sistem  kepercayaan  Amungme 
tanah  tempat  manusia  berpijak  adalah  di- 


Ideologi  yang  dimaksudkan  adalah  scjumlah 
pandangan  dunia  atau  pandangan  hidup  yang  men- 
jadi basis  nilai  dan  bersifat  operasional  dalam  me- 
ngarahkan  perilaku  suatu  kelompok  sosial. 
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simbolisasi  sebagai  ibu  dan  Ertzberg  ada- 
lah  bagian  kepala  (ninggok).  Tempat  ini 
dipercaya  sebagai  ramah  bagi  roh-roh  ne- 
nek  moyang  mereka.  Bila  tempat  itu  sam- 
pai  dinisak  maka  relasi  manusia  Amung- 
me  dengan  supraalam  mengalami  guncang- 
an.  Kematian,  bencana  alam,  dan  kekacau- 
an  sosial  dikhawatirkan  terjadi.  Ketakutan 
akan  hukuman  dari  roh-roh  nenek  moyang 
di  satu  pihak  dan  kemarahan  karena  tem- 
pat sakral  tersebut  tidak  dihormati  oleh 
para  orang  asing  di  lain  pihak,  membuat 
orang  Amungme  menmijukkan  reaksi  yang 
sangat  keras. 

Kemarahan  dan  ketakutan  meningkat  se- 
iring  dengan  peningkatan  kegiatan  PT  FI 
yang  membutuhkan  lahan  yang  semakin 
luas.  Selama  hampir  30  tahun  ~  sejak  1967  ~ 
mereka  menyaksikan  pembangunan  jalan 
yang  menyusuri  bukit,  peledakan  bukit,  dan 
pembangunan  kota  Tembagapura  yang  ke- 
mudian  diresmikan  Presiden  Soeharto  pada 
1973.  Lingkungan  alam  mereka  benibah  tiba- 
tiba.  Orang-orang  asing  itu  mengeksploitasi 
tanah  dan  gunung  mereka  tanpa  ada  rasa  ta- 
kut,  tanpa  hormat,  tanpa  penghargaan  pada 
keyakinan  lokal  tentang  nilai  sakral. 

Dalam  konflik  pertanahan  terlihat  bah- 
wa  perubahan  yang  berkaitan  dengan  tanah 
dipandang  oleh  masyarakat  "Iain-lain"  se- 
bagai persoalan  ideologis.  Eksploitasi  tanah 
dan  perlakuan  terhadap  tanah  oleh  PT  FI 
dihadapkan  langsung  dengan  pandangan 
kosmologis  Amungme  tentang  dunia  dan 
keyakinan  religius  mereka.  Ideologi  tentang 
tanah  ini  sebenamya  diketahui  pihak  PT  FI 
dan  Pemerintah,  namun  pertimbangan  lokal 


Padahal  kota  kccil  ini  dulu  adalah  tempat  datar 
yang  sangat  baik  untuk  berkcbun  orang  Amungme. 


tersebut  tidak  pemah  diperhitungkan.  Cara 
pandang  kedua  pihak  tersebut  sangatlah 
legalistik.  Menurut  UUD  1945  pasal  33  ayat 
3  dan  UU  no.  5  tahun  1960  tentang  peratur- 
an  dasar  pokok-pokok  Agraria  pada  pasal 
2  ayat  1  dikatakan,  "...  bumi,  air,  dan  ruang 
angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang  ter- 
kandung  di  dalamnya  itu  pada  tingkatan 
tertinggi  dikuasai  oleh  Negara,  sebagai  or- 
ganisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat."  Dalil  ini 
menjadi  dasar  legitimasi  keberadaan  PT  FI 
di  Timika.  Apa  yang  sudah  terjadi  dalam 
proses  pembebasan  tanah  untuk  usaha  PT  FI 
dan  sejumlah  pembebasan  tanah  laiimya,  se- 
perti  pembangunan  Kuala  Kencana,  diang- 
gap  secara  legal  tidak  mempunyai  masalah 
dan  dinyatakan  berlangsung  sesuai  dengan 
peraturan  yang  berlaku.  Ketidakpuasan  di 
kalangan  masyarakat  adat  selama  ini  yang 
menggugat  soal  tanah  dipandang  tidak  me- 
miliki  dasar  hukum  sama  sekali. 

Dialog  sejati  soal  tanah  ulayat  Amungme 
dan  Kamoro  belum  pemah  terjadi.  Rekognisi 
yang  telah  diberikan  dianggap  memadai  dan 
itu  sudah  menjalankan  amanat  UU.  Argumen 
tentang  tanah  yang  sakral  dan  bumi  adalah 
ibu  tidak  berarti  apa-apa  dalam  pandangan 
formal  pemerintah.  Itu  sebabnya  mengapa 
keberatan  masyarakat  "Iain-lain"  tentang  ta- 
nah tidak  pemah  memperoleh  tanggapan 
yang  memadai  dari  pihak  PT  FI  dan  peme- 
rintah sejak  1967  hingga  1996  ini. 

Solidaritas  Sosial 

Solidaritas  kelompok  pada  masyarakat 
"Iain-lain"  di  sekitar  pegunungan  tengah 
Irian  Jaya  ditentukan  oleh  keuntungan  ma- 
terial, sosial,  dan  psikologis  yang  dirasakan 
oleh  individu-individu  dari  kelompoknya  (in- 
dividualism). Jika  individu  merasa  tidak  men- 
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dapatkan  apa  yang  ia  harapkan,  ini  akan 
menyulut  konflik.  Ia  akan  berusaha  mempe- 
nganihi  individu  lain  dalam  kelompok  un- 
tuk  menentang  pemimpinnya.  Jika  tidak  ber- 
hasil  ia  sendiri  atau  dengan  mengajak  yang 
lain  untuk  memisahkan  diri  {escapism).  Ini 
sebabnya  tidak  ada  kelompok  sosial  yang 
cukup  besar  dalam  masyarakat  ini.  Sebuah 
kelompok  memiliki  karakter  yang  otonom 
dalam  menghadapi  kelompok  lain. 

Kepentingan  nasional.  Wawasan  masya- 
rakat "Iain-lain"  atas  kesatuan  kelompok 
yang  terbatas  pada  kelompok  kecil  dan  oto- 
nom sekarang  ini  berhadapan  dengan  wa- 
wasan kebangsaan  yang  luas  dan  hierarkhis 
yang  menjadi  salah  satu  misur  dalam  ideo- 
logi  politik  nasional.  Pemerintah  pusat  me- 
lihat  penanaman  modal  perusahaan  asing 
dalam  konteks  kepentingan  pembangmian 
nasional.  Hasil-hasil  yang  diperoleh  baik 
melalui  royalti  maupmi  pajak  dari  investa- 
si  seperti  PT  FI  adalah  mituk  kepentingan 
selumh  masyarakat  Indonesia.  Jadi  seperti- 
nya  suatu  "kewajaran"  jika  porsi  pemba- 
ngunan  yang  diberikan  kepada  masyara- 
kat "Iain-lain"  di  Timika  sangat  kecil  karena 
ia  merupakan  bagian  kecil  (secara  kuantitatif) 
dari  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  dua 
ratus  juta  itu. 

Bagi  masyarakat  "Iain-lain"  di  Timika 
pandangan  pemerintah  semacam  ini  masih 
sukar  dimengerti  apalagi  diterima.  Ada  2 
macam  nilai  yang  menjelaskan.  Pertama, 
solidaritas  sosial  dan  in-group  feeling  me- 
reka  secara  nyata  terbatas  pada  kelompok 
sosial  kecil  yang  tidak  lebih  dari  satu  keca- 
matan  atau  beberapa  desa  saja.  Wawasan 
Irian,  apalagi  wawasan  kebangsaan  Indone- 
sia, masih  jauh  di  luar  sistem  kognitif  dan 
sistem  kepercayaan  mereka.  Konsep-konsep 


atau  nilai-nilai  kebangsaan  semacam  itu  be- 
lum  terinternalisasi  dan  bahkan  tidak  me- 
reka sadari  sebagai  suatu  bagian  sistem  bu- 
daya  yang  secara  formal  juga  mengatur  ke- 
hidupan  mereka.  Perkembangan  terakhir 
menunjukkan  ada  sejumlah  orang  terdidik 
mulai  memiliki  wawasan  ini.  Kedua,  dalam 
hukum  "Iain-lain"  jika  tanah  dieksploitasi 
oleh  pendatang  secara  terus-menerus  maka 
pendatang  itu  wajib  membagi  hasil  yang 
pantas  secara  terus-menerus  pula  (nilai  re- 
siprositas).  Kelompok  masyarakat  yang  lain 
di  luar  mereka  dipandang  tidak  berhak 
mengambil  keuntungan  dari  usaha  ini. 

Kepemimp'man 

Kepemimpinan  dan  distribusi  otoritas 
relatif  egaliter  dalam  sistem  politik  lokal.  Se- 
tiap  orang  berkesempatan  menjadi  pemim- 
pin.  Dengan  kelebihannya,  mengatur  relasi 
sosial,  peran  dalam  ritual,  perang  suku,  dan 
memiliki  sejumlah  kekayaan,  membuatnya 
menjadi  orang  pertama  atau  "big  man".  Se- 
orang  pemimpin  bisa  bertahan  dan  meluas 
pengaruhnya  jika  ia  selalu  berhasil  menge- 
lola  konflik  internal  dan  keseimbangan  ke- 
pentingan antar-individu  dalam  kelompok- 
nya.  Seorang  pemimpin  tidak  mengambil  ke- 
putusan  sendiri  atas  nama  kelompoknya.  Se- 
tiap  keputusan  hams  dibuat  dengan  perse- 
tujuan  bersama.  Dalam  rangka  hubungan  eks- 
temal  kelompok,  ia  hanyalah  juru  bicara.  Pe- 
mimpin yang  tidak  mewakili  kepentingan 
kelompoknya  akan  segera  ditinggalkan  oleh 
masyarakatnya.  Sifat  individualistis  dan  es- 
kapis  orang  Amungme  membuat  kesetiaan 
terhadap  pemimpin  sangat  terbatas. 

Lain  halnya  dalam  sistem  administrasi 
pemerintahan  negara  kita,  seorang  pemim- 
pin yang  menduduki  suatu  jabatan  ditun- 
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juk  secara  formal  oleh  pejabat  yang  lebih 
tinggi.  Proses  tersebut  berlangsung  secara 
sistemik  tertutup,  memiliki  kriteria  tersendi- 
ri  dan  masyarakat  sama  sekali  tidak  terlibat 
di  dalamnya.  Namun  dalam  kapasitasnya  se- 
bagai  pejabat  pemerintah,  yang  berarti  me- 
wakili  kepentingan  negara,  ia  memiliki  oto- 
ritas  untuk  mengambil  keputusan  sesuai  de- 
ngan  kepentingan  pemerintah  dan  masya- 
rakat wajib  tunduk  kepada  keputusannya, 
setuju  atau  tidak.  Masyarakat  hams  mene- 
rima  dan  patuh  begitu  saja  kepada  pemim- 
pin  formalnya  karena  ia  memiliki  wewenang 
untuk  menjatuhkan  sanksi  pada  siapa  saja 
yang  tidak  mematuhinya. 

Pola  kepemimpinan  nasional  semacam 
ini  mengalami  benturan  dengan  masyarakat 
"Iain-lain"  di  Timika  yang  terbiasa  bebas  me- 
nentukan  siapa  pemimpiimya.  Jika  seorang 
pejabat  dinilai  merugikan  dan  mengabaikan 
kepentingan  masyarakat  ia  akan  segera  di- 
tentang  atau  minimal  tidak  dipatuhi  lagi  pe- 
rintah  atau  pun  sarannya.  Segera  saja,  cepat 
atau  lambat,  kepercayaan  masyarakat  terha- 
dap  pemerintahnya  akan  mudah  sekali  lun- 
tur.  Kepemimpinan  dalam  birokrasi  menja- 
di  sangat  tidak  efektif.  Dengan  demikian  pro- 
gram-program pembangunan  yang  dicanang- 
kan  pun  tidak  mampu  menggerakkan  parti- 
sipasi  masyarakat. 

Transparansi,  pertanggungjawaban  (ac- 
countability), dan  pemihakan  pada  kepen- 
tingan masyarakat  oleh  para  pemimpin  tra- 
disional  pada  sistem  politik  "Iain-lain"  su- 
dah  membudaya.  Sebaliknya  ketiga  aspek  itu 
dalam  budaya  politik  nasional  baru  sebatas 
wacana  formal,  oleh  karenanya  di  tingkat  lo- 
kal  benar-benar  dipertanyakan.  Kegagalan 
meneijemahkan  ketiga  aspek  itu  secara  lang- 
sung  mempengaruhi  pandangan  dan  peri- 


laku  masyarakat  "Iain-lain"  terhadap  peme- 
rintah. 

Kdnflik 

Pemerintah  Indonesia  secara  normatif 
memandang  konflik  sebagai  sesuatu  yang 
buruk  dan  harus  dihindari.  Sebisa  mung- 
kin  setiap  dinamika  sosial  yang  diperkira- 
kan  akan  memancing  konflik  harus  diredam 
atau  disembunyikan.  Tidak  penting  apakah 
sumber  yang  menjadi  potensi  konflik  itu 
sudah  diselesaikan  atau  belum.  Masalah-ma- 
salah  dasar  dan  sensitif  secara  politik,  apa- 
lagi  menyangkut  SARA,  akan  disembunyi- 
kan sedemikian  rupa  agar  tidak  muncul  ke 
permukaan. 

,  Ini  sangat  bertentangan  dengan  masya- 
rakat "Iain-lain"  dalam  memandang  konflik. 
Bagi  mereka  konflik  harus  dan  perlu  ada  un- 
tuk menjaga  dinamika  kebudayaan  dan  memi- 
perkuat  solidaritas  masing-masing  kelompok 
sosial.  Dengan  konflik,  masing-masing  ang- 
gota  masyarakat  diyakinkan  bahwa  kelom- 
poknya  masih  padu  dan  masih  ada  tempat 
baginya.  Konflik  terbuka  dipandang  penting 
juga  untuk  menilai  potensi,  komitmen  dan 
kualitas  kepemimpinan  seseorang. 

Perbedaan  nilai  tentang  konflik  ini  me- 
wamai  hubungan  masyarakat  "Iain-lain"  de- 
ngan negara.  Masyarakat  sering  dipandang 
sebagai  susah  diatur  dan  "kepala  batu".  Pe- 
ningkatan  pendekatan  keamanan  juga  tidak 
menyurutkan  kelompok-kelompok  dalam  ma- 
syarakat untuk  menunjukkan  resistensi.  Me- 
reka tidak  hanya  berkonflik  dengan  PT  FI 
dan  pemerintah,  tetapi  juga  mengembangkan 
konflik  internal,  konflik  lawan  pendatang, 
dan  sebagainya. 
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Hubungan  lawan  dan  kawan.  Kehidupan 
tradisional  dalam  kelompok  sosial  kecil  di- 
ikat  oleh  pola  resiprositas  dan  hubungan 
personal.  Solidaritas  kelompok  terus  diper- 
kuat  melalui  konflik  dengan  kelompok  lain 
(dulunya  dalam  bentuk  perang  suku).  Na- 
mun  perpecahan  internal  juga  sering  terja- 
di  ketika  kelompok  membesar  dan  sejumlah 
individu  merasa  diabaikan  dalam  kelompok 
itu.  Dalam  berhadapan  dengan  kelompok 
di  luar  mereka,  ditetapkan  definisi  yang  je- 
las:  lawan  atau  kawan.  Secara  eksplisit  PT  FI 
dipandang  sebagai  lawan.  Sedangkan  Peme- 
rintah  dan  ABRI  seringjcali  juga,  secara  ter- 
samar,  didefinisikan  sebagai  lawan. 

Posisi  subyektif  PT  FI  dan  Pemerintah 
(termasuk  ABRI)  sebagai  lawan  di  mata 
kebanyakan  orang  Amungme  dan  Kamoro 
merugikan  semua  pihak  bahkan  orang 
Amungme  dan  Kamoro  sendiri.  Realitas 
subyektif  semacam  ini  tidak  sepenuhnya  di- 
sadari  oleh  kalangan  pemerintah  dan  PT  FI 
karena  kemampuan  Amungme  menunjuk- 
kan  sikap  oposan  pada  saat  yang  tepat  dan 
tertentu.  Definisi  lokal  terhadap  keberadaan 
PT  FI,  Pemerintah  dan  ABRI  ini  mencermin- 
kan  pendekatan  dan  interaksi  yang  belum 
bisa  diterima  oleh  masyarakat  "Iain-lain". 

Pengambilan  Keputusan  dan  Konsensus 

Konsep  mufakat  dalam  masyarakat  "Iain- 
lain"  ini  adalah  mufakat  total.  Dalam  se- 
buah  pertemuan  suatu  masalah  dibahas  de- 
ngan dihadiri  semua  orang  dewasa  laki-laki. 
Setiap  orang  bisa  bebas  menyatakan  perse- 
tujuan  dan  penolakannya.  Satu  orang  saja 
tidak  setuju,  hams  diupayakan  oleh  pemim- 
pin  maupun  individu  lain  untuk  meyakinkan- 
nya  hingga  setuju.  Musyawarah  semacam 
ini  bisa  memakan  waktu  yang  cukup  lama. 


Upaya  untuk  memaksakan  keputusan  seba- 
gian  orang  hanya  akan  menimbuUcan  konflik 
baru  dan  mungkin  perpecahan  bam. 

Di  mata  orang  Amungme,  Pemerintah  dan 
PT  FI  tidak  pemah  membuat  perjanjian  atau 
persetujuan  yang  sejati  dengan  mereka  se- 
bagai pemilik  tanah  yang  sah.  Sebagai  con- 
toh,  Perjanjian  Januari  1974  yang  dijadikan 
legitimasi  PT  FI  bahwa  mereka  mendapat 
persetujuan  dari  penduduk  lokal  tidak  per- 
nah  diakui  oleh  orang  Amungme.  Menumt 
mereka  perjanjian  itu  penuh  cacat.  Waktu 
itu  pemimpin  mereka  buta  humf,  tidak  me- 
ngerti  isi,  tidak  ikut  merencanakan,  tidak 
menyadari  implikasi  perjanjian,  dan  yang 
terpenting  bahwa  mereka  menandatangani 
perjanjian  tersebut  di  bawah  ancaman  dan 

9 

tekanan.  Oleh  sebab  itu  salah  satu  tuntutan 
yang  gencar  mereka  sampaikan  melalui  me- 
dia massa  dan  setiap  orang  yang  mewawan- 
carai  mereka  adalah  perundingan  atau  ne- 
gosiasi  bam  yang  sejati  antara  masyarakat 
adat,  PTFI,  dan  Pemerintah. 

Kebiasaan  pemerintah  dalam  melaksana- 
kan  kegiatan  yang  mensyaratkan  persetuju- 
an masyarakat  yang  berkepentingan  sering- 
kali  tidak  melalui  musyawarah  yang  sejati. 
Kalau  pun  ada  "musyawarah"  biasanya  itu 
mempakan  pengarahan  sepihak  dari  pe- 
merintah. Tak  terkecuali  di  Irian  Jaya  prak- 
tek  politik  semacam  ini  teijadi.  Biasanya 
konsep  dirancang  oleh  pihak  pemerintah 
dan  masyarakat  tinggal  menandatangani 
atau  membubuhkan  cap  jempol.  Jika  diper- 
kirakan  akan  mendapatkan  protes  dan  per- 
lawanan  masyarakat,  maka  biasanya  peng- 
kondisian  dilakukan  dengan  mendatangi  m- 


'Pcngakuan  longsung  Tuarek  Narkimc,  salah  se- 
orang  penandatangan,  dan  Tom  Bcanal,  salah  satu 
saksi  Perjanjian  Januari  1974. 
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mah  orang-orang  yang  dianggap  "menen- 
tang".  Mereka  diberi  "pengarahan  bam"  agar 
mau  menyetujui  rencana  atau  kepentingan 
pemerintah  yang  biasanya  juga  mengatas- 
namakan  pembangunan  rakyat.  Yang  pen- 
ting  bagi  aparat  biasanya  perjanjian  tertu- 
lis  dengan  asumsi  bahwa  masyarakat  akan 
merasa  terikat  dengan  bukti  hitam  di  atas 
putih  itu.  Pola  perilaku  aparat  birokrasi  ini 
bersumber  dari  budaya  politik  yang  tidak 
menghargai  hak-hak  politik  masyarakat  se- 
cara  umum. 

Perilaku  politik  semacam  itu  betul-betul 
diuji  kembali  di  Irian  Jaya,  khususnya  di 
Timika.  Masyarakat  Amungme  menolak  mo- 
del musyawarah  semacam  itu.  Perjanjian  de- 
mi  perjanjian  tertulis  yang  pemah  dibuat 
selalu  dibantah  dan  tidak  dipatuhi  dengan 
berbagai  alasan.  Dalam  konteks  kebudaya- 
an  "Iain-lain"  adalah  tidak  rasional  membuat 
perjanjian  atau  kesepakatan  dengan  cara 
seperti  di  atas.  Setiap  individu  secara  tradi- 
sional  tidak  pemah  merasa  terikat  dengan 
keputusan  yang  ia  sendiri  tidak  dilibatkan, 
meskipun  itu  dibuat  secara  tertulis  dan  ber- 
materai.  Bagi  masyarakat  perjanjian  adalah 
kesepakatan  yang  diterima  secara  sukarela 
melalui  proses  perdebatan  panjang  dan  ke- 
mudian  dicamkan  dalam  hati. 

Konflik  Sosial  Ekonomi 

Rekognisi  dalam  bentuk  sekolah,  peru- 
mahan,  klinik,  dan  fasilitas  umum  laiimya 
dipandang  oleh  masyarakat  "Iain-lain"  se- 
bagai  tidak  memadai.  PT  FI,  menurut  mere- 
ka, tidak  adil  hanya  dengan  sekali  membe- 
ri  setelah  itu  selesai.  Padahal  mereka  tidak 
henti-hentinya  mengeruk  kekayaan  tanah 
mereka.  Dalam  sistem  budaya  Amungme  se- 
orang  pendatang  yang  "berkebun"  di  atas 


tanah  mereka  selalu  berkewajiban  membagi 
sebagian  hasilnya  kepada  pemilik  tanah  (re- 
siprositas).  Pendatang  itu  juga  harus  me- 
nyesuaikan  diri  dengan  kehidupan  setempat 
serta  terlibat  dalam  berbagai  hajatan  sosial 
mereka.  Ini  berarti  di  satu  sisi  PT  FI  diha- 
rapkan  secara  berkesinambungan  membantu 
menyejahterakan  orang  Amungme,  di  lain 
sisi  PT  FI  harus  menyesuaikan  diri  dengan 
penduduk  setempat  dan  menghargai  adat 
istiadatnya. 

Masyarakat  Amungme  tidak  memiliki  pe- 
ngalaman  jual-beli  tanah.  Mereka  juga  tidak 
mengenal  mekanisme  dalam  tradisi  mereka 
tentang  bagaimana  transaksi  atau  pelepas- 
an  hak  atas  tanah.  Tanah  diakui,  dikuasai, 
dan  dimiliki  atas  dasar  dan  dilegitimasi  mi- 
tos,  sejarah  lisan,  dan  religi.  Dalam  persepsi 
mereka,  tanah  itu  tetap  menjadi  milik  mere- 
ka dan  mereka  akan  terns  menuntut  hal  itii. 
Akhir-akhir  ini  sebagian  orang  Amungme 
sudah  menyadari  bahwa  tidak  mungkin 
mengusir  PT  FI  dan  merebut  tanah  mereka 
kembali.  Oleh  sebab  itu  orang-orang  Amung- 
me mencari  peluang  lain  yang  mereka  rasa 
lebih  realistis  untuk  dituntut  dan  mengun- 
tungkan  masyarakat  mereka. 

Ide  tentang  kompensasi  dalam  bentuk 
uang  dan  penggantian  sumber-sumber  eko- 
nomi yang  hilang  adalah  hal  baru  yang 
muncul .  kemudian.  Seiring  dengan  sosiali- 
sasi  orang  Amungme  dengan  dunia  luar 
dan  kenyataan  bahwa  tanah  mereka  telah 
memberi  begitu  banyak  kemakmuran  dan 
kesejahteraan  bagi  para  pendatang  timbul- 
lah  kecemburuan  sosial.  Ini  dinilai  sebagai 
tidak  adil.  Para  pendatang  hidup  makmur 
dari  tanah  mereka  sementara  mereka,  para 
tuan  tanah  dan  pemilik  sah,  tetap  miskin 
dan  terbelakang,  bahkan  semakin  marjinal. 
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Beralihnya  penguasaan  dan  fiingsi  tanah, 
seperti  dibahas  di  atas,  membuat  lahan  ber- 
kebim  dan  kegiatan  ekonomi  subsisten  pen- 
duduk  lokal  terganggu.  Sebagai  ganti  orang 
Amungme  menuntut  agar  bisa  diprioritas- 
kan  dalam  penerimaan  pegawai  di  PT  FI.  Se- 
telah  sebagian  orang  Amungme  dan  Kamoro 
diterima  sebagai  karyawan  terayata  masalah- 
nya  tidak  selesai. 

Dunia  industri  dan  bekerja  sebagai  kar- 
yawan adalah  fenomena  yang  relatif  baru 
bagi  orang  Amungme.  Mereka  hams  berang- 
kat  kerja  dan  pulang  pada  jam  yang  sama 
secara  tetap  setiap  hari.  Ini  adalah  suatu 
adaptasi  budaya  kerja  yang  luar  biasa,  Ka- 
rena  secara  tradisional  orang  Amungme  dan 
Kamoro  tidak  mengenal  pola  kerja  yang  ru- 
tin dan  demikian  ketat.  Banyak  karyawan 
Amungme  dan  Kamoro  yang  membolos  dan 
tidak  masuk  kerja  karena  aktivitas  sosial  da- 
lam masyarakatnya  sehingga  mereka  dipe- 
cat  atau  digantikan  orang  lain. 

Sistem  gaji  dan  karir  di  PT  FI  dinilai  se- 
bagai tidak  adil.  Tidak  bisa  diterima  oleh 
kebanyakan  karyawan  Amungme  dan  Ka- 
moro yang  merasa  bekerja  demikian  lama 
(hingga  5-10  tahun)  namun  mendapatkan 
gaji  yang  lebih  rendah  dari  karyawan  lain 
dan  tidak  pernah  dipromosikan  menjadi 
pimpinan.  Kenyataan  semacam  ini  mendo- 
rong  orang  Amungme  dan  Kamoro  menja- 
di eskapis  dengan  meninggalkan  pekerjaan- 
nya.  Ini  sesuai  dengan  watak  sosial  yakni 
jika  dalam  kelompoknya  ia  merasa  diperla- 
kukan  tidak  adil  dan  masalahnya  tak  kun- 
jung  selesai  biasanya  orang  cenderung  me- 
narik  diri  sambil  berpikir  suatu  saat  akan 
membuat  perhitungan. 


Pemerintah  Pusat  dan  Daerah 

Hingga  empat  tahun  yang  lalu,  PT  FI 
biasa  melakukan  apa  saja  tanpa  konsultasi 
dengan  pemerintah  kecamatan.  Beberapa 
tahun  terakhir  ini  PT  FI  memang  sering  ber- 
konsultasi  sehubungan  dengan  rencana  ke- 
giatan mereka.  Namun  demikian  PT  FI  di  Ti- 
mika  tetap  dominan  dalam  menentukan  pe- 
ngembangan  wilayah  Mimika  Timur.  Peme- 
rintah lokal  terkendala  oleh  masalah  ang- 
garan,  waktu,  kelambatan  pengambilan  ke- 
putusan,  dan  sumber  daya  manusia.  Selain 
itu  banyak  hal  di  Timika  ~  yang  menjadi 
bagian  Kabupaten  Fak-fak  ~  hams  diputus- 
kan  oleh  Bupati,  Di  kalangan  masyarakat 
muncul  persepsi  bahwa  pemerintah  setem- 
pat  dikendalikan  oleh  dan  bergantung 
pada  fasilitas  PT  FI.  Tidak  hanya  itu,  kun- 
jungan  dari  pejabat  propinsi  atau  pusat 
selalu  dilakukan  langsung  dengan  PT  FI. 
Pertemuan  formal  pun  sering  terjadi  di 
Tembagapura  dengan  fasilitas  PT  FI,  bukan 
di  kota  kabupaten  Fak-fak. 

Kredibilitas  pemerintah  setempat  di  ma- 
ta  masyarakat  luas  sedang  mengalami  kri- 
sis.  Masalah-masalah  dan  tuntutan  yang 
muncul  dari  masyarakat  hampir  tidak  per- 
nah disampaikan  ke  Camat.  Mereka  cende- 
rung langsung  menyampaikan  ke  PT  FI  ka- 
rena mereka  beranggapan  pemerintah  ke- 
camatan kurang  tanggap  dan  kemampuan 
sumber  dayanya  sangat  terbatas.  Sedangkan 
PT  FI,  jika  mau,  bisa  menyelesaikan  dan 
memenuhi  berbagai  tuntutan  secara  cepat. 
Selain  itu  dalam  masyarakat  terdapat  per- 


Kota  Kabupaten  Fak-fak  sangat  jauh  dari  Ti- 
mika dan  hanya  bisa  ditempuh  dengan  pesawat 
yang  jadwalnya  hanya  sekali  scminggu. 
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sepsi  bahwa  kecamatan  lebih  melayani  ke- 
pentingan  PTFI  daripada  masyarakat. 

Pada  sisi  lain  terlihat  pula  dominasi  pe- 
merintah  pusat  di  Irian  Jaya.  PT  FI  dalam 
banyak  hal  lebih  banyak  berkonsultasi  de- 
ngan  pemerintah  pusat  di  Jakarta.  Diakui 
oleh  banyak  pihak  bahwa  Kontrak  Karya 
PT  FI  1967  dan  1991  sama  sekali  tidak  me- 
libatkan  Pemda  Tk  I,  Tk  II,  apalagi  keca- 
matan. Bahkan  sejumlah  anggota  DPRD 
Tk  I  mengaku  tidak  mengetahui  isi  kon- 
trak karya  itu.^'  Itu  sebabnya  bisa  dipa- 
hami  mengapa  dalam  krisis  HAM  1995  jus- 
tru  Pemda  Tk  I  dalam  konferensi  pers  meng- 
kritik  PT  FI.  Demikian  pula  di  Timika  pe- 
jabat  Pemda  setempat  dan  perwira  Kodim 
dan  Polres  mengkriitik  PT  FI  dalam  peren- 
canaan  dan  pembangunan  kota  Kuala  Ken- 
cana.  Bahkan  salah  seorang  dari  mereka  me- 
ngatakan,  "Kuala  Kencana  suatu  saat  akan 
menjadi  Kuala  Bencana". 

PoUtik  Pembangunan  Wilayah 

Pemerintah  memiliki  program  khusus  un- 
tuk  masyarakat  adat  yang  secara  geografis 
terpencil  dan  masih  menerapkan  perladang- 
an  berpindah  sejak  Pelita  1  1969.  Departemen 
Pertanian  mengembangkan  program  perta- 
nian  dan  pemukiman  yang  menetap.  Tuju- 
annya  adalah  meningkatkan  produktivitas, 
taraf  hidup,  dan  mengurangi  perusakan  hu- 
tan.  Sejalan  dengan  itu  Departemen  Sosial 
juga  mengembangkan  program  pemukiman 
masyarakat  "terasing"  dan  Departemen  Da- 
lam Negeri  melakukan  penataan  desa-desa  de- 


Korano  Nicolas  juga  pcmah  menyinggung  hal 
ini  dalam  artikelnya,  "Dari  Tembagapura  sampai 
Timika:  Ketika  Tanah  Ulayat  Berubah  Fungsi" 
Kompas,  Senin,  11  September  1995. 


ngan  mengkonsentrasikan  penduduk  dalam 
satu  wilayah  agar  mudah  melakukan  pem- 
binaan.'^ 

Inti  dari  kebijakan  ketiga  departemen  ter- 
sebut  adalah  merelokasi  masyarakat  adat 
yang  tinggal  terpencar-pencar  menjadi  ter- 
pusat  di  satu  lokasi.  Dalam  kasus  Timika  re- 
lokasi  dipandang  semakin  strategis  sejak 
kehadiran  PT  FI  1967  dan  pecahnya  Gejo- 
lak  Sosial  1977.  Keberadaan  kampung  di 
Waa  dan  desa-desa  lainnya  yang  berde- 
katan  dengan  Tembagapura  dan  migrasi  su- 
ku-suku  pegunungan  lain  seperti  Dani, 
Ekari,  Moni  dan  Damal  ke  tempat  ini  di- 
pandang sebagai  masalah  serius  oleh  PT  FI 
dan  Pemerintah.  Dengan  komposisi  kelom- 
pok  sosial  yang  terpencar-pencar  dan  kon- 
sentrasi  penduduk  di  sekitar  Waa  dipan- 
dang sebagai  potensi  konflik  sosial  bam 
dan  menyulitkan  pemerintah  memerangi 
pemberontakan  0PM.  Karena  pertama,  sa- 
ngat  sulit  membedakan  mana  0PM  dan  ma- 
na  penduduk  biasa;  kedua,  pemerintah  kha- 
watir  pengaruh  0PM  semakin  besar  terha- 
dap  penduduk.  Oleh  sebab  itu  pada  1980 
Pemerintah  Daerah  Tk  I,  BPPT,  dan  PT  FI 
merencanakan  proyek  relokasi  orang  Amung- 
me  dan  Kamoro  yang  terpencar  di  gunung 
dan  di  pulau-pulau.  Proyek  ini  terlaksana  na- 
mun  dengan  berbagai  protes  dan  kegagalan 
di  beberapa  hal. 

Kegagalan  yang  dimaksud  adalah  bahwa 
desa-desa  yang  penduduknya  dipindahkan 
masih  dihuni  karena  sebagian  besar  dari 
mereka,  orang  Amungme,  tidak  betah  di  Ti- 
mika karena  penyakit  malaria,  iklim  yang 
panas,  dan  kesulitan  berkebun  sehingga  me- 
reka kembali  ke  kampung  di  dataran  tinggi. 


'^Lihat  Carolyn  Cook,  1988.  hal.  74-80. 
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Orang-orang  Kamoro  tidak  betah  dan  kem- 
bali  ke  kampimg  lamanya  seperti  ke  Pasir 
Hitam,  ke  Pulau  Karaka,  ke  Pulau  Puriri,  atau 
ke  kampung-kampung  di  pinggir  siingai  ka- 
rena  lokasi  baru  jauh  dari  sungai,  pantai  dan 
hutan  bakau  tempat  mencari  sagu  dan  ikan. 

Kemungkinan  pekerjaan  yang  ada  di 
lokasi  bam  hanyalah  bekerja  pada  PT  FI. 
Sementara  itu  hams  diakni  bahwa  peluang 
kerja  di  PT  FI  juga  sangat  terbatas  dan  kua- 
lifikasi  yang  mereka  miliki  untuk  bekerja 
pun  tidak  kompetitif.  Hingga  akhir  1980- 
an  boleh  dikatakan  di  kampung-kampung 
asal  mereka  tidak  dilakukan  pembangunan 
fisik  dengan  harapan  penduduk  mau  me- 
ngungsi  ke  Timika.  Selain  itu  fasilitas 
yang  pemah  dibangun  oleh  PT  FI  sebagai 
janji  January  Agreement  1974  telah  dihan- 
curkan  oleh  ABRI  ketika  Gejolak  Sosial  1977 
meletus  dan  tidak  boleh  dibangun  kembali. 

Pembangunan  sosial  dan  ekonomi  ma- 
syarakat  sejak  1967  hingga  akhir  1980-an 
sempat  terabaikan  karena  orientasi  peme- 
rintah  yang  kuat  pada  masalah  keamanan. 
Pemukiman  kembali  sebagai  langkah  awal 
untuk  membangun  masyarakat  Timika  dan 
khususnya  Amungme  dan  Kamoro  menga- 
lami  kegagalan.  Resistensi  dan  penolakan 
atas  pemukiman  kembali  itu  membuat  pe- 
merintah  dan  PT  FI  berkompromi  dengan 
membangun  sejumlah  fasilitas  sosial  di 
desa-desa  seperti  Waa,  Tsinga  dan  Aroanop. 
Namun  hingga  awal  1996  di  kampung- 
kampung  tradisional  yang  terpencil,  baik 
di  pegunungan  maupun  di  pulau-pulau  dan 
di  pinggiran  sungai,  kekurangan  gum,  se- 
kolah,  klinik  kesehatan,  dan  banyaknya 
anak-anak  usia  sekolah  yang  tidak  seko- 
lah,  mempakan  kenyataan  umum  yang  be- 
lum  dipikirkan  bagaimana  mengatasinya. 


Perhatian  pemerintah  lebih  kepada  desa- 
desa  formal.  Kesan  kuat  yang  muncul  ada- 
lah  bahwa  pemerintah  sengaja  membiarkan 
kampung  tradisional  tidak  memiliki  fasili- 
tas umum  dan  dalam  keadaan  yang  tidak 
layak  agar  masyarakat  mau  bergabung  de- 
ngan masyarakat  lainnya  di  desa-desa 
buatan  pemerintah. 

Pengembangan  Wilayah  Timika  Terpa- 
du.  Sejak  lama  Pemda  Tk  I  Irian  Jaya  sebe- 
narnya  sudah  menyadari  persoalan-per- 
soalan  tersebut  di  atas.  Di  Jayapura,  7  Ma- 
ret  1996  lalu  -  3  hari  sebelum  meletus  ke- 
msuhan  sosial  di  Timika  ~,  telah  disusun 
materi  Perencanaan  dan  Desain  Pengem- 
bangan Wilayah  Timika  Terpadu.'^  Pandu- 
an  itu  disusun  berdasarkan  kunjungan  la- 
pangan  delapan  hari,  dari  17  sampai  25  Ja- 
nuari  1996,  oleh  tim  gabungan  "eksekutif 
dan  legislatif '  Pemda  Tk  I  Irian  Jaya  ber- 
sama  Pemda  Tk  II  Fak-fak.  Program  uta- 
ma  Pengembangan  Wilayah  Timika  Terpa- 
du  meliputi:  (1)  perbaikan  kualitas  sumber 
daya  manusia;  (2)  pemenuhan  kebutuhan 
dasar  manusia;  (3)  penyediaan  prasarana 
dasar  ekonomi;  (4)  pengembangan  ekonomi 
desa  dan  keluarga;  (5)  pembangunan  moti- 
vasi  dan  prakarsa;  (6)  penataan  pemukiman 
desa;  dan  (7)  penataan  mang  wilayah. 

Ada  beberapa  langkah  maju  yang  ter- 
lihat  dalam  buku  panduan  tersebut.  Perta- 
ma,  Pemda  secara  eksplisit  sudah  menya- 
dari adanya  keanekaan  stmktur  sosial  dan 
geografis  setempat.  Kedua,  dimasukkan- 
nya  desa-desa  bermasalah  politik  seperti 
Tsinga,  Aroanop,  dan  Waa  sebagai  sasar- 


'^Ir.  H.E.  Mackbon  (Kctua  Bappcda  Tk  I  Irian 
Jaya),  Pengembangan  Wilayah  Timika  Tcrpadu, 
Pemda  Tk  I  Irian  Jaya,  Jayapura,  1995. 
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an  pengembangan.  Ketiga,  adanya  program 
pendirian  koperasi  di  desa  Waa  yang  se- 
belumnya  selalu  ditentang  oleh  ABRI  dan 
PT  FI.  Hal-hal  tersebut  menunjukkan  ada- 
nya perubahan  cara  pandang  mereka  dan 
sekaligus  kemenangan  bagi  penduduk  lo- 
kal  mempertahankan  desa-desa  tersebut 
dan  inisiatif  pendirian  koperasi  di  Waa. 

Namun  rencana  pengembangan  wilayah 
Timika  terpadu  itu  masih  perlu  beberapa  pe- 
nyempumaan.  Pertama,  partisipasi  masya- 
rakat  lokal  dalam  proses  pengembangan  wi- 
layah tidak  tampak  dalam  buku  panduan. 
Ini  juga  bisa  dianalisis  dari  proses  kun- 
jungan  lapangan  hingga  tersusunnya  pan- 
duan tersebut  sangat  singkat,  hanya  3  bu- 
lan.  Penyusunannya  pun  dibuat  di  Jaya- 
pura  terbatas  di  kalangan  Pemda  dan  PT  FI. 
Pola  perencanaan  tetap  mencerminkan  pola 
lama  dari  atas  ke  bawah  (top-down).  Masalah 
yang  akan  muncul  dari  pola  semacam  ini 
adalah  masyarakat  tidak  merasa  terlibat  dan 
tidak  mampu  memmibuhkan  komitmen  ma- 
syarakat untuk  terlibat  secara  aktif. 

Kedua,  sebagian  besar  dari  tujuh  butir 
program  berupa  rencana  pembangunan  fi- 
sik.  Masalah-masalah  sosial  dan  budaya 
yang  justru  selama  ini  menjadi  penyebab 
utama  hampir  tidak  memperoleh  perhatian. 
Tidak  terdapat  pemikiran  yang  menyang- 
kut  bagaimana  menjembatani  kesenjangan 
budaya  politik,  perbaikan  hubungan  antara 
masyarakat,  pemerintah  dan  PTFI. 

Ketiga,  program-program  yang  bertu- 
juan  langsung  dalam  memberdayakan  ma- 
syaiakat  sangat  terbatas.  Program  pemba- 
ngunan motivasi  dan  inisiatif  masyarakat 
sangat 'tj&rbatas  pada  kelembagaan  formal 
di  desa.  Lembaga-lembaga  sosial  baru  se- 
perti  LEMASA  justru  tidak  diperhitung- 


kan.  Padahal  kelompok  inilah  yang  selama 
ini  secara  efektif  mengatasnamakan  suku 
Amungme  memperjuangkan  kepentingan 
orang  Amungme.  Reputasi  lembaga  terse- 
but sudah  dikenal  secara  nasional  dan  in- 
ternasional.  Kemampuannya  mempengaruhi 
opini  publik  dan  akses  ke  media  massa  sa- 
ngatlah  besar.  Dengan  tidak  melibatkan 
kelompok  tersebut  bisa  jadi  upaya  untuk 
merangkul  dan  melibatkan  masyarakat  se- 
tempat  menjadi  terhambat. 

Keempat,  pelaksanaan  langsung  dita- 
ngani  oleh  Pemda  Tk  I  dan  Pemda  Tk  II.  Se- 
cara teknis,  dikhawatirkan  akan  terbeng- 
kelai  karena  orang-orang  yang  duduk  di 
dalamnya  adalah  aparat  Pemda  yang  pasti 
memiliki  kegiatan  rutin  di  kantornya  ma- 
sing-masiiig.  Sangat  sulit  diharapkan  bah- 
wa  mereka  mampu  mencurahkan  seluruh 
waktu,  tenaga,  dan  pikirarmya,  berada  di  lo- 
kasi  sepanjang  waktu  dalam  proses  pe- 
rencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan 
proyek-proyek  yang  dikembangkan  dan 
akan  berlangsung  lama.  Selain  itu,  Timika 
secara  geografis  berjauhan  dari  pusat  pro- 
pinsi  dan  kabupaten. 

Program  Sosial  PT  FI 

Dalam  kehidupan  tradisional  ketika  sua- 
tu  kelompok  sosial  hendak  membuat  ke- 
giatan bersama  seperti  membuka  kebun 
atau  membuat  pesta  adat  biasanya  diada- 
kan  pertemuan  lebih  dahulu.  Di  sini  para 
laki-laki  dewasa  berkumpul  membicarakan 
rencana  bersama.  Setiap  orang  sesuai  de- 
ngan posisi  dan  kemampuan  masing-ma- 
sing  menentukan  kontribusi  dan  perannya 
dalam  hajatan  tersebut.  Semakin  besar  pe- 
ran  seseorang,  semakin  tinggi  prestisenya 
di  mata  masyarakat.  Setiap  orang  dalam  ko- 
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munitas  berusaha  semaksimal  mungkin  me- 
nunjukkan  perannya. 

PT  FI  mengembangkan  departemen  Sus- 
tainable Development  (SD)  yang  di  dalam- 
nya  tercakup  Community  Development  (CD), 
Business  Incubator  (BI),  Malaria  Control 
(MC),  dan  Freeport  Irian  Jaya  Foundation 
(FIJF)  yang  bergerak  di  bidang  derma.  Da- 
na yang  dihabiskan  untuk  "'Local  Area  De- 
velopment and  Charity"  dari  tahun  ke  ta- 
hun  meningkat.  Pada  1991  sebesar  enam 
juta  dollar,  1993  sebesar  13  juta  dollar,  1995 
menjadi  23  juta  dollar.  Biaya  yang  dikeluar- 
kan  pada  1995  merupakan  1,5  persen  dari 
pendapatan  PT  FI.  Dari  segi  kuantitas  sum- 
bangan  PT  FI  terhadap  pengembangan  ma- 
syarakat  lokal  di  Timika  relatif  besar. 

Kegiatan  sosial  PTFI  baik  dalam  ben-  ■ 
tuk  CD,  BI,  FIJF,  maupun  MC  direncana- 
kan  dan  dilaksanakan  sendiri  oleh  karya- 
wan  PT  FI.  Masyarakat  yang  menjadi  sa- 
saran  dari  kegiatan  tersebut  tidak  dilibat- 
kan.  Bagi  orang  Amungme  tidak  pemah  je- 
las  apa  isi,  tujuan,  dan  manfaat  kegiatan 
PT  FI  sebenamya.  Mereka  hanya  bisa  men- 
duga-duga  sesuai  dengan  kemampuan  me- 
reka memahami.  Kritik  imium  yang  selalu 
disampaikan  adalah  bahwa  PT  FI  tidak 
mengerti  kebutuhan  masyarakat  yang  se- 
sungguhnya.  Sehingga  seringkali  kegiatan 
PT  FI  dinilai  banyak  yang  tidak  menca- 
pai  sasaran.  Itu  semua,  menurut  masyara- 
kat "Iain-lain",  karena  PT  FI  tidak  pemah 
duduk  bersama  dengan  tokoh-tokoh  lokal 
yang  representatif  untuk  membicarakan 
dan  memutuskan  jenis  kegiatan  yang  bisa 
dilaksanakan  bersama.  Bagi  masyarakat  apa 
yang  dilakukan  oleh  PT  FI  dalam  program 
sosial  belum  pernah  bisa  mereka  hayati  se- 
bagai  sesuatu  yang  bermakna  bagi  mereka. 


Secara  subyektif  masyarakat  "Iain-lain" 
memang  belum  menempatkan  persoalan 
kesehatan,  pendidikan,  dan/atau  kesempat- 
an  mengembangkan  usaha  ekonomi,  sebagai 
persoalan  yang  nyata  dan  mendesak.  Bagi 
mereka  program  pengembangan  masyara- 
kat ini  dilihat  sebagai  persoalan  eksistensi 
sosial  dan  kepemimpinan  lokal.  Dengan  ti- 
dak melibatkan  mereka  dalam  proses  pe- 
rencanaan,  pelaksanaan,  dan  kontrol,  mem- 
buat  mereka  merasa  tidak  diakui  keberada- 
annya  atau  kemampuannya.  Para  pemim- 
pin  lokal  merasa  tidak  berfiingsi  dalam 
proses  transformasi  sosial  yang  sedang  ter- 
jadi.  Perasaan  tersisih  dan  terabaikan  sema- 
cam  ini  bisa  sangat  kontraproduktif  dan 
niat  positif  yang  inheren  dalam  program 
sosial  itu  sendiri  menjadi  tak  terapresiasi 
oleh  masyarakat. 

Semua  upaya  ini  dimulai  secara  efektif 
baru  sekitar  1990  untuk  memperbaiki  citra 
PT  FI,  tidak  lama  setelah  ada  kepastian 
bahwa  ditemukan  cadangan  tembaga  dan 
emas  baru  untuk  sekitar  50  tahun  dan  kon- 
trak  karya  akan  diperbaharui  1991.  Sebe- 
lum  1990,  belum  tampak  kegiatan  sosial 
PT  FI  yang  signifikan  dalam  membantu 
perkembangan  dan  kemajuan  masyarakat 
setempat.  Sebagai  perusahaan  tambang,  me- 
ngurus  kegiatan  sosial  sering  dilihat  se- 
bagai beban  tersendiri  dan  secara  tersamar 
bahwa  masalah-masalah  sosial  seharusnya 
menjadi  urusan  pemerintah.  Namun  peme- 
rintah  setempat  sendiri  mempunyai  banyak 
keterbatasan  dan  pemerintah  pusat  sejak 
lama  mengabaikan  hal  ini. 

Upaya  keras  PT  FI  dalam  mengembang- 
kan program-program  sosial  dari  1990  hing- 
ga  1996  belum  membuahkan  hasil  seperti 
yang  mereka  harapkan.  Peristiwa  pelang- 
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garan  HAM  1995  semakin  memperbunik  ci- 
tra  PT  FI  di  mata  publik  dalam  negeri  mau- 
pun  manca  negara.  Vonis  pemsahaan  asu- 
ransi  OPIC  yang  membatalkan  jaminan  po- 
litiknya  mengukuhkan  keyakinan  publik 
bahwa  PT  FI  adalah  terdakwa  utama.  Hu- 
kuman  belum  juga  selesai.  Peristiwa  keke- 
rasan  Timika  Maret  1996  memaksa  PT  FI 
untuk  mengadakan  "perundingan"  dengan 
masyarakat  "Iain-lain".  Sayangnya,  dalam 
perundingan  itu,  dialog  sejati  belum  ter- 
jadi. 

Dalam  persepsi  PT  FI  posisi  mereka  se- 
cara  politik  dan  ekonomi  sebenarnya  sa- 
ngatlah  kuat  dan  tak  tergoyahkan.  Jaminan 
politik  Pemerintah  Indonesia  beserta  jajar- 
an  ABRI  serta  dukungan  segala  fasilitas 
untuk  mempermudah  operasi  pemsahaan 
tidak  perlu  diragukan  dan  sangat  kecil  ke- 
mungkinannya  bahwa  pemerintah  beru- 
bah  sikap.  Jaminan  itu  terpatri  di  Jakarta. 
Namun  PT  FI  lupa  bahwa  ide  membangun 
interaksi  secara  manusiawi  serta  member- 
dayakan  masyarakat  setempat  bukanlah  se- 
mata-mata  himbauan  moral  atau  sekedar 
untuk  public  relation.  Persoalan  itu  mem- 
punyai  sangkut  paut  dengan  keuangan,  ke- 
langsungan  produksi  dan  operasi  yang  me- 
mang  vital  bagi  pemsahaan. 

Peristiwa  peledakan  pipa  konsentrat  dan 
Gejolak  Sosial  1977  serta  peristiwa  kekeras- 
an  Timika  1996  adalah  bukti  kuat  bahwa 
konotasi  atau  pemaknaan  sosial  yang  buruk 
dari  masyarakat  "Iain-lain"  bisa  menggang- 
gu  keuangan  dan  operasi  pemsahaan.  Alas- 
an  orang  Amungme  dan  suku-suku  lain 
mengamuk  pada  bulan  Maret  lalu  pasti  ti- 
dak didasarkan  oleh  pembuktian  fakta  em- 
piris  dengan  metode  yang  ketat  dan  bisa 
dipertanggungjawabkan  validitasnya.  Yang 


menggerakkan  mereka  adalah  pemaknaan 
sosial  mereka  atau  konotasi  sosial  mereka 
tentang  PT  FI.  Fakta  tentang  kecelakaan 
Welinus  Kogoya  hanyalah  picu.  Apa  pun 
realitas  obyektifnya  tidak  penting  untuk 
masyarakat,  mereka  hanya  butuh  alasan 
untuk  marah  dan  mengamuk.  Akibatnya 
kerusakan  terjadi  di  banyak  gedung  PT  FI 
dan  operasi  tambang  sempat  terhenti  se- 
lama  beberapa  hari  dan  itu  berarti  kemgi- 
an  secara  finansial  buat  PTFI. 

♦** 

Seluruh  paparan  di  atas  memperjelas 
gambaran  kita  tentang  format  dan  tataran 
konflik  yang  terjadi.  Pada  satu  sisi,  kon- 
flik  dan  perbedaan  terus  berlangsung  tan- 
pa  adanya  upaya  dialog  dan  komunikasi 
yang  memadai  untuk  mendapatkan  jalan 
keluar.  Seperti  disinggung  dalam  awal  ma- 
kalah  ini  bahwa  yang  terjadi  akhimya  ha- 
nyalah dominasi  PT  FI  dan  pemerintah 
atas  masyarakat  "Iain-lain".  Sistem  buda- 
ya  "Iain-lain"  yang  sebenarnya  memiliki 
nilai-nilai  demokrasi,  otonomi,  kepemim- 
pinan  yang  berakar  dan  berpihak  ke  ba- 
wah  tidak  diberi  mang  yang  memadai  dan 
dengan  sendirinya  tidak  mampu  secara 
efektif  mewamai  proses  politik  yang  cen- 
derung  searah.'"^ 

Pada  sisi  lain,  sebagai  akibat  dari  per- 
lawanan  masyarakat  "Iain-lain"  yang  di- 
wamai  dengan  kekerasan  dan  tekanan  pub- 
lik dari  dalam  dan  luar  negeri,  pemerintah 
maupun  PT  FI  sebenarnya  mulai  menya- 
dari  perlunya  langkah  bam  untuk  memper- 
baiki  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  politik 


Bandingkan  dengan  Mohtar  Mas'oed,  1994, 
hal.  97-102. 
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di  Timika.  Pemerintah  Daerah  Tk  I  Irian  Ja- 
ya,  misalnya,  sudah  mencoba  untuk  me- 
rumuskan  rencana  pengembangan  wila- 
yah  Timika  terpadu.  Namun  kadar  keterpa- 
duan  dalam  rancangan  dan  kemampuan 
untuk  merumuskan  pendekatan  dan  pro- 
gram altematif  belum  terlihat.  PT  FI  juga 
mencoba  mencari  jalan  keluar.  Upaya  me- 
ngembangkan  program-program  sosial  dan 
mengundang  auditor  lingkungan  dan  so- 
sial untuk  mengevaluasi  dan  memecahkan 
berbagai  masalah  lingkungan  dan  sosial 
budaya  bisa  dipahami  sebagai  refleksi  atas 
kesadaran  baru  itu. 


Pemberdayaan  Masyarakat  "Lain- 
lain"  Gagasan  Alternatif^^ 

Akibat  dari  konflik  berkepanjangan  itu 
semua  pihak  mengalami  kerugian.  Kerugi- 
an  itu  terutama  dialami  oleh  masyarakat 
Amungme  dan  Kamoro.  Kemajuan  dan  per- 
kembangan  di  wilayah  Timika  tidak  bisa 
mereka  manfaatkan.  Mereka  cenderung  men- 
jadi  penonton  atas  kemakmuran  baru  para 
pendatang  di  tanah  kelahiran  mereka.  Peru- 
bahan  drastis  di  Timika  sebagian  besar 
hanya  menciptakan  disintegrasi  sosial  bu- 
daya lokal.  Pada  satu  sisi  mereka  tidak  bisa 
lagi  bertahan  dengan  pola  kehidupan  bu- 
daya lama  akibat  desakan  pendatang,  na- 
mun pada  sisi  lain  mereka  tidak  cukup  siap 
untuk  bersaing  memanfaatkan  peluang  yang 
ada  pada  perubahan. 

Sebagai  masyarakat  asli  secara  ideal 
mereka  berhak  hidup  dengan  kebudayaan- 


Sebagian  dari  gagasan  saya  ini  pernah  dimuat 
dalam  Interim  Report.  Social  Audit  of  PT  Freeport 
Indonesia,  1996. 


nya  sendiri.  Namun  agresivitas  perubahan 
yang  berupa  ekspansi  modal  dan  kehadir- 
an  para  migran  dari  berbagai  wilayah  In- 
donesia tidak  bisa  dibendung,  bahkan  oleh 
pemerintah  sekalipun.  Masyarakat  "Iain- 
lain",  Amungme  dan  Kamoro,  tidak  mung- 
kin  menghindari  perubahan.  Cepat  atau 
lambat  marjinalisasi  penduduk  asli  pasti 
terjadi.  Sejarah  di  banyak  daerah  menun- 
jukkan,  para  pendatang  pasti  akan  mendo- 
minasi  sumber-sumber  ekonomi  dan  politik 
di  suatu  daerah. 

Upaya  yang  paling  realistis  hanyalah 
meminimalkan  tingkat  marjinalitas  masya- 
rakat "Iain-lain".  Harapan  itu  bisa  disandar- 
kan  pada  kemauan  politik  pemerintah.  Ke- 
kuasaan  pemerintah  memungkinkan  PT  FI 
untuk  ikut  mendukung  pengembangan 
masyarakat  "Iain-lain".  Selain  itu  kehadiran 
LSM  juga  mutlak  dalam  upaya  pemberda- 
yaan masyarakat  semacam  ini.  Namun  ada 
sejumlah  prasyarat  yang  hams  dipenuhi 
sebelum  gagasan  itu  dirumuskan  lebih  lan- 
jut.  Pertama,  pemerintah  hams  mengkaji 
ulang  strategi  pembangunan  pedesaan  dan 
masyarakat  "terasing"  mulai  dari  asumsi  da- 
sar,  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  eva- 
luasi.  Termasuk  di  dalamnya  koreksi  atas 
pendekatan  keamanan.  Kedua,  pemerintah 
hams  membuka  peluang  bagi  LSM  untuk 
terlibat  dalam  menumbuhkan  partisipasi 
masyarakat  dalam  membangun  diri  mereka 
sendiri.  Tentu  yang  dimaksud  bukan  LSM 
plat  merah  yang  amatir,  tidak  mandiri,  dan 
tidak  memiliki  komitmen  terhadap  masya- 
rakat lokal.  Ketiga,  PT  FI  menempatkan  di- 
ri sebagai  penyandang  dana  pendamping, 
selain  dana  utama  yang  berasal  dari  peme- 
rintah. Dana  sumbangan  PT  FI  bisa  dikait- 
kan  dengan  tuntutan  Maret  1996  sebesar 
satu  persen  dari  pendapatan  PT  FI. 
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Langkah  selanjutnya  adalah  mengaju- 
kan  pertanyaan:  bagaimana  strategi  pem- 
berdayaan  yang  feasible  untuk  dikembang- 
kan  dalam  masyarakat  Amungme  dan 
Kamoro?  Kenyataan  semacam  ini  tidak 
cukup  hanya  dijawab  dengan  mengatakan 
bahwa  pendekatan  bottom-up  hams  di- 
lakukan  atau  partisipasi  hams  ditumbuh- 
kan.  Gagasan  yang  diuraikan  di  bawah  ini 
tidak  berpretensi  untuk  menjawab  semua 
persoalan  pemberdayaan  masyarakat  desa 
di  selumh  wilayah  Irian  Jaya.  Saya  percaya 
setiap  masalah  lokal  memerlukan  pertim- 
bangan  yang  bersifat  lokal  pula. 

Uraian  pemikiran  saya  berikut  ini  ter- 
diri  dari:  pertama,  saran-saran  dasar  dan 
umum  strategi  pemberdayaan  masyarakat 
desa  yang  terdapat  pada  sub  a.  hingga  sub 
f;  kedua,  saran-saran  khusus  yang  ditu- 
jukan  kepada  pemerintah  daerah  maupun 
pusat  pada  sub  g.  dan  setemsnya. 

a.  Penelitian  Budaya  sebagai  Basis 
Pemahaman 

Di  kalangan  pemerintah  dan  PT  FI  ha- 
ms ditumbuhkan  kesadaran  bahwa  per- 
soalan kesenjangan  dan  konflik  bergerak 
pada  tataran  budaya  politik.  Perbedaan  ter- 
sebut  hams  dijembatani  dengan  suatu  pe- 
mahaman terhadap  kebudayaan  lokal.  Pe- 
mahaman hanya  dapat  diperoleh  dengan 
penelitian  sosial  yang  memadai  tentang 
masyarakat  yang  akan  dikembangkan.  Pe- 
nelitian itu  bisa  antropologi  atau  sosiolo- 
gi.  Tim  peneliti  hams  melakukan  peneli- 
tian mendalam  tentang  struktur  sosial, 
kepemimpinan,  dan  sistem  budaya  lokal. 
Secara  akademik  dan  teoretis  penelitian  ha- 
ms berkualitas  dan  didukung  dengan  da- 
sar-dasar  metodologi  yang  bisa  diper- 


tanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Untuk 
itu  penelitian  jangka  panjang  selama  satu 
hingga  dua  tahun  mempakan  keharusan. 
Pengamatan  dan  pengumpulan  data-data 
empirik  benar-benar  dapat  dilakukan  dan 
dapat  dipertanggungjawabkan.  Hasil-hasil 
akhir  penelitian  hams  benar-benar  mampu 
menjadi  basis  pemahaman  dalam  memmus- 
kan  perencanaan  pemberdayaan  masyarakat. 

b.  Keterlibatan  LSM 

Banyak  hal  yang  dibutuhkan  oleh  ma- 
syarakat adat  dalam  proses  pemberdaya- 
an. Antara  lain  pengembangan  kelembaga- 
an,  pengembangan  kepemimpinan  lokal, 
dan  pelatihan-pelatihan  untuk  kegiatan  eko- 
nomi  bam.  Menumt  hemat  penulis,  mediator 
dan  pelaksana  yang  paling  ideal  adalah  or- 
ganisasi  non-pemerintah  yang  bergerak  di 
bidang  pengembangan  masyarakat  (LSM). 
PT  FI  dan  Pemerintah  disarankan  untuk  ti- 
dak secara  langsung  terlibat  dalam  programr 
program  tersebut.  Terlalu  sukar  bagi  PT  FI 
sebagai  pemsahaan  penambangan  untuk  jur 
ga  menangani  program  pengembangan  ma- 
syarakat. Pemerintah  lokal  yang  terbatas 
pada  tingkat  kecamatan  memilLki  kendala 
yang  cukup  besar  temtama  dalam  sumber 
day  a  manusia.  Selain  itu  keduanya,  baik 
PT  FI  maupun  pemerintah,  adalah  aktor- 
aktor  yang  terlibat  langsung  dalam  kon- 
flik dengan  masyarakat.  Keterlibatan  yang 
langsung  dari  kedua  unsur  itu  akan  meng- 
akibatkan  konflik  lama  terulang  lagi.  Peran 
PT  FI  terletak  pada  penyediaan  dana  dan 
pemerintah  mendukung  untuk  penyiapan 
infrastmktur  yang  diperlukan.  Kegiatan- 
kegiatan  sosial  yang  selama  ini  sudah  di- 
tangani  oleh  PT  FI  disarankan  untuk  di- 
serahkan  kepada  LSM. 
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LSM  yang  disarankan  adalah  LSM  yang 
memenuhi  syarat  sebagai  berikut: 

•  tidak  mempunyai  masalah  politik  dengan 
pemerintah  dan  PTFI; 

•  memiliki  pengalaman  dan  cerita  sukses 
dalam  mengembangkan  masyarakat  lokal; 

•  memiliki  staf  ahli  dan  pekerja  sosial  yang 
profesional; 

•  memiliki  kemandirian  dan  komitmen  ter- 
hadap  masyarakat  lokal; 

•  bersedia  bekerja  untuk  kebutuhan  jangka 
panjang  secara  sinambung. 

c.  Pengembangan  Kelembagaan  dan 
Kepemimpinan 

Masyarakat  adat  di  Timika  membutuh- 
kan  bantuan  dalam  membangun  dan  me- 
ngembangkan lembaga  yang  dapat  mewa- 
kili  dan  berbicara  atas  nama  mereka  dalam 
berhubungan  atau  menyelesaikan  masalah 
yang  timbul  dengan  dunia  luar.  Usaha  pe- 
ngembangan kelembagaan  ini  direncana- 
kan  dan  dilaksanakan  dengan  didasarkan 
pada  hasil  penelitian  sosial  yang  sudah  di- 
lakukan  sebelumnya.  PT  FI  dan  pemerintah 
diharapkan  mendukung  sepenuhnya  upaya 
pengembangan  kelembagaan  ini. 

Pada  intinya  poin  pengembangan  ke- 
lembagaan ini  diarahkan  pada  pengembang- 
an, pengorganisasian,  dan  pemberdayaan 
masyarakat.  Cara  ini  bisa  memberi  niang  bi- 
cara  yang  lebih  besar,  memberikan  kesera- 
patan  lebih  besar  agar  persoalan  dan  kri- 
tik  lebih  terartikulasi  dengan  saluran  or- 
ganisasi  yang  jelas.  Para  pemimpin  lokal 
bisa  menggunakan  media  ini  untuk  me- 
wakili  kepentingan  masyarakatnya,  baik 
berupa  protes  maupun  aspirasi  masyarakat. 


Masyarakat  bisa  belajar  berorganisasi  de- 
ngan cara  baru  dan  pada  saat  yang  sama  ke- 
pemimpinan lokal  bisa  dimunculkan. 

Bagaimanapun  juga  rekomendasi  ini 
harus  dipandang  dalam  perspektif  jangka 
panjang  dalam  konteks  pengembangan  di- 
siplin  sebagai  civil  society.  Secara  budaya 
masyarakat  ini  memiliki  potensi  lokal  de- 
mokrasi  seperti  musyawarah  yang  terbuka 
dan  sifat  kepemimpinan  yang  egaliter  dan 
otonom.  Namun  potensi  tersebut  mau  ti- 
dak mau  harus  menyesuaikan  diri  dengan 
konteks  kehidupan  sosial  dan  politik  yang 
lebih  besar.  Pengembangan  lembaga  ini  se- 
bagai ajang  latihan  masyarakat  lokal  untuk 
mulai  memahami  kehidupan  sosial  dalam 
konteks  sistem  sosial  politik  nasional.  Adap- 
tasi  sosial  pada  kehidupan  modem  dan  se- 
mangat  pembangunan  dimungkinkan  me- 
lalui  cara  ini. 

Dengan  pemberdayaan  sosial  ini  me- 
reka akan  lebih  mengerti  hak  dan  kewa- 
jiban  mereka  dalam  rangka  sistem  sosial 
yang  lebih  besar.  Mereka  perlu  mengerti  hu- 
kum,  sistem  legal,  bagaimana  pemerintah 
bekerja,  kapitalisme,  bisnis,  dan  sebagai- 
nya.  Mereka  perlu  secara  bertahap  diinte- 
grasikan  dalam  tantangan  kehidupan  mo- 
dem sehingga  mereka  bisa  mengerti  bagai- 
mana bertingkah  laku  dalam  cara  yang  me- 
mungkinkan  mereka  menyadari  aspirasi 
mereka  dalam  batas-batas  hukum  yang  ada. 
Dengan  demikian,  kendala  dasar  yang  se- 
lama  ini  membentang  antara  masyarakat  lo- 
kal, pemerintah,  dan  PT  FI,  yakni  perbeda- 
an  budaya  politik,  dapat  sedikit  demi  se- 
dikit  dikurangi  dengan  saling  pengertian 
akan  kebudayaan  masing-masing. 
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d.  Negosiasi  Ulang  Masyarakat  "Iain- 
lain",  PT  FI,  dan  Pemerintah 

Tuntutan  yang  sering  disampaikan  oleh 
pemimpin-pemimpin  lokal  Amungme  dan 
Kamoro  adalah  diadakannya  negosiasi 
ulang  yang  lebih  demokratis.  Tuntutan  ter- 
sebut  harus  dipandang  sebagai  usulan 
yang  serius.  Negosiasi  harus  dipersiapkan 
dengan  baik  dalam  arti  pihak  masyarakat 
lokal  harus  mempersiapkan  diri  sebaik 
mungkin.  Negosiasi  ini  diharapkan  mam- 
pu  menghasilkan  perjanjian  yang  meru- 
pakan  koreksi  dari  January  Agreement 
1974.  Dalam  kesempatan  ini  persoalan 
mendasar  yang  selama  ini  belum  terpecah- 
kan  misalnya  tanah,  hubungan  sosial  dan 
kerusakan  lingkungan  dapat  dibicarakan  de- 
ngan lebih  terbuka. 

Negosiasi  ulang  sebaiknya  dilakukan  se- 
bagai langkah  lanjutan  setelah  pengembang- 
an  kelembagaan.  Dengan  asumsi  bahwa  upa- 
ya  pengembangan  kelembagaan  di  atas  da- 
pat  mempersiapkan  masyarakat  untuk  me- 
rumuskan  masalahnya  sendiri  dengan  ad- 
vokasi  LSM.  Dengan  itu  posisi  masalah  da- 
lam konteks  hukum  nasional  dan  aspirasi- 
aspirasi  yang  realistis  bisa  mereka  ajukan 
dan  dalam  jangka  panjang  menguntung- 
kan  masyarakat  lokal.  Selain  itu.  masyara- 
kat mesti  dibantu  oleh  seorang  pengacara 
yang  bisa  diterima  masyarakat  dan  akan 
mendampingi  mereka  dalam  proses  nego- 
siasi nanti. 

Negosiasi  yang  akan  dilakukan  sebaik- 
nya suatu  dialog  segitiga,  perwakilan  ma- 
syarakat lokal,  pemerintah  dan  PT  FI.  Ne- 
gosiasi ini  diharapkan  dapat  merumus- 
kan  langkah-langkah  apa  yang  perlu  di- 
ambil  dalam  memperbaiki  hubungan  an- 
tara  ketiga  pihak  tersebut.  Demi  berhasil- 
nya  negosiasi  sejati  yang  sejajar  dan  ter- 


buka, disarankan  untuk  tidak  melibatkan 
ABRI  atau  melakukan  tekanan-tekanan  ter- 
tentu  untuk  memaksakan  kehendaknya  pa- 
da  masyarakat.  Perlu  disadari  oleh  pihak 
pemerintah  dan  PT  FI  bahwa  negosiasi  pas- 
ti  tidak  akan  berlangsung  mulus  dan  tidak 
bisa  selesai  dengan  cepat.  Perbedaan  pen- 
dapat  antara  ketiga  pihak  dan  bahkan  antar 
anggota  perwakilan  masyarakat  sendiri  pas- 
ti  akan  muncul. 

e.  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat 

Kritik  utama  dari  masyarakat  terhadap 
kegiatan  sosial  PT  FI  adalah  pada  aspek 
partisipasi.  Seluruh  jenis  dan  strategi  pe- 
laksanaan  dan  pengembangan  program  se- 
lama ini  ditentukan  dan  dilakukan  sendiri 

-  s 

oleh  PT  FI.  Masyarakat  hanya  diharapkan 
mendukung  menyukseskan  program-pro- 
gram yang  ada. 

Fase  peningkatan  partisipasi  merupakan 
fase  berikutnya  setelah  pengembangan  ke- 
lembagaan lokal  sudah  berjalan.  Dengan  ter- 
bangunnya  lembaga-lembaga  sosial  lokal' 
lebih  mudah  bagi  pemerintah  atau  PT  FI 
untuk  berhubungan  dengan  pemimpin-pe- 
mimpin lokal.  Kemampuan  membangmi  ko- 
munikasi  dengan  pemimpin-pemimpin  lo- 
kal yang  benar-benar  berakar  ke  masyarakat 
membuat  kesenjangan  persepsi,  kesalah- 
pahaman,  dan  apriori  bisa  dikurangi.  Kon- 
flik  yang  muncul  dapat  segera  dirunding- 
kan  untuk  menentukan  secara  bersama  ja- 
lan  keluarnya.  Jadi  salah  satu  agenda  pen- 
ting  yang  perlu  dilakukan  secara  reguler 
adalah  pertemuan  segitiga,  wakil-wakil  da- 
ri masyarakat,  pemerintah,  dan  PT  FI.  Per- 
temuan berkala  ini  penting  untuk  terus  me- 
mantau  dinamika  yang  berkembang  baik 
dalam  interen  masyarakat,  maupun  di  an- 
tara ketiga  pihak  tersebut.  Selain  itu  da- 
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lam  forum  ini  dapat  dirumuskan  secara 
bersama-sama  kegiatan  apa  yang  diingin- 
kan  dan  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Jadi 
jenis-jenis  kegiatan  apa  yang  perlu  dikem- 
bangkan  dalam  upaya  pemberdayaan  sosial 
dan  ekonomi  masyarakat  haruslah  merupa- 
kan  hasil  musyawarah  bersama. 

Kemampuan  mengelola  konflik  bagi  apa- 
rat  pemerintah  yang  bertugas  di  Irian  Jaya 
sangatlah  penting.  Frekuensi  konflik  yang 
akan  dibawa  ke  dalam  forum  pasti  akan 
tinggi  mengingat  budaya  konflik  yang  ma- 
sih  begitu  kuat.  Justru  kita  harus  penasar- 
an  jika  di  suatu  daerah  di  Irian  Jaya  tidak 
terdengar  konflik  yang  muncul  ke  permuka- 
an.  Inti  konflik  internal  pada  masyarakat 
lokal  sebenarnya  kompetisi  individual  atau 
kelompok.  Energi  konflik  bisa  diarahkan  pa- 
da  kompetisi  yang  positif  dalam  usaha- 
usaha  ekonomi  atau  kegiatan  sosial  lain. 

Seperti  yang  dikatakan  pada  bab  sebe- 
lumnya  bahwa  definisi  lokal  tentang  siapa 
lawan  dan  kawan  hams  diubah  terlebih  da- 
hulu.  Perbaikan  hubungan  antara  masya- 
rakat lokal  dengan  PT  FI  dan  pemerintah 
dengan  sendirinya  akan  meningkatkan  par- 
tisipasi  masyarakat.  Karena  pada  dasamya 
masyarakat  Irian  Jaya  sangat  partisipatif 
dan  mempunyai  kadar  inisiatif  tinggi  ji- 
ka ia  merasa  bisa  terlibat  dan  mampu  mem- 
berikan  kontribusi  dalam  suatu  kegiatan 
sosial  tertentu.  Dalam  hal  ini  kombinasi  pen- 
dekatan  personal  dan  kelompok  sangaflah 
penting. 

f.  Pemberdayaan  Sosial  dan  Ekonomi 

Meskipun  sudah  dikatakan  bahwa  je- 
nis  kegiatan  sosial  dan  ekonomi  harus  di- 
tentukan  bersama  masyarakat,  PT  FI,  dan 
pemerintah,  perlu  pula  ditambahkan  di 
sini  bahwa  kegiatan-kegiatan  tersebul  ha- 


ruslah memiliki  kaitan  dengan  pengetahu- 
an  dan  keahlian  tradisional  yang  mereka 
miliki.  Misalnya  untuk  orang  Kamoro,  usa- 
ha  ekonomi  baru  yang  perlu  dikembang- 
kan  adalah  pengembangan  ketrampilan  ba- 
ru dalam  teknik  penangkapan  ikan  dan  alat- 
alat  yang  diperlukan.  Atau  pelatihan  beng- 
kel  yang  diarahkan  pada  perbaikan  mesin- 
mesin  motor  yang  digunakan  untuk  pera- 
hu.  Dengan  demikian  pelatihan  yang  dila- 
kukan  tidak  harus  mulai  dengan  pengeta- 
huan  yang  mutiak  baru.  Setiap  jenis  mata 
pencaharian  sangat  terkait  dengan  kebuda- 
yaan  masing-masing. 

g.  Perubahan  dari  Kecamatan  ke  Kabu- 
paten 

Salah  satu  keterbatasan  pemerintah  di 
Timika  adalah  perwakilannya  yang  hanya 
sebatas  tingkat  kecamatan.  Keberadaan  pe- 
merintah pada  tingkat  ini  sangat  tidak 
memadai  untuk  mengelola  persoalan  ke- 
masyarakatan,  ekonomi,  dan  budaya  yang 
sangat  kompleks  di  daerah  ini.  Masalah- 
masalah  yang  muncul  selama  ini  sangat 
lambat  penyelesaiannya  juga  dikarenakan 
oleh  keterbatasan  pemerintah  lokal.  Kepu- 
tusan  seringkali  harus  menunggu  proses 
panjang  di  kota  kabupaten  Fak-fak  yang 
secara  geografis  sangat  jauh  dan  hanya  bi-, 
sa  ditempuh  dengan  pesawat  yang  hanya 
seminggu  sekali.  Oleh  sebab  itu  dinamika 
sosial  di  daerah  ini  sangat  didominasi 
oleh  PT  FI  yang  memang  memiliki  sumber 
daya  yang  jauh  lebih  besar.  Dilihat  dari 
segi  penduduk  dan  kegiatan  ekonomi  ser- 
ta  kota-kota  yang  sudah  berkembang,  dae- 
rah kecamatan  Mimika  Timur  ini  sudah  sa- 
ngat siap  menjadi  kabupaten.  Menteri  Ne- 
gara  dan  Lingkungan  Hidup,  Sarwono  Ku- 
sumaatmaja,  dalam  jumpa  pers  bulan  Juni, 
sudah  mengisyarakatkan  akan  dibentuknya 
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pemerintah  daerah  tingkat  II  di  daerah  ini. 
Hanya  saja  prosesnya  perlu  dipercepat. 

h.  Kehadiran  ABRI  dan  Pendekatan  Ke- 
amanan 

Strategi  pendekatan  keamanan  terha- 
dap  wilayah  ini  yang  selama  ini  sudah  di- 
lakukan  perlu  dikoreksi  ulang.  Kehadiran 
ABRI  di  wilayah  ini,  selain  terbukti  ber- 
hasil  menjaga  kemanan,  namun  harus  di- 
bayar  dengan  terciptanya  iklim  hubungan 
sosial  yang  buruk  antara  pemerintah  de- 
ngan masyarakat.  Masyarakat  lokal,  teru- 
tama  orang  Amungme  di  pegunungan,  me- 
rasa  kebebasannya  hilang  dan  hidup  da- 
lam  tekanan  politik. 

Saran  untuk  membangun  hubungan  yang 
lebih  baik  dengan  masyarakat  lokal  seperti 
diusulkan  di  atas^erlu  lebih  ditonjolkan  da- 
lam  pelaksanaaimya.  Kekerasan  dan  tindak- 
an  yang  bersifat  mengekang  dari  aparat 
keamanan  sebaiknya  segera  dikurangi,  tan- 
pa  harus  mengurangi  kewaspadaan  pada 
gangguan  0PM.  Hubungan  yang  baik  an- 
tara masyarakat  dengan  pemerintah  akan 
dengan  sendirinya  mengurangi  dukungan 
dan  mengucilkan  0PM  dari  masyarakat- 
nya.  Perlu  dipahami  bahwa  masyarakat 
Amungme  sangat  pragmatis  dalam  menen- 
tukan  keberpihakannya.  Jika  masyarakat 
menilai  kehadiran  pemerintah  memang  be- 
nar-benar  menguntungkan  kepentingan  dan 
sesuai  dengan  aspirasi  mereka  maka  de- 
ngan sendirinya  keberpihakan  terhadap  pe- 
merintah akan  lebih  besar. 

Penutup 

Dari  diskusi  panjang  ini  bisa  disimpul- 
kan  bahwa  konflik  di  Timika  bersumber 
pada  kesenjangan  budaya  politik.  Kesen- 


jangan  dasar  ini  kemudian  diperburuk  oleh 
kenyataan  historis  hubungan  antara  ma- 
syarakat "Iain-lain",  pemerintah,  ABRI,  dan 
PT  FI.  Selama  30  tahun  kesenjangan  buda- 
ya politik  bukarmya  dimediasi  dengan  dia- 
log budaya  malahan  diperlebar  dengan  ber- 
bagai  praktek  politik  dari  pemerintah,  ABRI, 
dan  PT  FI.  Akibatnya  di  kalangan  masya^, 
rakat  "Iain-lain"  sudah  tertanam  sikap  per- 
musuhan  yang  sangat  kuat  pada  pihak 
luar.  Keengganan  untuk  dialog  dan  ke- 
cenderungan  dominasi  yang  kuat  dari  pi- 
hak luar  akhirnya  melahirkan  perlawanan 
masyarakat  "Iain-lain"  dengan  cara  keke- 
rasan. 

Untuk  memperbaiki  hubungan  sosial 
dan  membantu  masyarakat  lokal  member- 
dayakan  diri  mereka  sendiri  harus  dimu- 
lai  dengan  pemahaman  yang  komprehen- 
sif  tentang  kebudayaan  Amungme  dan 
Kamoro  melalui  penelitian  ilmiah  jangka 
panjang.  Pemahaman  ini  selanjutnya  dapat 
dijadikan  basis  perencanaan  program-pro- 
gram pemberdayaan  masyarakat.  Karena 
hubungan  masyarakat,  pemerintah  dan 
PT  FI  yang  masih  buruk,  sebaiknya  dili- 
batkan  LSM  untuk  berperan  sebagai  me- 
diator. Perencanaan,  pelaksanaan,  hingga 
evaluasi  harus  dikerjakan  dengan  partisi- 
pasi  penuh  dari  masyarakat  "Iain-lain". 

Lembaga  adat  lokal  yang  bisa  memun- 
culkan  peran  pemimpin  dan  mewakili  ke- 
pentingan masyarakat  "Iain-lain"  perlu  se- 
gera dibentuk  dengan  bantuan  LSM  luar. 
Lembaga  ini  akan  menjadi  wahana  belajar 
bersama  bagi  pemimpin  lokal  dengan  ad- 
vokasi  LSM.  Lembaga  ini  juga  berkaitan 
dengan  persiapan  masyarakat  "Iain-lain" 
untuk  melakukan  negosiasi  baru  dengan 
PT  FI  dan  Pemerintah  dalam  rangka  penye- 
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lesaian  tanah  dan  isu-isu  lainnya  yang  se- 
lama  ini  belum  terpecahkan. 

Gagasan  pemberdayaan  itu  pada  inti- 
hy-a  mengarah  pada  adaptasi  kehidupan 
"Iain-lain"  ke  dalam  konteks  kehidupan  ma- 
yoritas  bangsa.  Tak  satu  pun  kelompok  ma- 
syarakat  "Iain-Iain"  di  negeri  ini  yang  bisa 
terus  mengasingkan  diri  atau  menghindari 
gelombang  penibahan  baru.  Rekayasa  so- 
sial  apa  pun  hams  disadari  sejak  awal  bah- 
wa  tidaklah  mungkin  membebaskan  m^- 
syarakat  "Iain-lain"  dari  proses  marjinali- 
sasi.  Namun  upaya  minimalisasi  harus  te- 
tap  dilakukan  dengan,  salah  satunya,  mem- 
berdayakan  mereka  sehingga  mampu  ber- 
adaptasi  dan  ikut  bermain  dalam  si  stem 
sosial  yang  relatif  bam  bagi  mereka. 
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Analisis  Peristiwa 


Memahami  Kritik  dan  Gebug 
dalam  Relativisme  Budaya  Politik 

Februari-Maret  1997 

Nico  Teguh  Budi 


DALAM  bulan  Febniari-Maret  1997 
ini,  suhu  perpolitikan  mengalami 
eskalasi,  tidak  saja  sebagai  akibat/ 
ekses  berbagai  kerusuhan  tetapi  yang  le- 
bih  menarik  perhatian  adalah  adanya  feno- 
mena  gebug  dan  peiiaingkapan  beberapa  ak- 
tivis  politik.  Untuk  yang  kedua  kalinya  se- 
cara  terbuka,  tanggal  28  Febmari  1997  Pre- 
siden  Soeharto  memunculkan  pernyataan 
keras  mengenai  "gebug"  dalam  acara  te- 
mu  wicara  seusai  meresmikan  Asrama  Haji 
Donohudan,  Boyolali.  Presiden  antara  lain 
mengatakan,  "Saya  tidak  akan  keberatan  tu- 
run  dari  jabatan  selaku  presiden  ...  Asal- 
kan  semua  itu  ditempuh  melalui  cara-cara 
yang  konstitusional.  Kalau  sampai  melang- 
gar  hukum,  tak  gebug  betuF  (Adil,  No.  22, 
Maret  1997:  4). 

Pernyataan  keras  Presiden  tersebut  da- 
lam tempo  yang  tidak  lama  kemudian  di- 
ikuti  dengan  penangkapan  Sri  Bintang 
Pamungkas  dan  beberapa  tokoh  Partai  Uni 
Demokrasi  Indonesia  (PUDl),  serta  pemerik- 
saan  terhadap  seorang  tokoh  PSI,  Soebadio 


Sastrosatomo.  Sri  Bintang  dan  tokoh  PUDI 
ditangkap  dengan  tuduhan  subversi  kar 
rena  mengeluarkan  dan  menyebarluaskan 
kartu  lebaran  yang  berisi  program  politik 
PUDI,  yaitu  menolak  Pemilu  1997,  menolak 
pencalonan  Pak  Harto  sebagai  presiden 
1998-2003,  serta  menyiapkan  tatanan  bam 
pasca  Soeharto  1998.  Sedangkan  Soebadio 
diperiksa  karena  menerbitkan  buku  yang 
sarat  kritik  berjudul  Era  Baru,  Pemimpin 
Bam:  Badio  Menolak  Rekayasa  Rezim  Orde 
Baru  (P&R,  15  Maret  1997:  10). 

Pada  dasarnya,  apa  yang  tertuang  da- 
lam program  politik  PUDI  maupun  dalam 
buku  tersebut  menipakan  suatu  bentuk  kri- 
tik yang  sangat  tajam  bagi  kekuasaan.  Pro- 
gram-program politik  PUDI  tersebut  ten- 
tu  mempunyai  landasan  pertimbangan  ter- 
sendiri.  Demikian  pula  salah  satu  kritik  da- 
lam bukunya  Soebadio  yang  menyebutkan 
adanya  kevakuman  kepemimpinan  nasional, 
karena  yang  ada  saat  ini  hanya  penguasa, 
tentu  juga  punya  landasan  pertimbangan 
tersendiri.  Masalahnya,  kritik-kritik  yang 
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dilandasi  pertimbangan-pertimbangan  ma- 
suk  akal  sekalipun,  menjadi  bersifat  relatif 
di  depan  kultur  politik  yang  dikembangkan 
oleh  kekuasaan. 

Pernyataan  gebug  dan  kemudian  pe- 
nangkapan  para  pengkritik  radikal  terha- 
dap  kepemimpinan  nasional  setidak-tidak- 
nya  mengindikasikan  adanya  hubungan 
di  antara  kedua  hal  tersebut.  Kritik  —  yang 
konstruktif  dan  bertanggung  jawab  ~  me- 
mang  dibutuhkan  dalam  suatu  proses  po- 
litik. Namun  dalam  hal  penyampaian  dan 
penimusan,  maka  suatu  kritik  akan  dinilai 
dari  sudut  budaya  politik  yang  eksis.  Apa- 
bila  kritik  tersebut,  baik  perumusan  mau- 
pun penyampaiannya,  selaras  dengan  bu- 
daya politik  yang  berkembang  di  struktur 
politik  yang  menjadi  obyek  kritikan,  maka 
tidak  menjadi  persoalan.  Jika  yang  terjadi 
adalah  sebaliknya,  maka  kritik  dapat  men- 
jadi bumerang  dan  dosa  politik  yang  ha- 
ms ditanggung  oleh  pengritik. 

Dalam  sebuah  sistem  politik  yang  de- 
mokratis,  kritik  mempakan  salah  satu  in- 
put yang  sangat  berharga.  Melalui  kritik 
yang  konstruktif,  maka  berbagai  hal  ke- 
kurangan  dan  kelemahan  dapat  ditindak- 
lanjuti.  Kritik  juga  berfimgsi  sebagai  kon- 
trol  sosial  terhadap  keberadaan  rejim  ke- 
kuasaan. Dengan  selalu  terciptanya  kontrol 
sosial  dari  masyarakat  luas,  dapat  dihin- 
darkan  terjadinya  penyalahgunaan  kekua- 
saan dan  wewenang  maupun  pengingkaran 
terhadap  asas  kedaulatan  rakyat.  Akan  te- 
tapi,  dalam  realitasnya  kritik  dapat  menja- 
di senjata  yang  ampuh  untuk  menghantam 
maupun  menekan  pihak  lain  juga. 

Dalam  budaya  politik  yang  berkembang 
saat  ini,  bahasa  suatu  kritik,  protes  maupun 
Usulan  perubahan  akan  sangat  menentukan 


nilai  dari  kritik,  protes,  maupun  usulan 
perubahan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  nilai 
dari  kritik  dan  sebagainya  tersebut  men- 
jadi relatif  di  mata  budaya  politik  maupun 
dari  sudut  bahasa  politik  kekuasaan.  Me- 
mang  hams  disadari,  sebagai  kumpulan  ka- 
ta-kata  yang  bertautan  bahasa  mempunyai 
dimensi  yang  luas.  Mulai  dari  struktur,  ga- 
ya,  sintaksis,  ejaan,  makna,  sampai  berpe- 
ranan  dalam  mengkonstruksi  realitas  sosial. 

Demikian  pula  dalam  suatu  bahasa  yang 
mempunyai  makna  relatif  tersebut  terkan- 
dung  beberapa  hal,  seperti  pertama,  masa- 
lah  distorsi  bahasa.  Bahasa  bukanlah  se- 
suatu  yang  transparan,  yang  mampu  men- 
cerminkan  segenap  yang  ada  secara  jer- 
nih.  Berdasar  pada  kenyataan  bahwa  ba- 
hasa memang  tidak  transparan  tersebut, 
maka  mudah  sekali  dimsak  temtama  oleh 
praktek-praktek  komunikasi  politik  yang 
lebih  mengacaukan  pemahaman.  Dari  prak- 
tek-praktek inilah  muncul  distorsi  bahasa. 
Oleh  karena  itu,  Richard  Rorty  sampai 
menyatakan  bahwa  bahasa  bukan  "cermin 
alam",  sehingga  memerlukan  rasa  relativi- 
tas  terhadap  perbendaharaan  kata-kata  de- 
skriptif  kita  yang  menyangkut  zaman,  tra- 
disi,  dan  peristiwa  sejarah.  Demikian  pula, 
sebagaimana  para  ahli  komunikasi  sepakat, 
bahwa  makna  kata  sangat  subyektif. 

Bahasa  dan  demikian  juga  proses  pem- 
bahasaan  suatu  fakta  sangat  rentan  terha- 
dap muatan-muatan  ideologis.  Oleh  karena 
itu,  Istvan  Meszaros  (1989:  3)  menyatakan 
adanya  kenyataan  bahwa  dalam  masyara- 
kat, semua  hal  akhirnya  telah  "tercelup 
ideologi",  apakah  disadari  atau  tidak.  Da- 
lam The  Language  of  Oppression  (1989:  5), 
Haig  Bosmaijan  kemudian  menegaskan  bah- 
wa bahasa  dapat  pula  menjadi  instmmen 
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bagi  yang  kuat  untuk  menindas  yang  le- 
mah.  Oleh  karenanya  tak  heran  jika  pihak 
yang  berkuasa  selalu  mendefinisikan  sega- 
la  hal  dan  hampir  selalu  mendefinisikan 
ulang  untuk  menekan  pihak  yang  lemah, 
misalnya.  Dengan  demikian,  bahasa  suatu 
berita  atau  kritik  belum  sepenuhnya  men- 
cerminkan  realitas  yang  ada,  lebih  mencer- 
minkan  maksud  si  pembuatnya. 

Kedua,  kritik,  protes,  usul,  berita  mau- 
pun  juga  pernyataan  teoretis  paling  cang- 
gih  sekalipun  yang  disampaikan  kepada 
orang  lain  akan  bersifat  multi  interpret- 
able.  Jarang  sekali  ditemukan,  atau  mung- 
kin  tidak  ada  yang  namanya  kebenaran 
mutlak/absolut  terhadap  suatu  interpreta- 
si.  Bahkan  di  dunia  ilmiah  sekalipun,  sa- 
ngat  langka  seseorang  mengklaim  dirinya 
sebagai  yang  memiliki  the  art  of  reading 
yang  menjamin  absoluditas  kebenaran  pe- 
mahamannya.  Oleh  karena  itu  sangat  pen- 
ting  sekali  memandang  suatu  persoalan  de- 
ngan tanpa  memberikan  finalitas  penilai- 
an.  Finalitas  penilaian  hanyalah  akan  mem- 
buka  konflik  yang  lebih  terbuka  karena 
adanya  vonis-vonis  terhadap  pihak-pihak 
lain. 

Ketiga,  kritik  dan  tenitama  berita,  se- 
bagaimana  suatu  rangkaian  kata-kata  me- 
ngandung  ambiguitas  dan  pemihakan.  Am- 
biguitas  dan  pemihakan  ini  terutama  ka- 
rena adanya  apa  yang  disebut  Foucault  se- 
bagai principle  of  exclusion.  Suatu  kritik 
maupun  berita  terkadang  mengucilkan  in- 
formasi  maupun  suatu  fakta  lain.  Pemihak- 
an merupakan  konsekuensi  logis  dari  ada- 
nya subyektivitas  penulis,  muatan  kepen- 
tingan,  maupun  karena  pemilihan  bahasa 
tertentu  yang  ditampakkan  pada  pemilihan 
kata  dan  kalimat. 


Tanpa  berpretensi  lebih  jauh  untuk 
ikut  menghakimi  para  kritikus  dan  penge- 
cam,  secara  tidak  sadar  berbagai  kritik  mau- 
pun kecaman  terhadap  rejim  yang  eksis 
saat  ini  maupun  dalam  beberapa  kasus  lain 
telah  mengarah  pada  perdebatan  mendasar 
dalam  praksis  politik  kita.  Politik  yang  pa- 
da mulanya  merupakan  kegiatan  memper- 
satukan,  mulai  didominasi  konflik  dan 
"perang  pernyataan  terbuka".  Padahal  jika 
menilik  pada  sejarah,  dari  kegiatan  politik 
para  founding  fathers  telah  lahir  suatu 
bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indone- 
sia. Namun  dalam  perkembangannya,  tam- 
paknya  terjadi  ketimpangan  antara  kon- 
sensus  dan  konflik.  Muatan  konflik  le- 
bih banyak  ditemui  dalam  berbagai  kritik 
yang  dilontarkan  secara  terbuka,  seperti 
dalam  kasus  kartu  lebarannya  PUDI  dan  bu- 
kunya  Soebadio,  dan  ini  tentu  dapat  me- 
ngancam  integrasi  bangsa  dalam  jangka 
panjang. 

Padahal  dalam  setiap  masalah  politik, 
selalu  ada  ruang  di  mana  orang  sulit  mene- 
mukan  konsensus,  namun  tidak  serta-merta 
berarti  lahimya  konflik.  Ruang  tanpa  kon- 
sensus dan  tanpa  konflik  tersebut  adalah 
ruang  berlangsungnya  pertandingan  an- 
tara argumen  dan  persuasi.  Yang  terjadi  pa- 
da saat  ini,  tampaknya  ruang  pertanding- 
an ini  belum  tercipta  dan  pihak  yang  mera- 
sa  di  atas  angin  cenderung  memaksimal- 
kan  perolehan  dari  meng-expose  masalah  se- 
cara besar-besaran,  maupun  memberangus 
para  pengkritik  yang  tidak  sesuai  sopan- 
santun  politik  secara  represif. 

Di  sisi  lain,  kata  gebug  secara  harafiah 
jelas  menunjukkan  adanya  unsur  represif 
yang  inherer\  di  dalamnya.  Respons  yang 
sedemikian  keras  ini  tentu  menandakan  pu- 
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la  adanya  suatu  konflik  terbuka  yang  su- 
dah  tidak  mungkin  ditransformasikan  men- 
jadi  konflik  argumen  maupun  persuasi.  Ge- 
bug  jelas  ditujukan  bagi  pengkritik  mau- 
pun pihak-pihak  yang  mencoba  menantang 
kekuasaan  yang  sah  saat  ini  serta  yang  su- 
dah  tidak  lagi  mengakui  masih  hidupnya 
konsep  kawulo-gusti  dalam  praksis  politik 
misalnya,  yang  berarti  juga  menghujat  lo- 
yalitas  seorang  rakyat  yang  hams  diberikan 
kepada  pemimpinnya.  Demikian  pula  ge- 
bug  tentu  ditujukan  bagi  mereka  yang  su- 
dah  berani  menentang  tradisi  dan  kultur 
politik  Indonesia  saat  ini,  seperti  kekeluar- 
gaan  maupun  musyawarah  untuk  mufakat. 

Secara  arif,  tentu  sangat  disesalkan  ada- 
nya dua  hal  yang  pada  dasarnya  sama- 
sama  kurang  selaras  dengan  jiwa,  tradisi, 
dan  kultur  politik  Indonesia  pada  umum- 
nya.  Melancarkan  kritik  terbuka  dengan  pi- 
lihan  cara  pemmusan  dan  penyampaian 
yang  sedemikian  vulgar  dan  keras,  bahkan 
terkesan  menghasut  jelas  belum  biasa  da- 
lam wacana  politik  dewasa  ini.  Demikian 
pula,  meresponsnya  dengan  mengeluarkan 
pemyataan  yang  bemada  ancaman  dan  di- 
sertai  kekerasan,  juga  kurang  sejalan  de- 
ngan jiwa  Pancasila,  khususnya  sila  kedua. 
Dari  fenomena  tersebut  juga  mengindika- 
sikan  bahwasanya  pola  aksi-reaksi  maupun 


sebab-akibat  tampaknya  masih  menjadi 
pola  proses  konversi  umum  dalam  sistem 
kekuasaan  kita.  Fenomena  politik  yang  su- 
dah  tentu  dapat  menyurutkan  kehidupan 
demokrasi  dan  proses  pendewasaan  poli- 
tik bangsa  tersebut  masih  jauh  dari  reali- 
tas  untuk  menciptakan  suatu  "masyarakat 
madani"  {civil  society)  misalnya. 

Segenap  fenomena  politik  di  Indonesia, 
baik  dalam  tataran  wacana  maupun  praksis, 
tampaknya  harus  terus  dipahami  dalam 
kerangka  relativisme  kultural.  Mengharap- 
kan  adanya  suatu  pembahan  politik  secara 
radikal  melalui  kritik  keras  masihlah  men- 
jadi Utopia  saat  ini.  Masih  ada  suatu  sikap 
reluktansi  (keengganan)  terhadap  pemba- 
ruan  maupun  perbaikan  tatanan  politik 
dari  para  penguasa  apabila  hal  itu  disam- 
paikan  dengan  cara-cara  yang  tidak  lazim 
dalam  kultur  politik  kekuasaan.  Oleh  ka- 
rena  itu,  untuk  pembaruan  dan  perbaikan 
tatanan  kehidupan  politik,  maka  segenap 
kritik,  protes,  maupun  usulan  haruslah  se- 
nantiasa  dipertimbangkan  dari  segi  rela- 
tivitas  bahasa,  kultur  politik,  serta  pilihan 
waktu  yang  tepat.  Demikian  pula  sebalik- 
nya,  respons  yang  arif  dan  simpatik  ten- 
tu lebih  efektif  untuk  meredam  kritik-kri- 
tik  yang  tidak  sopan  dan  kurang  ajar  dari 
kacamata  kekuasaan. 


Dokumen 


Kegiatan-kegiatan  Diplomatik 
di  Asia  Pasifik 

Faustinus  Andrea 


KEGIATAN-KEGIATAN  diploma- 
tik ASEAN  akhir  tahun  1996  dan 
awal  1997  di  kawasan  Asia  Pasi- 
fik antara  lain  pengelolaan  potensi  Laut 
Cina  Selatan  (LCS),  sidang  Menlu  ASEM, 
hubungan  ASEAN- Jepang  dan  hubungan 
ASEAN-Uni  Eropa.  ASEAN  menyadari  bah- 
wa  kegiatan  diplomas inya  makin  diakui 
bukan  saja  di  Asia  Tenggara,  tetapi  juga  di 
kawasan  Asia  Pasifik  secara  keseluruhan. 

Usaha  ASEAN  untuk  mencari  penyele- 
saian  diplomatik  masalah  LCS  dapat  dili- 
hat  dari  pertemuan  ASEAN-Cina  di  Hang- 
zhou  April  1995.  Dalam  pertemuan  itu 
ASEAN  mengajak  Cina  untuk  mengambil 
bagian  dalam  kerja  sama  saling  meningkat- 
kan  kepercayaan  dan  menjaga  stabilitas 
di  LCS.  ASEAN  tidak  menginginkan  terja- 
dinya  konflik  di  antara  negara  yang  berti- 
kai  dan  justru  mendorong  dilakukannya 
"peaceful  joint  declaration"  dalam  menye- 
lesaikan  masalah  LCS.  Upaya  lain  adalah 
dicetuskannya  deklarasi  ASEAN  menge- 
nai  LCS  tahun  1992,  yang  menekankan 
perlunya  penyelesaian  dengan  cara-cara  da- 
mai  semua  masalah  kedaulatan  dan  yuris- 
diksidi  LCS. 

Dalam  perkembangan  selanjutnya,  dekla- 
rasi tersebut  dipertegas  kembali  setelah  ter- 


jadi  konflik  militer  berskala  kecil  antara 
Filipina  dan  Cina  Maret  1995,  melalui  per- 
nyataan  para  Menlu  ASEAN  mengenai  per- 
kembangan terakhir  di  LCS,  dan  kemudian 
pada  Konferensi  Koordinasi  Gerakan  Non- 
Blok  di  Bandimg  Mei  1995,  yang  dihadiri 
oleh  98  negara  anggotanya.  Dalam  pertemu- 
an itu  negara-negara  tersebut  mendukung 
posisi  ASEAN  mengenai  LCS. 

Sejauh  ini  Indonesia  telah  menyelengga- 
rakan  tujuh  kali  lokakarya  mengenai  LCS, 
yaitu  di  Bali  (1990),  Bandung  (1991),  Yogya- 
karta  (1992),  Surabaya  (1993),  Bukittinggi 
(1994),  Balikpapan  (1995),  dan  Batam  (1996). 
Lokakarya  tersebut  sampai  sejauh  ini  be- 
lum  berhasil  merealisasikan  proyek-proyek 
keqa  sama  yang  telah  disepakati. 

Dalam  pertemuan  terakhir  di  Batam  bah- 
kan  ada  kesan  bahwa  penanganan  masa- 
lah LCS  telah  mencapai  titik  tertentu.  Peser- 
ta  tidak  lagi  bersedia  melangkah  lebih  jauh 
dari  apa  yang  sudah  dicapai  selama  ini, 
yaitu  berupa  sejumlah  modalitas  kerja.  Ju- 
ga terlihat  ketidaksepakatan  mengenai  upa- 
ya memformalkan  bentuk  pertemuan  loka- 
karya, walaupun  ditujukan  untuk  mereali- 
sasikan hasil-hasil  kesepakatan  yang  telah 
diterima  dalam  lokakarya.  Cina  seringkali 
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disebut-sebut  sebagai  faktor  penghambat 
dalam  pelaksanaan  kerja  sama  itu. 

Oleh  karena  itu  pendekatan  secara  khu- 
sus  terhadap  Cina,  dengan  mengadakan 
pertemuan  kedua  ASEAN-Cina  mengenai 
LCS  sangat  diperlukan.  Pertemuan  terse- 
but  selain  dapat  menjadi  sarana  mening- 
katkan  saling  percaya  juga  sebagai  proses 
untuk  meluaskan  common  ground  bebe- 
rapa  isu  politik  dan  keamanan  di  LCS. 
Proses  seperti  ini  paling  tidak  dapat  di- 
jadikan  mekanisme  tindak  lanjut  keingin- 
an  Cina  untuk  menyelesaikan  sengketa  se- 
cara damai  berdasarkan  hukum  laut  inter- 
nasional  dan  Konvensi  Hukum  Laut  PBB 
1982. 

Usaha  untuk  membangun  kemitraan 
Asia-Eropa  dengan  mengkampanyekan  per- 
damaian  dan  pembangunan  serta  kesejah- 
teraan  yang  berkelanjutan  merupakan  ko- 
mitmen  yang  digariskan  dalam  KTT  ASEM 
I  di  Bangkok  Maret  1996  lalu.  Dalam  rang- 
ka  kerja  sama  ekonomi  komitmen  ASEM 
(Asia-Europe  Meeting)  ialah  mengusaha- 
kan  pemenuhan  ketentuan-ketentuan  WTO 
(World  Trade  Organization),  prinsip-prinsip 
pasar  bebas,  sistem  perdagangan  multilate- 
ral yang  terbuka,  liberalisasi  ekonomi  yang 
non-diskriminatif  dan  regionalisme  ekono- 
mi terbuka. 

Eropa  merupakan  pasar  bagi  ekspor  Asia 
Timur  dan  sumber  modal  dan  teknologi 
utama.  Begitu  pula,  Asia  Timur  merupakan 
pasar  bagi  Eropa,  terutama  produk-produk 
manufaktur.  Diperkirakan  pada  akhir  tahim 
1990-an  permintaan  Asia  Timur  akan  per- 
lengkapan  modal  dan  produk-produk  kon- 
sumsi  akan  mencapai  nilai  sebesar  50  mil- 
yar  dollar  AS.  Dengan  semakin  besarnya 
permintaan  ini,  perdagangan  Asia-Eropa 
akan  meningkat  50  persen  lebih  besar  dari 
Amerika  Utara  (Kompas,  26-2-1996). 

Peningkatan  kerja  sama  ekonomi  Asia 
dan  Eropa  ini  menandakan  bahwa  dialog 
ekonomi  menjadi  semakin  penting  di  anta- 
ra  dua  kawasan.  Pertemuan  Menlu  ASEM 


pertama  di  Singapura  Februari  1997  lalu 
merupakan  sebuah  dialog  ekonomi  terbu- 
ka untuk  membahas  laporan  mengenai  ber- 
bagai  kegiatan  tindak  lanjut  yang  telah 
diambil  dalam  KTT  ASEM  I.  Dialog  ini 
penting  sebab  selain  para  pemimpin  Asia- 
Eropa  menyadari  bahwa  perekonomian  du- 
nia  saat  ini  didominasi  oleh  kegiatan  per- 
dagangan dan  investasi  di  kawasan  Ameri- 
ka Utara,  Asia  Timur  dan  Eropa,  dialog  ju- 
ga akan  menghilangkan  perbedaan-perbe- 
daan  yang  ada.  Selain  itu,  di  antara  ketiga 
kawasan  tersebut  perlu  ada  link  agar  per- 
tumbuhan  perekonomian  dunia  yang  lebih 
besar  dapat  dicapai. 

Keinginan  Jepang  meningkatkan  kerja 
sama  dengan  ASEAN  mempunyai  arti  pen- 
ting untuk  memelihara  stabilitas  politik, 
ekonomi  dan  keamanan  di  wilayah  Asia 
Pasifik.  Keinginan  ini  diwujudkan  dengan 
kunjungan  PM  Hashimoto  ke  beberapa  ne- 
gara  ASEAN.  Kunjungan  ini  merupakan  sa- 
lah  satu  langkah  signifikan  dan  strategis 
dalam  memperkuat  dan  memperluas  basis 
keija  sama  itu. 

Meskipun  kerja  sama  ASEAN- Jepang 
selama  ini  berjalan  baik,  namun  upaya  me- 
ningkatkan kerja  sama  dan  hubungan  ma- 
sih  perlu  dilakukan  untuk  menyelesaikan 
berbagai  persoalan  bilateral  maupun  re- 
gional. Pertanyaan  yang  perlu  dijawab 
oleh  pihak  Jepang  adalah  mengapa  Jepang 
enggan  mengalihkan  teknologinya  ke  ne- 
gara-negara  ASEAN.  Kesenjangan  kemaju- 
an  antara  Jepang  dan  negara-negara  ASEAN 
masih  lebar,  sehingga  timbul  gugatan  ter- 
hadap solidaritas  Jepang  dalam  mendorong 
kemajuan  para  tetangganya.  Tentu  saja  per- 
lu diakui  bahwa  Jepang  sudah  membangun 
kerja  sama  ekonomi  dan  memberi  pinjaman 
ke  negara-negara  ASEAN  selama  ini.  Begitu 
juga  sebaliknya  bahwa  ASEAN  menem- 
pati  posisi  strategis  yang  perlu  diperhi- 
tungkan  Jepang  maupun  negara  lain  se- 
hingga ASEAN  tidak  hanya  menjadi  sum- 
ber pemasokan  bahan  mentah,  tetapi  seka- 
ligus  sebagai  pasar  yang  potensial  (Kompas, 
9-1-1997). 


DOKUMEN 


327 


Hubungan  di  kawasan  Asia  Pasifik  akhir- 
akhir  ini  mengalami  perubahan  termasuk 
kawasan  Asia  Tenggara.  Kawasan  ini  tidak 
lagi  terpolarisasi  oleh  persaingan  negara- 
negara  adikuasa.  Salah  satu  faktor  penye- 
babnya  adalah  berakhirnya  Perang  Dingin 
dan  terjadinya  pergeseran  keseimbangan 
kekuatan  di  kawasan  antara  ASEAN  dan 
negara-negara  besar  di  kawasan.  Perkem- 
bangan  ini  membuat  ASEAN  tidak  lagi 
menjadi  obyek  dari  persaingan  negara-ne- 
gara besar,  melainkan  ASEAN  sebagai  ak- 
tor  penting  dalam  hubungan  internasio- 
nal  di  Asia  Tenggara  dan  Asia  Pasifik.  Di 
samping  itu  ASEAN  makin  asertif  dalam 
masalah-masalah  intemasional  dengan  me- 
lakukan  pendekatan-pendekatan  kerja  sama 
yang  sifatnya  kooperatif.  Misalnya  kerja 
sama  antara  ASEAN  dan  Uni  Eropa  (UE). 

Forum  dialog  ASEAN-UE  yang  diben- 
tuk  sejak  bulan  Maret  1980  dan  dilakukan 
secara  berkala  merupakan  salah  satu  sara- 
na  diplomasi  untuk  membicarakan  berba- 
gai  hal  yang  menyangkut  kepentingan  ber- 
sama,  baik  hubungan  ekonomi,  perda- 
gangan  maupun  investasi.  Sidang  Para 
Menlu  ASEAN-UE  yang  berlangsung  di 
Singapura  pertengahan  Februari  1997  lalu 
telah  menghasilkan  Deklarasi  Bersama 
ASEAN-UE  sebagai  kerangka  memperkuat 
hubungan  kedua  organisasi  regional  itu, 
baik  di  bidang  politik,  keamanan,  eko- 
nomi, pembangunan  maupun  kerja  sama 
lainnya.  Meskipun  masalah  hak  asasi  ma- 
nusia  (HAM)  mendominasi  pertemuan, 
deklarasi  bersama  tersebut  hanya  sedikit 
memuat  masalah  HAM.  Masalah  pelang- 
garan  HAM  di  Myanmar  misalnya,  meru- 
pakan isu  sensitif  yang  diperdebatkan  di 
antara  para  Menlu.  Namun  demikian,  sikap 
kompromi  diambil  sebagai  langkah  untuk 
menghindari  isu-isu  politik  yang  sensitif 
sehingga  perhatian  ASEAN  maupun  UE  le- 
bih  dipusatkan  pada  masalah-masalah  yang 
sudah  disepakati  ketimbang  membicarakan 
hal-hal  yang  menimbulkan  persoalan. 

Dengan  demikian,  agenda  pembicaraan 
KTM  ASEAN-UE  diarahkan  untuk  mem- 


perkuat kerja  sama  ekonomi  dan  bukan  un- 
tuk membicarakan  isu-isu  yang  bersifat 
sensitif.  Pembicaraan  di  luar  topik  ekono- 
mi, teknologi  dan  kebudayaan  hanya  akan 
membuat  pertemuan  kehilangan  fokus. 

Ringkasan  Peristiwa  berikut  ini  me- 
nyajikan  berita  tentang  lokakarya  penge- 
lolaan  potensi  Laut  Cina  Selatan,  Sidang 
Menlu  ASEM  I,  Hubungan  ASEAN-Jepang 
dan  Hubimgan  ASEAN-UE. 


LOKAKARYA  PENGELOLAAN  POTENSI 
LAUT  CINA  SELATAN 

1.  Lokakarya  Pengelolaan  Potensi  Laut 
Cina  Selatan  Ke-6 

Lokakarya  Pengelolaan  Potensi  Laut  Ci- 
na Selatan  ke-6  berlangsung  di  Balikpapan, 
Kalimantan  Timur  tanggal  10-13  Oktober 
1995  dihadiri  oleh  12  negara  termasuk  wa- 
kil  enam  negara  pengklaim  yaitu  Cina, 
Taiwan,  Vietnam,  Malaysia,  Filipina  dan 
Brunei  Darussalam.  Mereka  berasal  dari  ka- 
langan  pemerintah  dalam  kapasitas  pribadi. 

Menlu  All  Alatas  mengatakan  pada  pem- 
bukaan  lokakarya  sebagai  berikut:  (1)  su- 
dah waktunya  pelaksanaan  proyek-pro- 
yek  keqa  sama  di  Laut  Cina  Selatan  (LCS) 
dimulai;  (2)  pelaksanaan  kerja  sama  di  LCS 
merupakan  instrumen  diplomasi  preventif 
yang  dapat  membantu  menjamin  perdamai- 
an,  stabilitas,  dan  keamanan;  (3)  implemen- 
tasi  kerja  sama  di  LCS  .akan  memberikan 
sum-bangan  bagi  pembangunan  ekonomi 
dan  sosial  negara-negara  di  sekitar  LCS; 
(4)  lokakarya  LCS  tidak  ditujukan  untuk 
menyelesaikan  klaim  tumpang-tindih  te- 
ritorial  dan  yurisdiksi,  tetapi  membantu 
mencegah  adanya  pertikaian  maupun  kon- 
flik;  (5)  implementasi  kerja  sama  mempu- 
nyai  nilai  penting,  sebab  tidak  ada  meka- 
nisme  penyelesaian  konflik  di  LCS;  (6)  pro- 
ses lokakarya  telah  membuktikan  adanya 
kelompok  ahli  untuk  bisa  menjalankan  pro- 
yek  yang  diusulkan  dan  menggalang  sum- 
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ber-sumber  yang  dibutuhkan  untuk  pelak- 
sanaan  proyek;  (7)  perdamaian  dan  stabili- 
tas  di  LCS  sangat  tergantung  pada  penge- 
lolaan  konflik  di  LCS;  (8)  lokakarya  telah 
mencapai  kemajuan  substansial  dengan  mem- 
formulasikan  bentuk  khusus  kerja  sama  dan 
proyek  konkret  di  mana  semua  pihak  dapat 
berpartisipasi;  (9)  ia  mengingatkan  perkem- 
bangan  akhir-akhir  ini  di  LCS  yang  menun- 
jukkan  kontroversi  dan  ketegangan  konflik 
klaim  tentorial  dan  yurisdiksi  yang  sema- 
kin  meningkat;  (10)  forum  lokakarya  men- 
desak  agar  ketegangan  yang  muncul  aki- 
bat  klaim  tumpang-tindih  diselesaikan  me- 
lalui  cara-cara  damai  (Kompas,  11-10-1995). 

Pembahasan  mengenai  upaya  untuk  me- 
numbuhkan  saling  percaya  {Confidence 
Building  Measures-CBM)  belum  mengha- 
silkan  sebuah  keputusan  resmi.  Beberapa 
usulan  dari  peserta  adalah  sebagai  berikut: 
(1)  perlunya  mengembangkan  kontak  dan 
kegiatan  sosial  antara  komandan  militer  di 
wilayah  yang  dipertikaikan;  (2)  konsep 
pengembangan  bersama,  mewujudkan  ber- 
bagai  proyek  secepatnya,  menegaskan  kem- 
bali  deklarasi  untuk  tidak  menggunakan 
kekerasan  dalam  penyelesaian  damai;  (3)  per- 
lunya penggunaan  konvensi  hukum  laut 
intemasional  untuk  menyelesaikan  pertikai- 
an  di  wilayah  LCS;  (4)  larangan  memperluas 
kehadiran  militer  di  LCS;  (4)  tidak  melan- 
jutkan  latihan  militer  di  wilayah  yang  di- 
pertikaikan; (5)  menjalin  tukar-menukar  le- 
bih  banyak  ilmuwan  di  antara  negara  peng- 
kalim  di  LCS;  (6)  perlunya  mempelajari  ber- 
bagai  usulan  yang  telah  ada  tentang  CBM 
untuk  melihat  apa  yang  bisa  diaplikasikan 
di  LCS;  (7)  mempertahankan  status  quo  di 
wilayah  LCS. 

Sementara  itu,  selain  CBM  ada  tiga  sub- 
yek  yang  dibahas  oleh  para  peserta,  yaitu: 
(1)  mekanisme  kerja  sama  di  LCS.  Dise- 
pakati  bahwa  mekanisme  kerja  sama  yang 
dipakai  adalah  sebagaimana  yang  dipakai 
sekarang;  (2)  bagaimana  cara  melaksanakan 
proyek  kerja  sama.  Dibahas  di  dalamnya  ten- 
tang siapa  yang  diundang  dan  siapa  yang 
akan  mengkoordinasikannya  termasuk  da- 


lam pencarian  dana;  (3)  kegiatan  menda- 
tang,  di  mana  ada  tiga  kelompok  kerja  tek- 
nis  yaitu  riset  ilmiah  kelautan,  basis  data, 
pertukaran  informasi  dan  pembentukan  ja- 
ringan  serta  pemantauan  masalah  permu- 
kaan  dan  pasang  surut  laut  (Kompas,  12-10- 
1995). 


2.  Lokakarya  Pengelolaan  Potensi  Laut 
Cina  Selatan  Ke-7 

Lokakarya  Pengelolaan  Potensi  Laut  Ci- 
na Selatan  ke-7  berlangsung  di  Batam,  Riau 
tanggal  14-16  Desember  1996  dihadiri  oleh 
102  peserta  negara-negara  anggota  ASEAN, 
negara-negara  pengklaim  LCS,  seperti  Cina, 
Vietnam,  Malaysia,  Brunei  Darussalam,  Fi- 
lipina  dan  Taiwan.  Mereka  berasal  dari  ka- 
langan  pemerintah  dalam  kapasitas  pribadi. 

Menlu  Ali  Alatas  mengatakan  pada  pem- 
bukaan  lokakarya,  Indonesia  secara  terus- 
menerus  mendorong  negara-negara  peng- 
klaim di  LCS  untuk  segera  merealisasikan 
usulan-usulan  proyek  yang  telah  disepa- 
kati.  Lokakarya  pengelolaan  potensi  LCS 
merupakan  wahana  kerja  sama  imtuk  mem- 
bahas  hal  yang  tidak  kontroversial  se- 
hingga  bisa  diterima  semua  pihak  dalam 
meningkatkan  saling  percaya.  Penyelesai- 
an klaim  tumpang-tindih  di  LCS,  penyele- 
saiannya  diserahkan  pada  negara-negara 
yang  berselisih.  Apakah  akan  diselesaikan 
secara  bilateral,  regional  ataupun  multila- 
teral. Selanjutnya  ia  mengatakan,  yang  ter- 
penting  adalah  jangan  sampai  klaim  tum- 
pang-tindih ini  berubah  menjadi  konflik 
terbuka  yang  bisa  meningkatkan  ketegangan 
kawasan,  sehingga  mempunyai  pengaruh 
langsung  terhadap  kepentingan-kepenting- 
an  dasar  Indonesia  {Kompas,  16-12-1996). 

Lokakarya  LCS  belum  berhasil  mereali- 
sasikan beberapa  proyek  yang  telah  dise- 
pakati  dan  diusulkan  pada  lokakarya  se- 
belumnya.  Peserta  lokakarya  masih  tetap 
beranggapan  bahwa  pelaksanaan  kerja  sama 
beberapa  proyek  yang  diusulkan  sebelum- 
nya  hams  mendapat  persetujuan  dari  otori- 
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tas  (pemerintah)  masing-masing  peserta  lo- 
kakarya.  Peserta  dari  Cina  adalah  satu-satu- 
nya  peserta  yang  menghambat  upaya  pe- 
laksanaan  kerja  sama  secara  multilateral  di 
bidang  keanekaragaman  hayati  dan  opera- 
sionalisasi  usulan  proyek  pemantauan  pa- 
sang  surut  laut  serta  pertukaran  informa- 
si  yang  sudah  disepakati  dalam  lokakarya 
sebelumnya  di  Balikpapan  tahun  1995. 

Melalui  Duta  Besarnya,  IVu  Guangjian, 
Cina  menolak  realisasi  pelaksanaan  proyek- 
proyek  yang  telah  disepakati  peserta  lain, 
seperti  alasan  tersebut  di  atas.  Di  samping 
itu  Cina  juga  menolak  untuk  mensahkan 
dan  bahkan  ingin  menghapus  sama  seka- 
li  pernyataan  lokakarya  ke-7  ini  terutama 
yang  menyangkut  kelanjutan  pelaksana- 
an usulan  proyek  tentang  keanekaragam- 
an hayati.  Cina  tetap  menekankan  penting- 
nya  persetujuan  pemerintah  masing-masing 
dalam  melaksanakan  proyek-proyek  seba- 
gaimana  yang  diusulkan  dalam  lokakarya 
sebelumnya. 

Pada  akhir  pertemuan  para  peserta  lo- 
kakarya sepakat  untuk  mengadakan  bebe- 
rapa  pertemuan  tentang  LCS  untuk  tahun 
1997,  antara  lain  pertemuan  kelompok  ahli 
tentang  pendidikan  dan  pelatihan  para  ahli 
di  Singapura,  pertemuan  kelompok  ahli  ten- 
tang hidrografi,  data  dan  pemetaan  dan  per- 
temuan kelompok  ahli  tentang  perlindungan 
lingkungan  kelautan  di  Malaysia  (Kompas, 
17-12-1996). 

Kesepakatan  untuk  menyelesaikan  kon- 
flik  melalui  dialog  dan  mengembangkan  pro- 
yek-proyek bersama  merupakan  kemajuan 
yang  positif  untuk  mengubah  potensi  kon- 
flik  menjadi  potensi  kerja  sama.  Dengan  de- 
mikian  sasaran  untuk  mencapai  perdamaian 
dan  kestabilan  kawasan  dapat  dicapai. 


SroANG  MENLU  ASEM  I 

Sidang  Para  Menlu  ASEM  (Asia-Europe 
Meeting)  I  berlangsung  di  Singapura  tang- 
gal  15  Februari  1997  dihadiri  oleh  15  Menlu 


anggota  Uni  Eropa,  Wolfgang  Schussel 
(Austria),  Erik  Derycke  (Belgia),  Niels  Peter- 
sen (Denmark),  Tarja  Halonen  (Finlandia), 
Herve  de  Charette  (Perancis),  Klaus  Kinkel 
(Jerman),  Theodoros  Pangalos  (Yunani),  Ri- 
chard Spring  (Irlandia),  Lamberto  Dini  (Ita- 
lia), Jacques  Poos  (Luksemburg),  Hans  van 
Mierlo  (Belanda),  Jaime  Gama  (Portugal), 
Abel  Matutes  (Spanyol),  Lena  Hjelm  Wah 
len  (Swedia)  dan  Malcom  Rijkind  (Inggris). 
Tujuh  Menlu  dari  ASEAN,  S.  Jayakumar 
(Singapura),  Ali  Alatas  (Indonesia),  Pange- 
ran  Mohamad  Bolkiah  (Brunei  Darussa- 
1am),  Abdullah  Badawi  (Malaysia),  Domingo 
Siazon  (Filipina),  Prachuab  Chaiyasan  (Thai- 
land), dan  Nguyen  Manh  Cam  (Vietnam). 
Tiga  Menlu  dari  Asia,  Qian  Qichen  (Cina), 
Yukihiko  Ikeda  (Jepang),  Yoo  Chong-ha  (Ko- 
rea Selatan)  untuk  membahas  berbagai  ke- 
giatan  tindak  lanjut  yang  telah  diambil  da- 
lam KTT  ASEM  I  di  Bangkok  Maret  1996. 

Salah  satu  keputusan  penting  sidang 
Menlu  ASEM  I  adalah  kesepakatan  untuk 
menggiatkan  dialog  politik  antar  25  ne- 
gara  anggotanya.  Dialog  politik  akan  di- 
dasarkan  pada  "lima  prinsip"  yang  menun- 
jukkan  sifat  tidak  konfrontatif.  Kelima 
prinsip  itu  adalah:  (1)  menjunjung  rasa  sa- 
ling  menghormati  sesama  anggota;  (2)  dia- 
log politik  diadakan  dalam  semangat  po- 
sitif untuk  saling  memahami  dan  saling 
belajar;  (3)  antar  sesama  anggota  agar  tidak 
menuding  satu  sama  lain;  ^(4)  menghindari 
upaya  untuk  mengakomodir  tekanan-te- 
kanan  dari  lobi-lobi  di  dalam  negeri  ma- 
sing-masing; (5)  menghindari  tekanan  dari 
agenda  pemberitaan  media  intemasional 
(Kompas,  16-2-1997). 

Pernyataan  Ketua  (Chairman  Statement) 
ASEM  antara  lain  menyatakan:  (1)  para 
menteri  membahas  kerja  sama  Asia-Eropa 
dalam  konteks  yang  diwarnai  dengan  ber- 
bagai tantangan  global  dan  regional  baru; 
(2)  dunia  semakin  dicirikan  oleh  sistem 
multipolar,  dan  saling  ketergantungan  eko- 
nomi  akibat  integrasi  global;  (3)  integrasi 
regional  beijalan  cepat  di  berbagai  belahan 
dunia  dan  memerlukan  segera  pendekatan- 
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pendekatan  regional  dan  global;  (4)  men- 
dukung  pembentukan  ASEF  {Asia-Europe 
Foundation)  di  Singapura.  ASEF  merupa- 
kan  sebuah  yayasan  yang  bertujuan  untuk 
menggiatkan  pertukaran  mahasiswa  dan 
profesi-profesj  lain  seperti  manajer  dan  war- 
tawan  muda,  yang  berasal  dari  Asia  mau- 
pun  Eropa;  (5)  pelaksanaan  KTT  ASEM  II 
berlangsung  di  London  bulan  April  1998 
dan  KTT  ASEM  III  di  Korea  Selatan  tahun 
2000  (Kompas,  16-2-1997). 

Pertemuan  Menlu  ASEM  pertama  telah 
berhasil  menerima  keputusan  penting  un- 
tuk menggiatkan  dialog  politik  antar  25 
negara  anggotanya.  Dialog  politik  yang  di- 
dasarkan  pada  5  prinsip  sebagaimana  yang 
disebutkan  di  atas  setidak-tidaknya  mem- 
berikan  jalan  keluar  dilakukannya  pembi- 
caraan  isu-isu  kontroversial  seperti  masalah 
hak  asasi  manusia  (HAM)  dan  demokrasi. 
Di  samping  itu  dialog  politik  merupakan 
upaya  menjembatani  perbedaan  yang  ada 
di  antara  keduanya  agar  kedua  pihak  mam- 
pu  meletakkan  dasar  terciptanya  ikatan  bu- 
daya.  Dengan  demikian  upaya  untuk  men- 
jajagi  keija  sama  yang  dapat  menghubung- 
kan  Asia  dan  Eropa  dalam  bidang  yang 
lebih  luas,  meliputi  bidang  politik-keaman- 
an,  ekonomi  serta  bidang  kebudayaan,  in- 
frastruktur,  pengentasan  kemiskihan,  pe- 
nanggulangan  obat  terlarang,  terorisme 
serta  kejahatan  internasional  dapat  tercipta. 
Usaha  untuk  membangun  kemitraan  Asia- 
Eropa  hanya  akan  berhasil  apabila  pada  per- 
temuan-pertemuan  ASEM  selanjutnya  ke- 
dua pihak  sepakat  mencari  titik  temu  dalam 
bidang  ekonomi,  politik  dan  keamanan. 


HUBUNGAN  ASEAN-JEPANG 

Dalam  rangka  memperkuat  hubungan  Je- 
pang-ASEAN,  PM  Jepang,  Ryutaro  Hashi- 
moto melakukan  kunjungan  ke  beberapa  ne- 
gara ASEAN,  yaitu  Indonesia,  Malaysia, 
Singapura,  Malaysia  dan  Brunei  Darussa- 
1am,  tanggal  8-14  Januari  1997.  Dalam  kun- 
jungan tersebut  Hashimoto  antara  lain  me- 


ngeluarkan  usul  untuk  mengadakan  KTT 
secara  reguler  antara  Jepang  dan  para  pe- 
mimpin  ASEAN  dan  meminta  diperkuatnya 
dialog  keamanan  di  antara  negara-negara 
Asia  dengan  menyatakan  dukungan  terha- 
dap  ASEAN  Regional  Forum. 

1.  Gagasan  KTT  Jepang-ASEAN 

Meskipun  Jepang  dan  ASEAN  selama 
ini  sudah  mempunyai  forum  konsultasi 
yang  dilakukan  setelah  pertemuan  tingkat 
menteri  tahunan  ASEAN  (ASEAN  PMC), 
namun  Jepang  tetap  menganggap  bahwa  fo- 
rum konsultasi  dan  pertemuan  yang  ada 
dianggap  tidak  memadai  lagi  untuk  menye- 
lesaikan  berbagai  persoalan.  Untuk  itu  Je- 
pang mengusulkan  kepada  negara-negara 
ASEAN  suatu  KTT  yang  dilakukan  secara 
reguler. 

Meskipun  belum  ada  rincian  tentang 
apakah  bentuknya  itu  formal  atau  tidak 
formal  dan  berapa  kali  dalam  periode  ter- 
tentu  KTT  Jepang-ASEAN  dilakukan,  na- 
mun pada  dasarnya  negara-negara  ASEAN 
menerima  usulan  tersebut.  Oleh  karena  itu 
Jepang  ingin  mengukuhkan  pertemuan  itu 
pada  bulan  Desember  1997  saat  berlang- 
sungnya  KTT  ASEAN  VI  di  Malaysia  dan 
bertepatan  dengan  ulang  tahun  ASEAN 
ke-30.  Dimensi  hubungan  Jepang-ASEAN 
memang  harus  diperluas  dan  tidak  bisa  la- 
gi terbatas  pada  masalah  kerja  sama  eko- 
nomi. Keija  sama  dalam  bidang  politik  dan 
keamanan  termasuk  penting  sehingga  perlu 
segera  diadakan.  Dalam  bidang  politik  dan 
keamanan  misalnya,  Jepang  dan  ASEAN 
sama-sama  merisaukan  ambisi  politik  dan 
militer  Cina  di  kawasan  Asia,  meski  jarang 
mempersoalkannya  secara  terbuka  (Kompas, 
9-1-1997). 

2.  Doktrin  Hashimoto 

Dokrin  Hashimoto  adalah  kebijakan  PM 
Jepang,  Ryutaro  Hashimoto  mengenai  hu- 
bungan Jepang  dengan  Asia  Pasifik.  Empat 
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pilar  kebijakan  Jepang  di  Asia  Pasifik  ter- 
diri  dari  dialog  politik  dan  keamanan,  per- 
tukaran  kebudayaan,  kerja  sama  dan  ban- 
tuan  ekonomi,  dan  upaya  bersama  mena- 
ngani  persoalan-persoalan  global.  Di  sam- 
ping  itu  Jepang  berniat  memperlakukan 
ASEAN  sebagai  mitra  sejajar  dalam  dia- 
log seperti  halnya  antara  Uni  Eropa  dan 
ASEAN.  Doktrin  ini  ditujukan  untuk  mem- 
perkuat  kerja  sama  Jepang  dengan  ASEAN 
dan  menekankan  pentingnya  ASEAN  seba- 
gai mitra  ekonomi. 

Dalam  kuliah  yang  diselenggarakan 
oleh  Institut  Studi  Asia  Tenggara  (ISEAS) 
Singapura,  tanggal  14  Januari  1997,  de- 
ngan judul  "Reformasi  untuk  Era  Baru 
Jepang  dan  ASEAN  ~  Kemitraan  yang  le- 
bih  Luas  dan  Dalam  ",  PM  Ryutaro  Hashi- 
moto mengatakan  hubungan  ekonomi  Je- 
pang-ASEAN  telah  berkembang  dan  se- 
makin  menjadi  penting  bagi  kedua  pihak. 
la  mengusulkan  tiga  hal  konkret  sebagai 
langkah  kerja  sama  Jepang-ASEAN  di  ma- 
sa  mendatang,  terutama  yang  menyangkut 
hubungan  di  luar  bidang  ekonomi  yang 
selama  ini  menjadi  perhatian  kedua  belah 
pihak,  yaitu:  (1)  peningkatan  dialog  me- 
lalui  pertukaran  kimjungan  para  pemimpin 
Jepang-ASEAN  di  semua  tingkatan  dan 
forum  Jepang-ASEAN  hendaknya  lebih  di- 
aktifkan  sehingga  memberikan  banyak  man- 
faat;  (2)  kerja  sama  budaya  yang  bersifat 
multilateral  bagi  pelestarian  dan  harmoni- 
sasi  kebudayaan  dan  tradisi  di  Jepang  dan 
ASEAN.  Pelestarian  kebudayaan  yang  ada 
di  Jepang  maupun  ASEAN  mempunyai  ni- 
lai  bagi  generasi  mendatang.  la  mengusul- 
kan misi  kebudayaan  yang  beranggotakan 
para  ahli  Jepang  dan  ASEAN;  (3)  menga- 
tasi  isu-isu  universal  seperti  masalah  teror- 
isme  dan  lingkungan  hidup. 

Selanjutnya  ia  mengatakan,  peran  Je- 
pang dan  ASEAN  di  dunia  semakin  me- 
ningkat  dan  prakarsa  keduanya  mengatasi 
isu  kekurangan  pangan  dan  energi,  per- 
tumbuhan  penduduk,  AIDS  dan,  narkotika 
makin  diperlukan.  Pada  bagian  lain  ia  me- 
nilai  ASEAN  berhasil  mencapai  kemajuan 


penting  di  bidang  ekonomi  dan  politik, 
meskipun  banyak  menghadapi  berbagai  tan- 
tangan.  Untuk  itu  negara-negara  ASEAN 
perlu  melakukan  langkah-langkah  deregu- 
lasi  dalam  era  liberalisasi  demi  kemak- 
muran  ekonominya.  Perluasan  keanggotaan 
ASEAN  dapat  meningkatkan  upaya  untuk 
menanggulangi  masalah-masalah  seperti 
lingkungan  hidup,  kekurangan  pangan, 
AIDS  dan  pertumbuhan  penduduk.  Di  sam- 
ping  itu  ia  mengatakan  bahwa  prasyarat  un- 
tuk mewujudkan  peningkatan  kerja  sama 
Jepang-ASEAN  dalam  menghadapi  abad 
mendatang  adalah  stabilitas  dan  perda- 
maian  di  Asia  Pasifik.  Untuk  itu  kehadir- 
an  AS  di  Asia  masih  diperlukan.  Peran  dan 
hubungan  antara  Jepang,  AS  dan  Cina 
yang  semakin  konstruktif  akan  berpenga^ 
ruh  pada  perdamaian  dan  kemakmuran 
kawasan  Asia  Pasifik  dan  dunia  {Policy 
Speech  by  Prime  Minister  Ryutaro  Hashi- 
moto, Singapura,  14-1-1997). 


HUBUNGAN  ASEAN-UNI  EROPA 

Sidang  Para  Menlu  ASEAN  dengan 
Menlu  Uni  Eropa  (UE)  ke-12  berlangsung 
di  Singapura,  tanggal  13-14  Februari  1997 
dihadiri  oleh  7  Menlu  ASEAN,  Ali  Alatas 
(Indonesia),  5*.  Jayakumar  (Singapura),  Ab- 
dullah Badawi  (Malaysia),  Domingo  Siazon 
(Filipina),  Prachuab  Chaiyasan  (Thailand), 
Pangeran  Mohamad  Bolkiah  (Brunei  Da- 
russalam),  Nguyen  Manh  Cam  (Vietnam) 
dan  15  Menlu  Uni  Eropa,  Wolfgang  Schus- 
sel  (Austria),  Erik  Deryke  (Belgia),  Niels 
Petersen  (Denmark),  Tarja  Halonen  (Finlan- 
dia),  Herve  de  Charete  (Perancis),  Klaus 
Kinkel  (Jerman),  Theodores  Pangalos  (Yu- 
nani),  Richard  Spring  (Irlandia),  Lamberto 
Dini  (Italia),  Jacques  Poos  (Luksemburg), 
Hans  van  Mierlo  (Belanda),  Jaime  Gama 
(Portugal),  Abel  Matutes  (Spanyol),  Lena 
Hjelm  Wallen  fSwedia),  dan  Malcom  Rif- 
kind  (Inggris)  untuk  membahas  kerja  sama 
di  bidang  politik  dan  keamanan,  perda- 
gangan,  bisnis,  investasi,  iptek,  alih  tek- 
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nologi  dan  interaksi  antar  warga  di  kedua 
wilayah. 

Deputi  PM  Singapura,  Lee  Hsien  Loong 
mengatakan  dalam  pembukaan  sidang:  (1) 
perbedaan  sejarah  dan  budaya  antara  ne- 
gara-negara  UE  dengan  ASEAN  senantiasa 
akan  memunculkan  persepsi  yang  berbe- 
da  mengenai  peranan  individu  dan  keluar- 
ga,  masyarakat,  serta  negara.  Oleh  karena 
itu  negara-negara  ASEAN  tidak  akan  me- 
niru  mentah-mentah  gagasan-gagasan  dan 
institusi-institusi  dari  masyarakat  Eropa. 
Apa  yang  berhasil  diterapkan  di  Eropa,  be- 
lum  tentu  bisa  diterapkan  di  dalam  kon- 
teks  Asia,  begitu  pula  sebaliknya;  (2)  pro- 
ses dialog  politik  antara  ASEAN  dengan 
UE  harus  dijaga  tingkat  sensitifitasnya  dan 
harus  didasarkan  pada  asas  persamaan;  (3) 
meskipun  nilai  perdagangan  ASEAN-UE 
masih  kecil,  jika  dibandingkan  dengan  ga- 
bungan  antara  nilai  perdagangan  ASEAN- 
AS  dan  ASEAN- Jepang,  namun  ASEAN 
merupakan  pasar  yang  potensial  dan  terus 
berkembang  bagi  Eropa.  Tahun  1995,  eks- 
por  ASEAN  ke  Eropa  mencapai  46,6  milyar 
dollar  AS,  sementara  ekspor  UE  ke  ASEAN 
tercatat  52,9.  Nilai  perdagangan  ASEAN- 
UE  adalah  99,5  milyar  dollar,  jauh  di  bawah 
ASEAN-AS  (110  milyar  dollar)  dan  ASEAN- 
Jepang  (134,2  milyar  dollar)  (Kompas,  14-2- 
1997). 

1.  Laporan  EPG 

Laporan  EPG  (Eminent  Persons  Group) 
yang  berjudul  Strategi  Kemitraan  Baru 
(Strategy  for  a  New  Partnership)  yang  di- 
sampaikan  oleh  Helmut  Haussman  mere- 
komendasikan  agar  masing-masing  peme- 
rintah  mengambil  berbagai  keputusan  untuk 
menfasilitasi  perdagangan.  Di  antaranya  ada- 
lah menciptakan  iklim  bisnis  yang  kondusif 
(business  confidence  building)  untuk  me- 
rangsang  perdagangan  dan  investasi  serta 
mendorong  partisipasi  sektor  bisnis  besar, 
menengah  dan  kecil.  Dengan  melakukan  tin- 
dak  lanjut  sebagai  berikut:  (1)  menciptakan 
sistem  legal  atau  hukum  bisnis  yang  "ber- 


sahabat"  (a  business-friendly  legal)  dan 
dengan  kerangka  yang  jelas  serta  meng- 
hormati  rule  of  law;  (2)  menghapus  ham- 
batan-hambatan  nontarif,  penyesuaian  bea 
dan  cukai,  membuat  standar  teknis  yang  di- 
akui  bersama  (common  technical  standards) 
dan  mematuhi  perjanjian  TRIPs  (Trade- 
Related  Intellectual  Properties);  (3)  menya- 
rankan  dibentuknya  ASEAN-European  Bu- 
siness Council  (AEBC)  yang  kuat  dan  efek- 
tif.  AEBC  akan  didukung  dan  dikelola  oleh 
asosiasi-asosiasi  bisnis  yang  telah  ada. 

2.  Masalah  Myanmar 

Presiden  Uni  Eropa,  Hans  van  Mierlo 
mengatakan  dalam  jumpa  pers  pada  akhir 
sidang,  meskipun  UE  menerima  kebijaksa- 
naan  "pelibatan  konstruktif  (contructive 
engagement)  yang  dilakukan  ASEAN  ter- 
hadap  Myanmar,  UE  tidak  bisa  mentolerir 
pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM) 
di  Myanmar.  Untuk  itu  ASEAN  harus  bisa 
berperan  lebih  aktif  dalam  mempengaruhi 
rejim  Myanmar  untuk  mengurangi  prak- 
tek  pelanggaran  HAM.  Meskipun  ASEAN 
dan  UE  berbeda  pendekatan  dalam  masa- 
lah Myanmar  tetapi  ASEAN  tidak  bisa  le- 
pas  tangan  dari  tanggung  jawab  melin- 
dungi  serta  memperbaiki  kondisi  HAM  di 
Myanmar. 

Sementara  itu  Menlu  Singapura,  S.  Jaya- 
kumar  mengatakan,  ASEAN  tetap  memper- 
tahankan  kebijaksanaan  pelibatan  kon- 
struktif terhadap  Myanmar.  ASEAN  secara 
tradisionil  lebih  suka  melakukan  kebijaksa- 
naannya  secara  diam-diam,  bukan  seperti  UE 
yang  lebih  menyukai  diplomasi  secara  ter- 
buka.  Dalam  hal  ini  masing-masing  negara 
ASEAN  telah  menyampaikan  pandangan 
dan  keprihatinannya  terhadap  pemerintah 
Myanmar  secara  diam-diam  dan  dengan  cara 
non-konfrontatif  (Jakarta  Post,  15-2-1997). 

3.  Dcklarasi  Bersama 

Dalam  jumpa  pers  seusai  sidang  Menlu 
ASEAN-UE,  Ketua  Bersama  Sidang,  Menlu 
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Singapura,  S.  Jayakumar  dan  Menlu  Belan- 
da,  Hans  van  Mierlo  mengatakan  sidang 
Menlu  mencatat  sukses  dengan  dihasilkan- 
nya  Deklarasi  Bersama  ASEAN-UE  sebagai 
kerangka  untuk  memperkuat  hubungan  ke- 
dua  organisasi  regional  itu  yang  antara  lain 
berisi  tentang  menggiatkan  dialog  politik 
di  antara  kedua  pihak  dan  kerja  sama  ke- 
amanan,  kerja  sama  ekonomi,  kerja  sama 
pembangunan  dan  keija  sama  lainnya. 

Deklarasi  Bersama  antara  lain  berisi:  (1) 
menggiatkan  dialog  politik  termasuk  mem- 
bahas  isu-isu  sensitif  melalui  diskusi  ter- 
buka,  dengan  prinsip  "duduk  sama  tegak" 
dan  saling  menghormati  kedaulatan  masing- 
masing  anggotanya;  (2)  kerja  sama  yang  le- 
bih  erat  dalam  fora  internasional,  khusus- 
nya  melalui  kerangka  PBB.  Mendukung 
penuh  Sekjen  PBB  yang  baru  serta  agen- 
danya  untuk  mereformasi  organisasi  itu 
dan  permintaannya  agar  semua  anggota 
membayar  iuran;  (3)  mendukung  dan  meng- 
hormati HAM  serta  kebebasan-kebebasan 
fundamental  seperti  tercantum  dalam  Pia- 
gam  PBB  dan  deklarasi-deklarasi  HAM 
lainnya;  (4)  menyambut  baik  sejumlah  per- 
setujuan  yang  mengupayakan  perlucutan 
senjata.  Seperti  Traktat  Zona  Bebas  Sen- 
jata  Nuklir  (SEANWFZ),  CTBT,  Fourth 
Review  Conference  of  the  Biological  and 
The  Toxic  Weapon  Convention,  dan  APL 
{anti-personnel  landmines);  (5)  memper- 
tegas  kembali  sikapnya  terhadap  penting- 
nya  kerja  sama  ekonomi  dengan  menjun- 
jung  tinggi  aturan-aturan  WTO  tentang 
perdagangan  internasional  yang  adil,  me- 
rata  dan  terbuka;  (6)  optimis  terhadap  besar- 
nya  potensi  untuk  memperkuat  kerja  sama 
ekonomi.  Untuk  itu  para  Menlu  memberikan 
komitmen  membuka  lebar-lebar  akses  pasar, 
serta  mengupayakan  dan  memfasilitasi  per- 
gerakan  secara  bebas  barang  dan  jasa  (free 
flow  of  goods  and  services)  antar  kedua  wi- 


layah;  (7)  komitmen  ASEAN  dan  UE  untuk 
memberikan  prioritas  pada  upaya  untuk  me- 
merangi  kemiskinan,  pengembangan  sum- 
ber  daya  manusia,  kesehatan  dan  keluarga 
berencana,  peranan  wanita,  penghormatan 
terhadap  HAM,  serta  lingkungan  dan  pem- 
bangunan yang  berkelanjutan;  (8)  komit- 
men untuk  aspek  hubungan  antar  masya- 
rakat  melalui  kerja  sama  antar  perguruan 
tinggi,  media  massa,  pertukaran  kebudaya- 
an  dan  pengembangan  sumber  daya  manu- 
sia (Kompas,  15-2-1997). 

Kesepakatan  untuk  melakukan  dialog 
politik  merupakan  upaya  untuk  menjem- 
batani  perbedaan  antara  ASEAN  dan  UE. 
Ada  lima  prinsip  dialog  politik  yang  me- 
rupakan upaya  untuk  menjembatani  per- 
bedaan yang  ada  selama  ini,  yaitu:  (1)  men- 
junjung  rasa  saling  menghormati  sesama 
anggota;  (2)  dialog  politik  diadakan  dalam 
semangat  positif  untuk  saling  memahami 
dan  saling  belajar;  (3)  antar  sesama  anggo- 
ta agar  tidak  menuding  satu  sama  lain;  (4) 
menghindari  upaya  untuk  mengakomodir 
tekanan-tekanan  dari  lobi-lobi  di  dalam  ne- 
geri  masing-masing;  (5)  menghindari  te- 
kanan  dari  agenda  pemberitaan  media  in- 
temasional. 

Kesepakatan  antara  ASEAN  dan  UE  un- 
tuk memperluas  kerja  sama  ekonomi,  perda- 
gangan dan  memperlebar  akses  pasar  ser- 
ta memfasilitasi  pergerakan  secara  bebas 
barang  dan  jasa  di  kedua  wilayah,  adalah 
menunjukkan  komitmen  ASEAN  dan  UE 
untuk  memperkuat  kerja  sama  ekonomi.  De- 
ngan demikian  kekhawatiran  pertemuan  Si- 
ngapura tidak  akan  mencapai  sasaran  kare- 
na  perbedaan  sikap  soal  agenda  pertemuan 
yang  menyangkut  masalah  HAM  dapat  di- 
hindari.  Meskipun  perbedaan  sikap  itu  ma- 
sih  ada,  tetapi  ASEAN-UE  sepakat  untuk 
melanjutkan  kerja  sama  ekonomi. 
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